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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 

ميحرّلا نحمرّلا ّ&ا مسب . 
 دممح Hديّس. ينلسرلماو ءايبنلاا فرشأ ىلع ملاسّلاو ةلاصّلا .ينلماعلا بّر ّ& دملحا

دعب امّأ .ينعجمأ هبحصو هلاّ ىلعو . 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu 
tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina 
Muhammad SAW.  juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau 
sekalian.  

 Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya buku berjudul 
“Metode Penggalian Hukum Islam”,  dapat penulis selesaikan  dengan baik. 

 Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 
serta wawasan kepada semua pihak yang mempelajari tentang ushul fiqh 
khususnya pada masalah metode penggalian hukum Islam. Buku ini 
merupakan hasil kajian terhadap kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh para 
ulama klasik, maupun ulama kontemporer. 

 Buku ini ditulis dengan beberapa bab, yang dimulai dari bab I 
memuat tentang ijtihad dalam hukum Islam,. Bab II memuat tentang 
penggunaan dalil-dalil hukum dalam berijtihad Bab III Metode al-Bayan. IV 
Metode al-Ta’lily, dan Bab V tentang metode al-Istihsany. 

 Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari akan adanya 
kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada 
pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran demi untuk sempurnanya 
buku ini. 

 Akhirnya, atas segala bantuan, petunjuk saran dan nasehat, kepada 
mereka semua penulis ucapkan terima kasih dan diiringi doa semoga Allah 
SWT. Memberikan ganjaran pahala yang setimpal, Amin. 

 
Banjarmasin, 4 Oktoberber 2026 
Penulis 
 
Prof. Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I 



2 | Metode Penggalian Hukum Islam 

 
 

KATA SAMBUTAN 
 

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpiahan rahmat 

taufiq dan hidayahNya buku ini ditulis dan dapat diselesaikan oleh bapak 
Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dengan judul Metode Penggalian 
Hukum Islam. 

Buku ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa dan bagi mereka 
yang mempelajari dan mendalami tentang metode menggali hukum Islam 
dari sumber sumber pokoknya. 

Untuk mempelajari dasar dasar penggalian hukum islam sangat 
diperlukan tata cara berijtihad, karena hukum Islam itu banyak ditetapkan 
berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. 

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 
memberikan dukungan dan penghargaan atas karya Prof. Dr. H. 
Fathurrahman Azhari, M.H.I. 

Demikisn   sambutan ini kami sampaikan mohon maaf atas  
kekurangan. 

 
Banjarmasin, 25 September 2026 
Dekan FEBI UIN ANTASSARI 
 
 
Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin 
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BAB I 
IJTIHAD DALAM PENGGALIAN  
HUKUM ISLAM 

 
A. Pendahuluan 

Konstruksi dasar pembinaan hukum Islam telah diletakkan oleh 
Rasulullah SAW yang bentuk-bentuk cakupan hukum yang 
diformulasikannya dapat berupa; penjelasan yang berkaitan dengan arti dan 
maksud al-Qur’an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam contoh dan 
perbuatan, penjelasan yang berkaitan dengan perluasan dasar-dasar yang 
dinyatakan oleh al-Qur’an yang kelihatannya menambah hukum yang 
dinyatakan al-Qur’an itu sendiri, dan penjelasan yang berkaitan dengan 
pembatasan kandungan al-Qur’an. 

Dari konstruksi Nabi tersebut, kemudian para ulama mulai 
menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan 
Hadis dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan 
tujuan syariat serta berusaha untuk mendekatkan hasil penalaran dan 
pemahaman tersebut dengan realitas sosial yang  berkembang ditengah-
tengah masyarakat. 

 Para mujtahid tidak membuat, tetapi hanya menggalikan hukum. 
Hal itu adalah karena keyakinan dalam Islam bahwa hukum dibuat oleh 
Tuhan sebagai al-Syari’ (pembuat hukum). Manusia hanyalah memahami 
(fiqh) hukum Ilahi tersebut. Proses pemahaman terhadap hukum itu disebut 
istinbaht al-hukm melalui kegiatan intelektual yang disebut ijtihad. Hasil-
hasil hukum yang digali melalui kegiatan ijtihad itu dinamakan fiqih. 

Penggalian hukum dimaksudkan sebagai suatu proses individualisasi 
dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada 
kasus khusus. Tujuan penggalian hukum haruslah dipahami oleh mujtahid 
dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan 
menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak 
diatur secara eksplisit oleh Al Quran dan Hadis. Oleh karenanya dengan 
berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menggali 
dan menemukan hukum dalam memecahkan berbagai peristiwa kasus yang 
muncul. 
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B. Pengertian Ijtihad 
Kata ijtihad  berakar dari kata al-jahd yang berarti masyaqah (kuasa, 

payah, kepayahan, bersungguh-sungguh).1  Oleh karena itu, ijtihad menurut 
pengertian kebahasaan bermaksud “Badzl al wus’a al majhud”, yaitu 
pengerahan daya dan kemampuan.2  Dari sudut ilmu sharf, kata “ijtahada” 
bentuknya mengikuti timbangan ifti’ala ( لاعتفإ  ), yang menunjukkan  arti 
“berlebih” (mubalaghah) dalam melaksanakan suatu perbuatan. Berbeda 
dengan pengertian kebahasaan secara umum di atas, ijtihad dalam konteks 
ushul fiqh, maka pengertian ijtihad, yaitu:  

3 ىعرش مٍكبح نِّظ لِيْصِحْتَلِ عَسْوُلا هِيقفلا غُارَفْـَتسْ
ّ
 اا .ٍ

Upaya seseorang faqih mengarahkan kemampuan secara maksimal dalam 
mendapatkan suatu hukum syar’i yang bersifat zhanny. 

Ijtihad dengan pengertian tersebut di atas terbagi dua:  
Ijtihad istinbathi  yaitu ijtihad yang sempurna, dan itu khusus bagi 

golongan ulama yang mengarah pada pengenalan hukum-hukum furu’ 
(cabang) yang amali (praktis/ operasional) dari dalil-dalilnya yang terinci. 
Sebagian ulama mengatakan, ijtihad (isthinbathi) ini termasuk ijtihad khusus, 
kadang terputus pada suatu masa. Hal itu menurut pendapat mayoritas 
ulama. Sedangkan ulama Hanabilah  berpendapat bahwa jenis ijtihad ini 
harus tidak pernah kosong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang 
mencapai tingkatan ini.  

Ijtihad  tathbiqi. yaitu penerapan dari jalan istinbath, dalam hal ini 
para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong pada suatu masa dari 
adanya. Mereka itu adalah ulama takhrij dan tathbiq (mengeluarkan dan 
menerapkan) ‘illat-’illat yang di-istinbat-kan atas perbuatan-perbuatan 
juz’iyah. Maka pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang 
telah di-istinbat-kan para ulama yang dulu. Dan dengan tathbiq (penerapan) 
ini menjadi jelas hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan oleh 
ulama-ulama terdahulu yang memiliki derajat ijtihad mengenai hal itu. Dan 

 
1 Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawi, Kamus Idris al-Marbawi, (Surabaya: al-

Hidayah t.th.). h. 112. Kata ijtihad  terdapat dalam Al-Hadits Nabi Saw.  Dari Mu’adz bin 
Jabal “ajtahidu bi al-ra’yi”  Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Cairo, Mushtafa al-Babi al-
Halabi, 1953), j. II, h. 272.  al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut, Dar al-Fikr, 1967). j. I, h. 
157. 

2 Ibnu  Manzhur, Lisan al-‘Arab,( Beirut: Dar al-Shadir, t.th.). h. 133-135. 
3 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilmi al-Ushul, Ibid. Dar al-

Fikr, Beirut t.th. h. 250. 
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upaya yang dilakukan mujtahid tathbiqi adalah apa yang dinamakan tahqiqul 
manath (mengeluarkan ‘illat-’illat, sebab-sebab terjadinya hukum). 

 
C. Syarat-Syarat Berijtihad 

Setiap orang boleh melakukan ijtihad, apabila telah memenuhi 
syarat-syaratnya. Syaukani, mengemukakan  enam syarat, yaitu;  

1. Mengetahui Al-Qur’an. Cukup bagi seseorang mujtahid hanya 
mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hukum 
saja. Ia tidak membatasi jumlah ayat-ayat hukum sebagaimana yang 
dibatasi oleh al-Ghazali dan Ibnu “Arabi yang jumlahnya sekitar 
lima ratus ayat hukum. Imam -Syaukani memandang, bahwa lima 
ratus ayat hukum itu hanya dilihat dari segi lahir saja, akan tetapi jika 
diteliti lebih jauh, jumlahnya akan berlipat ganda. Bahkan hukum-
hukum itu dapat diperoleh dari ayat-ayat yang mengandung kisah 
dan perumpamaan. Baginya, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihafal 
oleh mujtahid, tetapi cukup apabila ia mengetahui letak ayat itu, 
sehingga mudah menemukannya ketika dibutuhkan.4  Persyaratan 
ini adalah untuk mujtahid mutlak yang akan melakukan ijtihad 
dalam sejumlah hukum. Akan tetapi, bagi seseorang yang hanya 
melakukan ijtihad dalam masalah tertentu, ia hanya dituntut 
memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat hukum yang menyangkut 
masalah tersebut secara mendalam.5. Hal ini, tentu telah maklum 
oleh segenap kaum Muslimin, bahwa tidak mungkin seseorang yang 
tidak memahami ayat-ayat Al-Qur’ansecara mendalam dapat 
melakukan ijtihad secara benar. 

2. Mengetahui Al-Sunnah. Seorang melakukan istinbath hukum Islam 
seharusnya mengetahui segenap kitab Al-Sunnah yang telah ditulis 
oleh para ahlinya, seumpama kitab induk yang enam (Shahih al-
Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan 
al-Nasha’i, dan Sunan Ibnu Majah), dan kitab-kitab lainnya seperti 
Sunan al-Baihaqy, Sunan al-Dar al-Quthni, Sunan al-Thabrani dan Sunan 
al-Darimi. Lebih baik pula kalau mengetahui kitab-kitab musnad 
(seumpama Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Syafi’i dan lain-
lain). Kitab-kitab Mustakhrij Abi Una’im, dan lain-lain, dan kitab-
kitab syarah Al-Sunnah Shahih ditentukan oleh Bukhari dan 

 
4 Ibid. h. 250-251; al-Ghazali, al-Mustashfa  j. II, h. 383. 
5 Ibid. h. 254-255.  
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Muslim, seperti Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, 
Mustadrak al-Hakim dan lain-lain. Sunnah tersebut tidak perlu 
dihafal, cukup mengetahui letak Al-Sunnah itu, sehingga dapat 
ditemukan segera apabila dibutuhkan.6 Berbeda dengan ushuliyyin 
lainnya, seperti Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan harus 
mengetahui lima ratus ribu Sunnah, sedangkan menurut al-Ghazali 
cukup mengetahui Sunnah-Sunnah hukum saja.7  Menurut Imam 
Syaukani, seseorang faqih yang melakukan istinbath tidak hanya 
wajib mengetahui sejumlah besar Al-Sunnah dari segi lafaznya saja, 
tetapi wajib pula mengetahui rijal (periwayat-periwayat) yang 
terdapat dalam sanad menyangkut Sunnah yang akan dipakai untuk 
berdalil, sehingga ia dapat memilih Al-Sunnah yang Shahih, Hasan 
dan dhaif. Tetapi tidak perlu menghafalnya, cukup mengetahui 
dengan baik melalui kitab-kitab yang membahas tentang jarh (cacat 
periwayat Al-Sunnah) dan ta’dil (keadilan periwayat Al-Sunnah).8  
Pendapat Syaukani memang benar, bahwa Al-Sunnah sebagai 
sumber kedua dalam hukum Islam tidak dibenarkan diabaikan 
untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum. Jika seorang mujtahid 
mengabaikan tentang Al-Sunnah Nabi SAW. Berarti seseorang faqih 
yang melakukan istinbath telah melakukan kekeliruan besar, karena 
dipandang telah menarik ketetapan hukum atas kehendak nafsunya 
sendiri.  

3. Mengetahui Al-Ijma’. Seorang mujtahid tidak mengeluarkan fatwa 
yang bertentangan dengan Al-Ijma’. Menurut Imam Syaukani, bagi 
orang yang berkeyakinan bahwa Al-Ijma’  sebagai dalil hukum, 
maka ia wajib mengetahui Al-Ijma’, karena melanggar suatu 
kesepakatan para mujtahid merupakan suatu kekeliruan. Tetapi bagi 
orang yang tidak memandang Al-Ijma’ sebagai dalil hukum, maka 
mengetahui Al-Ijma’ ini tidak menjadi syarat baginya untuk 
melakukan ijtihad.9  

4. Mengetahui bahasa Arab. Seorang yang akan melakukan istinbath 
hukum harus mengetahui seluk beluk bahasa Arab secara sempurna, 
sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung 

 
6 Ibid. h. 251.  
7 Ibid. h. 250.  
8 Ibid.   
9 Ibid. 251.  
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dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Sunnah Untuk mengetahui  seluk 
beluk bahasa Arab diperlukan beberapa cabang ilmu, yaitu; Nahwu, 
Sharaf, Ma’ani dan Bayan. Akan tetapi pengetahuan tentang kaídah-
kaidah kebahasan ini tidak perlu dihafal, cukup bagi seorang yang 
melakukan istinbath hukum mengetahui ilmu-ilmu itu melalui kitab-
kitab yang ditulis oleh pakar di bidang itu, sehingga ketika ilmu-ilmu 
itu dibutuhkan, maka dengan mudah diketahui tempat 
pengambilannya.10  Para ushuliyyin sepakat, bahwa syarat menjadi 
seorang mujtahid haruslah menguasai bahasa Arab secara baik dan 
benar. Sebab, bahasa Al-Qur’an dan Al-Sunnah adalah berbahasa 
Arab. Seseorang tidak mungkin akan dapat melakukan istinbath 
hukum dari dua sumber hukum itu, kalau tidak mengetahui bahasa 
Arab. Tetapi Abd al-Wahhab Khallaf menempatkan pengetahuan 
tentang bahasa Arab sebagai syarat pertama seorang mujtahid untuk 
berijtihad.11 

5. Mengetahui tentang Ilmu Ushul fiqh. Seseorang yang ingin 
melakukan istinbath hukum harus mengetahui Ilmu Ushul fiqh, sebab 
Ilmu Ushul fiqh mempunyai obyek yang sangat luas, mencakup 
segala kaidah tentang ijtihad, baik yang menyangkut segi 
penggunaan kaidah kebahasaan, metode-metode ijtihad, kaidah-
kaidah umum yang meliputi Maqashid al-Syari’ah. Persyaratan yang 
dikemukakan oleh Imam Syaukani ini tidak terdapat perbedaan 
dikalangan ushuliyyin. Semua ulama memandang bahwa pengetahuan 
tentang Ilmu Ushul fiqh, suatu hal yang sangat penting dalam 
menggali hukum dari sumber-sumbernya. Karena itu, hanya di 
dalam Ushul fiqh diajarkan tentang cara-cara meng-istinbath-kan 
hukum dari sumber-sumbernya. Jika tidak mengetahui cara-cara 
istinbath hukum, tidak mungkin hukum akan ditemukan. Ushul fiqh 
adalah teori untuk dapat meng-istinbath-kan hukum dari sumber-
sumbernya 

6. Mengetahui nashikh (yang menghapuskan) dan mansukh (yang 
dihapuskan). Pengetahuan tentang nashikh dan mansukh sangat 
penting, agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah 
mansukh baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah 
 

 
10 Ibid. h. 251-252.  
11 Abd  al-Wahhab Khallaf, op.cit. h. 218.  
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 Bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan istinbath 
sebagaimana di atas, tidaklah hal sulit bagi orang yang ingin melakukannya. 
Bahwa orang-orang di masa akhir mendapat kemudahan, jika dibandingkan 
dengan orang-orang di masa terdahulu, karena di masa akhir ini tafsir Al-
Qur’an telah dikitabkan, sehingga tidak terhitung banyaknya. Al-Sunnah juga 
telah dikitabkan. Dan orang-orang di masa terdahulu telah bersusah payah 
mencari sebuah Sunnah dari satu daerah ke daerah lain. Maka ijtihad bagi 
orang di masa akhir lebih mudah dari pada orang terdahulu.12 Dikatakan 
oleh al-Syaukani:  

Bahwa ijtihad itu telah dimudahkan oleh Allah atas orang-orang 
muta’akharin (belakangan) sebagai kemudahan yang belum ditemukan oleh orang-orang 
mutaqaddimin (terdahulu), sebab, pada masa belakangan ini tafsir-tafsir atas al-Qur’ân  
telah dikodifikasikan, sehingga tidak terhitung jumlahnya, Sunnah juga telah 
dikodifikasikan… Dan sesungguhnya al-salaf al-shalih (orang-orang yang hidup di 
masa klasik). dan orang-orang sebelum itu telah bersusah payah mencari suatu hadis 
dari suatu daerah ke daerah lain. Maka ijtihad bagi orang-orang di masa belakangan 
lebih mudah daripada orang-orang terdahulu.13 

Syarat-syarat bagi seseorang yang akan melakukan istinbath hukum 
Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaukani di atas, sebenarnya 
tidak banyak berbeda dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ushuliyyin 
klasik. Bahkan menurut Abd al-Wahhab Khallaf, syarat-syarat itu hanya 
cukup mempunyai; (1) Pengetahuan bahasa Arab beserta alat-alatnya, (2) 
Pengetahuan tentang Al-Qur’an dan ilmu yang berhubungan dengan Al-
Qur’an (Asbab al-Nuzul dan Tafsir). (3) Pengetahuan tentang Al-Sunnah 
beserta ilmu yang berhubungan dengannya. (4) Pengetahuan tentang segi-
segiAl-Qiyas dan ‘illat serta hikmah hukum.14 Oleh karena itu, Imam 
Syaukani, ia bukan sebagai pencetus pertama yang membuat persyaratan-
persyaratan dalam berijtihad. Peran Imam Syaukani adalah, bahwa ia telah 
mampu merumuskan syarat-syarat itu secara jelas, terperinci dan dapat 
diterapkan secara mudah dan praktis.  

Persyaratan bagi seseorang berijtihad yang dikemukakan oleh 
ushuliyyin di atas dapat dipandang sebagai persyaratan minimal bagi 
mujtahid. Tetapi di luar persyaratan itu, seorang fakih harus memahami 
kasus yang sedang dihadapinya secara menyeluruh, sehingga ia tidak keliru 

 
12 al-Syaukani, Op.cit h. 254.    

 13 Ibid,  h. 254.  
14 Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit. h. 218-219. 
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dalam mendudukkan persoalan dan menetapkan suatu hukum. Oleh karena 
itu pengetahuan tentang kasus yang dihadapi tidak kalah pentingnya dengan 
syarat-syarat yang dikemukakan oleh ushuliyin terdahulu. 15 

Guna mengantisipasi perubahan sosial yang demikian cepat, dapat 
dilakukan ijtihad kolektif (al-Ijtihad al-Jama’i). Melakukan ijtihad kolektif 
sangat baik apabila dihadiri oleh para mujtahid yang memenuhi persyaratan 
berijtihad, tetapi apabila tidak ditemukan, maka dapatlah dilakukan oleh para 
ahli hukum Islam yang dipandang telah banyak memiliki pengetahuan dan 
pengalaman dalam pengambilan keputusan hukum, karena apabila 
berkumpul para ahli hukum Islam, niscaya antara seseorang dengan yang 
lainnya saling melengkapi dalam mendapatkan suatu solusi hukum dalam 
suatu kasus. Disamping itu dihadiri pula oleh para ahli yang memiliki 
keahlian dalam satu cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan/kasus 
serta kebutuhan depan Islam. 

Persyaratan-persyaratan bagi seseorang yang akan  melakukan 
istinbath hukum sebagaimana dijelaskan di atas, sangat penting untuk 
dipenuhi oleh seseorang atau sekelompok orang yang akan menggali dan 
menetapkan hukum, Syaukani berpendapat, bahwa orang yang berijtihad  itu 
adalah menampilkan hukum Allah. Oleh karena itu, bagi mujtahid yang 
melakukan penggalian hukum harus memenuhi persyaratan berijtihad 
adalah, telah mendapat wewenang dari Allah untuk dapat menampilkan 
hukum-Nya di tengah-tengah umat Islam. Meskipun demikian, menurutnya, 
wewenang itu hanya diberikan kepada mujtahid yang berijtihad atas dasar 
nash, bukan dilakukan atas kehendak hawa nafsunya.16 

Syaukani sebagaimana ushuliyyin yang lain, memandang bahwa 
orang yang dapat melakukan penggalian hukum itu adalah orang yang telah 
mempunyai syarat-syarat untuk itu secara lengkap. Meskipun demikian, 
seseorang  ulama  yang belum memenuhi syarat-syarat itu secara lengkap 
dapat juga melakukannya, tetapi ijtihadnya hanya terbatas pada bidang 
tertentu yang diketahuinya secara mendalam, yaitu mengikuti pendapat 
orang lain dengan mengetahui sumber dan dalil yang digunakan oleh fakir.  

 
15 Suatu kenyataan bahwa hal ihwal umat manusia, sosial dan kemasyarakatan, serta 

adat istiadat dan peradaban selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman 
dan keadaan. Sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah yang dikutip oleh  
Subhi Mahmassani : ” Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah 
satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan 
perubahan zaman dan keadaan  (Lihat, Subhi Mahmassani, loc.cit..  

16 al-Syaukani, op.cit. h. 264.  
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D. Lapangan Ijtihad 
Kaum Muslimin menerima al-Qur’an  sebagai sumber hukum dan 

kitab suci yang otentik dengan penuh keimanan dan keyakinan, dan tidak 
ada satu madzhab fiqh pun yang meragukannya. . Karena al-Qur’ân  seluruh 
ayatnya diriwayatkan secara mutawatir (orang banyak). Dengan demikian, 
datangnya dari Nabi SAW. Adalah qath’i al-tsubut. Begitu pula hadîts Nabi 
SAW. Sebagian diterima dengan secara mutawatir (qath’i al-wurud), selebihnya 
diterima dengan tingkat zhanni al-Wurud (dugaan kuat), Al-Qur’an  meskipun 
seluruhnya qath’i al-Tsubût, tetapi tidak semuanya qath’i al-Dalâlah. Sementara 
al-Sunnah, meskipun hampir sebagian besar zhanni al-wurud, tetapi tidak 
semuanya zhanni al-dalâlah.17 

Al-Qur’an  dan al-Sunnah, adakalanya menjelaskan hukum sacara 
jelas dan disepakati kandungan maknanya, tetapi tidak jarang pula 
menjelaskannya dengan bentuk tidak jelas (samar),  dan menerima berbagai 
ta’wil dan tafsir. Misalnya wacana tentang lafazh ”mi’ah  al-jaldah”( ةدلجلا ةئام     )18 
dalam arti ”seratus kali dera”,  kata ”seratus” mengandung penunjukkan 
yang pasti atau disebut qath’i al-Dalâlah, sedangkan lafazh “qurû’ ( ءورق )19 dapat 
diartikan  ”suci dari haidh atau dalam ”keadaan haidh (kotor)” mengandung 
penunjukkan yang tidak pasti atau disebut zhanni al-Dalâlah.  

Disamping hukum-hukum yang dijelaskan oleh al-Qur’an  dan al-
Sunnah secara eksplisit maupun implisit itu, terdapat pula permasalahan 
yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an  dan al-Sunnah, tetapi terdapat 
konsensus ulama pada suatu masa setelah wafatnya Rasul SAW. Atas 
hukumnya yang disebut dengan al-Ijma’ . 

Selain itu, karena adanya dinamika sosial yang selalu tumbuh dan 
berkembang, maka tidak menutup kemungkinan muncul kasus-
kasus(kejadian) baru, yang tidak ditemukan hukumnya secara ekspilisit 

 
           17Kajian qath’i dan zhanni secara khusus hanya dibahas dalam kajian ushûl fiqh. 
Pandangan yang demikian itu tidak disetujui oleh sementara ulama seperti nufassir Quraisy 
Shihab, menurut mereka, ayat-ayat al-Qur’ân  secara keseluruhan mengandung makna yang 
sangat luas dan mendalam, karena keluasaan dan kedalamannya itu, orang dapat mengetahui 
secuil atau sebagian dari makna yang dikandungnya. Dari itu, ayat-ayat al-Qur’ân  tidak hanya 
mengandung satu makna, tetapi dapat menerima dua makna atau lebih banyak dari itu. Dari 
pandangan ini dapat disimpulkan bahwa  tidak ada ayat-ayat al-Qur’ân  secara redaksionla yang 
disebut qath’i al-Dalâlah. Qath’i al-Dalâlah hanya ada didasarkan atas kesepakatan orang dalam 
melihat makna. (Lihat, Quraisy Shihab, Membumikan al-Quran, (Bandung, Penerbit Mizan, 
1413 H/1992 M), h. 138-142.  
          18Lafazh  “mi’ah al-jaldah”  terdapat dalam al-Quran surah An-Nur/24 : ayat 2.  
         19Lafazh “ quru’” terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah /2 :ayat 228  
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maupun implisit di dalam al- Qur’an , al-Sunnah (sebagai sumber hukum 
yang asli) dan juga tidak ditemukan  ijma’ ulama.  

Hukum dibagi atas dua jenis : (1). Hukum qath’i, yaitu hukum yang 
diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’ân  dan al-Sunnah yang sifatnya qath’i al-
Tsubût dan qath’i al-Dalâlah. (2) Hukum zhanni, yaitu hukum-hukum yang 
diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’ân  dan Sunnah yang bersifat zhanni 
(adakalanya zhnni al-Wurud dan mungkin pula zhanni al-Dalâlah), atau 
dihasilkan  melalui metode-metodfe ijtihad yang lain yang bertingkat zhanni, 
seperti ijmâ’ sukût, al-Qiyas, al-Istishhab, al-Istihsan dan lain-lain. Yang 
menjadi lapangan ijtihad adalah jenis hukum yang kedua”.20  

Ushuliyyin dikalangan Syafi’iyah seperti Fakhr al-Razi (w. 606 H), 
mengatakan, ”bahwa yang menjadi obyek ijtihad adalah segenap hukum 
syarak yang bukan  didasarkan atas dalil yang qath’i”.21 Begitu pula pendapat 
al-Syaukani yang tidak berbeda dengan pandangan umumnya ushûliyin.22 

Hukum yang qath’i dua tingkatan. (1) Qath’i ma’lum bi al-dharurah 
annahu min al-din (suatu hukum yang qath’i diketahui secara pasti bahwa ia 
adalah bagian dari ajaran agama Islam, seperti kewajiban shalat lima waktu, 
kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadhan, kewajiban haji, haramnya zina, 
dan lain-lain. Yang menyangkut hukum dalam hal ini yang benar hanya satu, 
sedangkan yang selainnya adalah keliru. Orang yang menyangkal ketentuan 
hukum ini dikenai sanksi dosa, dan bahkan ada yang memandangnya kafir.  
(2) Qath’i laisa min al-dharuriyyah al syar’iyah (suatu hukum qath’i, tetapi bukan 
termasuk kategori hukum syariat yang diketahui secara langsung). Yang 
menyangkut hukum dalam hal ini,  yang benar juga hanya satu, tetapi jika 
seseorang telah berupaya secara maksimal untuk mengetahuinya, namun 
tidak mampu mengetahuinya, maka dia dipandang keliru, ia tidak dikenai 

 
         20 al-Syaukani,  op.cit. h. 250. 
         21Ibid, h. 252.  
         22Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit, h. 216-217;  al-Amidi, Op. cit. j. IV, h. 323; al-Syathibi, 
al-Muwafaqah fi Ushûl al-Syarî’ah (Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1991 M) j, IV, h. 
113-114.             
Hasil ijtihad yang bersifat zhanni, jika dikemudian hari dirasakan tidak relevan lagi bagi 
masyarakat, hasil ijtihadnya dapat dibiarkan seperti adanya dan mujtahid menerapkan hasil 
ijtihadnya yang baru, yang lebih sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.22 Hasil ijtihad 
yang paling dominan menerima perubahan adalah menyangkut bidang bisnis (muamalah), 
karena bidang inilah yang terkait secara langsung dengan perubahan kondisi dan situasi 
masyarakat. Kaidah usul fikih, berbunyi :  

 "نامزلاا يرغتب ماكحلاا يرغت ركني لا
 (Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum disebabkan berubahnya masa Ajmuni A. 
Rahman, op.cit. h. 107. 
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sanksi dosa.  Terkecuali jika seseorang tidak berupaya maksimal untuk 
mengetahuinya, maka ia bersalah dan dikenai sanksi dosa. 23      

Mengenai hukum yang berkategori zhanni, seluruh mujtahid 
mengerahkan kemampuannya untuk menggali hukum dalam mendapat 
pahala dari Allah, meskipun ia keliru. Mujtahid yang mencapai kebenaran 
dalam ijtihadnya, ia mendapat dua pahala, sementara mujtahid yang keliru 
hanya akan mendapat satu pahala. Sabda Rasulullah SAW. : 

 24.رجأ هلف ءاطخأ ثم دهتجاف مكح اذإو ,نارجأ هلف باصأ ثم مكالحا مكح اذإ 

Apabila seseorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka 
baginya dua pahala, dan apabila dia berijtihad, kemudian keliru dalam ijtihadnya, 
maka baginya satu pahala.25 

Hukum dalam kategori zhanni dapat berubah dengan adanya 
perubahan zaman, tempat dan kebiasaan. Oleh karena itu, seorang mujtahid 
dapat mengeluarkan hasil ijtihad yang berbeda dalam satu masalah jika 
dilakukan dalam waktu yang berbeda, karena suatu hasil ijtihad dapat 
menerima perubahan, yang timbul secara internal dari diri mujtahid atau 
secara eksternal dari lingkungan/kebiasaan masyarakat (’urf).26  

Lapangan ijtihad selain hal tersebut di atas, ushuliyyin umumnya ialah 
menyangkut kasus-kasus yang pada dasarnya tidak ditemui ’illah-nya di dalam 
al-Qur’an, al-Sunnah maupun al-Ijmâ’. Dalam masalah ini, al-Syaukani 
mengakui adanya kasus-kasus yang tidak ditemui hukumnya dalam teks-teks 
al-Qur’an    dan   al-Hadîts maupun al-Ijmâ’,  tetapi menurutnya ada cara 
lain untuk menemukan hukumnya, yakni melalui penggunaan dalil  ijtihad 
(istidlal).27 

Dari uraian tersebut di atas, maka lapangan ijtihad secara ringkas 
adalah : 

 
          23 al-Syaukani, op.cit. h. 260.  
, j XII, h. 13.op.cit, j. IV, h. 372; Muslim, op.citBukhari,  -Ibid. h. 261, Al24             
           25Hadîts tersebut menyebutkan hakim. Hakim tidak identik dengan mujtahid. Hakim 
disebut qadhi, yaitu orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan 
dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua urusan/tugas 
itu. Adapun mujtahid yaitu orang yang dapat mnggali hukum dari sumber-sumbernya dan 
memiliki keahlian tentang itu. Oleh karena itu tidak semua hakim memiliki kemampuan 
berijtihad (mujtahid). Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa yang pling afdhal menjadi hakim 
adalah mujtahid. 
          26 al-Syaukani, op.cit. h. 263.  
          27Masuk dalam kategori dalîl ijtihad (istidlal) seperti  qiyâs, istihsân, istishhâb, maslahat 
mursalah, sadd al-zhari’ah, uruf, syar’um man qablana, dalalah iqtiran (menyamakan ketentuan 
hukum atas sesuatu dengan yang lain karena sama-sama disebutkan oleh dalil,  qawul shahabi,   
ru’ya al-Nabi Saw. (mimpi melihat Nabi Saw.) Lihat Ibid, h. 243-249.  
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1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh 
nash secara jelas. 

2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i oleh 
para mujtahid. 

3. Nash yang dilalahnya zhanni dan dalil-dalil hukum yang 
diperselisihkan 

4. Hukum Islam yang ma'qul al-ma'na yang illatnya dapat 
diketahui mujtahid 

Dari kajian tersebut di atas, nampak bahwa ushuliyyin  mendudukkan 
istidlal sebagai metode menetapkan suatu ketentuan hukum atas dasar kasus-
kasus yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an  atau al-
Sunnah.Metode-metode istidlal akan dibicarakan dalam bab tersendiri Jadi, 
kalau akan melakukan reaktualisasi  hukum  Islam disinilah seharusnya 
melakukan terobosan-terobosan baru. Apabila ini yang dilakukan dan  
memang  telah memenuhi persyaratannya maka pantaslah dianggap sebagai 
mujtahid di abad modern ini yang akan didukung semua pihak.  

 Para  ulama  telah  bersepakat  bahwa  ijtihad   tidak berlaku:   
1. Hukum Islam yang telah ditegaskan nash al-Qur'an atau Sunnah 

yang statusnya qath'i (ahkam al- manshushah), yang dalam istilah ushul 
fiqih dikenal dengan syariah atas "ma'ulima min al-din bi al-
dlarurah."Atas dasar itu maka muncullah ketentuan, "Tidak berlaku 
ijtihad pada masalah-masalah hukum yang ditentukan berdasarkan 
nash yang status dalalah-nya qath'i).Bila ditelaah, kaidah itulah yang 
menghambat aspirasi sementara kalangan yang hendak merombak 
hukum-hukum Islam yang qath'i seperti hukum kewarisan al-Qur'an   

2. Hukum Islam yang telah diijma'i oleh para mujtahid 
3. Hukum Islam yang bersifat ta'abbudi/ghairu ma'qululma'na (yang 

kausalitas  hukumnya/'illat-nya tidak dapat diteliti,  dan diketahui 
oleh para mujtahid)          
 Disamping ijtihad tidak berlaku atau tidak mungkin dilakukan pada 

ketiga macam hukum Islam di atas, demikian juga ijtihad akan gugur  dengan  
sendirinya  apabila  hasil  ijtihad  itu berlawanan  dengan  nash.  Hal  ini  
sejalan  dengan kaidah fiqhiyyah "Tidak ada ijtihad dalam melawan nash. 

Di atas telah disinggung bahwa hukum  yang  dihasilkan  oleh 
ijtihad  statusnya  zhanny. Oleh sebab itu maka ijtihad yang satu tidak dapat  
membatalkan  ijtihad  yang  lain,  sejalan dengan  kaidah fiqhiyyah,  "Ijtihad  
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yang dihasilkan oleh seseorang  tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang 
lain." 

Betapapun lemahnya suatu  ijtihad,  ia  tetap  eksis,  tidak dapat  
begitu  saja dilenyapkan  oleh  ijtihad  yang  lain, betapapun kuat dalilnya. 
Apabila hal ini dapat kita  pegangi secara  konsisten  maka jiwa tasammuh 
dalam menanggapi anekaragam pendapat di  bidang  fikih  sebagai  akibat  
perbedaan dalam berijtihad akan tetap dapat ditumbuhkan; sehingga akan 
sanggup menjadikan perbedaan pendapat tersebut  sebagai rahmat yang 
memporak-porandakan persatuan umat.  

Prinsip  tasammuh sebagai manifestasi dari status fiqih yang bersifat 
zhanny  tersebut  dipegang  teguh  oleh  para  Imam Mujtahid;  sehingga  
muncullah  ucapan  mereka  yang  sangat populer, "Pendapat kami benar, 
tapi  mengandung  kemungkinan salah;  dan  pendapat  selain  kami salah, 
tetapi mengandung  kemungkinan bahwa ijtihadnya  benar." 

            
E. Tingkatan Mujtahid 

Ijtihad merupakan suatu keperluan yang senantiasa diperlukan pada 
setiap zaman. Kekekalan keberadaan syariat Allah, tidak terlepas dari adanya 
peranan ijtihad para mujtahid. Oleh karena itu, al-Syaukani mengatakan 
bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup untuk sepanjang zaman dan 
mujtahid akan senantiasa muncul pada setiap zaman.28  

         al-Syaukani berpendapat bahwa hukum berijtihad adalah 
fardhu kifayah dan mengadakan sarana untuk menghasilkan mujtahid juga 
fardhu kifayah, ketetapan hukum itu bisa saja diterima, tetapi bagaimana jika 
suatu zaman orang tidak ada lagi yang memenuhi peringkat mujtahid mutlaq, 
sedangkan kasus-kasus hukum bermunculan?. Maka tidak ada jalan 
keluarnya, terkecuali melakukan ijtihad jama’i, menurut  Nasrun Rusli 
bahwa ”para ahli fiqh (kendati belum mencapai peringkat mujtahid mutlak) 
melakukan tukar-pikiran untuk mendapatkan solusi hukum atas masalah 
yang sedang dihadapi”. Berarti yang terpenting adalah bahwa kegiatan ijtihad 
akan senantiasa berlanjut, kendati dalam bentuk yang sederhana.  

Aktivitas berijtihad, para mujtahid dapat digolongkan kepada 
beberapa tingkatan:  

1. Ijtihad Muthlaq/Mustaqil, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan 
cara menciptakan sendiri aturan dan kaidah istinbath yang 

 
         28Ibid. h. 253.  
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dipergunakan sebagai metode bagi seorang mujtahid dalam 
menggali hukum. Aturan dan kaidah itu dapat diubahnya 
sendiri manakala dipandang perlu. Mujtahid dari tingkatan ini 
contohnya seperti Imam Hanafi,Imam Malik, Imam Syafi'i 
dan Imam Ahmad yang terkenal dengan sebutan mazhab 
empat dalam kalangan ahlissunnah wal jama'ah.. 

2. Ijtihad Muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid 
dengan mempergunakan norma-norma dan kaiddah-kaidah  
istinbath imamnya (mujtahid muthlaq/Mustaqil). Jadi untuk 
menggali hukum dari sumbernya, mereka memakai sistem 
atau metode yang telah dirumuskan imamnya, tidak 
menciptakan sendiri. Mereka hanya berhak menafsirkan apa 
yang dimaksud dari norma-norma dan kaidah-kaidah 
tersebut. Contohnya, dari mazhab Syafi'i seperti Muzany dan 
Buwaithy. Dari madzhab Hanafi seperti Muhammad bin 
Hasan dan Abu Yusuf. Sebagian ushuliyyin menilai bahwa Abu 
Yusuf termasuk dalam kelompok mujtahid muthlaq. 

3. Ijtihad mazhab atau fatwa yang pelakunya disebut mujtahid 
mazhab/fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid 
dalam lingkungan   madzhab tertentu. Pada prinsipnya 
mereka mengikuti norma-norma/kaidah-kaidah istinbath 
imamnya, demikian juga mengenai hukum furu'/fiqih yang 
telah dihasilkan imamnya. Ijtihad mereka hanya berkisar pada 
masalah-masalah yang memang belum diijtihadi imamnya, 
men-takhrij-kan pendapat imamnya dan menyeleksi beberapa 
pendapat yang dinukil dari imamnya, mana yang shahih dan 
mana yang lemah. Contohnya seperti imam Juwaini dan 
imam Ghazali  dari madzhab Syafi'i. 

4. Ijtihad di bidang tarjih, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan 
cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam 
satu lingkungan madzhab tertentu maupun dari berbagai 
mazhab yang ada dengan memilih mana diantara pendapat itu 
yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan 
kemaslahatan sesuai dengans tuntutan zaman. Dalam mazhab 
Syafi'i, hal itu bisa kita lihat pada imam Nawawi dan imam 
Rafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa antara kelompok 
ketiga dan keempat ini sedikit sekali perbedaannya; sehingga 
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sangat sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu mereka 
menjadikannya satu tingkatan dalam tingkatan mujtahid. 

           
F. Ijtihad dalam Lintasan Sejarah 
 Ditinjau dari segi historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak 

zaman Nabi Muhammmad SAW. Kemudian berkembang pada masa-masa 
sahabat dan tabi’in serta generasi berikutnya hingga kini dan masa mendatng 
dengan mengalamipasang surut dan cirri-ciri khususnya masing-masing.  

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa suatu ketika “Umar ibn al-
Khatab r.a. mengadu suatu perbuatannya kepada rasul Allah SAW ia 
berkata, “Aku telah memeluk istriku kemudian aku menciumnya, padahal 
aku sedang berpuasa, amka Rasul allah SAW bertanya kepada Umar, 
“Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air sedangkan 
engkau dalam keadaan berpuasa?” Umar menjawab, menurut pendapatku, 
itu tidak mengapa (tidak Membatalkan puasa). “Kalau begitu,” Kata Nabi, 
teruslah puasamu.”29  

ىضِرَ بِاَّطلخَْا نِبْ رَمَعُ نْعَ
َ
 jَأَوَ تُلَّْـبـَق امًيظِعَ ارًمْأَ مَوْـَيلْا تُعْـَنصَ : تُلْقُـَف ...: هَُّنأَ هُنْعَُ َّ̂ا 

 .» مٌئِاصَ تَنْأَوَ ءٍابمَِ تَضْمَضْتمََ وْلَ تَيْأَرَأَ «: -ملسو هيلع الله ىلص- َِّ̂ا لُوسُرَ لَاقَـَف مٌئِاصَ

 30.)مصف  مَيفِفَ «: -ملسو هيلع الله ىلص- َِّ̂ا لُوسُرَ لَاقَ كَلِذَبِ سwََْ لاَ : تُلْقُـَف لَاقَ

Dari Umar bin Khattab ra... berkata, hari ini saya telah berbuat suatu 
perkara yang besar; saya mencium isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya : Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu 
berkumur-kumur dengan air dikala kamu sedang berpuasa? Lalu saya jawab: tidak 
apa-apa dengan yang demikian itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : Maka 
tetaplah kamu berpuasa!.  

Pada Hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa 
seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak 
batal puasa seseorang karena berkumur-kumur. Juga seperti Hadits 
Rasulullah SAW  

ّلكُ عَمَ كِاوَسِّلÇِ مÅُُْرْمَلأَ تىَِّمأُ ىلَعَ َّقشُأَ نْأَ لاَوْلَ
  31 ةٍلاَصَ ِ

 
 29Abu Muhammad “Abd Allah ibn “Abd al-Rahman Al- darimi, Sunan al-darimi, 
tt), hal. 13.  
 30Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, juz 4, Majelis Daerah al-Ma’arif,  1344 H.  h. 218. 
 31 Ibid, h. 37 
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Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya kuperintahkan kepada 
mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat."  

         Diterangkan oleh Muhammad Ali al-Sayis, bahwa Hadits 
tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap 
salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya 
beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi. 
Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai peristiwa 
hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtihad 
dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama 
dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum. 
Kesimpulan tersebut, sesuai dengan sabda beliau sendiri yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dari Ummi Salamah: 

 32.هِيفِ َّىلَعَ لْزَْـنـُي لمَْ امَيفِ يىِأْرَبِ مْكُنَْـيـَب ىضِقْأَ اََّنمإِ نىِّإِ

Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan 
pendapatku dalam hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku 

Rasulullah SAW adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia 
yang lain pada umumnya maka hasil ijtihadnya bisa benar dan bisa salah, 
sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda :  

 jأ انمإف يسِفْـَن لِبْـَق نْمِ هِيف تُلْـُق امَوَ ٌّقح وهف اللهِ نع مْكُتُـْثدَحَ امف رٌشب jأ انمإ

يطخْأُوَ بُيْصِأُ رٌشبَ
ْ
 33.ءُ

 
Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan 

kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar; dan segala yang saya katakan dari 
diri saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah bisa benar.dan 
bisa salah.  

Hanya saja jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah menurunkan 
wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihad beliau dan menunjukkan 
kepada yang benar. 

        Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang 
diambil terhadap tawanan perang Badar. Dalam hal ini beliau menanyakan 
terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Menurut Abu Bakar agar mereka 
(para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan membayar tebusan. 

 
 32 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz 3, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, t.th. h. 329 
 33 Al-Bazzar, Musnad al-Bazzar, juz 2, t.tp.t.th. h. 163. 
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Sedangkan menurut Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh, karena 
mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Dari 
dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Kemudian 
turun ayat Al-Qur'an Al-Anfaal: 67 yang tidak membenarkan pilihan beliau 
tersebut dan menunjukkan kepada yang benar, yakni :  

بيِنَلِ نَاكَ امَ
ّ
 دُيرِيُ ُّ^اوَ ايَـْنُّدلا ضَرَعَ نَودُيرِتُ ضِرْلأَا فيِ نَخِثْـُي َّتىحَ ىرَسْأَ هُلَ نَوكُيَ نأَ ٍ

   مٌيكِحَ زٌيزِعَ ُّ^اوَ ةَرَخِلآا

 
Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 

melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah 
sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa 
lagi Maha Bijaksana 

        Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah SAW tersebut, tidak 
diturunkan wahyu yang tidak membenarkan dan menunjukkan kepada yang 
benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar, dan sudah barang tentu termasuk 
ke dalam kandungan pengertian As-Sunnah (Al-Hadits). 

Demikian pula dalam sebuah Hadits yang sangat populer, di kala 
Rasul Allah SAW hendak mengutus Mu’adz bin Jabal ra. sebagai qadhi di 
Yaman, beliau bertanya kepadanya :”bagaimana cara kamu menyelesaikan 
perkara jika diajukan kepadamu suatu kasus? Mu’adz menjawab, “Akan 
kuputuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’an. “Kalau 
kamu tidak menemukannya didalam kitab?, “Tanya Nabi selanjutnya. “Aku 
akan putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah rasul Allah SAW,” 
jawab Muadz lagi. “Kalau tidak juga kamu temukan dalam kitab Allah dan 
tidak pula pada Sunnah rasul Allah?,” beliau mengakhiri pertanyaannya. 
Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pemikiranku sendiri”. 
Mendengar jawaban itu Rasul Allah SAW pun mengakhiri dialognya sambil 
menepuk-nepuk dada Mu’adz seraya beliau bersabda : “Segala puji bagi 
Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya kejalan 
yang diridhoi oleh rasul Allah”. Haditsnya sebagai berikut :  

 فَيْكَ «: هُلَ لَاقَ نِمَيَلْا لىَإِ اذًاعَمُ ثَعَـَب اَّملَ -ملسو هيلع الله ىلص- َِّ̂ا لَوسُرَ َّنأَ

 ؟َِّ̂ا بِاتَكِ فىِ هُدْتجَِ لمَْ نْإِفَ «: لَاقَ .َِّ̂ا بِاتَكِبِ ىضِقْأَ : لَاقَ .» ؟ءٌاضَقَ كَلَ ضَرَعَ اذَإِ ىضِقْـَت

 لِوسُرَ ةَِّنسُ فىِ هُدْتجَِ لمَْ نْإِفَ «: لَاقَ .-ملسو هيلع الله ىلص- َِّ̂ا لِوسُرَ ةَِّنسُبِ ىضِقْأَ : لَاقَ .»

 ىذَِّلا َِّ̂ دُمْلحَْا «: لَاقَوَ ىرِدْصَ فىِ هِدِيَبِ بَرَضَفَ : لَاقَ .ولُآ لاَ يىِأْرَبِ دُهِتَجْأَ : لَاقَ .» َِّ̂ا
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 34. َِّ̂لاَوسُرَ ىضِرْـُي امَلِ َِّ̂ا لِوسُرَ لَوسُرَ قََّفوَ
 

Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz ke Yaman, 
(Rasulullah SAW bertanya) : Bagaimana cara kamu memutusi jika datang kepadamu 
suatu perkara? Ia menjawab : Saya putusi dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab 
Allah. Beliau bertanya : Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitah Allah? Ia 
menjawab : Maka dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bertanya : Jika tidak kamu 
dapati dalam Sunnah Rasulullah juga dalam kitab Allah? Ia menjawab : Saya akan 
berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW 
menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik 
kepada utusan Rasulullah SAW yang diridlai oleh Rasulullah." 

 Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari ‘Amr ibn al-Ash r.a. ia 
mendengar Rasul Allah SAW bersabda : “Apabila seorang hakim hendak 
menetapkan suat hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya 
benar, maka baginya dua pahala ; dan apabila ijtihadnya itu salah, maka 
untuknya satu ganjaran”.35  

 كلف تأطخأ نإو ،نارجأ كلف تبصأ نإ" ,معن : لاق ؟رضاح تنا و  دهتجأأ

  رجأ

Apakah saya berijtihad sedangkan engkau hadir? Bersabda Nabi SAW. ya. 
Jika ijtihad engkau benar maka mendapat dua pahala dan jika ijtihad engkau keliru 
maka mendapat satu pahala.  

Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad 
yang dilakukan oleh 'Amar bin Yasir, sebagai berikut : 

ــمعُ لىَإِ لٌُــجرَ ءَاجَ ــطلخَْا نِــْب رََ
ــصأُ مْــَلـَف تُْــبـَنجْأَ نيِّإِ :لَاَــقـَف ؛بِاَّ

ــملْا بِِ ــمعَ لَاَــقـَف ،ءَاَ  رُاَّ

ّلَــصتُ مْــَلـَف تَــْنأَ اَّــمأَفَ ؛تَــْنأَوَ jَأَ رٍفَسَ فيِ اَّنكُ jَّأَ رُكُذْتَ امَأَ :بِاَّطلخَْا نِبْ رَمَعُلِ رٍسَِ™ نُبْ
 jَأَ اَّــمأَوَ ،ِ

ّبيَِّنللِ تُرْكَذَفَ ،تُيَّْلصَفَ تُكَّْعمَتَـَف
ــنمإِ :ملــسو هــيلع الله ىلــص ُّبيَِّــنلا لَاَــقـَف ،ملــسو هــيلع الله ىلــص ِ  اََّ

ــمهِيفِ خََــفـَنوَ ،ضَرْلأَا هِْــيَّفكَبِ ملسو هيلع الله ىلص ُّبيَِّنلا بَرَضَفَ ،اذَكَه كَيفِكْيَ نَاكَ ــهجْوَ اَ  َّثمُ ،هَُ

 36 هِيَّْفكَوَ هُهَجْوَ امÆَِِ حَسَمَ

 
 34 Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, juz 10, Majelis Daerah al-Ma’arif,  1344 H, h. 114. 
  35 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kairo, Musyafa al-Babi al-Halabi, 1952, hal. 

263. 
 36 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 1, Dar Ibnu Katsir, Beirut, 1987, h. 129  
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Telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, maka berkata Saya telah 
berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka berkata Ammar bin Yasir kepada Umar 
bin Khattab, Apakah ingat bahwa kita melakukan musafir (aku dan engkau). 
Adapun engkau tidak shalat. Adapun Maka saya berguling-guling pada debu 
kemudian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itu, saya sampaikan kepada Nabi SAW. 
Maka beliau bersabda : Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini : Nabi menepuk 
tanah dengan dua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu menyapukannya ke 
wajahnya dan dua telapak tanganya." (HR. Bukhari dan Muslim). 

 
Pada Hadits di atas, 'Ammar bin Yasir mengqiyaskan debu dan air 

untuk mandi dalam menghilangkan junubnya, sehingga ia dalam 
menghilangkan junub karena tidak mendapatkan air itu, dilakukan dengan 
berguling-guling di atas debu. Namun hasil ijtihadnya ini tidak dibenarkan 
oleh Rasulullah SAW. 

Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sumber hukum atau 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum 
muslimin, kecuali jika hasil ijtihadnya telah mendapat pengesahan atau 
pengakuan dari Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu yang tidak 
membenarkannya.  

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat difahami bahwa 
terjadinya ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Bukan semata-mata 
disebabkan atas dorongan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas 
inisiatif dari sebagian sahabat tergambar di dalam hadits Mu’adh di atas. 

Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita betapa Nabi Muhammad 
SAW melatih sebagian sahabatnya berijtihad, beliau mengakui dan 
membenarkan ijtihad mereka yang memang dianggap benar dan menolak 
hasil ijtihadnya mereka yang dinilai salah, baik karena metodenya yang tidak 
benar maupun disebabkan ijtihad yang dilakukannya itu tidak pada 
tempatnya. Selain itu mujtahid harus orang-orang yang memang memiliki 
kecakapan ilmiah dan integritas pribadi muslim yang memadai. DialogRasul 
Allah SAW dengan Mu’adz ibn Jabal r.a. secara tegas menempatkan 
kedudukan ijtihad di belakang al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian 
ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang belum secara 
tegas ditentukan hukumnya oleh al-Qur’an dan Hadits. Sementara itu hasil 
ijtihad para sahabat yang dibenarkan Nabi SAW sendiri tidaklah dinamai 
hasil ijtihad mereka, melainkan disebut Sunnah “taqririyah”. Oleh karena itu 
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iitihad yang dilakukan para sahabat pada zaman Nabi SAW belum dapat 
dianggap sebagai alat penggali hukum yang muthlak, mengingat ijtihad 
mereka masih dalam taraf latihan, sementara penentuan akhir dalam 
masalah-masalah hukum masih tetap berada di tangan Rasul Allah SAW. 

Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa 
ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi 
para sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada 
masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi 
pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya 
dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.  

Kegiatan ijtihad dimasa sahabat Khulafaurrasyidin, penetapan 
hukum terbatas pada fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang-porang yang 
ditanya tentang sesuatu kejadian. Mereka tidak mengembangkan dan 
memperluas permasalahan melebihi dari apa yang diperlukan saja. Mereka 
tidak berandai-andai yang belum terjadi. Karena dikhawatirkan salah dalam 
penetapan hukumnya. 

Abu Bakar ra. ketika menjadi khalifah, menghadapi persoalan yang 
pelik, yaitu orang-orang yang ingkar membayar zakat, walaupun mereka 
tetap menjalankan shalat. Menurut ijtihad Abu Bakar ra, mereka harus 
diperangi sampai mereka mau melaksanakan mengeluarkan zakat, 
sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Nabi SAW.  Ijtihad Abu Bakar 
itu tidak dapat dipahami oleh Umar bin Khattab ra, karena berlawanan 
dengan sabda Rasulullah SAW. :"Saya diperintahkan memerangi orang 
banyak (yang mengganggu Islam) sehingga mereka mau mengucapkan 
syahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terpeliharalah darah dan 
harta mereka, kecuali dengan cara yang hak". Kemudian Abu Bakar 
menjelaskan, bukankah Nabi SAW. pernah bersabda  " Kecuali dengan 
hak".  

Termasuk dalam kata-kata ini  adalah menunaikan zakat. Sahabat-
sahabat yang hadir ketika itu menyetujui ijtihad Abu Bakar. Dalam kejadian 
itu berarti berlaku ijtihad jama'i, walaupun pendapat itu berasal dari ijtihad 
Abu Bakar. : Umar bin Khattab ra. tidak menjatuhkan hukuman potong 
tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan 
(darurat/terpaksa).Dan Ali bin Abi Thalib ra. berpendapat bahwa wanita 
yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum 
ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan 
kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya 
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dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syarak 
ditetapkan hak mut'ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah 
dalam surah al-Baqarah ayat 236: 

 ىلَعَ َّنهُوعُتِّمَوَ ةًضَيرِفَ َّنلهَُ اْوضُرِفْـَت وْأَ ُّنهُوُّستمََ لمَْ امَ ءاسَنِّلا مُتُقَّْلطَ نإِ مْكُيْلَعَ حَانَجُ َّلا

  ينَنِسِحْمُلْا ىلَعَ اًقّحَ فِورُعْمَلÇِْ اًعاتَمَ هُرُدْقَ ترِِقْمُلْا ىلَعَوَ هُرُدَقَ عِسِومُلْا

 
Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu 
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. 
Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya 
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan 
bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. 

       
Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, 

demikian pula oleh para sahabatnya baik di kala Rasulullah SAW masih 
hidup atau setelah beliau wafat, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, 
sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidah nya ; 
sebagaimana yang kita kenal dalam Ushul Fiqh ; karena pada masa 
Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan 
adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad dengan kata lain pada masa 
Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad, 
hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak 
disebut dengan Ushul Fiqh, karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan 
adanya. Yang demikian itu, karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara 
nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung, 
sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad, 
karena mereka mengetahui sebab-sebab turun ayat-ayat Al-Qur'an, sebab-
sebab datang  Hadits, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-
rahasia, tujuan dan dasar-dasar syarak dalam menetapkan hukum yang 
mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan 
mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-
Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka 
mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah. 

Pada masa sahabat, ijtihad mulai benar-benar berfungsi sebagai alat 
penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus 
dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus dalam masyarakat Islam yang 
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hukumnya tidak secara jelas dijumpai dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka 
untuk itu muncullah para sahabat terkemuka, seperti Abu Bakar, Umar, 
Utsman dan Ali r.a. sebagai pelopor dalam melakukan ijtihad, yang 
kemudian disusul pula oleh para sahabat lain, seperti Zayd ibn Thabit dan 
Abd Allah ibn Mas’ud r.a mereka melakukan ijtihad dan mempergunakan 
qiyas, dengan membanding-bandingkan penalarannya dengan penalaran 
orang lain.37 

Sekalipun para sahabat itu hidup semasa bahkan bergaul bersama 
nabi SAW, bukan berarti tidak terjadi perbedaan  pendapat (khilafiyyah) di 
kalangan mereka tentang suatu masalah. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu 
antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang dipergunakannya di 
samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran serta pengalaman 
mereka berlainan. Umar ibn Khatab, misalnya, cenderung kepada maslahat 
di samping juga mempergunakan qiyas. Sedangkan Ali ibn Thalib dan Abd 
Allah ibn Mas’ud lebih banyak mempergunakan qiyas walaupun kadang-
kadang menggunakan juga maslahah ‘ammah. Perbedaan pendapat di 
kalangan para sahabat dalam maasalah fiqh ini merupakan sumbangan 
intelektual yang amat berharga bagi dunia perijtihatan kelak dan akan 
membuka cakrawala berpikir yang luas bagi kalangan umat Islam di 
kemudian hari. 

Tradisi ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan sahabat, 
tampaknya dijadikan panutan bagi generasi-generasi berikutnya yang tersebar 
di berbagai daerah kekuasaan Islam waktu itu. Di Madinah, misalnya : tampil  
antara, Aisyah al-Siqddiqah (w. 57 H), ‘Abd Allah bin Umar (w. 73 H), Sa’ad 
ibn al-Musayyab (w. 94 H). Urwah ibn al-Zubayr (w. 94 H), ‘Ali ibn Husayn 
ibn ‘Ali ibn Thalib (w. 94 H), Nafi’ Mawla Abd Allah ibn Umar (w. 117), 
dan Abu Ja’far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn (w. 114). Selain itu 
tidak ketinggalan pula para faqih dan mujtahid kenamaan dari kuffah seperti 
‘Alqamah ibn Qays al- Nakha’i (w. 62 H) yang dilahirkan pada masa 
Rasulullah SAW dan mendengarkan Hadits dari Umar, Utsman, Ibn Mas’ud 
dan Ali, disusul Masruq ibn al-Ajda al-Hamdani (w. 63 H). seorang faqih 
dan salah seorang cendekiawan andal yang belajar dari Umar, ‘Ali dan Ibn 
Mas’ud, Ubaydah ibn Amr al-Salami al-Muradi (w. 92 H), ia masuk islam 
pada waktu penaklukan Yaman dan belajar dari Umar, “Ali dan Mas’ud, 
berikutnya Ibrahim ibn Yazid al-Nakha’i (w.95 H), ia meriwayatkan Hadits 

 
 37 Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqih’in ‘an Rabb al-Alamin Beirut : dar al-
jail. t.th, hal. 202. 
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dari Alqamah, Masruq, Aswad dan lain-lain. Selanjutnya tampil pula para 
faqih dari Syam seperti Abd. Rahman ibn Ghanim al-Asy’ari (w. 78 H), ia 
banyak meriwayatkan dari Umar dan Mu’adz, kemudian umar mengutusnya 
ke Syam untuk mengajarkan di sana, Qubaysah ibn Zuayb (w. 86 H). Al-
Sya’bi mengatakan, Qusaibah adalah orang yang paling mengetahui tentang 
keputusan Zayd ibn Tsabit, Makhul ibn Abi Muslim Maula, seorang wanita 
dari Huzayl, asalnya dari Kabil (w. 113 H). Hatim berkata: “Aku tidak 
pernah mengetahui di Syam ini ada orang yang lebih pandai dari pada 
Makhul. Kemudian tidak ketinggalan pula ‘Umar ibn Abd Aziz ibn Marwan 
(w. 101 H). ia adalah khalifah Bani Umayyah yang kedelapan, ia sebagai 
seorang Imam yang faqih, mujtahid, pandai tentang al-Sunnah, kokoh 
hujjahnya, hafiz, tunduk kepada Allah SWT membandingkan Umar ibn 
Khatab dalam keadilannnya, dengan al-hasan al-Bisri dalam kezuhudannya 
dan dengan al-Zuhri dalam keilmuannya.38 

Sementara itu perkembangan ijtihad dan faqih Islam mengalami 
kemajuan yang amat pesat dari waktu ke waktu . pada masa Nabi SAW dan 
masa sahabat (sampai akhir abad pertama hijriyah) biasa disebut “fase 
permulaan fiqh Islam”, sedangkan masa tabi’in dan dua atau tiga generasi 
berikutnya lazim dinamai fase pembinaan dan pembukuan fiqh islam yang 
berlangsung sekitar 250 tahun, terhitung sejak akhir abad pertama hijriyah 
sampai separuh pertama abad keempat Hijriyah. Pada fase kedua inilah fiqh 
Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia 
Islam di hampir semua bidang. Pada periode yang kerap disebut periode 
ijtihad dan keemasan fiqh Islam itu pulalah lahir para mujtahid kenamaan 
seperti Imam Abu hanifah ibn Nu’man (699-772 M), Imam Malik ibn Anas 
(712-798 M), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (766-820 M) dan Imam 
Ahmad ibn hanbal r.a. (780-855 M). 

Selain empat serangkai imam Madzhab di atas, sejarah juga 
mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam periode kedua ini, 
seperti Imam Zayd ibn Ali ibn al-Husayn (80-122 H), Imam Ja’far al-Shidiq 
(80-148 H).39  

Selain madzhab-madzab yang masih hidup dan berkembang serta 
diikuti oleh mayoritas umat Islam seperti tersebut di atas, ada juga madzhab-

 
  38 Muhammad al_khudari Bik, Tarikh at-Tashri’, Kairo : al-Maktabah at-Tijarriyyah 

al-Kubra, 1967, hal. 124-138. 
  39 Muhammad Jawad al-Mughniyyah, Ahwal al-Shahshiyyah ‘ala Madhahib al-Khamsah, 

terj. Masykur A.B. dkk Jakarta, Bulan Bintang, 1996, hal. 21 
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madzhab fiqh yang kurang berkembang bahkan cenderung punah. Dimana 
madzhab-mazhab tersebut seperti madzhab Awza’i yang dipelopori oleh 
Imam Abd al-Rahman ibn Muhammad  al-Awza’i (88-157 H), madzhab 
Zahiri yang didirikan oleh Imam Dawud ibn Ali ibn Khallaf al-Zahjiri (224-
330 H). demikian juga madzhab tabari, fatwanya hampir telah ditinggalkan 
para pengikutnya. Fase kemajuan ijtihad dan kejayaan fiqh Islam ini hanya 
mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad. Segera setelah 
periode yang membanggakan umat islam ini dunia ijtihad mengalami 
kemunduran dan semangat para mujtahid lambat laun menjadi lesu, kualitas 
dan kuantitas merekapun semakin menurun. 

Dalam memecahkan masalah-masalah ijtihadiyah, umumnya 
mujtahid enggan mengistinbathkan hukumnya langsung merujuk kepada al-
Qur’an dan Hadits, mereka lebih condong untuk mencari dan menetapkan 
produk-produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya walaupun mungkin 
sebagian hasil ijtihad mereka sudah kurang sesuai dengan zamannnya. 
Bahkan lebih memprihatinkan lagi sikap toleransi bermadzhab semakin 
menipis di kalangan pengikut madzhab-madzhab fiqh yang ada, malahan 
kerapkali timbul persaingan yang kurang sehat sebagai akibat dari fanatisme 
madzhab yang berlebihan. 

Masa-masa kemunduran fiqh Islam yang berlangsung kurang lebih 
sembilan abad lamanya, yakni sejak pertengahan abad keempat sampai akhir 
abad ketiga belas Hijriyah ini terkadang dijuluki sebagai periode taqlid dan 
penutupan pintu ijtihad. Bahkan konon ada sebagian fuqaha yang merestui 
agar pintu gerbang ijtihad itu ditutup rapat saja, sebab menurut mereka 
menyerahkan ijtihad  kepada orang-orang yang bukan ahlinya tidak lebih 
daripada tindakan menutup pintu ijtihad. 

Sesungguhnya ide penutupan pintu ijtihad itu terdapat pro dan 
kontra di kalangan umat Islam sendiri, bukan saja antara kelompok Syi’ah 
yang menyatakan pintu ijtihad tetap terbuka, dengan golongan Sunni., yang 
tidak keberatan kalau pintu ijtihad ditutup saja, melainkan intern sesama 
kaum Ahl al-Sunnah itu sendiri tetap terjadi pro dan kontra. Sementara itu, 
para ahli fiqh dari kalangan madzhab Hanabilah menyatakan bahwa pintu 
ijtihad itu tetap terbuka; tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya dan 
tiap masa pasti ada mujtahid, sesuai Hadits Nabi SAW yang artinya : 
“Sesungguhnya Allah akan mengutus pembaru (mujaddid) untuk umat Islam 
pada setiap pengunjung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran) 
agama mereka”. Di antara mereka yang tidak membenarkan penutupan 
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pintu ijtihad adalah Ibn Taymiyah yang berpendapat bahwa seseorang tidak 
berhak untuk memaksa orang lain dan mewajibkan sesuatu kepada mereka 
selain yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh pula 
melarang sesuatu kecuali yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk 
berijtihad, tidak perlu apakah namanya itu ijtihad mutlak ataukah ijtihad 
nisbi. 
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BAB II 
PENGGUNAAN DALIL HUKUM  
DALAM BERIJTIHAD  

  
A. Pendahuluan 

Dalil hukum Islam ialah "Adillatu al-Syar'iyyah" disebut juga "Adillatu 
al-Ahkam" atau digunakan juga kata"Mashadiru al-Tasyri’yyah li al-Ahkam". 
Dalam kitab-kitab ushul fiqh sering digunakan kata "al-Adillah", namun 
sebagian penulis kitab-kitab ushul fiqh kentemporer  menggunakan kata "al-
Mashadir". Kata "al-Adillah" mereka persamakan maknanya dengan "al-
Mashadir".40 Apabila diperhatikan arti kata, al-Adillah dan al-Mashadir itu 
secara etimologis akan terlihat, bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim,. Kata 
"mashadir" yaitu " sumber"  dalam bahasa Arab disebut dengan mashdar, kata 
jamaknya ialah mashadir, yaitu mengandung arti permulaan sesuatu, atau 
tempat munculnya sesuatu.41  Dalam istilah ushul fiqh disebut dengan 
Mashadir al-Ahkam (sumber-sumber hukum). Kata sumber hanya digunakan 
untuk Al-Quran dan Al-Sunnah, karena keduanya dapat ditimba hukum 
Islam, tetapi tidak mungkin kata itu digunakan untuk dalil hukum yang lain 
seperti, Istihsan, maslahat mursalah dan lainnya.             

Pengertian secara etimologi, kata adillah berasal dari kata dalil, dalam 
bahasa Arab mengandung beberapa arti yaitu; Penunjuk, tanda, menunjuk 
kepada sesuatu baik yang material maupun yang bukan material.42. Dalam 
Al-Quran kata dalil terdapat delapan kali, antara lain pada surah al-Furqan 
ayat 45 

َسمَّْشلا انَلْعَجَ َّثمُ اًنكِاسَ هُلَعَلجََ ءاشَ وْلَوَ...
  لاًيلِدَ هِيْلَعَ 

...bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan 
kalau dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian 
Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu,  

 
40 Abd al-Wahhab Khallaf,  Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi Ma La Nashkh Fih 

(Kuwait: Dar al-Qolam, 1992   
41 Luis ma’luf,  Munjid, Maktabah al-Syarqiyyah, Daru al-Masyriq, Beirut, 1986, h. 

418  
42 al-Ishfahani, Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an ,  1392 H. h. 173. Lihat Ahmad 

Wirson Munawwir, kamus al-Munawwir, 1984; 450-451)    
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Sedangkan menurut terminologi, Abd al-Wahhab Khallaf  
mengatakan; 

ىعِرْشَ مٍكْحُ هُنْمِ دُافَـَتسْيُ امَ
ّ
ىلِمَعَ ٍ

ّ
 مْأ عِطْقَلا لِيْبِسَ ىلعَ نَاكَأءاوَسَ ُّىأ ,اقًلطْمُ ٍ

  .43 .نَِّّظلا لِيْبِسَ

Sesuatu yang dapat menyampaikan (diperoleh) dengan pandangan yang benar 
dan tepat kepada hukum hukum Islam yang amali, secara muthlaq, baik dengan jalan 
pasti (Qath'i) maupun dengan jalan dugaan (zhanny)  

Al-Amidi mengatakan, dalil yaitu sesuatu yang dapat mengantarkan 
orang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informasi.44 Ulama 
ushul fiqh masa akhir, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, bahwa dalil yaitu 
sesuatu yang dijadikan  landasan berpikir yang benar dalam memperoleh 
hukum Islam yang bersifat praktis.45 Jadi dalil dijadikan landasan dalam 
menetapkan suatu ketetapan hukum yang diterapkan secara praktis oleh 
seorang ahli hukum. Ketetapan itu bisa bersifat pasti atau tidak pasti.  

Kata dalil disamping dapat digunakan untuk al-Quran dan  al-
Sunnah, juga berlaku untuk  al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istihsan, al-Maslahat 
Mursalah, Sadd al-Dzari’ah, al-Istishhab. Karena semuanya menuntun 
kepada penemuan hukum Islam. Sebab pembahasan pada dalil hukum akan 
menjangkau pula kepada ra'yu, sehingga kata yang paling tepat digunakan 
adalah al-ad’illatu al-ahkam.              

Istilah sumber hukum, Abd al-Wahhab Khallaf cenderung 
mengidentikkan dengan dalil hukum, sehingga muncullah istilah  mashadir al-
ahkam, adillatu al-ahkam, ushul al-ahkam. Istilah itu sering dipergunakan oleh 
ushuliyyin.46  

Namun Zaki al-Din mengatakan, bahwa mashadir al-ahkam atau  
adillatu al-ahkam ada yang bersifat mustaqil ( yang bebas seperti al-Quran, Al-
Sunnah), tetapi ada yang la yakun mustaqillan (tidak bebas, terikat dengan 
sumber atau dalil lain seperti Qiyas).47  

Apabila diperhatikan arti kebahasaan dari kata mashadir dan dalil di 
atas, maka mashadir merupakan “sumber sesuatu”, jika mashadir ditempatkan 

 
43Abd al-Wahhab khallaf,  Ushul Fiqh, . Kuwait, Dar al-Qalam, 1402, h. 20.  
44al-Amidi, al-Ihkam fi ushul al-ahkam,  I, Qahirah, Muwassasah al-Halabi was-

Syirkah lin-Nashyar wat-Tauzy’, 1406, h.  417.  
45al-Zuhaili, I, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut, Dar al-Fikr,  1406, h. 417 
46Abd Wahhab Khallaf, Op.cit; h. 109.     
47Zaki al-Din,Ushul Fiqh al-Islami, Mesir,  Dar al-Ta’lif,1965, h. 29-30.    
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dalam lapangan hukum, maka yang menjadi sumber tempat munculnya 
hukum, dalam pengertian ini berarti yang menjadi mashadir al-ahkam hanya 
al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karena itu, Ali Hasaballah menyebutkan 
bahwa al-Quran sebagai ashl ushu al-syar’yyah (dasar dari dasar syariat)48 Al-
Sunnah dikatakan sebagai mashadir, karena ia sebagai pelengkap bagi al-
Quran dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Bahkan Imam Syafi’i tidak 
memisahkan antara al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang ia 
sebut dengan nashh.49. Dengan demikian, dalil hukum tidaklah dapat 
dikatakan  sumber hukum  apabila memerlukan dalil lain untuk dijadikan 
sebagai hujah, karena yang dikatakan mashadir adalah  sifatnya mandiri.  

 
B. Dalil-Dalil Hukum Islam 

 Terhadap dalil-dalil hukum Islam, para mujtahid ada yang 
menyepakatinya seperti al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas sebagai 
dalil-dalil hukum Islam. Tetapi mereka berbeda dalam mendudukkan dan 
menggunakannya dalam ber-istinbath. Begitu pula terhadap dalil-dalil yang 
masih diperselisihkan kedudukan dan kegunaannya, seperti Istihsan, 
Istishhab, Mashlahat Mursalah dan lain-lainnya. Secara rinci dipaparkan pada 
bagian di bawah ini:  

 
AL-QURAN SEBAGAI DALIL HUKUM 
1. Pengertian Al-Quran  
 Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa adalah masdar 

dari kata  dengan arti bacaan berbicara tentang apa yang tertulis  "أرق"
padanya, atau melihat dan menelaahnya.50 Dalam pengertian ini kata " نأرق  " 
berarti "ءورقم"  yaitu isim maf'ul dari kata "أرق"  . Hal ini sesuai dengan firman 
Allah pada surah al-Qiyamah ayat 17-18. 

  . هُنَآرْـُق عْبَِّتافَ هjَُأْرَـَق اذَإِفَ . هُنَآرْـُقوَ هُعَجمَْ انَْـيلَعَ َّنإِ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka 
ikutilah bacaannya itu.  

           Pengertian Al-Quran secara terminologi, menurut Abd al-
Wahhab Khallaf yaitu;  

 
48Ali Hasaballah, Ushul at-Tasyri’ al- Islamy,  Mesir, Darul Ma’arif.  1971; 16.    
49al-Syafi’i,  Al-Risalah. Beirut, Dar al-Fikr. t.th. h. 287-300  
50 Luis Ma’luf, Op.cit, h.  616-617  
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وهُ نُآرْقُلا 
َ
 دِبْعَ نبْا دََّممحَُ الله لوْسُرَ بِلق ىلع ينْمِلاا حوُّْرلا هِبِ لَزِّـُن ىْ ذِلا اللهُ مُلاَكَ

 سِاَّنلل ارًوْـُتسْدُوَ ,الله لوْسُرَ هُنأ ىلع لِوْسَُّرلل ةٌَّجحُ نِوْكُيَلِ ,ةَّقلحَْا هِيْنِاعَمَوَ ةَِّيبِرَعَلا هِظِافَلwِ الله

لما وَهُوَ ,هِتِوَلاتِبِ نَوْدُبّعَـَتـُي ةبَرْـُقوَ ,ءادَلهÇُِ نَوْدُتَهْـُي
ُ
لما تىفد ينَْبَ نُوِّدَ

ُ
لما ,فحَصْ

َ
 ةِرَوْسُبِ ءُوْدُبْ

لما ,ةتحِافَلا
َ
لما ,سِاَّنلا ةِرَوْسُبِ مُوْـُتخْ

َ
 اظًوْفُمحَْ لِيْجَ نْعَ لاًيْجَ  ةٌهَـَفاشَمُوَ ةٌبَاتَكِ رتاوََّـتلاÇِ انَْـيلَاِ لُوْقُْـن

  51.نَوْظُفِالحََ هلَ jَّاِوَ رَكْذِّلا انَلَّْزـَن نُنحَْ jَّإ " هيف هناحبس الله لوق قادصم لِيْدِبْـَت وْاَ يرِِيِغْـَت يِّأ نْمِ
Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya dengan perantaraan 

Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah dengan kata-
kata (lafaz) bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah (alasan) 
Rasulullah SAW. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-
undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan amal ibadah apabila membacanya. 
Ia dikodifikasikan di antara dua lembar mushhaf yang dimulai dari surah al-Fatihah 
dan ditutup dengan surah an-Nash, yang telah sampai kepada kita secara Mutawatir, 
baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi lain, dengan tetap 
terpelihara dari perubahan dan penggantian, karena firman Allah "Sesungguhnya Kami 
yang menururnkan Al-Quran itu dan Kami pula yang memeliharanya.  

Muhammad Khudary Bek memberikan definisi Al-Quran, yaitu 
lafaz Arab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. untuk 
direnungkan dan diingat yang diriwayatkan secara Mutawatir, ia dimulai dari 
surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nash.52  

Dengan memperhatikan unsur-unsur definisi yang dikemukakan di 
atas maka pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu; 

a. Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa 
apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah 
Muhammad SAW. dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh 
Rasul dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut al-Quran. 
Seperti Sunnah Qudsi atau Sunnah Qawli lainnya.  

b. Al-Quran adalah berbahasa Arab, yang mengandung arti 
bahwa Al-Quran yang dialih bahasakan kepada bahasa yang 
lain, maka bukanlah Al-Quran, karenanya shalat yang 
dilakukan dengan membaca al-Fatihah selain bahasa Arab 
seperti terjemahnya tidaklah sah. 

c. Al-Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad 
SAW. oleh karena wahyu Allah yang diturunkan sebelum 
Rasul Muhammad SAW. bukanlah Al-Quran, Tetapi kisah 

 
51Abd Wahhab  Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Op.cit, h. 23.  
52Khudary Bek, Ushul Fiqh, Raja Murah, Pekalongan, 1982, h.  8    
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dalam Al-Quran tentang kehidupan orang-orang  masa 
terdahulu adalah Al-Quran  

d. Al-Quran itu dinukilkan secara Mutawatir mengandung arti 
bahwa ayat-ayat yang dinukilkan tidak secara Mutawatir 
bukanlah Al-Quran, seperti ayat-ayat syazzah. 

e. Al-Quran itu apabila  dibaca adalah menjadi ibadah, artinya 
membaca Al-Quran meskipun tidak faham terhadap 
maknanya tetap menjadi ibadah, yaitu diberi pahala. 

f. Al-Quran kata-katanya tertulis dalam mushaf mengandung 
arti bahwa apa-apa yang tidak tertulis dalam mushhaf 
meskipun wahyu yang diturunkan kepada Rasul, seperti 
ayat-ayat yang di-nashakh tilawahnya tidak lagi dinamai Al-
Quran. 

2.  Turunnya Al-Quran  
Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke 40 dari kelahiran Nabi. Tentang 
turunnya dalam bulan Ramadhan dijelaskan sendiri oleh Al-Quran pada 
surah al-Baqarah ayat 185. Sedangkan tanggal 17 beralasan dengan Al-Quran 
pada surah Al-Anfal ayat 41 yang disebutkan hari "furqan", yaitu hari 
bertemunya dua pasukan dalam perang Badr. Ahli sejarah menetapkan 
bahwa perang Badr berlaku pada tanggal 17 Ramadhan, meskipun tidak 
dalam tahun yang sama.           

           Al-Quran turun dumulai dengan surah al-'Alaq ayat 1 sampai 
dengan 5, dan ditutup dengan surah al-Maidah ayat 3 yang turunnya secara 
berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 

Adapun hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sedikit 
demi sedikit, dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran pada surah al-
Furqan ayat 32: 

 هُنَلَّْـترَوَ كَدَاؤَـُف هِبِ تَبِّـَثـُنلِ كلاذك ةًدَحِاوَ ةًلَجمُْ  نآرْقُلا هِيْلَعَ لَزِّـُن لاَوْلَ اوْرُفَكَ نَيْذِلا لَاقَوَ

   .لاًيْتِرْـَت

Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 
diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu 
dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).  

         Yaitu ada dua hikmah terdapat penjelasan Al-Quran tersebut, 
yaitu;  

داؤفلا تبثت .1   yang artinya kemantapan hati Nabi dan pengikut-
pengikutnya dalam hal yang menyangkut makna Al-Quran dan 
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hukum-hukumnya. Hal ini berarti bahwa selama waktu yang 
panjang periode turunnya Al-Quran Rasul  selalu merasa 
berhubungan rapat  dengan Allah. Dari segi pelaksanaan hukum 
kemantapannya terlihat bahwa suatu ayat hukum diturunkan Allah 
untuk pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus. Sesudah 
petunjuk itu dapat dimengerti oleh umat secara baik dan diamalkan 
secara sempurna, baru kemudian diturunkan ayat hukum 
berikutnya. Dengan demikian setiap ayat hukum yang diturunkan 
dapat diterima oleh umat dengan hati yang tenang dan dilaksanakan 
dengan perasaan yang mantap. 

لیترت .2  yang berarti bacaan yang baik atau kemampuan membaca yang 
sempurna. Al-Quran diturunkan kepada umat yang pada umumnya 
tidak berkemampuan untuk menulis dan membaca, mereka lebih 
mengandalkan hafalan. Penghafalan terhadap ayat-ayat Al-Quran 
hanya mungkin dicapai apabila ayat-ayat itu turun secara berangsur 
sedikit demi sedikit sekedar kemampuan orang yang menghafalnya. 
Hikmah ini terasa sekali dalam pemeliharaan keseluruhan lafaz Al-
Quran sampai penukilannya dapat berlaku secara Mutawatir dan 
kemurniannya dapat dijaga dan terpelihara. 
Al-Quran diturunkan dalam dua periode:  

a. Periode sebelum hijrah dalam jangka waktu 13 tahun. Ayat-ayat 
yang diturunkan pada periode ini disebut ayat-ayat Makiyah. Pokok 
dari risalah Nabi dalam periode ini adalah pembinaan akhlak dan 
akidah, Karena itu ayat-ayat yang turun pada periode ini banyak 
berbicara tentang akhlak dan akidah, ayat-ayatnya pendek-pendek 
supaya mudah mengingatnya bagi umat yang baru Islam. Karena 
kebanyakan umat pada waktu itu belum berakidah Islam.  

b. Periode setelah Rasul hijrah dalam jangka waktu 10 tahun. Ayat-ayat 
yang diturunkan dalam periode ini disebut ayat Madaniyah. Karena 
pokok bagi risalah Nabi pada periode ini adalah pembinaan 
masyarakat Islam. Maka kebanyakan ayat yang turun pada periode 
ini berbentuk aturan atau ayat hukum. 
Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran, ada dua tujuan utama: 

a. Sebagai hujah bagi kerasulan, atau sebagai mukjizat Nabi 
Muhammad SAW. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu sebagai hujah 
atas manusia  yang hukum-hukumnya merupakan  aturan-aturan 
yang harus (wajib) bagi manusia untuk mengikutinya, ialah karena 
Al-Quran itu datang dari Allah yang disampaikan kepada manusia 
dengan jalan pasti yang tidak diragukan  kesahan dan kebenarannya. 
Sedang bukti Al-Quran itu datang dari Allah yaitu membuat orang 
tidak mampu membuat atau mendatangkan sepertinya. Membuat 
orang itu tidak mampu baru terjadi, menurut Abd al-Wahhab 
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Khallaf, apabila tiga hal berikut ini terdapat pada sesuatu, yaitu; 
adanya tantangan, adanya motivasi dan dorongan kepada penantang 
untuk melakukan tantangan, dan tidak adanya halangan yang 
mencegah adanya tantangan.53  Banyak ayat-ayat Al-Quran yang 
mengajak manusia untuk bertanding dengannya, seperti pada surah 
al-Baqarah ayat 23, 

 اوْعُدْاوَ هِلِثْمِ نْمِ ةٍرَوْسُبِ اوْـُتأْفَ jَدِبْعَ ىلعَ انَلَّْزـَن اَّممِ بٍيْرَ فىِ مْتُْـنكُ نْاِوَ

 .ينَْقِدِصَ مْتُْـنكُ نْاِ اللهِ نِوْدُ نْمِْ مُكئَادَهَشُ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah[31] satu surat (saja) yang 
semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-
orang yang benar.  

Begitu pula surah Hud ayat 13 dan  pada surah al-Isra ayat 88. Para 
ulama memandang kemukjizatan Al-Quran dari dua aspek : Pertama, aspek 
bahasa, yaitu terletak pada fashahah dan balaghiahnya, susunan dan gaya 
bahasanya yang tidak dapat tertandingi oleh siapapun, meskipun bangsa 
Arab adalah terknal dengan kemampuan berbahasa yang sangat tinggi, 
disamping memiliki pula kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi 
tarikh telah membuktikan, bahwa tidak ada seorangpun yang mampu 
membuat apapun terhadap Al-Quran yang dihadapkan kepada mereka.  

Aspek tentang berita-berita Al-Quran mengenai hal-hal yang akan 
datang terjadinya, atau janji-janji Allah mengenai masa depan dan telah 
terbukti benar-benar terjadi masa itu, Hal ini merupakan nubuwwah yang 
hanya dimungkinkan oleh adanya pengetahuan tentang alam ghaib 
berdasarkan pemberian wahyu dari Allah. Salah satu nubuwwah yang paling 
terknal ialah mengenai kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia yang 
menurut perhitungan tidak akan dapat bangun kembali dalam waktu singkat. 
Tetapi Al-Quran menyatakan, dalam jangka pendek bangsa Romawi akan 
mengalahkan kembali bangsa Persia tersebut. Nubuwwah ini telah 
dibuktikan pada hal Rasul masih hidup, yaitu ketika musuh-musuh ummat 
Islam masih bisa  menyaksikannya. Firman Allah pada surah al-Rum ayat 1 
sampai dengan 4: 

 ِِّ^ ينَْنِسِ عِضْبِ فىِ نَوْـُبلِغْـَيسَ مْهِبِلَغَ دِعْـَب نْمِ مْهُوَ ضِرْلاا نىَدْاَ فىِ مُوُّْرلا تِبَلِغُ

لبْـَق نْمِرُمْلاَا
ُ
لما حُرَفْـَي ذٍئِمَوْـَيوَ دُعْـَب نْمِوَ 

ُ
 .نَوْـُنمِؤْ

 
53 Abd Wahhab Khallaf, Op.cit. h.  25.   
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Telah dikalahkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah 
dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan 
sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman. 

Nubuwwah yang lain tentang kebenaran janji-janji Al-Quran ialah  
ketika Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah, tetapi Allah janjikan bahwa 
Rasul SAW. bersama Sahabatnya akan kembali ke Mekah dan menguasai 
masjid al-Haram. Seperti digambarkan pada surah al-Fath ayat 27 : 

لما َّنلُخُدْتَلَ قِّلحÇَِْ َ™ءُّْرلا هُلَوْسُرَ اللهُ قَدَصَ دْقَل
َ
 .ينَْنِمِآ اللهُ ءَاشَ نْاِ مَارَلحَاْ دَجِسْ

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang 
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan 
memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman ... 

 Al-Quran banyak pula bercerita tentang dalam berbagai surah dan 
ayat tentang para rasul masa terdahulu, kitab-kitab Allah yang diwahyukan 
sebelum Al-Quran, dan juga kasusu-kasus sejarah besar masa lalu. Semuanya 
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. yang secara umum diketahui 
bahwa dia adalah seorang yang tidak pandai baca tulis. Ini juga merupakan 
kemukjizatan Al-Quran . 

 Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran lebih dari 6000 
ayat yang diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari mengenai 
berbagai persoalan hidup, ternayata bebas dari kontradiksi antara ayat yang 
satu dengan ayat lainnya. Juga memberikan dasar-dasar bagi berbagai macam 
ilmu pengetahuan yang belum dapat dipahami pada masa turunnya Al-
Quran, dan pembuktiannya baru berlangsung lewat penemuan ilmiah 
beberapa abad kemudian, semuanya memperkuat pembuktian Al-Quran 
adalah sebagai wahyu dari Allah dan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. 
Rasulullah SAW. adalah Rasul terakhir dan ajarannya yang dibawa berlaku 
untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa, karenanya mukjizatnyapun 
haruslah berlaku sepanjang masa dan dapat diterima, disaksikan oleh seluruh 
umat manusia dari masa ke masa, sesuai dengan tingkat perkembangan 
intelektual manusia itu. Dilihat dari aspek ni, maka Al-Quran adalah 
mukjizat yang mampu memenuhi tuntutan tersebut.  Dan Al-Quran tetap 
terjaga dan  terpelihara sepanjang masa dari perubahan (Surah Al-Hijr ayat 
9) 

a. Sebagai sumber hidayah bagi kepentingan umat, yakni sebagai 
sumber hidayah atau petunjuk yang akan membimbing  umat untuk 
mncapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Bentuk hidayah 
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dalam kehidupan umat berupa aturan, yakni aturan hubungan 
manusia dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama 
manusia dan alam semesta, yang akan menjamin kemaslahatan 
kehidupan umat baik di dunia maupun untuk akhirat.  
 
3. Ayat-Ayat Ahkam  
Al-Quran diturunkan sebagai sumber petunjuk dalam kehidupan 

manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. 
Dengan demikian hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup 
segala aspek kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani. 

Tidaklah semua ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 
sumber hukum. Hanya ayat-ayat yang dapat ditarik suatu kesimpulan hukum 
yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ayat-ayat seperti itu yang dinamai 
dengan ayat-ayat ahkam. 

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf hukum yang terkandung dalam 
Al-Quran ada tiga macam; Pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan 
keyakinan dan keimanan (Doktren Tauhid), Kedua, hukum-hukum  yang 
berkaitan dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan dan oleh setiap 
mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal 
kehinaan (Doktren Akhlak). Ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan 
amaliah yang bersangkut paut dengan hal ihwal mukallaf. (Doktren 
Syariah).54   

Hukum amaliah di bagi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum 
muamalah. Hukum ibadah dalam arti khusus, yaitu ketentuan yang mengatur 
hubungan lahiriyah antara manusia dengan Allah, seperti shalat, puasa dan 
ibadah pokok lainnya. Dan hukum-hukum muamalah dalam arti luas  yaitu 
ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya 
dan alam sekitarnya. Hukum-hukum muamalah hanya sekitan 228 ayat, 
dengan perincian : 

a. Al-Ahkamu Al-Akhwalu al-Syakhshiyyah, yaitu hukum-hukum 
yang berpautan tentang manusia, sejak adanya, kemudian 
hubungan dalam rumah tangga (perkawinan, perceraian, dan 
warisan) sekitar 70 ayat. 

b. Al-Ahkamu al-Madaniyyah, yaitu hukum muamalah (perdata) 
secara khusus, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-
lain, sekitar 70 ayat.   

c. Al-Ahkamu al-Janaiyyah, yaitu hukum pidana, sekitar 30 ayat. 

 
54 Ad Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh, Op.cit, h. 32-34  
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d. Al-Ahkamu al-Murafaat, yaitu hukum acara, sekitar 13 ayat. 
e. Al-Ahkamu al-Dusturiyyah, yaitu hukum perundang-undangan, 

hukum yang berhubungan dengan hukum dan pokok-pokoknya, 
seperti membatasi hubungan antara hakim dengan terdakwa, 
sekitar 10 ayat 

f. Al-Ahkamual-Dauliyyah, yaitu hukum ketatanegaraan, sekitar 25 
ayat. 

g. Al-Ahkamu al-Iqtishadiyyah wa al-Maliyyah, yaitu  hukum tentang 
ekonomi dan keuangan, seperti hak orang miskin dan orang 
kaya, sumber air, perbankan, sekitar 10 ayat.55 

Al-Quran diturunkan terutama ayat yang berkenaan dengan hukum 
selalu ada sebab. Sebab-sebab itu mungkin merupakan tanggapan terhdap 
suatu kasus yang terjadi, atau karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
kepada Rasul yang dijawab dengan peranaraan wahyu, atau karena sebab 
lain. Sebab-sebab itu dinamai asbabu al-Nuzul ayat. 

Pengetahuan tentang sebab-sebab nuzul itu sangat penting, karena 
ia dapat membantu memahami maksud sesungguhnya dari suatu ayat secara 
benar, terlebih lagi ayat yang berkenaan dengan masalah hukum. Juga 
memahami situasi terlebih pada masa Nabi SAW. masih hidup dan 
kehidupannya serta perkembangan masyarakat dimasa awal agama Islam. 

Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya suatu ayat, dapat 
menyebabkan kesalahan dalam memahami dan menafsirkannya. Disamping 
itu penting pula untuk mengetahui keadaan sosial bangsa Arab dalam 
konteks turunnya suatu ayat. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka dapat 
menimbulkan keraguan dan kesamaran dalam memahami Al-Quran. Ayat-
ayat hukum sedikit sekali dijelaskan secara detail, kebanyakan diterangkan 
secara global, hanya meliputi dasar-dasar yang bersifat  umum. Bahkan 
banyak masalah yang tidak dijelaskan sama sekali. Dalam hal ini diperlukan 
Al-Sunnah untuk mencari penjelasan lebih jauh. Tetapi dalam hal sama 
sekali tidak disinggung oleh nash, di sini memberikan kesempatan kepada 
para ulama dengan seluas-luasnya untuk melakukan ijtihad, asal tidak 
bertentangan dengan nash. 

4. Penjelasan Al-Quran Terhadap Hukum 
Ayat-ayat Al-Quran dilihat dari segi kejelasan artinya, maka ada yang 

jelas artinya disebut muhkam, tetapi ada yang artinya tidak jelas artinya maka 
ayat ini adalah mutasyabihat. Kedua macam bentuk ayat itu dijelaskan 
sendiri oleh Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 7. 

 
55 Ibid, h. 33 
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 Ayat muhkam ialah ayat yang lafaznya jelas maknanya, tersingkap 
secara jelas dalalahnya, kejelasan maknanya itu sehingga terhindar dari  
keraguan arti dan menghilangkan kemungkinan salah pemahaman. 
Sedangkan ayat mutasyabihat ialah ayat yang  lafaz tidak jelas maknanya  
sehingga tidak jelas dalalahnya, dan untuk memahami makna dan dalalahnya 
diperlukan pemahaman dan pemikiran yang mendalam (ijtihad). Misalnya 
ayat yang lafaznya memiliki banyak arti, terkadang arti dalam satu lafaz 
berlawanan. Dari segi penjelasannya terhadap hukum, maka ada beberapa 
cara;  

a. Secara terperinci  dengan arti bahwa Al-Quran memberikan 
penjelasan secara sempurna, sehingga hukum itu dapat dilaksanakan 
menurut apa adanya, walaupun tidak dijelaskan lagi oleh Rasul 
dengan  Al-Sunnah. Misalnya ayat tentang kewarisan. 

b. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum secara garis besar dan masih 
memerlukan penjelasan oleh Rasul dengan Sunnahnya untuk 
melaksanakannya. Penjelasan Rasul ada yang berbentuk pasti, 
sehingga tidak memberikan kemungkinan pemahaman lain, tetapi 
ada pula yang dijelaskan dalam bentuk yang masih memerlukan 
perincian dan memberikan kemungkinan pemahaman. 

c. Memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di 
dalamnya dalam bentuk penjelasan secara ibarah, tetapi memberikan 
pengertian pula secara isyarah kepada maksud lain. 
Ayat-ayat muhkam dengan penjelasan yang sempurna, maka 

penunjukkannya (dalalah) terhadap hukum secara pasti (qath'i al dalalah). 
Maka tidak mungkin dipahamkan dari padanya maksud lain dan tidak 
mungkin pula ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda-beda. Hukum 
yang diperoleh dari ayat muhkam adalah berlaku sepanjang masa. 

Ayat-ayat hukum yang disampaikan secara mutasyabihah dalam 
bentuk penjelasan yang bersifat  ijmali dan ayat-ayat yang mengandung 
isyarah, penunjukkan terhadap hukum bersifat zhanny (zhanny al dalalah), 
dengan arti tidak meyakinkan. Karena itu, dapat dipahami dalam beberapa 
pemahaman. Perbedaan pemahaman akan mengakibatkan versi hukum yang 
berbeda. 

Penjelasan yang bersifat zhanny  pada umumnya dalam bidang 
muamalah dalam arti luas, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan 
sesamanya dalam hidup bermasyarakat,dan alam sekitarnya.  

           Dalam menjelaskan hukum hukum Islam, Al-Quran 
menggunakan beberapa  ibarat: Yaitu dalam bentuk tuntutan,  baik tuntutan 
itu berupa suruhan (amr) untuk diperbuat, maupun tuntutan untuk 
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meninggalkannya, yang disebut larangan (nahy). Suruahn merupakan 
tuntutan keharusan (wajib) berbuat seperti shalat dengan    firman Allah 

ةلاصلا اومیقأ . Sedangkan larangan menunjukkan keharusan (wajib) untuk 
meninggalkannya, seperti larangan untuk membunuh dengan firman Allah:  

 . قلامإ ةيشخ مكدلاوا اولتقتلا 

Untuk menunjukkan wajib berbuat disamping menggunakan kalimat 
perintah, terkadang dinyatakan dengan cara mengemukakan janji baik 
berupa pujian, atau pahala bagi orang yang memperbuatnya, misalnya firman 
Allah dalam surah Al-Nisa ayat 13 : "Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul 
ia akan dimasukkan ke dalam surga". Begitu pula untuk menunjukkan 
keharusan (wajib) meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, dengan 
memberikan ancaman bagi pelakunya, misalnya firman Allah dalam surah al-
Maidah ayat 38: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya 
keduanya".  

Terkadang tuntutan, baik perintah maupun larang untuk 
memperbuat disampaikan dengan bentuk berita tetapi mengandung arti 
tuntutan, misalnya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228: "Isteri-
isteri yang dicerai oleh suaminya hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali 
quru'.  

Dapat pula menggunakan kalimat wajaba dan kutiba dalam bentuk 
tuntutan suruhan untuk memperbuat, dan kalimat harama dalam bentuk 
tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah dalam 
surah Al-Nisa ayat 23 " Diharamkan  atas kamu ibumu, anak perampuan, 
saudara-saudaramu...untuk mengawini" 

Suatu perbuatan yang tidak disertai dengan pujian atau hinaan, 
ancaman, pahala atau dosa, menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya 
boleh (mubah). Untuk kebolehan suatu perbuatan  bisa digunakan kalimat 
"halal", misalnya firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1  "Dihalalkan 
bagimu binatang ternak" atau dengan kalimat "tidak ada halangan atau tidak 
keberatan", seperti firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 101 "Bila kamu 
dalam perjalanan tidak ada halangannya bila kamu mengqasar shalat".  

5. Penggunaan Al-Quran Sebagai Dalil Hukum 
Imam Hanafi dalam menetapkan kedudukan dan penggunaan Al-

Quran sebagai dalil hukum dalam ber-istinbath sependapat dengan ulama 
yang lain, bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, 
namun Imam Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai Al-
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Quran yang mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Imam 
Hanafi cenderung berpendapat bahwa Al Qur’an adalah mencakup 
maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Hanafi 
bahwa Al-Quran itu hanya maknanya saja adalah beliau membolehkan shalat 
dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa arab, sedangkan Imam 
Syafi’i mengatakan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan 
menggunakan bahasa selain bahasa arab sekalipun orang itu bodoh. 

Adapun Imam Malik, berpendapat bahwa hakikat Al-Quran adalah 
kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah SWT, beliau sepakat dengan 
jumhur ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, 
namun ada perbedaan disini, Imam Malik cenderung mengikuti ulama salaf 
yang membatasi pembahasan mengenai Al-Quran sesempit mungkin, hal ini 
dilakukan karena beliau khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah 
SWT.  maka tidak heran kalau  kitabnya Al-Muwaththa dan Al-Mudawwanah, 
sarat dengan pendapat Sahabat dan tabi’in. Dan Malik pun mengikuti jejak 
mereka dalam cara menggunakan ra’yu.  

Berdasarkan ayat 7 surat Ali-Imran, petunjuk lafaz yang terdapat 
dalam Al-Quran ada dua macam, yaitu ayat muhkamat dan ayat  
mutasyabihat.  Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang tegas dan terang 
maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat-ayat 
mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang 
tidak dapat ditentukan artinya, kecuali setelah diselidiki secara mendalam. 

 Menurut Imam Malik, muhkamat terbagi kepada dua, yaitu lafaz 
zhahir dan lafaz nash. Imam Malik menyepakati pendapat ulama-ulama lain 
bahwa lafaz nash itu adalah lafaz yang menunjukkan makna jelas dan tegas 
yang secara pasti tidak memiliki makna yang lain. Adapun lafaz zhahir adalah 
lafaz yang menunjukkan makna yang jelas, namun masih mempunyai 
kemungkinan makna yang lain. Hanya saja lafaz nashh didahulukan daripada 
lafaz zhahir Menurut Imam Malik, dalalah nashh termasuk qath’i, sedangkan 
dalalah zhahir termasuk zhanny, sehingga bila terjadi pertentangan antara 
keduanya, maka yang didahulukan dalalah nash. Yang perlu di ingat adalah 
makna zhahir disini adalah makna zhahir menurut pengertian Imam Malik.  

 Menurut Imam Syafi’i sebagaimana pendapat ulama yang lain, 
menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-
Quran. Bahkan ia berpendapat, ”Tidak ada yang diturunkan kepada 



Metode Penggalian Hukum Islam | 41 

penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran.”56 
oleh karena itu Imam Syafi’i senantiasa mencantumkan nash Al-Quran  
setiap kali mengeluarkan fatwa. Sesuai metode yang digunakanya, yakni 
deduktif. Namun, Imam Syafi,i menggangap bahwa Al-Quran tidak bisa 
dilepaskan dari Al-Sunnah. Karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. 
Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam pertama Al-
Quran  dan kedua Al-Sunnah, maka Imam Syafi’i berpandangan bahwa Al-
Quran  dan Al-Sunnah itu berada pada satu martabat.(Keduanya wahyu yang 
berasal dari Allah). Firman Allah dalam surat Al-Najm ayat 4 “Ucapannya itu 
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.  

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana al-Syafi’i dalam 
memosisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya 
diikuti oleh Al-Sunnah. Al-Quran  merupakan sumber hukum Islam, yang di 
dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan adanya 
perubahan zaman dan tempat. Di samping dijadikan sebagai hujjah untuk 
menetapkan hukum Islam, Ahmad bin Hanbal sebagaimana Imam Syafi’i 
berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah, keduanya di anggap berada pada 
satu martabat, sehingga ia sering menyebut keduanya dengan istilah nash (Al-
Quran dan Al-Sunnah). Dalam penafsiran Al-Quran Imam Syafi’i dan 
Ahmad bin Hanbal sangat mementingkan Al-Sunnah.57. 

 Menurut Ibnu Taymiyah, Al-Quran  hanya boleh ditafsirkan oleh 
Al-Sunnah. Namun dalam beberapa pendapatnya ia menjelaskan kembali, 
jika tidak ditemukan dalam Al-Sunnah dan atsar sahabat, maka diambil 
penafsiran  tabi’in.58 

 
AL-SUNNAH SEBAGAI DALIL ISTINBATH HUKUM  

1. Pengertian  Al-Sunnah 
Al-Sunnah dalam pengertian etimologi yaitu cara  yang biasa 

dilakukan, apakah cara itu baik atau buruk. Penggunaan kata  Al-Sunnah 
dalam pengertian ini dapat dilihat pada sabda Nabi Muhammad SAW. : 

   .59اهَرُجْأَ هُلََ ناكةنَسَحَ ةًَّنسُ َّنسَ نْمَ

 
56Asy-syafi,i, Op.cit, h. 20    
57T.M. Hasbi As-Shiddiqi, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam 

membina Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang. 197. h. 52. 
58  Ibid, h. 48.  

 59 Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 31, Muassasah al-
Risalah, 1999, h. 538. 
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Barangsiapa biasa melakukan suatu kebaikan adalah baginya pahala,. 
           Dalam Al-Quran kata Al-Sunnah tidak kurang dari 16 tempat 

dengan arti "kebiasaan yang berlaku dan jalan yang akan dilalui".  
 
Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 137 : 

 ضِرْلاا فىِ يرُْسِفَ نٌنَسُ مْكُلِبْـَق نْمِ تْلَخَ دْقَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu 
berjalanlah kamu di muka bumi. 

Begitu pula firman Allah dalam surah al-Isra ayat 77 : 

 لاًيْوِتحَْ اهَتَِّنسُلِ دُتجَِ لاَوَ انَلِسُُّر نْمِ كَلَْـبـَق انَلْسَرْاَ دْقَ نْمَ ةََّنسُ

(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-
rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan 
bagi ketetapanKami itu. 

 Al-Sunnah dalam pengertian terminologi, para ulama ushul fiqh  
mengatakan, yaitu : 

لقِنُ امَ
َ
بىَِّنلا نِعَ 

ّ
 .رٍيْرِقْـَت وْاَ لٍعْفِ وْا لٍوْـَق نْمِ ملسو هيلع الله ىلص دٍَّممحَُ ِ

Apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. baik berupa 
perkataan, perbuatan atau ketetapan/persetujuan. 

           Istilah  Al-Sunnah dikenakan juga kepada apa yang 
dipraktikkan oleh para sahabat, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh 
sahabat Khulafau ar-Rasyidin. Praktik sahabat dianggap sebagai  Al-Sunnah, 
dengan alasan bahwa para Sahabat penganut dan pelaksana secara langsung  
Al-Sunnah Nabi SAW. Mereka tentu lebih mengetahui benar prilaku dan 
penuturan Rasul. Praktik Sahabat dan perkataan-perkataan mereka 
mencerminkan serta sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasul. Ketika 
Rasul masih hidup, praktik para Sahabat yang ditoleransi oleh Rasul, 
dianggap juga sebagai  Al-Sunnah Rasul sendiri. 

           Al-Sunnah menurut pengertian di atas, dari segi materinya 
dapat dibagi tiga macam, yaitu: 

a.  Sunnah Qawliyah, yaitu ucapan Nabi SAW. yang didengar oleh 
Sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Misalnya 
Sahabat berkata; Nabi Muhammad SAW. bersabda "Tidaklah 
dipotong tangan pencuri kecuali kalau ia mencuri lebih dari 
seperampat dinar" 

b. Sunnah Fi'liyyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad SAW.yang dilihat secara langsung oleh para sahabat 
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beliau kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan 
ucapannya. Misalnya sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah 
Muhammad SAW.  melakukan shalat dua rakaat sesudah shalat 
zhuhur". 

c. Sunnah Taqririyah, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok 
Sahabat yang dilakukan dihadapan Nabi Muhammad SAW. tetapi 
tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi SAW. Tidak 
ditanggapi atau diamnya Nabi SAW. tersebut disampaikan oleh 
sahabat  lain dengan ucapan "Aku melihat seseorang Sahabat 
memakan dhab di dekat Nabi, Nabi mengetahui, tetapi Nabi tidak 
melarangnya". 

 2. Macam-Macam  Al-Sunnah 
Setelah Al-Quran dikodifikasikan secara rapi dan tidak 

dikhawatirkan akan bercampur dengan  Al-Sunnah, baru ada usaha kearah 
pengumpulan  Al-Sunnah Nabi,  Al-Sunnah dihimpun dan kemudian 
dikitabkan atas dasar periwayatan. Dari segi periwayatan ini maka  Al-
Sunnah dibgi kepada tiga macam: 

a. Sunnah Mutawatir,60 yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh satu 
jamaah dari  satu jamaah  dan seterusnya, setiap jamaah terdiri 
dari jumlah yang besar yang tidak mungkin mereka bersepakat 
untuk berdusta. Misalnya  Al-Sunnah Nabi SAW. tentang salat  

  61 ىلصأ نىومتيأر امك اولص

Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. 
Sunnah Nabi yang berkenaan kepada akidah dan pokok-pokok 

ibadah pada umumnya diriwayatkan dan disampaikan secara Mutawatir 
a. Sunnah Masyhur,62 yaitu Sunnah Nabi SAW. yang diriwayatkan  

oleh sahabat dua orang atau lebih dari Nabi Muhammad SAW. dan 
sesudah itu. Misalnya  Sunnah tentang status amal tergantung 
dengan niat " تاینلاب لامعلاا امنإ  "  Sunnah tersebut tersebar dan 

 
 60Kata Mutawatir Menurut lughat ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau 
berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah: 

.بذكلا ىلع مھئطاوتو مھعامتجا ھلاحإ ةداعلا ىف بجی مّج ددع هاور سوسحم نع ربخ  وھ   
Suatu hasil Sunnah tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang 
menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta 
 61Al-Baihaqi, Op.cit. juz 2, h. 345  
 62Al-Sunnah Masyhur menurut bahasa adalah al-MuntImam ir, artinya sesuatu yang 
telah tersebar. Sedangkan menurut istilah, yaitu: 

 .اروھشم ىمسی لاف ,لصأ ھل نكی مل نإف نینثلآاوأ دحاولا نع لاوقنم ھلوا ناكو سانلا نیب رھتشا ام
yang telah tersebar diantara manusia, tetapi awalnya dari satu seorang atau dua orang saja. Jika 
khabar yang telah tersebar itu tiada berasal, hendaklah dinamai Masyhur. 
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diriwayatkan oleh jamaah dalam jumlah yang banyak yang tidak 
mungkin  tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.  hanya 
diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. tetapi 
kemudian menjadi masyhur disampaikan oleh sahabat kepada 
jamaah.."  

b. Sunnah Ahad,63 yaitu  Sunnah yang diriwayatkan oleh satu atau dua 
orang sahabat secara perorangan dan seterusnya sampai kepada 
Nabi SAW.Periwayatannya tidak memenuhi persyaratan Sunnah 
Mutawatir. Sebagian dari  Sunnah Ahad memenuhi  Sunnah shahih, 
tetapi sebagian juga tidak memenuhi  Sunnah shahih. 
 Sunnah Mutawatir  dalam pembagiannya, dibagi kepada dua bagian, 

yaitu Mutawatir lafzhi dan Mutawatir ma’nawi. Suatu  Sunnah Mutawatir lafzhi 
dikatakan apabila redaksi dan kandungan  Sunnah disampaikan oleh jamaah 
perawi adalah sama benar, baik lafaz mapun kandungan hukumnya. Contoh 
Sunnah Mutawatir lafzhi : 

 64.رِاَّنلا نَمِ هُدَعَقْمَ أَّوـَبـَتـَيلْـَف ادًمِّعَـَتمُ َّىلَعَ بََّذكَ نْمَ الله لُوْسُرَ لاق

Telah bersabda Rasulullah SAW. Barangsiapa berdusta atasku dengan 
sengaja, maka ia menempati tempat duduknya di dalam neraka”. (H.R. Bukhari dan 
Muslim)         

Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, Sunnah tersebut diatas diriwayatkan 
oleh 40 orang Sahabat, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Minhaju al-
Muhadditsin menyatakan bahwa Sunnah itu diterima 200 sahabat. Sedangkan 
Mutawatir maknawi adalah  Al-Sunnah Mutawatir yang berbeda susunan 
lafaznya, tetapi satu makna, atau kandungan hukumnya sama. Contoh : 

يشَ فيِ هِيْدَيَ عُفَرْـَي لا
ْ
 ضُايَـَب ىرَـُي َّتىحَ عُفَرْـَي هَُّنإِوَ ، ءِاقَسْتِسْلاا فيِ لاإِ هِئِاعَدُ نْمِ ءٍ

  65هِيْطَبْإِ

Rasulullah SAW. tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya 
selain dalam doa salat istiqa' dan beliau mengangkat tangannya, sehingga nampak putih 
ketiaknya. (HR. Bukhari Muslim)  

Al-Sunnah yang semakna dengan Sunnah tersebut di atas ada 
banyak, yaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. 

 
 63Al-Sunnah Ahad, yaitu : رتاوتلا طورش ھیف عمجی لاام   Suatu sunah yang padanya tidak 
terkumpul syarat-syarat Mutawatir   
 64Muhammad bin Futuh al-Humaidi, al-Jam’u Baina Shahihain Bukhari wa Muslim, juz 
3, Beirut, Dar al-Nasyr, 2002, h. 318.  
 65Ibid, juz 1 h. 281.  
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Antara lain Sunnah-Sunnah yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim 
dan Abu Dawud yang berbunyi  

 66  هِيْـَبكِنْمَ وَذْحَ هِيْدَيَ عُفَرْـَي نَاكَ

Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau.  
Adapun  Sunnah Ahad dibagi dalam tiga bagian, yaitu; Pertama  Al-

Sunnah Shahih,  Sunnah Hasan dan  Al-Sunnah Dha’if.  Sunnah Shahih 
apabila  Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan sifat; adil, 
sempurna ketelitiannya (kuat ingatan/hafalan), sanadnya bersambung 
sampai kepada Rasul SAW. tidak memiliki cacat dan tidak berlawanan 
dengan periwayatan orang yang lebih dipercaya. Kedua,  Sunnah Hasan 
apabila  Al-Sunnah itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang bersifat; adil, 
tetapi kurang sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada 
Rasul SAW. tidak memiliki cacat dan tidak  berlawanan dengan periwayatan 
orang yang lebih dipercaya. Ketiga,  Al-Sunnah Dhaif adalah  Al-Sunnah 
yang tidak memenuhi syarat  Al-Sunnah Shahih dan Hasan.  

Sunnah Mutawatir dilihat dari segi kuantitas Sahabat, mereka yang 
meriwayatkan dari Rasul SAW. dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari 
Sahabat adalah meyakinkan (qath'i al-wurud), dengan arti bahwa Sunnah 
Mutawatir diyakini kebenarannya datang dari Rasul SAW.Al-Sunnah 
Mutawatir meskipun tidak banyak ditemukan, tetapi kedudukannya sama 
dengan Al-Quran Oleh karena itu  Al-Sunnah Mutawatir wajib diamalkan.  

 Sunnah Masyhur dilihat dari segi kuantitas  yang meriwayatkan dari 
Rasul SAW. berupa dugaan, karena tidak sampai kepada derajat Mutawatir, 
tetapi periwayatan dari Sahabat meyakinkan (qath'i), karena jumlah yang 
meriwayatkan sebanding dengan Mutawatir. Artinya  zhanny datang dari 
Rasul SAW. tetapi qath'i datang dari sahabat.  

Meskipun berbeda dengan Sunnah Mutawatir, tetapi  Sunnah 
masyhur juga wajib untuk diamalkan, hanya saja tingkatannya lebih rendah 
dari  Sunnah Mutawatir. 

Adapun  Sunnah Ahad dilihat dari kuantitas hanya diriwayatkan 
oleh satu atau dua orang sahabat, baik dari generasi sahabat maupun 
generasi selanjutnya. Oleh karena itu  Sunnah Ahad, zhanny datang dari 
Rasul SAW. juga zhanny datang dari sahabat. Tetapi  Sunnah Ahad apabila 
mencapai kepada derajat shahih dan hasan, maka juga wajib diamalkan dan 
dapat dijadikan dasar dalam hujjah.  

 
 66Ahmad bin Hanbal, Op.cit. juz, 2, h. 106  
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 Dilihat dari segi dalalah-nya, maka ketiga  Sunnah di atas (Mutawatir, 
Masyhur dan Ahad),  adakalanya qath'i al-dalalah, maksudnya pengertian yang 
ditunjuk oleh masing-masing  Sunnah itu  tidak dapat ditafsirkan kepada arti 
yang di luar dari arti yang asli. Tetapi bisa pula zhanny al-dalalah, maksudnya 
apabila pengertian yang ditunjuk oleh masing-masing Sunnah itu dapat 
ditafsirkan atau diinterpretasikan kepada arti lain di luar dari arti aslinya. 

Sunnah yang paling tinggi tingkatannya adalah  Sunnah yang apabila 
dilihat dari datangnya qath'i al-wurud (pasti datangnya dari Rasul) dan qath'i al-
dalalah (pasti penunjukkan kepada arti  tertentu) 

 
3. Penggunaan Al-Sunnah Sebagai Dalil Hukum 

 Kedudukan  dan penggunaan Al-Sunnah sebagai sumber atau dalil 
hukum dan istinbath hukum Islam, maka para ulama sepakat menetapkan 
sebagai sumber dan dalil hukum  setelah Al-Quran. Dengan alasan: 

a) Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara Mutawatir, oleh karena 
itu Al-Quran bersifat qath'i al-Tsubut (kebenaran sumber dari 
Rasul). Sedangkan  Al-Sunnah kebanyakannya bersifat zhanny al-
wurud (dugaan datangnya dari Nabi SAW), terkecuali  Sunnah 
Mutawatir yang qath'i al-wurud dari Nabi SAW. 

b) Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam, sedangkan Sunnah67 
merupakan penjelasan atau Sunnah dalam hal ini sebagai penjelas 
kepada Al-Quran tidak diragukan lagi oleh jumhur ulama, karena 
itu Nabi ditugasi oleh Allah.  

c) Dilihat dari Sunnah sendiri, sebagaimana  Al-Sunnah tentang 
cara berijtihad yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal :   

 

 لمَْ نْإفَ : لاق ,اللهِ بِاتَكِبِ ىضِقأ : لاق ؟ ءٌاضَقَ كل ضَرَعَ اذَإ ىضِقْـَت فَيَْ◌ك
 فى دْتجَِ لمَْ نْإِفَ : لاق ,ملسو هيلع الله ىلص الله لِوْسُر ةَِّنسُبِفَ :لاق ؟ اللهِ بِاتَكِ فى دْتجَِ

يِيأْرَ دُهِتَجْأ : لاق ؟ الله بِاتَكِ فىِ لاوَ الله لِوْسُرَ ةَِّنسُ
ْ
 ىلص اللهِ لُوْسُر بَرَضَفَ .ولُأ لاو 

 
 67Batasan Sunnah Shahih, yang diberikan oleh ulama, antara lain  "Sunnah Shahih 
adalah Sunnah yng susunan lafadnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (Al-
Quran), hdis Mutawatir, atau ijima’ serta para rawinya adil dan dabit."  
Menurut Imam Turmuzi Hasan adalah :  "yang kami sebut Sunnah Hasan dalam kitab kami 
adalah Sunnah yng sannadnya baik menurut kami, yaitu setiap Sunnah yang diriwayatkan 
melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan Sunnahnya, 
tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sederajat. Sunnah yang demikian 
kami sebut Sunnah Hasan."   



Metode Penggalian Hukum Islam | 47 

 امَلِ ملسو هيلع الله ىلص اللهِ لَوْسُرَ قََّفوَ ىْذِلا   دُمْلحَا :لاقو هُرَدْصَ ملسو هيلع الله

       68  .اللهِ لُوْسُرَ ىضَرْـَي

Rasulullah SAW.bertanya, bagaimana cara kamu memutuskan  jika datang 
kepadamu suatu perkara?. Ia menjawab aku putuskan dengan (hukum) yang terdapat 
dalam kitab Allah, Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam 
kitab Allah?. Ia menjawab: Maka aku putuskan dengan  Al-Sunnah Rasulullah  
SAW. Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam  Al-Sunnah 
Rasulullah SAW. juga dalam kitab Allah? Ia menjwab aku akan berijtihad dengan 
pikiranku dan aku tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW. menepuk 
dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada 
utusan Rasulullah SAW. yang diridhai oleh Rasulullah.  Berdasarkan  Al-Sunnah di 
atas, berarti  Al-Sunnah menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran 

  Al-Quran sebagian besar dari ayatnya terutama dalam bidang 
hukum adalah dijelaskan dalam bentuk  Al-Ijma’ yang secara amaliah belum 
dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari Nabi SAW. Dengan demikian, 
fungsi  Al-Sunnah yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 64 : 

 ...هِيْفِاوْفُلَتَخْا ىذِلا مُهَُل نَ:يبَتُِل 67إ بَاتَكِلا كَيْلَعَ انَْلزَْنأَ امَوَ
Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan itu....   

           Oleh karena itu, apabila Al-Quran disebut sebagai sumber 
yang utama dalam hukum Islam, maka Al-Sunnah berfungsi sebagai sumber 
bayani. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, maka Al-Sunnah 
berfungsi:  

a) Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat 
dalam Al-Quran. Dalam bentuk ini  Al-Sunnah mengulangi apa yang 
disebutkan dalam Al-Quran . 

Misalnya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 110: 

 ...ةَولَّصلا اومُيْقِأ

Dirikanlah olehmu shalat... 
Firman Allah tersebut telah diiringi oleh sabda  Nabi SAW.: 

 
68Al-Baihaqi, Sunan Al-Shaghir Li al-Baihaqi, juz 10, Majelis Dairah al-Ma’arif al-

Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi,  1344, h. 114.   
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نىِبُ
َ
 مِاقَإوَ الله لُوْسَُّر دًَّممحَُ َّناَوَ اللهَّلااِ هَلَاِلاَ نْأ ةِدَاهَشَ سٍخمَْ  ىلعَ مُلاَسْلاِا 

.ةلاََّصلا
69 

Dibina Islam atas lima hal yaitu syAhadat: Bahwasanya tidak ada Tuhan  
selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. dan mendirikan 
shalat..., 

Dengan demikian, maka hukum tentang shalat telah memiliki dua 
sumber sekaligus, yaitu sumber Al-Quran dan sumber  Al-Sunnah. 

b) Memberikan penjelasan arti yang masih kabur dalam Al-
Quranatau merinci apa-apa yang masih umum disebutkan dalam Al-Quran, 
atau membatasi apa-apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam keadaan 
masih muthlaq. Misalnya shalat disebutkan dalam Al-Quran dengan makna 
yang masih kabur pengertiannya, karena bisa saja dipahami dari maknanya 
berupa doa. Kemudian Nabi melakukan perbuatan shalat secara jelas dan 
terperinci, seperti yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu: 

 مِيْلِسَّْتلÇِ ةٌمَتَـَتمخُْوَ يرِْبِكَّْتلÇِ ةُحَتَـَتفْمُ لٌاعَـْفأوَ لٌاوَـْقأ : ةُلاََّصلا

Shalat itu adalah berupa perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan 
takbir dan disudahi dengan salam.          

Kemudian Nabi SAW. bersabda : 

ىلِّصَأ نىِْوْمُتُـْيأرَ امَكَ اوُّْلصَ
ْ

70. 

Shalatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku shalat. 
c) Menetapkan hukum sendiri karena secara tegas tidak 

disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya tentang haramnya setiap binatang 
buas yang bertaring dan burung buas yang berkuku mencekam. 

Hukum yang ditetapkan olehAl-Sunnah sama kuatnya dengan 
hukum yang ditentukan oleh Al-Quran dan wajib untuk diikuti. Karena 
ketaatan terhadap keputusan-keputusan  Rasul merupakan kewajiban dan 
dasar keimanan kaum Muslimin.71  

ImamMalik dan Imam Syafi’i mengeluarkan hukum Al-Quran dan 
mengemukakan Hadis Ahad kepada Al-Quran. Maka mana yang bersesuaian 
dengan Al-Quran, mereka menerimanya. Mana yang tidak sesuai dengan Al-
Quran atau mengkhususkan umum Al-Quran mereka menolaknya.72 Imam 
Syafi’i menjadikan Sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Maka apabila 

 
69Imam Bukhari, Shahih Bukhari, juz 1, Beirut, Dar Ibu Katsir, 1987, h. 12.  
70Imam Bukhari, Op.cit. h. 84.  
71 Abd al Wahhab Khallaf, Op.cit,  39-40.  
72 T.M. Hasbi As-Siddiqi, Op.cit. h. 49.  
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zhahir Al-Quran berlawanan dengan Al-Sunnah, tidaklah Sunnah itu ditolak, 
bahkan dipergunakannya untuk men-takhsish-kan lafaz am Al-Quran, karena 
itu ia mengatakan bahwa Al-Sunnah itu “Hakimah Al-Quran” Atas dasar 
inilah Imam Syafi’i menjadikan Sunnah semartabat dengan Al-Quran.73 
Ahmad bin Hanbal satu pendirian dengan Syafi’i.  Ahmad bin Hanbal 
mengatakan bahwa Al-Sunnah itu adalah penafsir Al-Quran. Maka tidak ada 
kemungkinan ada pertentangan antara zhahir Al-Quran dengan Al-Sunnah, 
karena zhahir Al-Quran harus disesuaikan dengan kandungan Al-Sunnah. 
Bahkan Ahmad bin Hanbal menulis sebuah risalah untuk menolak pendirian 
sebagian orang yang hanya mengambil zhahir Al-Quran dengan 
meninggalkan Sunnah. 74 

 Pendapat Ulama Tentang Al-Sunnah Ahad atau Al-Sunnah Masyhur 
mempunyai kekuatan yang qath`i pada tingkat Sahabat tetapi kekuatannya 
dari Nabi hanya bersifat zhanny. Menurut Imam Hanafi, Sunnah Masyhur 
menimbulkan ilmu yakin walaupun kadarnya di bawah keyakinan yang 
ditimbulkan oleh Sunnah Mutawatir. Sunnah Ahad pada dasarnya tidak 
mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Ia hanya menghasilkan ilmu hanya 
sampai tingkatan zhanny (dugaan kuat dan tidak meyakinkan).  

Imam Syafi’i mengemukakan bermacam-macam dalil yang 
menandaskan bahwa Sunnah Ahad adalah hujjah, seperti dalam kitab Ar-
Risalah, Jami’ul Ilmi, Ikhtilafu Al-Sunnah. Namun tidak menyejajarkan Sunnah 
Ahad dengan Al-Quran. Sunnah yang sejajar dengan Al-Quran adalah 
Sunnah Mutawatir. Karena Sunnah Mutawatir sajalah yang qath’i al-tsubut. 
Imam Syafi’i dalam menerima Sunnah Ahad mensyaratkan beberapa syarat: 

a) Perawinya kepercayaan 
b) Perawinya berakal, yakni memahami apa yang 

diriwayatkannya. 
c) Perawinya dhabit, kuat ingatannya. 
d) Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga 

meriwayatkan Sunnah itu. 
Oleh karena itu, baik Hanafi, maliki, Syafi’i, Hambali dan ulama 

lainnya menerima Sunnah Ahad sebagai dalil hukum. Namun Abu Hanifah 
menambahkan syarat bahwa amal si pembawa berita tidak menyalahi apa 
yang dimaksudkan oleh kabar yang diberitakannya itu. Imam Malik 
mensyaratkan kabar yang disampaikan pembawa berita itu tidak menyalahi 

 
73 Ibid. h. 49.  
74 Ibid, h. 49  
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praktik Ahli Madinah. Apabila terdapat Sunnah Ahad tetapi berbeda dengan 
paraktik yang dilakukan oleh Ahli Madinah, berarti Sunnah itu lemah, 
sehingga kabar Ahli Madinah didahulukan dari Sunnah Ahad. Ulama Syiah 
menambahkan bahwa syarat kabar Ahad itu datang melalui jalur sahabat 
adalah jalur sahabat yang menganut paham Imamah.75 

Ahmad bin Hanbal menerima Sunnah Dhaif dengan persyaratan:1) 
perawinya bukan seorang yang sengaja berusta. Menurut Ibnu Taimiyah, 
Sunnah Dha’if yang diterima adalah Sunnah Dha’if yang dapat diangkat 
kepada derajat  Hasan. Namun apabila diteliti lebih mendalam dalam 
kitabnya Musnad Ahmad, maka Ahmad menggunakan Sunnah Dha’if 
meskipun tidak dapat diangkat ke derajat Hasan. Ahmad mengambil Sunnah 
Dha’if atas dasar ikhtiyat. Karena Ahmad tidak mau berfatwa berdasar 
kepada kekuatan akal, terkecuali dalam keadaan terpaksa. Karena selama ada 
Sunnah maka Sunnahlah  yang diperpegangi walaupun Dha’if dengan 
diterangkan ke-dha’ifannya. Oleh karena itu, Ahmad sekali-kali tidak 
menggunakan Al-Qiyas diwaktu ada nash sekalipun Sunnah dha’if. Hal ini 
berbeda dengan Imam Hanafi yang mendahulukan Al-Qiyas atas Sunnah 
Ahad apalagi dha’if.76  

  
AL-IJMA’ SEBAGAI DALIL HUKUM 

1. Pengertian Al-Ijma’ 
 Pengertian Al-Ijma menurut etimologi adalah al-Azm yaitu cita-cita. 

Seperti firman Allah dalam surah Yunus ayat 71: 

لتْاوَ
ُ
 تَِ™œِ ييرِكِذْتَوَ يمِاقََّم مكُيْلَعَ برَُكَ نَاكَ نإِ مِوْـَق َ™ هِمِوْقَلِ لَاقَ ذْإِ حٍونُ أَبَـَن مْهِيْلَعَ 

وـَت ِّ^ا ىلَعَـَف ِّ^ا
َ
رمْأَ اْوعُجمِْأَفَ تُلَّْك

َ
رشُوَ مْكُ

َ
ُرمْأَ نْكُيَ لاَ َّثمُ مْكُءاكَ

 لاَوَ َّليَإِ اْوضُقْا َّثمُ ةًَّمغُ مْكُيْلَعَ مْكُ

  نِورُظِنتُ

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia 
berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) 
dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku 
bertawakkal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-
sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu 
dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh 
kepadaku.  

 
75 Amir Syarifuddin, Op.cit. h. 116-117.  
76 T.M. Hasbi As-Shiddiqi, Op.cit. h. 57-59.  
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 Secara terminologi, Syaukani memberikan rumusan pengertian Al-

Ijma’ yaitu: 

 ىلَعَ رِاصَعْلأا نَمِ رصْعَ فى هِتِافَوَ دَعْـَب  مََّلسَوَ هِيْلعَ اللهُ ىَّلصَ دٍَّممحَُ ةِمّأ دِهِتَمجُْ قُافتإ

 77.رِوْمُلأا نَمِ رمْأ

Kesepakatan  para mujtahid (dari kalangan) umat Nabi Muhammad SAW.  
setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu perkara.  

 Pengertian tersebut sesuai dengan rumusan pengertian yang 
diberikan oleh Al-Amidi, yaitu: 

 مكح ىلع راصعلاا نم رصع فى دممح ةما نم ينفلكلما قافتا نع ةرابع عاجملاا

 .عئاقولا نم ةعقاو

Ijma’ adalah kesepakatan para mukalaf dari umat Muhammad pada suatu 
masa atas hukum suatu kasus. 

 Namun pengertian yang lebih mencakup kepada pengertian Ahli Al-
Sunnah adalah pengertian yang dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, 
yaitu;  

 ةِافو دَعب روصعلا نم رٍصع فى ينملسلما نم نيدهت”ا عِيجم قافتا وه عاجملاا

  78 .عِئاقولا نم ةٍعقاو فى ىٍعرش مِكحُ ىلع لِوسرلا

Ijma’ yaitu konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul 
wafat atas suatu hukum hukum Islam mengenai suatu kasus.  

  Abd al-Wahhab Khallaf  merinci unsur-unsur Al-Ijma’ yaitu; (1) 
Adanya beberapa orang mujtahid pada waktu terjadinya suatu masalah 
hukum, karena kesepakatan itu tidak akan tercapai kecuali dengan beberapa 
pendapat, yang masing-masing ada kesesuaian pendapat. Maka jika tidak 
didapati adanya beberapa mujtahid, atau hanya seorang mujtahid saja, maka 
tidaklah terjadi Al-Ijma’; (2) Adanya kesepakatan  semua mujtahid atas 
sesuatu hukum hukum Islam mengenai suatu masalah pada waktu terjadinya, 
tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompok mereka; (3) Adanya 
kesepakatan mereka itu dengan menampilkan pendapat masing-masing 
mereka secara jelas mengenai suatu kasus, baik penampilannya itu berbentuk 

 
77 Asy-Syaukani, Op.cit,  h. 71.  
78 Abdu al-Wahhab Khallaf, Op.cit. h. 45.  
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perkataan, atau perbuatan, baik secara sendiri-sendiri pendapat itu, atau 
berbentuk secara kolektif; (4) Bahwa kesepakatan itu adalah bulat dari 
seluruh mujtahid. Maka tidaklah dikatakan Al-Ijma’, jika kesepakatan itu 
hanya sebagian besar ulama, tetapi sebagian yang lain menolaknya.79  

 Rumusan pengertian yang sangat berbeda secara substansial adalah 
pengertian yang diberikan oleh ulama Syiah yang menitikberatkan hanya 
kepada kelompok mereka saja, yaitu: 

 .ىِعرشلا مِكلحٌا تابثاِ فى نأْشِ مْهِقِافتّلاِ ةٍعاجم قِافتا عاجملاا

Ijma’ adalah kesepakatan suatu kelompok yang kesepakatan mereka miliki 
kekuatan dalam menetapkan hukum hukum Islam. 

 
2. Cara Menetapkan Al-Ijma’ 

Dilihat dari cara-cara terjadinya penetapan Al-Ijma’, maka ada dua 
cara penetapan, yaitu: 

1. Ijma' sharih, yaitu persesuaian pendapat para mujtahid pada suatu 
masa terhadap hukum suatu kasus dengan jalan masing-masing 
dari para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan cara 
menfatwakan atau mempraktikannya. Ijma' sharih menurut 
jumhur lama disebut juga  Ijma' hakiki dan menjadi dalil hukum 
Islam. Ijma' sharih apabila dilihat dari segi dalalah-nya 
menghasilkan qath'iyu al-dalalah, yakni bahwa hukum yang 
dihasilkannya adalah pasti kebenarannya. Jadi tidak ada jalan lain 
untuk menetapkan hukum kasus itu berbeda dengan hukum 
yang dihasilkan oleh  Ijma', dan tidak mungkin berijtihad lagi 
terhadap kasus yang ditetapkan berdasarkan  Ijma' itu. 

2. Ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya 
dengan tegas dari hal hukum suatu kasus dengan memfatwakan 
atau mempraktikkan, tetapi sebagian mujtahid yang lain tidak 
menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula 
menentangnya, mereka diam. Ijma' sukuti ini adalah  Ijma' 
i'tibari. Karena orang yang berdiam itu belum tentu setuju. Sebab 
itu,  Ijma'  sukuti ini diperselisihkan oleh para jumhur ulama 
dijadikannya sebagai dalil hukum Islam. 

1. Penggunaan Al-Ijma’ Dalam Berijtihad  
 Ada tiga pendapat yang berkembang dalam hal menetapkan Al-

Ijma’ sebagai dalil istinbath hukum (1) Jumhur ushuliyyin memandang, bahwa 
Al-Ijma’ sebagai salah satu metode berijtihad. (2) al-Nazhzham, Syiah dan 

 
79Abd al- Wahhab Khallaf, Op.cit. h. 45-46. 
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kaum Khawarij memandang, bahwa  Al-Ijma’ tidak dapat dipakai sebagai 
metode berijtihad. 80 (3) Syiah tidak menganggap Ijma’ sebagai dalil hukum 
yang berdiri sendiri di samping Al-Quran dan Sunnah. Ijma’ yang diterima 
oleh Syiah hanya berkedudukan menyingkapkan atau menjelaskan adanya 
Sunnah dalam arti ucapan atau perbuatan orang-orang yang ma’shum 
(terpelihara dari kesalahan). Bila Ijma’ mempunyai kekuatan dari segi dapat 
menyingkap ucapan seseorang yang ma’shum, maka tidak perlu adanya 
kesepakatan semua mujtahid.81 

 Sedangkan Khawarij, ia menolak ijma’, terkecuali ijma’ yang terjadi 
pada masa sebelum terjadinya perpecahan umat Islam yang dimulai sejak 
pemerintahan Umar bin Khattab. Alasannya, bahwa semenjak timbul 
perpecahan tidak mungkin adanya kesepakatan menyeluruh sedangkan 
kekuatan ijma’ terdapat pada kesepakatan tersebut82. 

                 Apabila berpatokan kepada unsur-unsur Al-Ijma’ yang 
disebutkan di atas, maka realisasinya sangat sulit, karena tidak terdapat 
ukuran untuk menetapkan seseorang sampai kepada tingkat mujtahid, dan 
tidak ada saling mengenal di antara mujtahid di seluruh dunia Islam. karena 
luasnya dunia Islam. Berbeda dengan  masa Sahabat, bahwa mujtahid dari 
kalangan Sahabat hanya ada beberapa orang saja, dan diantara mereka saling 
mengenal. Oleh karena itu Ijma’ sahabat tentu terjadi.  

Jumhur ushuliyyin menjadikan Al-Ijma’ sebagai jalan untuk menggali 
hukum Islam beralasan disamping ayat-ayat Al-Quran dan Al-Sunnah,  juga  
al-Ijma’ dilakukan oleh para Sahabat. Oleh karena itu,  apabila unsur-unsur 
Al-Ijma’ telah terpenuhi, maka Al-Ijma’ menjadi hujjah yang qath’iyyahi, 
wajib diamalkan. Bahkan orang yang mengingkari Al-Ijma’ yang jelas (sharih) 
dianggap kafir, Disamping itu, persoalan yang telah ditetapkan hukumnya 
menjadi Al-Ijma’, maka menurut mereka, tidak boleh lagi menjadi 
pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang telah ditetapkan  
melalui Al-Ijma’, merupakan hukum hukum Islam yang qath’iyyah dan 
menempati urutan ketiga sebagai dalil hukum Islam setelah Al-Quran dan 
Al-Sunnah.83 Tetapi Ibrahim al-Nazhzham (tokoh Mu’tazilah)  menolaknya, 
karena merealisasikan unsur-unsur Al-Ijma’ itu tidak mungkin dapat 

 
80 al-Syaukani, op.cit. h. 72 
81 Amir Syarifudin, Op.cit. h. 141. 
82 Ibid. h. 141-142. 
83 Nasrun Haroen, Op.cit. h. 54. Ayat yang umum dijadikan oleh ushûliyin tentang 

sumber hukum dan dilakukannya ijtihad adalah surah An-Nisa ayat 59. 
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dilaksanakan.84 Begitu  juga Syiah tidak mengakui Al-Ijma’, terkecuali jika Al-
Ijma’ dari keluarga Nabi SAW.  atau dari kesepakatan Imam-Imam mereka 
sendiri. Artinya Al-Ijma’ menurut mereka adalah kesepakatan pendapat yang 
memuat perkataan atau pernyataan persetujuan Imam mereka, bukan hanya 
kesatuan pendapat ulama-ulama mujtahid.85, karena menurut keyakinan 
mereka hanya Imam yang dianggap ma’shum (terhindar dari dosa).  

Al-Ijma’ yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama adalah Ijma’ sharih 
(kesepakatan secara nyata), Adapun Al-Ijma’ sukuti (sebagian mujtahid diam) 
terdapat perbedaan pandangan dikalangan ushuliyyin. ImamMalik, Imam 
Syafi’i, berpendapat, bahwa Al-Ijma’ sukuti bukanlah Al-Ijma’ dan tidak 
dapat dijadikan hujjah, karena diamnya mujtahid lain tidak dapat ditafsirkan 
sebagai tanda persetujuan mereka.86 al-Amidi, berpendapat, bahwa Al-Ijma’ 
sukuti tidak bisa dikatakan Ijma’, tetapi dapat dijadikan hujjah, yang 
kehujjahannya bersifat zhanny.87 Sedangkan Hanafi dan Imam Ahmad bin 
Hanbal, mengatakan bahwa Al-Ijma’ seperti ini dapat dijadikan hujjah.88 
Alasan Hanafi dan Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan kehujjahan Al-
Ijma’ sukuti, karena Al-Ijma’ sharih harus disepakati oleh seluruh mujtahid 
yang hidup pada suatu masa terjadinya Ijma’ dan masing-masing mereka 
mengemukakan pendapat serta menyetujui hukum yang ditetapkan. Hal ini 
tidak dapat terialisasi. Pada hal Al-Ijma’ itu dikemukakan ulama bermula dari 
pendapat seorang atau sekelompok mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya 
diam saja. Diamnya seseorang dapat dikatakan tanda setuju atas pendapat 
yang lain. Para ulama ushuliyyin mengatakan: .نایب نایبلا عضوم ىف توكسلا    
(Diam ketika suatu penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan). 
Disamping itu, jika mujtahid  menggali hukum dan fatwanya menyimpang 
dari nash atau metode yang digunakan tidak sesuai  dengan metode yang 
telah disepakati, mereka diam saja, maka mereka berdosa.89            

Al-Syaukani mengatakan, bahwa Al-Ijma’  Sahabat merupakan hal 
yang dapat diterima oleh seluruh ulama.90   Karena pada zaman itu, kaum 
Muslimin masih bertempat tinggal dalam batas-batas wilayah yang 

 
84 Ibid. 
85 Subhi Mahmassani, Falsafatu al-Tasyri’ fi al-Islamy, Tj. Ahmad Sadjono, Bandung, 

PT. Ma’arif, 1981,  h. 125.  
86 Nasrun Haroen  op.cit. h. 59  
87 al-Amidi, op.cit. h. 129.  
88 Nasrun Haroen, op.cit.  h. 57. 
89 Ibid, h. 59  
90 al-Syaukani, op.cit. h. 203 
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memungkinkan berkumpulnya para mujtahid dikalangan Sahabat, untuk 
melakukan suatu kesepakatan tentang suatu masalah. Meskipun ada 
kemungkinan bagi para sahabat untuk melakukan kesepakatan atas hukum 
suatu masalah, tetapi Imam -Syaukani mengatakan bahwa tidak ditemui 
riwayat yang menerangkan adanya Al-Ijma’ Sahabat. Apa yang disebut Al-
Ijma’ Sahabat hanya berupa kesepakatan sebagian Sahabat atas hukum suatu 
kasus yang mereka hadapi.91 seperti kesepakatan Sahabat khulafa al-rImam 
idin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi 
Thalib), sementara Sahabat yang lain diam. Dengan demikian berarti Al-
Ijma’ yang terjadi adalah Al-Ijma’ sukuti.  

 Imam Syafi’i menerima Al-Ijma’ sebagai hujjah ketika tidak 
menemukan nash. Ijma’ yang diterima Imam Syafi’i adalah Ijma’ seluruh 
mujtahid. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi’i, Ijma’ ulama Madinah tidak 
merupakan Ijma’ yang menjadi hujjah.92 Hal ini berbeda dengan gurunya 
yaitu Imam Malik yang menjadikannya Ijma’ ulama Madinah sebagai hujjah. 
Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa Ijma’ seluruh penjuru 
ummat Islam tidak mungkin terjadi. Terjadinya Ijma’ itu hanya pada masa 
Sahabat. Abu Yusuf menolak pernyataan Al-Auza’i, dan sebagaimana Syafi’i 
membantah orang yang mengatakan “telah ada Ijma’ pada suatu masalah”93 
Menurut Ahmad bin Hambal, Ijma’ itu dua martabat; Pertama, Ijma’ yang 
tertinggi adalah Ijma’ para Sahabat. Karena disepakatinya Ijma’ para sahabat 
sebagai hujjah adalah bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah yang shahih, 
mengingat bahwa tidak mungkin para Sahabat menyetujui sesuatu ketetapan 
apabila ada Sunnah shahih yang menyalahinya. Kedua, diketahui ada suatu 
pendapat yang Masyhur dalam masyarakat dan tidak diketahui ada yang 
menyalahinya.94  

 Terhadap Ijma’ Ahlu Al-Madinah. Dalam hal ini para mujtahid 
berbeda pendapat; Jumhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan ini tidak 
dapat dikatakan Ijma, karena itu kesepakatan Ahlu Al-Madinah tidak dapat 
dikatakan Ijma’. Karena Ijma’ itu hukum yang diperolehnya juga mengikat 
kepada orang yang di luar penduduk Madinah. Tetapi Imam Malik 
berpendapat bahwa kesepakatan ulama Madinah adalah Ijma’ dan 
mempunyai kekuatan hukum. Imam Malik beralasan bahwa penduduk 

 
91 Ibid, h. 203.  
92 Asy-Syafi’i, Ar-Risalah, h. 344.  
93T.M. Hasbi As-Siddiqi, Op.cit. h. 65.  
94 Ibid. h. 67.  
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Madinah menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang 
paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan penduduk kota 
lainnya. Karenanya kebenaran tidak akan lari daripanya.95  Adapun ijma’ 
Khulafau Ar-Rasyidin, Para ulama berbeda pendapat; Jumhur ulama 
berpendapat kesepakatan ini tidak menjadi sebuah ijma’.96 Tetapi Ahmad bin 
Hambal berpendapat kesepakatan mereka adalah menjadi ijma’. Mereka 
beralasan dengan Hadis Nabi  SAW. “ ‘Alaikum bisunnaty wa sunnati al-
khulafai ar-Rasyidin min ba’dy”.97 

 
AL-QIYAS SEBAGAI DALIL HUKUM DALAM  

1. Pengertian Al-Qiyas 
Qiyas menurut pengertian etimologi, yaitu ھلثامی امب ئیشلل ریدقتلا  

artinya menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya 
seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang 
lain. 

  Adapun pengertian secara terminologi Menurut al-Baqillany Qiyas 
yaitu: 

لحمَْ
ُ
 نْمِ امَهُـَنْـيـَب عمٍاجَ رمwِْ امَهُْـنعَ هِيِفْـَن وأ الهَ مِكْحُ تِابثإ فى مٍوْلُعْمَ ىلع مٍوْلُعْمَ 

 98. ةٍفَصِ وْأ مٍكْحُ

Membawa suatu obyek yang diketahui kepada obyek yang lain guna 
menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan ‘‘illat 
hukum dan sifatnya. 

Al-Qiyas menurut rumusan Abu al-Husain al-Bashri yang 
menyebutkan : 

99 مِكْلحُا ةَِّلعِ فى امهِهِابَت ليْصِتحَْ
ُ
شِلإ عِوْرُفُلا فىِ لصْلاا مِكْحُ   

  Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada far’ (cabang), 
karena terdapat kesamaan ‘‘illat hukum antara keduanya. 

 Abu Zahrah memberikan pengertian Qiyas dengan rumusan, yaitu: 

  اَهكِاترِشْلاِ هِمكح ىلع صٍوصنم رَخَاّ رٍمw هِمكح ىلع صٍوصنم يرِغ رٍما قُالحإ

 100.مِكلحا ةٍلع فى

 
95 Ibid, h. 145-146.   
96 Ibid. h. 149.  
97 Ibid. 
98 Asy Syaukani ,  Op.cit, h. 198. 
99 Ibid.  
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Menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang 
ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. 

              Selain dua rumusan pengertian Al-Qiyas di atas, masih 
banyak pengertian Al-Qiyas yang lain dirumuskan oleh ushuliyyin. Bertolak 
dari pengertian-pengertian tersebut,  maka pengertian Al-Qiyas, yaitu: 

لما مِكْحُ لِثْمِ جُارَخْتَسإ
َ
. امَهُـَنْـيـَب عِمِابجَِ  رْكَذيُ لم المِ روْكُذْ

101 

Upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya 
sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan 
alasan (‘‘illat) antara keduanya. 

 
Dari pengertian Al-Qiyas yang dikemukakan di atas, dapat 

diketahui, bahwa ada empat unsur dalam Al-Qiyas, yaitu;  
a. Sesuatu yang telah diketahui hukumnya dan dijadikan sebagai 

patokan untuk menentukan hukum yang lain, yang disebut dengan 
al-ashl;  

b. Sesuatu yang belum ada hukumnya dan akan ditetapkan hukumnya, 
yang disebut dengan al-far’; 

c. Sesuatu yang menggabungkan ashl dan far’  yang disebut ‘illat;  
d. Hukum yang telah ditetapkan Allah baik dalam Al-Quran atau Al-

Sunnah.102 
                      

2. Pembagian Al-Qiyas 
 Pembagian Qiyas dapat dilihat kepada beberapa segi, yaitu; 

a. Pembagian Qiyas dilihat dari segi kekuatan ‘illat yang terdapat pada 
far’ dibandingkan ‘illat pada ashl. Dalam hal ini Qiyas dibagi tiga: 
1. Qiyas Awlawi, yaitu Qiyas yang berlakunya hukum pada far’ 

lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashl. Dalam hal ini 
Imam Syafi’i dan Hanafi tidak memasukkan kepada Qiyas, 
tetapi pada bagian dalalah nash.103 

2. Qiyas Musawwi, yaitu yang berlakunya hukum pada far’ sama 
keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashl karena 
kekuatan ‘illatnya sama. 

3. Qiyas Adwan, yaitu Qiyas yang berlakunya hukum pada far’ 
lebih lemah dibandingkan  dengan berlakunya hukum pada ashl 
meskipun Qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Misalnya 

 
100 Abu Zahrah, Ushul Fiqh,  Dar al-Fikr Araby, 1958. h. 218. 
101 Asy-Syaukani, Op.cit.h. 198   
102 Ibid. h. 204.  
103 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, 247  
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buah apel diQiyaskan dengan gandum terhadap penetapan 
hukum riba fadhl bila dipertukarkan dengan barang yang 
sejenis, yaitu ‘illat buah itu adalah makanan.104 

a. Pembagian Qiyas dilihat dari segi kejelasan ‘illatnya, terbagi kepada 
dua, yaitu; 
1. Qiyas Jaly, yaitu Qiyas yang ‘illatnya ditetapkan berdasarkan 

dalil yang pasti  tidak ada kemungkinan lain selain dari ‘illat 
yang ditunjuk oleh dalil itu. 

2. Qiyas Khafy, yaitu Qiyas yang ‘illatnya mungkin dijadikan ‘illat 
dan mungkin pula tidak dijadikan ‘ilat, seperti mengiaskan sisa 
minuman burung buas kepada sisa minuman binatang buas. 
Illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan 
mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa 
minumannya itu. ‘Illat itu mungkin dapat digunakan untuk sisa 
burung buas mungkin pula tidak.105  

  
3. Penggunaan Al-Qiyas Sebagai Dalil Hukum Dalam Berijtihad 

Di kalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam 
menerapkan Al-Qiyas untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi  berbeda 
pendapat dalam lapangan syar’i.. Jumhur Sahabat, tabi’in, fukaha dan ulama 
Kalam, memandang Al-Qiyas sebagai dalil syari’ah yang dijadikan salah satu 
metode dalam menggali hukum. Akan tetapi al-Nazhzham, Dawud al-
Zhahir, Syiah Imamiyah tidak mengakuinya Al-Qiyas sebagai metode 
berijtihad.106 Jumhur ulama ushulyyin berpendirian bahwa Al-Qiyas bisa 
dijadikan sarana sebagai metode istinbath hukum, bahkan lebih dari itu, 
Syari’ menuntut pengamalan Al-Qiyas.107 

Alasan masing-masing kelompok di atas, yaitu; Kelompok pertama 
beralasan dengan Al-Quran surah al-Hasyr ayat 2: 

اوبرُِتَعْٱفَ
۟
 رِصَٰبْلأَْٱ لىِوَُٰ۟ٓ¤ 

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang 
mempunyai pandangan.  

Kelompok pertama, mengambil ayat di atas sebagai alasan dengan 
mengemukakan bahwa kata “al-i’tibar” adalah suatu bentuk yang diperoleh 
dari kata “al-ubur”  yang berarti melampaui/melewati). Seseorang melewati 
sungai mengatakan (saya melewati sungai). Air mata yang keluar dari kelopak 

 
104 Amir Syarifuddin, Op.cit. h. 238 
105 Departemen Agama, Ushul Fiqh I, 1986, h. 141.  
106 Ibid. h. 199-200.  
107 Nasrun Haroen, op.cit. h. 65.  
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mata disebut ‘ibrah, karena telah melewati kelopak mata. Al-Qiyas adalah 
adalah sama dengan kedua hal itu, yakni  lewatnya hukum ashl sehinga 
mencapai far’. Dengan demikian, maka makna ayat itu adalah “Jadikanlah 
olehmu (kejadian itu) sebagai Al-Qiyas, hai orang-orang yang mempunyai 
mata hati.  Akan tetapi kelompok kedua membantah alasan tersebut. 
Menurut mereka, kata al-’Itibar dalam ayat di atas bukan mengandung 
makna Al-Qiyas, tetapi berarti mengambil pelajaran dari peristiwa yang 
terjadi, menurut mereka inilah makna yang hakiki dari kata ’itibar.108 

                 Imam Syafi’i dari kelompok pertama mengemukakan 
alasan dengan Al-Quran surat al-Maidah ayat 95 : 

اونُمَاءَ نَيذَِّلٱ اهَُّـيََٰٓ¤
۟
اولُـُتقْـَت لاَ 

۟
ُلثْمِّ ءٌآزَجَفَ ادًمِّعَـَتُّم مكُنمِ ۥهُلَـَتـَق نمَوَ ۚ مٌرُحُ مْتُنأَوَ دَيَّْصلٱ 

 

لتَـَق امَ
َ
 مِعََّـنلٱ نَمِ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan 
ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan 
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan 
binatang buruan yang dibunuhnya. 

Menurut kelompok pertama, menyamakan binatang piaran dengan 
binatang buruan dalam membayar dam ihram haji merupakan suatu bentuk 
Al-Qiyas. Dengan berpatokan demikian, orang dapat menyamakan suatu 
kasus dengan kasus lain, yang telah ada hukumnya, jika keduanya memiliki 
kesamaan. Tetapi kelompok kedua memandang ayat tersebut bukan 
mengandung makna Al-Qiyas, namun hanya sekedar menunjukkan cara 
membayar dam jika seseorang yang sedang ihram membunuh binatang liar, 
yakni dengan menyembelih binatang piaran yang seimbang dengan binatang 
yang dibunuh.109 

Kelompok pertama juga mengemukakan alasan dengan Al-Sunnah 
Nabi SAW.  antara lain, Al-Sunnah tentang menghajikan seorang sahabat 
akan orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedang ia telah bernazar 
untuk melakukan haji. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW.  
beliau menjawab kepada orang itu: ”Bagaimana pendapatmu jika bapakmu 
berutang, lalu kamu yang bayar, apakah utang itu lunas?. Sahabat itu 
menjawab,:”Benar”.Maka Rasulullah SAW.  menyatakan, ”utang kepada 

 
108 al-Syaukani, op.cit. h. 200  
109 Ibid. h. 2001.juga dapat dilihat dalam kitab al-Risalah h. 490-491. 
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Allah lebih hak untuk kamu bayarkan”.110   Al-Qiyas yang dilakukan oleh 
Nabi SAW. dalam Al-Sunnah tersebut menurut kelompok kedua, adalah 
datang dari Syari’ sendiri, yakni Allah, yang disampaikan melalu Nabi-Nya, 
yang bebas dari segala kesalahan. Dengan demikian, pada dasarnya, apa yang 
diucapkan oleh Nabi itu merupakan wahyu Allah seperti diterangkan pada 
surah al-Najmi  : ىحوی ىحو لاا وھ نإ  , dan wajib mengikuti apa-apa yang 
datang dari Rasulullah SAW.  seperti firman Allah dalam Al-Quran. 

  111. اوهُـَتـْنافَ هُنْعَ مْكُاََ‚ امَوَ هُوذُخُفَ لُوسَُّرلا مُكَُ·آَ امَوَ

Memandang alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua kelompok 
di atas, Imam Syaukani berpendirian, bahwa ia menolak Al-Qiyas jika Al-
Qiyas itu ‘illatnya tidak terkandung  di dalam nash (ghairu manshushah). Tetapi 
terhadap Al-Qiyas manshushah, ia menerimanya sebagai metode ijtihad. Ia 
mengatakan, bahwa bentuk Al-Qiyas yang terakhir itu, sebenarnya adalah 
berupa makna yang tersirat dari nash. Ia menerima Al-Qiyas sebagai metode 
dalam menggali hukum apabila: (1) Al-Qiyas yang  ‘illatnya dikandung oleh 
nash itu sendiri secara nyata; (2) dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan 
antara ‘illat yang dikandung oleh ashl (pokok) dan yang dikandung oleh far’ 
(cabang); (3) Al-Qiyas yang berbentuk mafhum muwafaqah (makna yang 
tersirat dari suatu teks sama hukumnya atau lebih berat dengan yang 
ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri). Mafhum muwafaqah ada yang bentuknya fahwa 
al-khitab (apabila makna yang dipahami lebih utama hukumnya daripada 
yang tertulis), ada pula yang berbentuk lahnu al-khitab (makna yang 
dipahami sama hukumnya dengan makna yang tertulis dalam lafaz).112 

Dari pandangan para ulama di atas, berarti Qiyas dapat dijadikan 
hujjah dalam bentuk Al-Qiyas al-Jaly, yang di dalamnya terdapat kesamaan 
‘illat antara ashl dan far’. Al-Qiyas al-Jaly tercakup dua bentuk Al-Qiyas; 
(1)Al-Qiyasal-Awlawi, yakni Al-Qiyas yang’illat-nya pada far’ lebih kuat 
dari ’illat yang ada pada ashl;  (2)Al-Qiyas al-Musawwi, yaitu Al-Qiyas 
yang’illat-nya pada far’ sama kuatnya dengan ‘illat yang ada pada ashl. Ia tidak 
dapat menerima Al-Qiyas al-Khafy, yaitu Al-Qiyas yang tidak secara nyata 
dan pasti terdapat kesamaan’illat yang terdapat pada far’-nya dengan ‘illat 
yang terdapat pada ashl. Menurut Nashrun Rusli, Al-Qiyas Khafy identik 

 
110 Ibid. h. 203. Dalam teks Bukhari, Shahih Bukhari, j. II h. 22 : 

  ھنع جحف :لاقف :معن : لاق ؟ھنع ىزجی ناكأ ھتیضقف نید كمأ ىلع ناك ول تیأرا
111 Ibid.  
112Ibid, h. 178. 
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dengan Al-Qiyas al-Adna, yakni Al-Qiyas yang’illat pada far’ lebih lemah 
daripada’illat yang ada pada ashl.113  

                 
AL-ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM 

1. Pengertian Al-Istihsan 
Pengertian Al-Istihsan secara etimologi yaitu menganggap sesuatu 

baik, atau mengikuti  sesuatu yang baik  
            Adapun pengertian Al-Istihsan secara terminologi, salah 

seorang ulama dari murid Hanafi, al-Karkhi memberikan rumusan 
pengertian Al-Istihsan, yaitu ; 

لماْ لَدُعْـَي نْأَ وَهُ
ُ
لما فىِ مَكُيحَْ نْأ نْعَ دُهِتَجْ

َ
 هِجْوَلِ اهَرِئِاظَنَ فىِ هِبِ مٌكْحُ امَ لِثْبمِِ ةِلَأَسْ

  .114لَِّولاَاْ نِعَ لوْدُعُلاْ ىضِتَقْـَي ىوَـْقأ

Berpalingnya seorang mujtahid dari menetapkan hukum pada suatu masalah 
dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebandingnya, 
kepada hukum yang menyalahinya, lantaran ada sesuatu jalan yang lebih kuat yang 
menghendaki beralih dari yang pertama.     

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, bahwa pengertian Al-
Istihsan yang diberikan oleh al-Karkhi di atas, merupakan pengertian yang 
paling jelas menggambarkan hakikat Al-Istihsan golongan Hanafi. Karena  
pengertian itu mencakup semua jenis Al-Istihsan yang menunjukkan kepada 
asas serta substansinya. Sebab asas Al-Istihsan itu adalah penetapan hukum 
yang berbeda dengan kaidah umum, sebab ada sesuatu yang menjadikan 
keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang 
lebih sesuai dengan kehendak hukum Islam daripada tetap berpegang kepada 
kaidah itu.115           

Abd al-Wahhab Khallaf seorang ushuliyyin masa akhir  memberikan 
rumusan tentang Al-Istihsan, lebih lengkap dari rumusan yang  yang 
dikemukakan di atas, dikatakannya Al-Istihsan itu ialah : “Berpindahnya 
seorang mujtahid dari tuntutan Al-Qiyas nyata kepada Al-Qiyas yang tidak 
jelas. Atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil 
yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya 
perpindahan ini”.116 

 
113Harun Rusli, op.cit. h. 136.  
114Amir bin Isa, Dura al-Ijtihad fi taghyiri al-fatwa, juz 1, t.tp.t.th. h.  16.   
115 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit. h. 262. 
116 Abd. al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 79. 
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Dari pengertian Al-Istihsan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
esensi dari Al-Istihsan itu adalah: (1) mentarjih Al-Qiyas al-khafi dari pada 
Al-Qiyas al-Jaly, karena ada dalil yang mendukungnya; (2) memberlakukan 
pengecualian hukum juz’i dari hukum kulli, didasarkan kepada dalil khusus 
yang mendukungnya. 

 
1. Macam-Macam Al-Istihsan 

Ditinjau dari segi perpindahannya suatu hukum, maka Al-Istihsan di 
bagi kepada empat macam, yaitu : 

a. Istihsan dengan nash 
Istihsan dengan nash, yaitu berpalingnya mujtahid dari hukum yang 

dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash, 
karena memang ada masalah-masalah atau kasus  yang termasuk  dalam 
salah satu kaidah-kaidah umum. Tetapi terhadap kasus itu ditemui dalil 
khusus yang menghendaki pengecualian terhadap kasus tersebut dan 
menetapkan hukum lain daripada hukum yang dapat ditarik dari kaidah 
umum.  

Misalnya makan siang di bulan Ramadhan, menurut kaidah umum 
adalah membatalkan puasa, karena telah cacat rukunnya, yaitu menahan diri 
dari makan. Karena menahan diri dari yang membatalkan puasa termasuk 
rukun puasa. Akan tetapi makan siang di bulan Ramadhan karena lupa, 
dilakukan pemalingan dari hukum yang membatalkan puasa berdasarkan 
kehendak kaidah umum  kepada tidak batal berdasarkan kaidah khusus dari 
nash, yaitu sabda Nabi SAW. ; 

يسِنَ نْمَ
َ
لكَأفَ مٌئِاصَ وَهُوَ 

َ
 117...هموْصَ مْتِيَلْـَف بَرَشَ وْأَ 

Orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia 
sempurnakan puasanya. 

Maka berdasarkan Hadis Nabi SAW. di atas, orang berpuasa ia 
makan atau minum karena lupa maka hukumnya tidak batal. Mengambil 
hukum ini berdasarkan istihsan. 

b. Istihsan dengan Ijma' 
Istihsan dengan ijma' adalah mujtahid meninggalkan Qiyas apabila 

ketetapan ijma' berbeda dengan ketetapan Qiyas.  
Misalnya, dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan 

sewa dan lamanya masa pemakaian. Menurut Qiyas dan kaidah umum, 

 
117 Muslim, Shahih Muslim, juz 3, Beirut, Dar al-Jail, h. 160.  
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perjanjian itu batal, karena memakai kamar mandi umum adalah perjanjian 
sewa-menyewa, sedangkan orang yang memakai kamar mandi itu tidak 
mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun lamanya tinggal di 
kamar mandi sebagai masa sewa. Pada hal dalam aturan sewa-menyewa, 
segala sesuatu , seperti jumlah bayaran, lamanya masa pemakaian dan lain-
lain, harus disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan jumlah pembayaran 
dan lamanya masa sewa dalam kaidah umum menyebabkan sewa-menyewa 
batal. Akan tetapi dengan istihsan, maka pemakaian kamar mandi umum 
dibolehkan, karena ijma'  umat dan sudah menjadi kebiasaan (Urf) bagi 
kaum muslimin.  

c. Istihsan  Qiyas Jaly Kepada Qiyas Khafi. 
Yaitu men-tarjih-kan Qiyas khafi atas Qiyas Jaly, berdasarkan suatu 

dalil. Ulama Hanafiyah menamakan istihsan semacam ini dengan "Istihsan 
Qiyasi". 

Misalnya berdasarkan Qiyas Jaly, sisa air minum dari burung yang 
diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa air minum dari binatang 
buas (yang diharamkan dagingnya). Karena hukum sisa air minum dari 
hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram 
karena najis. Akan tetapi apabila dipikirkan sungguh-sungguh, didapati 
bahwa bukan hanya keadan dagingnya itu najis, tidak boleh dimakan yang 
membuat najisnya sisa minuman, akan tetapi karena masuknya sesuatu yang 
lain ke dalam sisa air minum tersebut. Najisnya sisa air minum itu sebab 
masuknya air liur yang berhubungan dengan daging yang najis ke dalam air. 
Inilah ‘illat yang mempengaruhi najisnya sisa air minum, bukan semata-mata 
daging binatang maka sisa air minum itu tetap suci. 

‘Illat tersebut tidak terdapat pada burung buas, karena daging 
burung buas itu meskipun najis, akan tetapi najisnya tidak berhubungan 
dengan air. Karena burung tidak minum dengan mulut,  ia minum dengan 
paruh yang tidak terdapat air liur padanya.  

Dengan demikian, maka Qiyas Jaly tidak diperlukan, tetapi 
menerapkan Qiyas Khafy atau dikembalikan kepada hukum ashl, yaitu ashl 
segala sesuatu adalah boleh. Sesuai dengan kaidah kulliyah: 

  118يمرحتلا ىلع ليلدلا لدي تىح ةحÇلإا ءايشلأا في لصلأا

 
118As-Suyuthi, Asbah wa al-Nazhair, juz 1,  Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1403 H, 

h. 60 
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 Pokok pada segala seuatu adalah boleh sampai datang dalil yang menyatakan 
haram. 

d. Istihsan  Dharury 
Istihsan Dharury, yaitu mujtahid melaksanakan  hukum  juz'iyah 

dengan meninggalkan hukum kulliyah karena suatu dalil. Penyimpangan dari 
hukum kully tersebut adalah karena dharurat yang mengharuskan adanya 
penyimpangan dengan maksud untuk menghadapi keadaan yang mendesak 
atau menghindari kesulitan. Misalnya, Menurut dalil kully, melarang 
melakukan jual beli yang belum ada padanya barang yang diperjual belikan. 
Karena adanya barang adalah termasuk salah satu rukun jual beli. Hadis 
Nabi SAW.  

 عيبلا نيلأسي لجرلا نييت¤ الله لوسر ™ : تلق : لاق مازح نب ميكح نع

 119. كدنع سيل ام عبت لا : لاقف قوسلا نم هل هفلكتأ هنم هعيبأ يدنع سيل

Dari Hakim bin Hazam, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah 
seorang laki-laki menemui saya menanyakan tentang jual beli barang yang tidak ada di 
tanganku yang aku jual kepadanya, kemudian saya membelinya di pasar. Maka Nabi 
bersabda: Jangan kamu jual barang yang tidak ada di tanganmu.  

Tetapi, berdasarkan dalil juz'i,: 

لما ملسو هيلع الله ىلص ُّبىَِّنلا مَقِ لاق سٍاَّبعَ نِبْا نِعَ
َ
 فىِ نَوْفُلِسْيُ مْهُوَ  ةَنَـْبدِ

 لىَإ مٍوْلُعْمَ نٍزْوَوَ مٍوْلُعْمَ لٍيْكَ فىِ فْلِسْيُلْـَف فَلَسْأَ نْمَ لاقف ,ينِْتَـَنَّسلاوَ ةَنََّسلا رِامَثِّلا

 120.مٍوْلُعْمَ لٍجَأ

Dari Ibnu Abbas,ia mengatakan; Rasulullah SAW. memasuki Madinah 
dan melihat penduduknya melakukan jual beli pesanan buah-buahan dengan tenggang 
waktu setahun sampai dua tahun. Maka Nabi bersabda; siapa yang mau melakukan 
pesanan silakan asal jelas sukatan, timbangan, dan jelas pula waktunya.  

Bahwa jual beli yang belum ada barangnya pada saat dilakukan akad 
(perjanjian) adalah sah seperti jual beli salam,  karena jika tidak dilakukan 
demikian, maka dalam lalu lintas perdagangan menjadi terhambat, 
sedangkan barang yang diperjualbelikan menjadi kebutuhan orang. 

 

 
119al-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, Juz 3,  Maktabah al-‘Ulum al-Hukum,  1983, h. 

194.  
120 Ibid, Juz 11, h. 130 
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3. Penggunaan Al-Istihsan Sebagai Dalil Hukum Dalam 
Berijtihad 
Al-Syatibi dari golongan Malikiyah mengakui, bahwa kaidah Al-

Istihsan menurut Imam Malik, berdasarkan kepada teori mengutamakan 
realisasi tujuan syariat.121 Hal itu menunjukkan, bahwa Al-Istihsan 
sebagaimana terlihat dari pengertian yang diberikan oleh golongan 
Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan atau menolak kemudharatan (bahaya) secara khusus karena 
dalil umum menghendaki dicegahnya kemudharatan itu. Sebab kalau dalil 
umum itu tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan tidak tercapainya 
mashlahat yang dikehendaki oleh dalil umum. Pada hal, tujuan syaraiat itu 
harus terlaksana secara maksimal. Dalam masalah ini, Imam Syatibi dari 
golongan Malikiyah mengatakan, Al-Istihsan dalam mazhab Malik berarti 
berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil 
umum, Jadi Al-Istihsan adalah pengecualian dari dalil umum.122 

Imam Hanafi menetapkan hukum dengan menggunakan Al-
Istihsan, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan tentang 
Al-Istihsan yang dilakukannya itu secara lengkap. Karena Imam Hanafi tidak 
menjelaskan pengertian dan rumusan dari Al-Istihsan, maka orang 
mengatakan bahwa ia hanya menggali hukum menurut keinginannya saja 
tanpa memakai metode.  

Sesuai dengan pengertian bahasa, Al-Istihsan adalah sesuatu yang 
dipandang baik, maka asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar 
penetapan hukum. Oleh sebab itulah, banyak para ushuliyin tidak 
mengetahui hakikat Al-Istihsan yang dipraktikkan  oleh Imam Hanafi. 
Banyaknya kritikan yang ditujukan  kepada Imam Hanafi, maka sebagian 
ulama terutama murid-muridnya Hanafi menjelaskan tentang Al-Istihsan itu              

Sebagai akibat dari perbedaan dalam melihat esensi Al-Istihsan, 
maka para ulama tidak sependapat dalam menerima Al-Istihsan sebagai 
metode ijtihad. Imam Syafi’i menolak Al-Istihsan sebagai dalil hukum dan 
metode ijtihad. Imam Syafi’i hanya membenarkan Qiyas saja dari antara 
cara-cara ijtihad. Imam Syafi’i menolak mabda Al-Istihsan. 

           Al-Syaukani mengutip ucapan Imam Syafi’i: 

 ذذلت ناسحتسلاا...عرش دقف نسحتسا نم 

 
121 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h..79.  
122 Ibid.  
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Barangsiapa beristihsan maka sesungguhnya membuat syariah..Al-Istihsan 
hanyalah bersenang-senang. 

 Imam Syafi’i berkata demikian, karena Al-Istihsan dalam pengertian 
memandang yang baik sesuatu, tanpa menghubungkannya dengan dalil.123 
Begitu pula Syi’ah dan Mu’tazilah tidak menerima Al-Istihsan sebagai salah 
satu metode ijtihad dalam penetapan hukum hukum Islam.124  

Imam Malik berpendapat, bahwa Al-Istihsan adalah “menggunakan 
mashlahah yang juz’i sebagai ganti Al-Qiyas yang kully. Al-Istihsan menurut 
Malik ini dikatakan oleh Imam -Syatibi dapat diterima, karena tidak keluar 
dari dalil-dalil hukum Islam, dan dalil-dalil hukum Islam memang saling terkait, 
saling men-takhsish, seperti keterkaitan dalil Al-Sunnah dengan dalil Al-
Quran.125  

Al-Syatibi mengatakan, bahwa Al-Istihsan tidak semata-mata 
didasarkan kepada logika, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat. 
Dalil yang menyebabkan berpalingnya simujtahid adalah nash, Al-Ijma’, Al-
Urf dan adakalanya melalui kaidah-kaidah yang berhubungan dengan  
menghilangkan kesulitan. Dengan demikian, menurut Syatibi, penerapan Al-
Istihsan merupakan penerapan kaidah mashlahat yang didukung  oleh 
hukum Islam melalui induksi sejumlah nash126 dan dengan kemaslahatan.127    

Golongan Hanafiyah memandang Al-Istihsan, bahwa; (1) Al-
Istihsan itu  adalah pada setiap macamnya mengandung arti berpaling dari 
kaidah umum (kully), berpaling dari keumuman nash atau ‘illat Al-Qiyas atau 
dasar istinbath karena ada dalil hukum Islam yang menghendaki berpalingnya; 
(2) dalil yang dipakai kadang-kadang berupa Al-Qiyas Khafy atau nash atau 
Al-Ijma’ dan dharurah. Oleh karena itu, Al-Istihsan golongan Hanafiyah ada 
beberapa macam bentuk, yaitu: (1) Al-Istihsan dengan nash; (2) Al-Istihsan 
dengan Al-Ijma’; (3) Al-Istihsan dengan Al-Qiyas Khafy; (4) Al-Istihsan 
dengan dharurah.128 

Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa apabila diteliti 
persoalan yang menjadikan perbedaan pandangan di kalangan ushuliyyin 

 
123 al-Syaukani, op.cit. h. 240. Dapat dilihat pada  Al-Syafi’i, Al-Risalah,  (Jakarta, 

Pustaka Pirdaud, 1992),tj. h. 241. 
124 al-Syaukani, Ibid. h. 212.  
125 Al-Syatibi, op.cit, j. IV. h. 149.  
126 Nasrun Haroen, op.cit. h. 104.  
127 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 26.  
128 Ibid. h .47-62 
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dalam menerima atau menolak Al-Istihsan sebagai salah satu metode 
berijtihad dalam menggali hukum, maka akan ditemui bahwa perbedaan 
tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Karena,  para ulama yang 
menolak keberadaan Al-Istihsan sebagai salah satu metode berijtihad, 
ternyata dalam praktiknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima 
kehujjahan Al-Istihsan. Misalnya dalam masalah mudharabah, berbuka puasa 
bagi musafir yang sedang berpuasa, dan hukum-hukum lainnya yang 
dikemukakan oleh ulama yang menerima Al-Istihsan, juga diterima oleh para 
ulama yang menolak Al-Istihsan.129 Oleh karena itu, Ibnu Qudamah 
mengatakan, bahwa tidak ada alasan untuk menolak Al-Istihsan, apabila 
dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh hukum Islam, sekalipun 
berdasarkan induksi dari berbagai ayat Al-Quran dan Al-Sunnah.130 Adapun 
Al-Istihsan yang berdasarkan akal, maka para ulama ushulyyin menolaknya, 
karena dalam masalah hukum hukum Islam pendapat akal harus mendapat 
legalisasi dari nash, walaupu secara umum.131. Dengan demikian, titik 
perbedaan sebenarnya terletak pada penamaan bukan pada substansi konsep 
yang diterapkan dalam menggali hukum Islam. 

  
AL-ISTISHHAB SEBAGAI DALIL ISTINBATH HUKUM 
1. Pengertian Al-Istishhab 
 Secara etimologi Al-Istishhab yaitu membawa serta bersama-sama 

atau terus menerus bersama-sama Adapun secara terminologi, Syaukani 
memberikan pengertian  Istishhab dengan rumusan,  yaitu : 

لما نِمََّزلا فىِ تَبِثَ امَ
َ
لصْلاَاْفَ ضِا

ُ
لما نِمَزَلا فىِ هُءُاقَـَب 

ُ
 132. هُيرٌِّغَـُي امَ دُجَوْـُي لمَْامَ لِبَقْـَتسْ

 Apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, pada dasarnya 
masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu 
hukum yang mengubahnya. 

Al-Syaukani memberikan rumusan pengertian di atas, tidak berbeda 
dengan rumusan pengertian yang dikemukakan oleh kebanyakan ushuliyyin, 
seperti Ibn Hazm tokoh ushul fiqh dikalangan zhahiriyyah yang memberikan 

 
129Abd al-W ahhab Khallaf, op.cit. h. 83.  
130Nasrun Haroen, op.cit. h. 113.  
131Jika Istihsan hanya bersandar kepada akal, maka akan bermunculan fatwa-fatwa 

hukum yang didasarkan kepada pendapat akal semata, sekaligus merupakan upaya pengabaian 
terhadap nas   

132 al-Syaukani, Op.cit. h. 237.  
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pengertian ”Berlakuknya hukum ashl yang ditetapkan  berdasarkan nash 
sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut”133 

Pengertian yang dikemukakan oleh Imam Syaukani maupun Ibn 
Hazm pada dasarnya sama, mengandung pengertian bahwa Istishhab itu 
adalah hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku 
untuk zaman sekarang dan akan datang, selama tidak ada dalil lain yang 
mengubah hukum itu. 

            uk memperoleh suatu ketentuan hukum. Akan tetapi tidak 
semua Istishhab dapat diterapkan.  

 
2. Pembagian Al-Istishhab 

Ushuliyyin seperti al-Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk 
Syaukani mengemukakan bahwa Istishhab itu ada lima macam, yang 
sebagiannya disepakati dan sebagian yang lain diperselisihkan. Kelima 
macam itu adalah;  

a. Istishhab hukum al-ibahah al-ashliyyah. Maksudnya, menetapkan 
hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, 
selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman 
Allah  dalam surah al-Baqarah ayat 29  “Dia-lah yang telah 
menjadikan bagi kamu seluruh yang ada di bumi ini”… 

b. Istishhab yang menurut akal dan hukum Islam hukumnya tetap dan  
berlangsung terus. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dengan 
“washf al-tsubut li al-hukm hatta yutsbita khilafuhu” (sifat yang 
melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang 
berbeda dengan itu). Misalnya, hukum wudhu’ seseorang yang 
telah berwudhu’ dianggap berlangsung terus sampai adanya 
penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu 
apakah wudhu-nya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan 
Istishhab, wudhunya itu dianggap masih ada, karena keraguan 
yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut, tidak 
bisa mengalahkan keyakinan seseorang bahwa ia masih dalam 
keadaan berwudhu’. Terhadap kehujjahan Istishhab bentuk kedua 
ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ushulyyin.Ibnu 
Qayyim al-Jauziyyah berpandangan, bahwa Istishhab seperti ini 
dapat dijadikan hujjah134 Menurut ulama Hanafiyah hanya bisa 
dijadikan hujjah untuk menetapkan dan menegaskan hukum yang 
telah ada, dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk hukum yang 

 
133 Ibn Hazm, al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam, V, (Beirut,  Dar al-Fikr, t.th.),  h. 590. 
134 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ’Ilamu al-Muwaqqi’in ’an  Rabb  al-’Alamin, I  (Beirut,  

Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.th.), h. 256. 



Metode Penggalian Hukum Islam | 69 

belum ada.135 Sedangkan ulama Malikiyah menolak Istishhab yang 
seperti ini, oleh karenanya orang yang ragu terhadap wudhunya, 
hukumnya menjadi batal.136 

c. Istishhab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya 
sesuatu  dalil yang menerangkan atau memberi  
mengkhususkannya dan Istishhab dengan nash selama tidak ada 
nashakh. Seperti, kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, yang 
berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib bagi umat Islam 
berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 82, selama tidak ada nash lain 
yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut Jumhur 
ushuliyyin, termasuk Istishhab. Tetapi menurut ushuliyyin lainnya, 
Imam Haramain al-Juwaini dan Imam Syaukani, tidaklah 
dinamakan Istishhab, tetapi ber-dalil berdasarkan kaidah bahasa137  

d. Istishhab hukum akal sampai datangnya hukum hukum Islam. 
Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum hukum 
Islam sebelum datangnya hukum hukum Islam, seperti adanya 
pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap manusia, 
sampai datangnya dalil hukum Islam yang menentukan hukum. 
Imam Syaukani mengatakan dengan Al-Istishhab al-bara’ah al-
dzimmah. Menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah, 
Istishhab seperti ini juga dapat menetapkan hukum hukum Islam, 
baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum 
yang akan datang. Sedangkan ulama Hanafiyayah berpendapat, 
bahwa Istishhab seperti ini hanya bisa menegaskan hukum yang 
telah ada dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang.138 

e. Istishhab hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Ijma’. Istishhab 
seperti ini diperselisihkan dikalangan ulama ushuliyyin tentang 
kehujjahannya. Para fukaha menetapkan berdasarkan Al-Ijma’, 
misalnya ”tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum 
untuk mendirikan shalat. Apabila shalatnya selesai ia kerjakan, 
maka shalatnya dinyatakan sah. Tetapi, apabila dalam keadaan 
shalat ia melihat air, apakah shalatnya harus dibatalkan untuk 
kemudian berwudhu’ ataukah shalatnya dilanjutkan?. Ulama 
Malikiyyah dan Syafi’iyyah ”orang tersebut tidak boleh 
membatalkan shalatnya, karena adanya Al-Ijma’ yang menyatakan 
bahwa shalat itu sah apabila didirikan sebelum melihat air” , 
Mereka menganggap hukum Al-Ijma’ itu tetap berlaku sampai 

 
135 Wahbah al-Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islami, II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 862-

863. 
136 Ibid.  
137 al-Syaukani, op.cit. h. 238 
138 Nasrun Haroen, op.cit. h. 133. 
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adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan  
shalatnya untuk kemudian berwudhu dan mengulang kembali 
shalatnya.139 Tetapi menurut  ulama Hanafiyah dan Hanabilah, 
bahwa ”orang yang melakukan shalat dengan tayamum dan ketika 
shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya, untuk 
kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya itu”. Karena 
mereka tidak menerima Al-Ijma’ tentang sahnya shalat orang yang  
bertayamum sebelum melihat air. Al-Ijma’ menurut mereka hanya 
terkait dengan hukum sahnya shalat bagi orang dalam keadaan  
ketiadaan air, tidak dalam keadaan tersedianya air.140 

 Al-Istishhab sebagai dalil istinbath hukum Islam, dari lima macam 
bentuk Istishhab di atas, hanya dua macam Istishhab yang dapat diterapkan, 
yaitu; (1) Istishhab yang ditunjukkan oleh akal dan hukum Islam kebolehan 
pelestarian dan pemberlakuannya. Seperti, seseorang yang telah melakukan 
perkawinan secara sah, kemudian suaminya meninggalkan isteri dalam 
tenggang waktu yang lama. Isteri masih tetap dipandang mempunyai ikatan 
perkawinan dengan suaminya, selamasuami tidak menceraikannya. Oleh 
karena itu, isteri tidak boleh  kawin dengan laki-laki lain, meskipun suaminya 
telah meninggalkannya; (2) Istishhab bara’ah al-dzimmah, yaitu kebebasan 
asli yang dimiliki oleh manusia. Seperti, kebebasan manusia dari suatu taklif 
(beban hukum) hukum Islam sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya 
taklif tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan hukum, tidak ada shalat fardhu 
yang keenam, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.141  

 
3. Penggunaan Al-Istishhab Sebagai Dalil Hukum Dalam 

Berijtihad   
Ada empat pendapat ulama, tentang boleh atau tidaknya Istishhab 

dijadikan metode menggali hukum ketika tidak ada dalil Al-Quran atau Al-
Sunnah.  

a. Pendapat ulama Malikiyah, mayoritas ulama Syafi’iyah, ulama 
Hanabilah dan ulama Zhahiriyah. berpendapat bahwa Istishhab 
dapat dijadikan sebagai dalil hukum secara mutlak.  

b. Mayoritas ulama Hanafiyyah dan ulama Kalam, di antaranya Abu 
al-Husain al-Bashri, berpendapat bahwa Istishhab tidak dapat 
dijadikan sebagai dalil hukum, karena untuk memperoleh suatu 
hukum harus dengan dalil. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu 

 
139 Al-Amidi, op.cit. j.III, h. 127.   
140 Ibid. Lihat Nasrun Haroen,  op.cit. h. 134. 
141 al-Syaukani, op.cit h. 238-239.  
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tanpa dalil, tidak dapat dilestarikan sampai sekarang, dan mujtahid 
sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-
metode yang lain. Istishhab hanya dapat berlaku dalam hubungan 
seseorang mujtahid dengan Allah, karena seeorang mujtahid tidak 
memperoleh dalil suatu hukum, maka hukum yang telah ada 
merupakan rujukan baginya, tetapi itu hanya berlaku sebagai 
pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai dalil dalam 
penetapan hukum. 

c. Al-Kayya menyebutkan bahwa ulama Mutaakhkhirin Hanafiyah 
berpendapat bahwa Istishhab hanya dapat berlaku untuk 
menafikan hukum suatu kejadian, bukan untuk menetapkan 
hukumnya. 

d. Menurut Abu Ishaq pendapat yang sah dari Imam Syafi’i bahwa 
Istishhab itu hanya dapat dipakai  untuk mentarjih hukum suatu 
peristiwa. Istishhab boleh dipakai secara mutlak untuk meniadakan 
suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum baru, 
dalam hal ini ada yang membolehkan dan ada juga yang 
memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk Istishhab yang 
dipakai.142 

Untuk pemberlakuan Istishhab, para ushuliyyin menetapkan 
beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istsihhab, di antaranya 
adalah: Kaidah fiqhiyah: 

 143.كَِّّشلÇِ لُازَـُي لاَ ينُْقِيَلا

Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat  dihilangkan dengan keraguan. 
Maksudnya, sesuatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu 

yang diragukan. 
Kaidah fiqhiyyah yang lain yaitu:  

لصْلاا
ُ
 144.هيرِّغَـُي امَ تبثي تىّح  نَاكَ امَ ىلع نَاكَ امَ ءُاقَـَب 

Pokok sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, 
sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya. 

Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap 
berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak 
berlaku lagi.  

 
Al-MASHLAHAH Al-MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM 

 
241 Ibid, h.237-238. 
143 Ibid, h. 50. 
144 Abdullah al-Fauzan, Syarah al-Waraqat, Juz 1, h. 141.  
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1. Pengertian Al-Mashlahah Al-Mursalah 
 Pengertian Mashlahat secara etimologi berasal dari kata al-islah yang 

berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram 
berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat dari fasada 
yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik. Pengertian Mashlahat 
secara terminologi Menurut Imam al-Ghazali pada prinsipnya mashlahat 
adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka 
memelihara tujuan hukum Islam.    

Adapun pengertian Mashlahat Mursalah menurut Abd al-Wahhab 
Khallaf, yaitu; 

لما
َ
تىِلا ةُحَلَصْ

ْ
ىعِرْشَ ليْلِدَ لديَ لمَْوَ ,اهَقِيْقِحْتَلِ امًكْحُ عِرِاَّشلا عُرَشْيَ لمَْ 

ّ
  اهَرِابَتِعْإ ىلعَ 

 145.اهئِاغَلْا وِاَ

Mashlahat yang syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan 
mashlahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 
pembatalannya. 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa Mashlahat Mursalat 
itu adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syari’ suatu hukum 
untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil hukum Islam yang 
memerintahkan perbuatan itu  untuk mengerjakan atau meninggalkannya, 
akan tetapi apabila dikerjakan  mendatangkan kemaslahatan. 

 Kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan timbul 
setelah selesainya wahyu diturunkan, dan tidak ada dalil yang memerintahkan 
agar diperhatikan atau tidak,maka kemaslahatan itu disebut " al-Mashlahat 
al-Mursalah. Misalnya menghimpun dan menulis Al-Quran dalam satu 
mushhaf, maka tidak ada nash yang memerintahkannya dan tidak ada pula 
nash yang melarangnya. Tetapi apabila perbuatan itu dilakukan, maka akan 
mendatangkan kemaslahatan kepada umat, maka kebolehan melakukan 
perbuatan itu ditetapkan berdasarkan kepada Mashlahat  Mursalah.  

Menurut Abd al-Wahab Khallaf bahwa pembentukan hukum 
berdasarkan Mashlahat Mursalah itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasir 
kemaslahatan manusia. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi manusia 
dan menolak kesulitan (mudharat). Kemaslahtan manusia itu tidak terbatas 
jumlah dan macamnya, ia selalu berkembang mengikuti situasi dan kondisi 
serta perkembangan masyarakat. Penetapan suatu hukum kadang-kadang 

 
145Abd. Wahab Khallaf, op.cit. h. 84  
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memberi manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang 
membawa mudharat kepada masyarakat pada masa yang lain.  

Mashlahat Mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan 
kemaslahatan universal sebagai tujuan hukum Islam tanpa berdasar secara 
langsung pada teks atau makna nash tertentu, Apabila terdapat nash tertentu 
yang mendukung dari segi makna berarti ia menjadi Qiyas, sedangkan 
apabila ada nash yang secara tekstual menolaknya  secara langsung, berarti ia 
menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan tujuan hukum Islam, 
maslahat maslahat itu disamakan dengan istihsan bi al-dharurah. Imam Malik 
menggunakan  metode mashlahat mursalah dengan melandaskan kepada tiga 
jenis kemaslahatan manusia, yakni; dharuriyyah, hajjiyyah dan tahsiniyyah. 
Maslahat dharuriyyah, yakni:  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta benda. Adapun maslahat hajjiyyah, yakni pelengkap terhadap maslahat 
dharuriyyah. Sedangkan maslahat tahsiniyyah merupakan penyempurna 
terhadap maslahat dharuriyyah dan hajjiyyah.  

1. Penggunaan Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum 
Dalam Berijtihad 
Al-Syaukani mengatakan, bahwa  ada empat pendapat ulama dalam 

menggunakan Mashlahat Mursalat sebagai dalil untuk menggali hukum 
Islam, yaitu: (1) ulama yang tidak memakai Mashlahat Mursalat secara 
mutlak; (2) Imam Malik menerapkan Mashlahat Mursalat secara mutlak; (3) 
Ibnu Burhan dan al-Juwaini dan mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan 
memakai Mashlahat Mursalat sebagai dalil jika mula’imah (sesuai) dengan 
ashl al-kulli (prinsip umum) dan ashl-juz’i (prinsip parsial) dari prinsip-prinsip 
syariat; (4) al-Ghazali dan al-Baidhawi menerima Mashlahat Mursalat dengan 
tiga syarat, yaitu (1) terdapat kesesuaian mashlahat dengan maksud hukum 
Islam dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; (2) mashlahat tersebut 
dapat diterima oleh akal; (3) mashlahat bersifat dharuri, yakni untuk 
memelihara salah satu dari ; agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta 
benda.. 

Melihat kepada pendapat ulama tersebut di atas, Al-Syaukani 
berpendapat, bahwa ia membolehkan memakai Mashlahat Mursalat dalam 
bentuk pendapat terakhir di atas. Menurutnya, syariat agama bukanlah 
sebagai hasil dari rekayasa otak manusia yang serta terbatas, tetapi 
bersumber dari wahyu Allah yang mutlak. Meskipun demikian, para ulama 
dapat menerapkan wahyu itu dalam konteks masyarakat yang dihadapinya. 
Akan tetapi, mereka tidak boleh lepas dari kandungan wahyu. Ia setuju 
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dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Daqiq al-‘Id, “saya tidak menolak 
Mashlahat, tetapi merasa keberatan  dengan al-irsal (lepas, tanpa konteks 
dengan nash). Untuk merealisasikan maslahat mursalat perlu ketajaman nalar, 
karena diragui menyimpang dari syariat.146 

Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan 
dari Mashlahat Mursalat. Sebagian ulama menolak penggunaan Mashlahat 
Mursalat sebagai dasar penetapan hukum. Imam Syafi’i adalah termasuk 
kelompok yang menolak metode ini, karena menurut Imam Syafi’i, 
penggunaan metode ini sama dengan menganggap Allah luput dari 
membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan 
hukum. Ini bertentanagan dengan firman Allah pada surat al-Qiyamah ayat 
36. Tetapi Imam Malik mempergunakan Mashlahat Mursalat dalam 
menetapkan hukum. Baginya metode ini tidak keluar dari cakupan nash. 
Walaupun mashlahat tidak ditunjuk oleh nash yang khusus, tetapi sesuai 
dengan tindakan hukum Islam yang dasar hukumnya disimpulkan dari 
sejumlah nash yang menunjukkan kepada prinsip umum. Menurut Imam 
Malik untuk mempergunakan Mashlahat Mursalat harus memenuhi tiga 
syarat; (1) terdapatnya persesuaian antara mashlahat itu dengan maqashid al-
syari’ah serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain; (2) substansi 
dari mashlahat itu masuk akal; (3) penggunaan mashlahat itu bertujuan 
untuk menghilangkan kesempitan umat masusia.147 Begitu pula ulama 
Hanabilah menerima Mashlahat Mursalat sebagai dalil untuk menetapkan 
hukum. Bahkan dikalangan ushuliyyin, mereka dianggap yang banyak dan 
luas dalam penerapannya. Menurut mereka, Mashlahat Mursalat merupakan 
induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang 
berlaku dalam  Al-Qiyas.148 

Untuk mengurangi perbedaan pendapat  para ulama dalam 
menanggapi Mashlahat Mursalat, sebenarnya dapat dilakukan apabila 
Mashlahat Mursalat dikaitkan dengan al-Maqashid al-Syari’ah. Sebagaimana 
pendapat al-Ghazali yang boleh dikatakan mewakili kelompok Syafi’iyah, 
apabila yang dimaksud dengan Mashlahat Mursalat dalam rangka 
memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam, maka tidak perlu 

 
146 al-Syaukani, op.cit. h. 243. 
147 Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid al-Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 146-147.  
148 Nasrun Haroen, op.cit. h. 121.  
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diperselisihkan, bahkan harus diikuti karena ia merupakan hujjah.149 Oleh 
karena, itu Muhammad Abu Zahrah langsung mengaitkan maqashid syari’ah 
dengan batasan-batasan Mashlahat Mursalat, karena menurutnya 
kemaslahatan harus sesuai dengan maksud pembuat hukum secara umum.150 
Imam Syatibi berpendapat, bahwa setiap kemaslahatan yang tidak 
ditunjukkan oleh nash secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan 
tindakan hukum Islam, maka mashlahat seperti ini, dapat menjadi dasar 
hukum, Meskipun demikian, Imam Syatibi membatasi lapangan peranan 
Mashlahat Mursalat dalam arti pengembangan untuk sebagian besar bidang 
muamalah.151 Imam Syatibi banyak mengemukakan contoh Mashlahat 
Mursalat yang berkaitan dengan maqashid al-syari’ah, antara lain; Kodifikasi 
Al-Quran, tidak terdapat nash yang memerintahkannya, tetapi juga tidak 
terdapat nash yang melarangnya. Sikap diam Syari’ ini dapat diduga bahwa 
pada waktu itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan 
kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi yang terjadi kemudian tidaklah bertentangan 
dengan Syari’.152  

 
SADDAL-DZARI’AH SEBAGAI DALIL HUKUM 

1. Pengertian Sadd Al-Dzari’ah 
Secara etimologi, Sadd Al-Dzari’ah terdiri dari dua kata yaitu Sadd 

dan dzari’ah. Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan 
dzari’ah berarti jalan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, pengertian  Dzari’ah, 
yaitu: 

. ئٍيْشَ لىَإ اقًـْيرِطَوَ ةٌلَْـيسِوَ نَاكَ امَ ةُعَـْيرِذَلا
153 

 Dzari’ah  ialah sesuatu yang menjadi sarana dan jalan kepada yang lain.   
Adapun pengertian secara terminologi, maka Saddu Al-Dzari’ah 

para ulama memberikan pengertian dengan rumusan: 

ىهِ
َ
لماْ 
َ
ُلَّصوَـَتـَيوَ ةُحÇََلاِاْ اهَرُهِاظَ تىَِّلا ةُلَـَئسْ

 Æَِلماْ لِعْفِ لىاِ ا
َ
 154. رِوْظُحْ

Yaitu masalah (sesuatu) yang apabila dilihat secara lahir adalah boleh, tetapi 
membawa kepada perbuatan yang haram (terlarang). 

 
149Ibid. h. 148.  
150Muhammad Abu Zahrah, op.cit. h. 221. 
151Asafri Jaya Bakri, op.cit.. h. 148.  
152Ibid. h. 149-150.  
153Ibn Qayyim al-Jauziyah, A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘Alamin, op.cit, j.IV, h. 

109. 
154 al-Syaukani, op.cit. h. 246.  
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Pengertian tersebut mirip dengan pengertian yang dikemukakan 
oleh Syatibi, yaitu : 

لسُوََّـتلا
ُ
 155ةٍدَسَفْمَ لىَاِ ةٌحَلَصْمَ وَهُ ابمَِ 

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mashlahat untuk menuju kepada 
yang mafsadat. 

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada 
dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kebaikan (mashlahat), tetapi 
tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kerusakan (mafsadat). 

Pengertian yang dirumuskan oleh para ulama di atas, berbeda 
dengan pengertian Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa 
pembatasan pengertian Dzari’ah  kepada sesuatu yang dilarang saja tidak 
tepat, karena ada juga Dzari’ah  yang bertujuan kepada yang dianjurkan.  

Sehingga Dzari’ah  mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang 
disebut dengan Sadd al-Dzari’ah  ( ةعیرذلا دس  ) dan yang dituntut untuk 
melakukannya, disebut dengan  pembuka al-Dzari’ah  ( ةعیرذلا حتف  ). 

Fathh al-Dzari’ah  menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas, 
dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili bukan termasuk Dzari’ah , tetapi 
dikatakan oleh jumhur ulama termasuk dalam kaidah muqaddimah 
(pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila yang dituju itu sesuatu yang 
wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu, juga wajib 
hukumnya. Kaidah yang mengatakan: 156. بجاو وھف ھب لاا بجاولا متیلاام  (Sesuatu 
yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya 
adalah wajib pula).Misalnya, mendirikan shalat itu adalah wajib. Sedangkan 
untuk mendirikan shalat itu harus berwudhu lebih dahulu. Maka berwudhu 
itu hukumnya wajib, karena berwudlu itu wajib, maka upaya mencari air 
untuk berwudlu pun wajib. Berwudhu dan mencari air dalam contoh ini, 
menurut jumhur ulama, disebut dengan hukum pendahuluan kepada yang 
wajib (muqaddimah al-wajibah).157 

 
1. Penggunaan Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Dalam 

Berijtihad 
Pendapat al-Baji (mazhab Malik), bahwa Sadd al-Dzari’ah   ini 

dipegang oleh Imam Malik, sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi 
 

155Al-Syatibi, op.cit. j. IV, h. 144. 
156 Al-Subky, Asbah wa al-Nazhair, juz 1, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1991,h. 136. Lihat 

Wahbah al-Zuhaili, op.cit. h. 874. 
157 Nasrun haroen,  op.cit. h. 172.  
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dan al-Syafi’i menolak menggunakannya.158 Akan tetapi, Wahbah al-Zuhaili 
mengatakan, bahwa Imam Hanafi dan al-Syafi’i dalam kondisi-kondisi 
tertentu juga menggunakan Sadd al-Dzari’ah . Sedangkan Ahmad bin 
Hanbal memakainya seperti Malik. Akan tetapi Ibn Hazm menolak Sadd al-
Dzari’ah  secara keseluruhan.159  

      Pendapat Ibn al-Rifa’ah yang menerima Sadd al-Dzari’ah, tetapi 
tergantung pada bentuknya, dalam hal ini, ia membagi kepada tiga bentuk; 

a. Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka 
hukumnya haram pula, dan di sini berlaku Sadd Al-Dzari’ah; 

b. Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi 
bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang 
haram, di sini diperlukan ikhtiat (kehati-hatian) dengan 
memperhatikan kebiasan-kebiasaan menyangkut hal tersebut, kalau 
membawa kepada yang haram maka dilakukan Sadd al-Dzari’ah , 
tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak 
perlu dilakukan Sadd Al-Dzari’ah, karena kalau dilakukan, maka 
sudah dipandang berlebih-lebihan; 

c. Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang 
dilarang, dan dapat pula membawa kepada sesuatu yang boleh, 
Apabila lebih cenderung kepada yang haram dilakukanlah Sadd Al-
Dzari’ah , tetapi jika lebih cenderung kepada yang boleh, maka 
dalam hal ini tidak perlu dilakukan Sadd al-Dzari’ah , 160    
Jika Syaukani mengemukakan pendapat Ibn al-Rifa’ah dapat 

menerima Sadd Al-Dzari’ah, maka Syatibi mengemukakan Sadd Al-Dzari’ah  
itu dapat dilihat dari kualitas kemafsadatannya, dibagi kepada empat macam, 
yaitu:161 

a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara 
pasti (qath’i). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu 
rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak 
mengetahuinya. Bentuk kerusakan perbuatan ini dapat dipastikan, 
yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut, dan itu 
dapat dipastikan. 

b. Perbuatan yang dilakukan itu hukumnya  boleh dilakukan, karena 
jarang membawa kepada kerusakan. Misalnya, menggali sumur di 
tempat yang biasanya tidak memberi mudharat kepada orang yang 
memakainya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum aslinya adalah 

 
158 al-syaukani, op.cit. h. 246.  
159 Nasrun Rusli, op.cit, h. 143. 
160 al-Syaukani, op.cit, h. 247.  
161 Al-Syatibi, dalam Nasrun Haroen, op.cit. h. 162-163.  
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boleh, karena yang dilarang itu adalah apabila di duga keras bahwa 
perbuatan itu membawa kepada kerusakan. 

c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada kerusakan. 
Misalnya menjual sanjata api kepada musuh dalam peperangan.  

d. Perbuatan itu pada dasarnya adalah boleh dikerjakan karena tidak 
mengandung kerusakan, tetapi kemungkinan pula perbuatan itu 
membawa kepada kerusakan. Misalnya, dalam jual beli yang disebut 
bay’u al-ajal. Jual beli ini cenderung berimplikasi kepada riba.          
Ibn Qayyim al-Zaujiyah membagi Sadd Al-Dzari’ah melihat dari segi 

jenis kerusakan yang ditimbulkannya. Menurutnya Sadd Al-Dzari’ah dapat 
dibagi kepada dua macam:162 

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kerusakan, seperti meminum 
minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu 
kerusakan. 

b. Perbuatan itu pada dasarnya yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi 
dijadikan jalan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilarang, baik 
dengan tujuan yang disengaja, misalnya seseorang yang mengawini 
seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami 
pertama wanita itu bisa mengawininya kembali. Atau perbuatan 
yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya perbuatan yang 
dilakukan tanpa maksud sejak semula adalah mencaci maki ibu 
bapak orang lain. Akibat mencaci maki orang tua orang lain, 
menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci maki orang tersebut. 
               Para ulama menerima Sadd Al-Dzari’ah  sebagai metode 

ijtihad dan dapat dijadikan dalil dalam istinbath hukum dengan beralasan 
antara lain, ialah Al-Quran pada surah al-An’aam ayat 108: 

ّلكُلِ اَّنَّـيزَ كَلِذَٰكَ ۗ مٍلْعِ يرِْغَبِ اوًدْعَ ََّ̂ا اوُّبسُيَـَف َِّ̂ا نِودُ نمِ نَوعُدْيَ نَيذَِّلا اوُّبسُتَ لاَوَ 
ِ 

نَولُمَعْـَي اونُاكَ ابمَِ مهُـُئبِّـَنـُيـَف مْهُعُجِرَّْم مÆِِّرَ لىَٰإِ َّثمُ ۖ مْهُلَمَعَ ةٍَّمأُ  

 
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan...   

Para ulama juga mengemukakan sejumlah Al-Sunnah sebagai alasan 
memakai Sadd Al-Dzari’ah , antara lain Sunnah Nabi SAW.  dari Nu’man 
bin Basyir : 

 163هِيفِ عَتَرْـَي نْأَ كُشِويُ ىمَلحِْا لَوْحَ ...

 
162 Ibn Qayyim al-Jauziyah, op.cit. j. III,  h. 109  
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…Berkeliling di sekitar larangan diragukan dia akan jatuh kepadanya...  
Kemudian Al-Sunnah kedua yang dijadikan alasan para ulama ialah: 

 164.كبيري لاام لىإ كبيري ام عد

Tinggalkanlah apa yang engkau ragukan kepada apa yang tidak engkau 
ragukan. 

 
QAWL SAHABAT SEBAGAI DALIL HUKUM 

1. Pengertian Qawl Sahabat 
Qawl Sahabat berarti “pendapat para Sahabat Rasulullah 

Muhammad SAW.”.Yang dimaksud pendapat “para Sahabat” adalah 
pendapat para Sahabat tentang suatu masalah hukum yang dinukil para 
ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau 
Sunnah tidak menjelaskan hukum terhadap masalah (kasus) yang dihadapi 
Sahabat tersebut. Disamping belum adanya konsensus (Al-Ijma’) para 
Sahabat yang menetapkan hukum tersebut.  

 Disebut Sahabat adalah orang yang beriman dan bertemu dengan 
Rasulullah Muhammad SAW. serta mengikutinya.165    

b. Penggunaan Qawl Sahabat Sebagai Dalil Hukum Dalam 
Berijtihad 
Al-Syaukani mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat para 

ulama, bahwa pendapat Sahabat tidak menjadi alasan bagi Sahabat Nabi 
SAW.  yang lain. Yang menjadi persoalan adalah; apakah pendapat Sahabat 
itu dapat dijadikan alasan (hujjah) hukum bagi orang yang hidup pada 
generasi berikutnya (sesudah masa Sahabat). Dalam hal ini, Imam Syaukani 
mengatakan, bahwa ada beberapa pendapat ulama. 

a. Pendapat Sahabat tidak dapat dijadikan hujjah secara keseluruhan. 
Inilah pendapat jumhur ulama.166.  

b. Pendapat Sahabat dapat dijadikan hujjah dan didahulukan  daripada  
Al-Qiyas  

 
163Imam Muslim, Shahih Muslim,  juz 5, Beirut, Dar Jail, t.th.  h. 50. 
164Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 2, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987, h. 723.  
165Nasrun Haroen, op.cit. h. 155-156. Yang dimaksud sahabat, menurut ushûliyyin 

adalah “seseorang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad Saw.  dan beriman 
kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan 
rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah Saw.  
sehingga secara kebiasaan dinamakan sahabat”.Ada pula ulama yang  mempersingkat identitas 
sahabat, yaitu “orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW.  serta hidup 
bersamanya dalam waktu yang cukup lama  

166al-Syaukani, op.cit. h. 243. 
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c. Pendapat Sahabat dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan 
dengan ucapan Sahabat yang lain. Dalam hal, maka perkataan 
Sahabat didahulukan daripada  Al-Qiyas. Akan tetapi, jika 
berlawanan dengan perkataan Sahabat yang lain, maka dipilih 
perkataan Sahabat yang sesuai atau mendekatai dengan kandungan 
Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Ijma’ dan  Qiyas.  

d. Pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah, apabila berlawanan dengan 
Qiyas, karena dengan berlawanan itu berarti pendapat Sahabat 
bukan bersumber dari  Qiyas, akan tetapi bersumber dari Al-
Sunnah. 
Al-Syaukani cenderung untuk tidak menerima pendapat Sahabat 

sebagai hujjah. apabila pendapat Sahabat itu merupakan ijtihad Sahabat 
sendiri dan ijtihadnya tidak popular dikalangan umat. Menurutnya, 
kedudukan para Sahabat dipandang lebih tinggi derajatnya, karena kedekatan 
mereka dengan Nabi SAW.  tetapi mereka tidak memiliki wewenang 
menentukan syariat. Dikatakannya: 

َسيْلَ هَُّنأَ ُّقلحَْاَوَ
لأإِ ةَِّملأا هِذِهَ لىَاِ ثُعَْـبـَي لمَْ هُنَ احَبْسُ اللهَ َّنإفَ ةٍَّجبحُِ 

 ىلص دٍَّممحَُ انَيِّبِنَ َّ

سيْلَوَ ملسو هلاو هيلع الله
َ
 هِبِاتَكِ عِابَتÇِِّ رٌوْمُأْمَ ةَِّملأُا عُيْجمَِوَ دٌحِاوَ بٌاتَكِوَِ دٌحِاوَ لٌوْسُرَ َّلأإِ انَلَ 

 مٌاقَمَ ةِبَاحََّصلا مَاقَمَ َّنأَ ٌّكشَ لاَوَ .كَلِذَ فىِ مْهُدُعْـَب نْمَوَ  ةِبَاحََّصلا ينَْبَ قَرْـَف لاَوَِ هِيِّبِنَ ةَِّنسُوَ

 لاَوَ ... هِيْفِ كْشَ لاَ مٌلِسْمُ اذهوَ نٌأَّْشلا مَظُعَوَ ةِجَرََّدلا عُافَتِرْاوَ ةِلَْـيضِفَلاْ فى كَلِذ نْكِلوَ مٌيْظِعَ

لكُ لِعْجَ ينَْبَوَ اذهَ ينَْبَ مٌزُلاَتَ
ّ
 ةٍَّجحُ فى ملسو هيلع الله ىلص اللهِ لِوْسُرَ ةِلَزِنْبمَِ مْهُْـنمِ دٍحِاوَ ِ

 167...هِلِوْـَق
Yang benar, bahwasanya Qawl Shahabi tidak dapat dijadikan hujjah, karena 

Allah SWT. tidak mengutus kepada umat ini melainkan Nabi kita Muhamamd 
SAW.  Kita hanya mempunyai seorang rasul, sebuah Kitab Suci; segenap umat (Islam) 
diperintahkan mengikuti Kitab-Nya dan Al-Sunnah Nabi-Nya. Tidak ada perbedaan 
di antara Sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dalam hal ini… Tidak ragu, 
bahwa peringkat para Sahabat adalah peringkat yang tinggi, tetapi itu hanya dalam 
kelebihan (keutamaan), ketinggian derajat dan keagungan kedudukan… Tetapi, jangan 
kita samakan (ketinggian) ini dengan menjadikan masing-masing mereka sama 
kedudukannya dengan Rasulullah SAW.  dalam menempatkan ucapannya sebagai 
hujjah.       

 
167Ibid. h. 243-244.  
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Kebanyakan ushuliyyin berpendapat, bahwa  pendapat sahabat 
dijadikan hujjah  apabila pendapat Sahabat itu terkait dengan permasalahan 
yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad, mereka juga menjadikan hujjah 
bahwa Al-Ijma’ Sahabat secara jelas, atau Al-Ijma’ sahabat yang tidak 
diketahui ada yang mengingkarinya.  

      Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ushuliyyin, 
adalah pendapat para Sahabat yang berdasarkan ijtihad. Ulama Hanafiyah, 
Imam Malik, Qawl  Qadim Imam Syafi’i dan pendapat Ahmad bin Hanbal, 
menyatakan bahwa, pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila 
pendapat sahabat itu bertentangan dengan  Al-Qiyas, maka pendapat 
sahabat yang didahulukan. Bahkan menurut Malik dan Ahmad bin Hanbal, 
sangat mungkin apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat itu datangnya 
dari Rasulullah SAW., karena tidak sedikit pendapat para sahabat, didasarkan 
kepada petunjuk Rasul, disamping itu para sahabat tidak akan mengeluarkan 
pendapatnya, kecuali dalam hal yang sangat penting, hal ini menunjukkan hal 
kehati-hatian para sahabat dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi 
mereka.168 

Sebagian ulama Syafi’iyah, Jumhur Imam ’ariyah, Mu’tazilah dan 
Syiah, mengatakan, bahwa pendapat sahabat yang berdasarkan ijtihad, tidak 
dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena ijtihad mereka 
sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid lainnya. 
Dikatakan oleh al-Ghazali, bahwa para sahabat sendiri terkadang berbeda 
pendapat, sehingga Abu Bakar dan Umar bin Khattab membiarkan saja 
orang-orang yang tidak sependapat dengannya, bahkan mereka sendiri 
menganjurkan agar setiap Sahabat beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya 
masing-masing.169 

Akan tetapi, Imam Syafi’i banyak mengambil pendapat para 
Sahabat, bahkan Al-Ijma’ yang ia tarima sebagai dalil dalam istinbath hukum 
adalah Al-Ijma’ sahabat. Disamping apabila terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan sahabat, ia mengambil pendapat Sahabat yang lebih mendekati 
kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti pendapat Ibnu Abbas tentang 
tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Dalam hal ini, al-Syafi’i mengatakan, 
bahwa pendapat Ibnu Abbas lebih dekat kepada Al-Quran, atau ia juga 
mengambil pendapat Utsman bin Affan yang mengatakan, bahwa gugurnya 

 
168Nasrun Haroen, op.cit. h. 156-157.  
169Al-Ghazali, Al-Musytashfa fi ‘ilmi al-ushûl, I(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1983),  h. 400.  
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kewajiban shalat Jum’at apabila bertepatan dengan dua hari raya (fithri dan 
adhha).170 

Begitu pula ulama Hanafiyah, apabila pendapat Sahabat itu bukan 
dalam masalah ijtihadiyah dan tidak diketahui ada sahabat yang 
menentangnya, maka diduga keras pendapat itu muncul dari petunjuk 
Rasulullah SAW. Pendapat Sahabat seperti ini statusnya sama dengan Al-
Sunnah taqririyyah. Terhadap pendapat sahabat yang didasarkan kepada hasil 
ijtihad dan pendapat itu poluper dikalangan sahabat serta tidak diketahui ada 
Sahabat yang menentangnya, maka pendapat ini dijadikan hujjah, karena 
pendapat ini statusnya sama dengan Al-Ijma’ sukuti. Tetapi apabila pendapat 
sahabat itu tidak poluper,  maka mereka tidak menjadikannya sebagai 
hujjah.171 

Jumhur ulama menerima pendapat sahabat sebagai hujjah, oleh 
karena terjadinya Al-Ijma’ sahabat itu boleh jadi dilakukan dengan 
berkumpulnya para sahabat pada suatu tempat, tetapi boleh jadi juga 
masing-masing Sahabat berpendapat dan sama pendapatnya dalam 
penetapan hukum atau sebagian Sahabat berijtihad untuk menetapkan 
hukum sedangkan Sahabat yang lainnya setuju, persetujuannya mungkin 
dengan ucapan atau perbuatan, tetapi mungkin pula dengan diam. 

SYAR’UN MAN QABLANA SEBAGAI DALIL HUKUM 
1. Pengertian Syar’un Man Qablana 

Syar’un man qablana, berarti syariat sebelum Islam. Para ushulyyin 
membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat 
Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi 
hukum juga bagi umat Islam ataukah tidak?. 

Nashrun Haroen mengatakan, sebenarnya para ulama ushul sepakat 
menyatakan bahwa seluruh syariat sebelum Islam melalui para rasul-Nya 
telah  dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat 
mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara 
menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum 
Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam. 

Yang menjadi persoalan, untuk dibahas oleh para ulama dalam 
masalah syariat sebelum Islam, adalah mengenai status hukum syariat 

 
170Nasrun Haroen, op.cit. h. 159.  
171Ibid. h. 160.  
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sebelum Islam dan kaitannya dengan sebelum dan sesudah Rasulullah 
Muhammad SAW. diutus menjadi rasul. 

2. Penggunaan Syar’un Man Qablana Sebagai Dalil Hukum 
Dalam Berijtihad 
Terhadap status hukum syariat sebelum Islam, kaitannya dengan 

sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. menjadi rasul, berbagai 
pendapat ulama;  

a. Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, berpendapat bahwa Rasulullah 
SAW.  sebelum menjadi rasul terikat dengan syariat sebelum 
Islam. Alasan mereka adalah, setiap Rasul Allah diseru untuk 
mengikuti syariat rasul-rasul sebelumnya, termasuk pula Nabi 
Muhammad SAW.  ke dalam seruan ini, seperti syariat Nabi 
Ibrahim AS. Juga banyak sekali riwayat yang menunjukkan 
bahwa Nabi Muhammad SAW.  sebelum menjadi rasul telah 
melakukan  perbuatan tertentu yang sumbernya bukan akal 
semata,seperti beliaumelaksanakan shalat, mengagungkan 
Ka’bah, dan menyembelih binatang. 

b. Jumhur Mutakallimin (ahli Kalam) berpendapat, bahwa 
Rasulullah SAW.  sebelum menjadi rasul tidak terikat dengan 
syariat sebelum Islam. Alasan mereka adalah apabila Rasulullah 
SAW.  sebelum menjadi rasul terikat dengan syariat sebelum 
Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkan hal itu. 

c. Imam al-Haramain, Ibn Qusyairi, al-Kayya, al-Ghazali dan al-
Amidi berpendapat, bahwa bersikap tawaqquf  (tidak memberi 
komentar) terhadap permasalahan ini, karena tidak adanya dalil 
yang pasti yang menunjukkan, apakah terikat ataukah tidak 
terhadap syariat sebelum Islam. Dikatakan oleh Imam al-
Haramain, persoalan ini janganlah dipandang baginya untuk 
menjadi faedah.172 

Mengenai status hukum Syariat Sebelum Islam, kaitannya setelah 
Rasulullah Muhammad SAW. diutus menjadi rasul, ada beberapa pendapat 
ulama, yaitu: 

a. Pendapat Abu Ishaq al-Syairazi, al-Ghazali, al-Khawarizmi dan Ibnu 
Hazm, dipilih oleh Fakhrurradzi dan Amidi, bahwa syariat sebelum 
Islam tidak dapat diaplikasikan dalam Islam.  

 
172 al-Syaukani, op.cit. h. 239. 
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b. Pendapat mayoritas Syafi’iyah, mayoritas Hanafiyah, dan dari 
mutakallimin (Imam ’ariyah, Mu’tazilah dan Syi’ah)173 dan 
Malikiyah, bahwa syariat sebelum Islam dapat diaplikasikan dalam 
Islam, kecuali ada yang menghapus daripadanya. 

c. Pendapat Ibn al-Qusyairi dan Ibn Burhan, bahwa  menyangkut 
syariat sebelum Islam, hendaklah didiamkan saja, sampai diperoleh 
dalil yang sah untuk membenarkan atau meniadakannya. 
Mushtafa Dib al-Bugha mengatakan, bahwa apabila diperhatikan 

ketiga pendapat para ulama yang membahas tentang status hukum syariat 
sebelum Islam, maka secara prinsip, hukum-hukum syaraiat sebelum Islam, 
tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam, Karena, 
sekalipun ulama yang menerimanya menetapkan syariat sebelum Islam bisa 
dijadikan dalil untuk menetapkan syariat, namun mereka tetap mengatakan 
hukum-hukum itu harus bersumber (terdapat) dalam Al-Quran dan Al-
Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Sumber lainnya pun harus 
merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, al-Bugha 
mengatakan, bahwa  pendirian jumhur ulama itu bukanlah suatu yang harus 
dipermasalahkan, sebab apabila ada nash-nya dalam Al-Quran atau Al-
Sunnah, maka secara langsung hukum-hukum itu wajib dilaksanakan umat 
Islam. Menurutnya, perbedaan ini hanyalah dalam ungkapan saja, karena 
hukum-hukum yang disebutkan seperti qishah, pencurian, perzinaan dan 
hukum puasa merupakan hukum yang berlaku dalam Islam dan wajib 
dilaksanakan umat Islam.174 

Menurut  Muhammad Abu Zahrah, bahwa apabila Syariat Sebelum 
Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus, maka hukum-hukum itu khusus 
bagi mereka, dan tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun, 
apabila hukum-hukum itu bersifat umum, maka hukumnya juga berlaku 
umum bagi seluruh umat, seperti hukuman qishash dan puasa yang ada 
dalam Al-Quran.175  

Syariat Sebelum Islam yang disepakati oleh para ulama menjadi 
syariat Islam, yaitu . 

a. Syariat para Nnabi, yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, 
adalah menjadi diwajibkan atau disyariatkan untuk mengerjakannya 

 
173 Bandingkan dengan Nasrun Haroen, Ibid. h. 152. 
174 Nasrun haroen, op.cit. h. 154-155.  
175 Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 308. 
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seperti puasa Ramadhan dan puasa Dawud. Ini disepakati sebagai 
dalil hukum. 

b. Syariat para Nabi, terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang 
berisikan Akidah dan Ushuludin, ini disepakati juga sebagai dalil 
hukum. Seperti firman Allah dalam surat An Nahl ayat 36 dan Al-
Syura ayat 13 

c. Syariat para Nabi akan tetapi di mansukh oleh Al-Quran dan Al-
Sunnah, sebagaimana dihalalkan ghonaim setelah sebelumnya 
diharamkan oleh syariat para nabi. Seperti firman Allah dalam surah 
Al-Anfal ayat 69. 

d. Syariat para Nabi yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. 
Syariat ini disepakati untuk tidak diterima sekalipun ada dalam kitab 
mereka (Taurat dan Injil). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT 
dalam surat Al Baqarah : ayat 75, Al Maidah ayat 13, Al Baqarah 
ayat 79.  
 
AL-‘URF SEBAGAI DALIL HUKUM  

1. Pengertian Al-‘Urf 
'Urf menurut etimologi yaitu adat kebiasaan, seperti kebiasaan 

menyebut al-walad bagi seorang anak laki-laki. ‘Urf menurut terminologi, 
para Ushuliyyin memberikan pengertian yaitu; 

 176.كٍرْـَت وْأ لٍعْفِوْأ لٍوْـَق نْمِ ساَّنلا هُفَرَاعَـَت امَ وَهُ فُرْعُلا
'Urf yaitu apa yang dikenal (dilakukan) oleh masyarakat baik berupa 
perkataan maupun perbuatan atau meninggalkannya  

            Menurut para Ushuliyyin tidak ada perbedaan di antara 'Urf dengan 
adat, maka 'Urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian 
manusia dalam berjual beli dengan pelaksanaan tanpa sighat yang diucapkan, 
atau 'Urf yang bersifat perkataan panggilan “al-walad” untuk anak laki-laki 
bukan untuk anak perempuan. 
            'Urf sepintas lalu seakan-akan ada persamaan dengan ijma', karena 
keduanya sama-sama secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. 
Perbedaannya ialah 'Urf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang 
yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedangkan ijma' dibentuk dari 
persesuaian pendapat khusus dari para mujtahid. Orang-orang awam tidak 
ikut dalam penetapan ijma' 

 
176 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit. h 89.  
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            Dalam hukum Islam, hukumyang diambil dari 'Urf banyak ditemui. 
Misalnya usia baligh bagi laki-laki yang tidak pernah ihtilam (bermimpi dan 
keluar sperma) dan wanita yang tidak pernah haidh, memberi hadiah, dan 
makan-makanan yang disediakan tanpa adanya kata-kata mempersilakan, dan 
lain-lain.  
            Bahkan,  di masa Rasulullah Muhammad SAW. ada beberapa nash 
Sunnah yang berdasar 'Urf. Misalnya gandum sebagai barang yang diukur 
dengan takaran. Dalam taqrir Rasulullah Muhammad SAW. banyak yang 
ditetapkan berdasar kepada 'Urf. Tegasnya Nabi SAW. mendiamkan dan 
menyukai 'Urf yang dianggap beliau baik yang kemudian menjadi bagian dari 
'Urf Islam yang berdasarkan Sunnah.177  

 
2. Pembagian Al- 'Urf 
           'Urf mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-
syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat  yang 
berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Quran maupun 
Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat 
umumnya. Karena itu 'Urf dibagi dua bagian, yaitu: 

a. 'Urf yang shahih, yaitu 'Urf yang tidak bertentangan dengan hukum-
hukum syariat. 'Urf yang seperti ini harus dipelihara baik dalam 
menetapkan hukum atau ketika mempertimbangkan suatu 
keputusan dalam pengadilan. Karena 'Urf yang sudah berlaku di 
tengah-tengah masyarakat, merupakan tuntutan yang sesuai dengan 
kemaslahatan mereka. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum 
melangsungkan perkawinan. 

b. 'Urf fasid, yaitu 'Urf yang berlaku dalam masyarakat yang senantiasa 
bertentangan dengan syariat, Misalnya kebiasaan mengadakan 
sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang 
mulia, karena bertentangan dengan akidah tauhid. 

         ‘Urf dipandang dari segi sifatnya, maka dibagi kepada dua, yaitu: 
a. ‘Urf qawli (perkataan), yaitu 'Urf yang berupa perkataan, 

Misalnya panggilan “walad” untuk anak laki-laki bukan anak 
perempuan. 

b. 'Urf ‘amali perbuatan, yaitu 'Urf berupa perbuatan. Misalnya 
kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat 

 
177Mahmassani, Op.cit, h. 193.   
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akad yang lengkap dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat tanpa akad jual-beli dan tidak terjadi 
kekacauan, maka hukum Islam membolehkannya. 

'Urf apabila ditinjau dari segi ruang lingkupnya, maka dibagi kepada 
dua, yaitu: 

a. 'Urf 'aam, yaitu 'Urf yang berlaku pada semua tempat, masa dan 
keadaan. Misalnya memberi hadiah kepada orang yang telah 
memberikan jasanya kepada seseorang. Begitu pula 
mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu. 

b. 'Urf khas, yaitu 'Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa dan 
atau keadaan tertentu saja. Misalnya mengadakan “halal bi halal” 
yang biasa dilakukan oleh orang (masyarakat) Indonesia bagi 
yang beragama Islam pada setiap selesai puasa Ramadhan dan 
berlebaran. Sedangkan di negara lain tidak merupakan kebiasaan. 

 
3. Penggunaan ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Dalam Berijtihad 

         Para ulama menggunakan ‘Urf sebagai hujjah, apabila Urf itu 
memenuhi syarat-syarat, yaitu: 

a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Sunnah. 
Apabila 'Urf bertentangan dengan nash, maka yang didahulukan 
adalah hukum yang diterangkan oleh nash.  

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk tidak memberi kesempitan dan kesulitan. 

c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan 
hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja. 

d. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhah. 
              Jumhur  ulama  menggunakan 'Urf shahih dijadikan sebagai dasar 
hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik banyak 
menetapkan hukum berdasar kepada praktik-praktik penduduk Madinah. 
Imam Abu Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan 'Urf, yaitu 
kebiasaan yang berlaku pada penduduk Kufah. Begitu pula Imam Syafi’i 
banyak menggunakan 'Urf, oleh karena itu setelah ia berada di Mesir banyak 
pendapatnya yang berubah dari pendapatnya masa terdahulu ketika ia berada 
di Bagdad, yang dikenal dengan "qawl qadim dan qawl jadid" 178 Karena itu 
ulama Hanafiyyah  dan Malikiyyah mengatakan, ketetapan berdasarkan 'Urf 

 
178 Abdu al-Wahhab Khallaf, Op.cit; h 89-90.   
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yang shahih sama dengan ketetapan berdasar dalil syar'i. Demikian pula al-
Syarkhasi dalam kitabnya "al-Mabsuth" mengatakan, dalam hal tidak 
bertentangan dengan nash, maka ketetapan berdasar 'Urf sama dengan 
ketetapan berdasar nash.179  
            'Urf itu selalu mengalami perubahan, tergantung pada zaman dan 
lingkungan masyarakat yang saling berbeda pula. Oleh karena itu suatu 
ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu berdasar 'Urf, maka bisa 
saja terjadi kemungkinan mendapat peninjauan kembali, apabila keadaan 
menuntut demikian.  Seorang hakim atau mufti, sebaiknya mengerti benar 
maslah 'Urf yang berlaku dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan 
demikian, terpelihara kemaslahatan masyarakat di lingkungannya. 
            
PENYELESAIN TERHADAP DALIL YANG BERTENTANGAN 
Pengertian Ta'arrudh Al-Adillah 

Ta’arrudh dalam bahasa Indonesia disebut pertentangan180. 
Pertentangan antar dalil, maksudnya bertentangan dalil-dalil hukum satu 
sama lain. Yaitu dalil-dalil hukum itu saling berlawanan yang salah satu di 
antara dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.181  
 Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku 
terhadap suatu kasus yang dikenai hukum. Apabila suatu dalil yang 
menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada 
pula dalil lainnya yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, 
maka kedua dalil itu berarti bertentangan. 
 Dari pengertian di atas, ada beberapa unsur untuk menyatakan 
terjadinya ta'arrudh, yaitu: 

1. Adanya dua dalil yang sama martabatnya. 
2. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda. 
3. Dalam waktu yang bersamaan. 
4. Mengenai kasus yang sama.  

Misalnya firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 228: 

  ۚ ءٍورُـُق ةَثَلاَثَ َّنهِسِفُـْنwَِ نَصَّْبترََيَ تُاقََّلطَمُلْاوَ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali 
quru’... 

 
179 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit. h. 273.  
180 Luis ma’luf,  Munjid, Maktabah al-Syarqiyyah, Daru al-Masyriq, Beirut, 1986, h. 

198.  
181Amir Syamsuddin, Ushul Fiqh I, Jakarta, Kencana, 2008, h. 241.  
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Ayat di atas menetapkan hukum bahwa isteri yang diceraikan suaminya 
dalam keadaan apapun, maka iddahnya tiga kali quru’. Ayat tersebut 
bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah At-Thalaq 
ayat 4: 

لÇِّٰوَ

ۤ

يـِٔ
ْ
اسَنِّ نْمِ ضِيْحِمَلْا نَمِ نَسÌْىيَ 

ۤ
لّٰاَّو ۙ رٍهُشْاَ ةُثَلٰـَث َّنÅَُُّدعِفَ مْتُْـبـَترْا نِاِ مْكÌُى

ۤ

يـِٔ
ْ
 تُلٰواُوَ ۗ نَضْيحَِ لمَْ 

  ۗ َّنهُلَحمَْ نَعْضََّي نْاَ َّنهُلُجَاَ لِاحمَْلاَْا

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 
mereka melahirkan kandungannya. 

Ayat tersebut menetapkan hukum bahwa isteri yang diceraikan suaminya 
dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. 
 Kedua dalil di atas nampaknya bertentangan, bahwa kedua dalil 
martabatnya sama, yaitu dalil Al-Qur’an, kedua dalil itu mengandung 
ketentuan hukum yang berbeda, berlakunya hukum dalam waktu yang 
bersamaan dan mengenai hukum yang sama, yaitu hukum perceraian.   
       
B. Cara Penyelesaian Antara Dalil Yang Ta’arrudh 
 Apabila terjadi ta’arrudh  di antara dalil hukum, baik ayat yang satu 
dengan ayat yang lain, atau sunnah yang satu dengan yang lain, atau dalil 
lainnya, maka penyelesaiannya adalah ada beberapa cara , yaitu: 
1. Jama’ wa Taufiq.  

 Jika terdapat pertentangan pengertian lahir dari dua buah nash, 
haruslah dibahas untuk dikumpulkan atau dikompromikan, sehingga kedua 
dalil tersebut dapat digunakan bersama-sama (jama' wa taufiq). Misalnya dalil 
Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 240: 

 نَجْرَخَ نْإِفَ ۚ جٍارَخْإِ يرَْغَ لِوْلحَْٱ لىَإِ اعًتََّٰم مهِجِوَٰزْلأَِّ ةًيََّـيصِوَ اجًوَٰزْأَ نَورُذَيَوَ مْكُنمِ نَوَّْـفوَـَتـُي نَيذَِّلٱوَ

 مٌيكِحَ زٌيزِعَُ َّ̂ٱوَ ۗ فٍورُعَّْم نمِ َّنهِسِفُنأَ فىِ نَلْعَـَف امَ فىِ مْكُيْلَعَ حَانَجُ لاَفَ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan 
isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 
setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).  

 َّنهُلَجَأَ نَغْلَـَب اذَإِفَ ۖ ارًشْعَوَ رٍهُشْأَ ةَعَـَبرْأَ َّنهِسِفُـْنwَِ نَصَّْبترََيَ اجًاوَزْأَ نَورُذَيَوَ مْكُنْمِ نَوَّْـفوَـَتـُي نَيذَِّلاوَ

 يرٌبِخَ نَولُمَعْـَت ابمَُِ َّ̂اوَ ۗ فِورُعْمَلÇِْ َّنهِسِفُـْنأَ فيِ نَلْعَـَف امَيفِ مْكُيْلَعَ حَانَجُ لاَفَ
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Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat 
bulan sepuluh hari.  

Memang kedua ayat tersebut pada lahirnya bertentangan karena ayat 
240 menetapkan iddah selama satu tahun, sedangkan ayat 234 iddahnya 
empat bulan sepuluh hari.  

Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa 
yang dimaksud bersenang-senang selama satu tahun dalam ayat 240 adalah 
untuk tinggal di rumah suaminya selama satu tahun kalau tidak kawin lagi. 
Sedangkan waktu tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari 
maksudnya sebagai larangan untuk kawin dalam masa itu. Dengan 
mengkompromikan kedua dalil itu, maka kedua dalil itu yang nampaknya 
bertentangan menjadi tidak bertentangan, sehingga masing-masing hukum 
dapat diamalkan. 
 

2. Takhsish 
 Jika dalam dalil terdapat dua hukum secara lahir bertentangan dan 
tidak mungkin dilakukan usah kompromi sebagaimana di atas, namun satu 
dalil di antara dua dalil itu bersifat ‘aam dan yang satu lagi bersifat khusus. 
Maka jalan yang dilakukan dengan usaha takhshish. Sehingga dalil khusus 
diamalkan sesuai dengan kekhususannya. Sedangkan dalil umum diamalkan 
menurut keumumannya. 

Misalnya dalil Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 228: 

  ۚ ءٍورُـُق ةَثَلاَثَ َّنهِسِفُـْنwَِ نَصَّْبترََيَ تُاقََّلطَمُلْاوَ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali 
quru’... 
Kemudian dalil Al-Qur’an pada surah At-Thalaq ayat 4: 

  َّنهُلَحمَْ نَعْضَيَ نأَ َّنهُلُجَأَ لِاحمَْلأَْا تُلاَوْأُوَ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 
mereka melahirkan kandungannya.  
Ayat 228 pada surah Al-Baqarah di atas menetapkan hukum secara 
umum yaitu wanita yang diceraikan suami beriddah tiga kali quru’. 
Sedangkan ayat 4 pada surah At-Thalaq menetapkan hukum secara 
khusus bagi wanita hamil yang iddahnya sampai melahirkan. Hal ini 
berarti terjadi takhsish. 
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3. Al-Tarjih 
 Jika kompromi tidak dapat dilakukan, haruslah dibahas untuk 
selanjutnya diadakan tarjih, mana di antara dalil tersebut yang lebih kuat 
untuk diamalkan. Secara etimologi tarjih berarti “menguatkan”  Secara 
terminologi para ulama memberikan pengertian,  tarjih yaitu; 

لماْ ىلَعَ ةِلَلاََّدللِ نِاترَِقْا نِعَ ةٌرَابَعِفَ حيجترلا امأ
َ
لمَعَلاْ بُجِوْـُي ابمَِ امَهِضِرُاعَـَت عَمَ بِوْلُطْ

َ
 لاِهمِْإِوَ هِبِ 

  .182رَخَلآا

Adapun tarjih yaitu ungkapan mengenai diiringinya salah satu antara dua 
dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di 
samping keduanya bertentangan yang mewajibkan untuk beramal satu di 
antaranya dan meninggalkan yang lain. 

 Tarjih adalah  menguatkan salah satu indikator dalil atas yang lainnya 
untuk diamalkan.183   

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui hakikat tarjih dan 
menjadi syarat bagi tarjih, yaitu: 

a. Dua dalil yang bertentangan dan tidak ada kemungkinan untuk 
mengamalkan keduanya dengan cara apapun. 

b. Kedua dalil yang bertentangan itu sama-sama memberikan petunjuk 
kepada yang dimaksud dalam suatu hukum. 

c. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara 
dua dalil dan meninggalkan yang satunya lagi. 

 Tarjih hanya mungkin berlaku di antara dalil-dalil yang zhanni, dan 
tidak mungkin terjadi pada dalil yang qath’i, karena dua dalil qath’i tidak 
mungkin saling berbenturan. 
 Adapun Tarjih yang berlaku dalam sunnah, maka Pentarjihan dapat 
dilakukan memandang kepada keadaan perawi, yaitu: 

a. Perawi salah satu dari dua dalil itu lebih banyak dibandingkan 
dengan yang lain, karena perawi dalam jumlah bilangan yang banyak 
itu lebih kuat, dan lebih terpelihara dari kesalahan dan kebohongan 
dari jumlah perawi yang sedikit. 

b. Perawi salah satu dari dua dalil itu lebih masyhur tentang keadilan 
dan kekuatan ingatannya. 

 
182Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 4,  Beirut, Darul Kitab al-Arabi, 1404, 

h. 245  
183Al-Syaukani, Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-

Fikr. h. 224.  
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c. Perawi salah satu di antara dua dalil itu lebih mengetahui dan ingat 
tentang keadaan dan sebab diriwayatkannya suatu Sunnah. 

d. Perawi salah satu di antara dua dalil itu mengamalkan apa yang 
diriwayatkannya, sedangkan perawi yang lain tidak mengamalkan. 

e. Perawi salah satu dari dua dalil itu terlibat langsung dengan apa yang 
diriwayatkannya. 

f. Perawi salah satu dari dua dalil itu termasuk sahabat besar, 
sedangkan yang lain tidak. 

g. Perawi salah satu di antara dua dalil itu lebih terdahulu masuk Islam 
dibandingkan dengan perawi yang lain. 

h. Perawi salah satu di antara dua dalil itu adalah sahabat yang lebih 
dekat kepada Nabi SAW. 

Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi  matan; 
a. Dari segi hukum atau kandungan lafaz, apabila salah satu hukum 

atau kandungan lafaz itu mengandung larangan (bahaya), sedangkan 
lafaz yang lain menyatakan kebolehan saja, maka lafaz yang 
mengandung larangan (bahaya) lebih didahulukan.  

b. Apabila lafaz salah satu di antara dua dalil itu adalah dalam bentuk 
perintah sedangkan dalil yang satu lagi dalam bentuk kebolehan, 
maka dalil dalam bentuk perintah lebih didahulukan atas dalil yang 
lafaznya mengandung hukum kebolehan. 

c. Apabila hukum yang dikandung suatu lafaz bersifat menetapkan, 
sedangkan yang lain meniadakan, maka lafaz yang sifatnya 
menetapkan lebih didahulukan daripada lafaz yang sifatnya 
meniadakan, karena terdapat kelebihan pengetahuan 

d. Apabila lafaz yang bertentangan itu salah satunya mengandung 
hukum menghindarkan dari hukuman, sedangkan lafaz yang lain 
mengandung hukum mewajibkan pelaksanaan hukuman, maka lafaz 
yang mengandung hukum menghindarkan hukuman lebih 
didahulukan, karena sesuai dengan prinsip kemudahan dalam 
pelaksanaan agama. 

e. Lafaz yang mengandung hukuman lebih ringan didahulukan dari 
pada lafaz yang mengandung hukuman yang berat.184  

f. Menguatkan dalil yang kandungannya menutut sikap waspada 
(ikhtiyath) daripada dalil lainnya yang tidak demikian.  

 
184Ibid.  
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g. Dan mendahulukan nash yang diiringi dengan perkataan atau 
perbuatan dari perawinya dari nash yang tidak demikian.185  
  

 Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi faktor luar, di antaranya 
yaitu: 

a. Mendahulukan salah satu di antara dua dalil yang didukung oleh 
khulafah al-rasyidin. 

b. Mendahulukan salah satu dalil di antara dua dalil yang sesuai dengan 
amalan penduduk Madinah. 

c. Dikuatkan nash yang menyebutkan ‘illat hukumnya daripada nash 
yang tidak menyebutkan ‘illat-nya.  

d. Kedua dalil itu dalam bentuk umum, tetapi salah satunya disepakati 
pengamalannya dalam satu kasus sedangkan dalil yang lainnya tidak. 

Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi qiyas, yaitu: 
a. Menguatkan  Qiyas yang hukum ashlnya bersifat qath’i dari  Qiyas 

yang hukum ashlnya bersifat zhanny.   
b. Menguatkan  Qiyas yang landasan dalilnya adalah Ijma’ dari  Qiyas 

yang landasan dalîlnya nash. 
c. Dikuatkan  Qiyas yang ‘illat-nya didukung oleh dalil khusus dari  

Qiyas yang ’illatnya tidak didukung dalil khusus.  
d. Dikuatkan  Qiyas yang sesuai dengan kaidah  Qiyas dari  Qiyas yang 

tidak sejalan dengan kaidah  Qiyas.  
e. Dikuatkan  Qiyas yang disepakati oleh ulama dari pada  Qiyas yang 

kemungkinan di-nasakh. Dikuatkan  Qiyas yang dalil ashl-nya 
bersifat khusus daripada  Qiyas yang hukum ashl-nya bersifat 
umum. 

e. Jika sejarah kedua dalil itu tidak dapat diketahui secara kronologis, 
maka kedua dalil itu harus tidak diamalkan untuk sementara 
waktu.186  
 

4. Al-Nasakh.  
  Al-Nasakh menurut bahasa berarti pembatalan ( لاطبلإا ) dan 
penghapusan/peniadaan ( ةلازلإا ), seperti dalam ungkapan لظلا سمشلا تخسن . 

 
185Ibid  

186Abd. Wahhab Khallaf, , .Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait, Dar al-Qalam, 
1402   h. 229-232.  
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Dan juga berarti pemindahan ( لیوحتلاو لقنلا ) seperti ungkapan باتكلا تخسن  
dan firman Allah نولمعت متنكام خسنتسن انك انإ .  
 Dari segi itemologi, para ulama berbeda pendapat dalam 
memberikan arti, apakah yang dipakai arti haqiqi ataukah arti majazi, di 
kalangan Syafi’iyyah, Al-Qaffal berpendapat bahwa nasakh digunakan secara 
haqiqi untuk “memindahkan” atau “mengalihkan”. Sedangkan di kalangan 
Hanafiyah,  al-Syarakhsi berpendapat bahwa kata nasakh dalam arti 
“menyalin”, atau “memindahkan”,  “meniadakan” atau “membatalkan” yaitu 
dengan arti majazi.187 Dikatakan oleh Al-Razy dalam kitabnya al-Fushul fi al-
ushul; 

  188اعًيجمَِ مِكْلحُْاوَ ةِغَُّللا فيِ زِاجَمَلْا لىَإ َّلاإ اضًيْأَ هُنْمِ عُجِرْـَي لاَ هَُّنإِفَ ةِغَُّللا فيِ ةُلَازَلإِْا وَهُ خُسَّْنلا

Nasakh dalam pengertian bahasa yaitu penghapusan, maka bahwasanya 
tidak kembali daripadanya pula kecuali kepada majaz pada pengertian 
bahasa dan hukum semuanya. 

 Nasakh menurut terminologi, Qadhi Abu Bakar mengatakan, yaitu; 

ىلعَ لُاَّدلا بُاطَلخِا وَهُ خُسَّْنلا
َ
لماْ بِاطَلخÇِِْ تِبِاَّثلا مِكْلحُْا عِافَتِرْا 

ُ
 نَاكَلَ هُلاَوْلَ هِجْوَ ىلَعَ مِدِّقَـَت

Úَِ189هُنْعَ هِيْخِارَـَت عَمَ اتًب  

Nasakh ialah khitab yang menunjukkan terangkatnya hukum yang 
ditetapkan dengan khitab terdahulu  dalam bentuk sekiranya ia tidak 
terangkat tentu masih tetap berlaku di samping hukum yang datang 
kemudian. 
Menurut al-Amidi Nasakh, yaitu: 

لما عِرَِّشلا بِاطَخِ نْعَ ةٌرَابَعِ
َ
ىعِرْشَ بٍاطَخِ مِكْحُ نْمِ تَبَـَث امَرِارَمْتِسْا نِمِ عِنِا

ّ
 .قٍبِاسَ ٍ

 Ibarat dari khitab pembuat hukum yang menolak kelanjutan berlakunya 
hukum yang ditetapkan dengan khitab terdahulu. 
Pengertian yang diberikan oleh al-Amidi, berbeda dengan 

pengertian terdahulu, yakni pencegahan berlakunya hukum yang terdahulu.  
Pengertian yang lebih dimengerti adalah yang diberikan oleh ulama 

Hanabilah, yaitu: 

 .هُُنْعَ خٍاترََمُ بٍاطَبخِِ مٍدِّقَـَتمُ بٍِاطَبخِِ تِبِاَّثلا مِِكْلحُا عُفْرَ
 

187Amir Syamsuddin, Op.cit., h. 249.  
188Al-Razy, Al-Fushul fi al-Ushul, Juz 2, Kuwait, Wizarah al-Awqat wa al-Syuun al-

Islamiyah al-Daulah, 1994, h. 196. 
189Asy-Syubki, Al-Ibhaj, ,juz 2,  Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H, h. 227.  
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Mencabut hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan khitab yang 
datang kemudian. 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasakh 
itu adalah: 
a. Adanya khitab pembuat hukum yang menetapkan hukum untuk 

berlaku terhadap suatu kejadian dalam suatu waktu/masa. 
b. Secara terpisah datang khitab pembuat hukum yang menetapkan 

hukum terhadap kejadian tersebut yang berlainan dengan apa yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

c. Khitab yang datang kemudian itu disamping menetapkan hukum baru, 
sekaligus mencabut berlakunya hukum lama. 

Nasakh merupakan proses pencabutan kelangsungan berlakunya suatu 
hukum. Sedangkan yang mencabut kelangsungan suatu hukum disebut 
nasikh yaitu Allah (pembuat hukum) sebagaimana dalam al-Qur’an pada 
surah al-Baqarah ayat 106: 

َىلَعَ َّ^ا َّنأَ مْلَعْـَت لمَْأَ اهَلِثْمِ وْأَ اهَْـنمِّ يرٍْبخَِ تıَِْ اهَسِننُ وْأَ ةٍيَآ نْمِ خْسَننَ امَ
لكُ 

ّ
يشَ ِ

ْ
  رٌيدِقَ ءٍ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 
kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding 
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

Begitu pula dalam al-Qur’an pada surah al-‘Araf ayat 154: 

  نَوبُهَرْـَي مÆِِّْرَلِ مْهُ نَيذَِّللِّ ةٌحمَْرَوَ ىدًهُ اهَتِخَسْنُ فيِوَ

dan dalam nasakhnya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya.  

 Apabila nasakh adalah proses, sedangkan nasikh adalah Allah dan 
Rasul, maka dinamakan mansukh adalah hukum yang dicabut oleh nash yang 
datang kemudian.  
 Nasakh akan berlaku apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu: 
a. Yang dibatalkan itu ( خوسنملا ) adalah hukum syara’ yang amaliah  bukan 

hukum akal dan bukan menyangkut akidah 
b. Yang membatalkan itu ( خسانلا ) terpisah dan datang kemudian dari yang 

dibatalkan ( خوسنملا ), jika berkaitan seperti syarat, sifat dan istitsna’ maka 
tidak dapat disebut sebagai nasakh tapi takhshish. 

c. Pembatalan itu ( خسنلا ) haruslah datang dari khitab Syari 
d. Yang dibatalkan itu ( خوسنملا ) tidak terkait dengan waktu tertentu. 
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e. Yang membatalkan ( خسانلا ) sama kuatnya atau lebih kuat dari yang 
dibatalkan ( خوسنملا ). 

f. Yang dikehendaki bagi yang dibatalkan bukan yang dikehendaki bagi 
yang membatalkan. 

g. Yang dibatalkan itu ( خوسنملا ) merupakan sesuatu yang menerima 
nasakh.190  

 Oleh karena itu tidak berlaku nasakh terhadap: 
a. Hal-hal yang mengandung nilai akhlak yang berlaku  secara universal, 

seperti berbuat baik terhadap orang tua. 
b. Hal-hal yang secara pasti dinyatakan berlakunya hukum sepanjang 

masa. 
c. Hal-hal yang menyangkut keutauhidan dan pokok-pokok agama. 

        Nasakh dengan ada penggantinya terjadi pada beberapa bentuk, 
yaitu: 

a) Yang membatalkan ( خسانلا ) sama seperti yang dibatalkan ( خوسنملا ) 
dalam hal peringanan ( فیفختلا ) dan pemberatan ( ظیلغتلا ), seperti 
nasakh menghadap Baitul Maqdis dalam shalat dengan menghadap 
Ka’bah. Surah al-Baqarah ayat 150: 

 هُرَطْشَ مْكُهَوجُوُ اْوُّلوَـَف مْتُنكُ امَ ثُيْحَوَ مِارَلحَْا دِجِسْمَلْا رَطْشَ كَهَجْوَ لِّوَـَف تَجْرَخَ ثُيْحَ نْمِوَ

 تيِمَعْنِ َّتمِلأُوَ نيِوْشَخْاوَ مْهُوْشَتخَْ لاَفَ مْهُْـنمِ اْومُلَظَ نَيذَِّلا َّلاإِ ةٌَّجحُ مْكُيْلَعَ سِاَّنللِ نَوكُيَ َّلائَلِ

  نَودُتÅََْ مْكَُّلعَلَوَ مْكُيْلَعَ

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah 
Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka 
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas 
kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah 
kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar 
Kusempurnakan ni`mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.  

b) Nasakh yang lebih berat dengan yang lebih ringan, seperti iddah satu 
tahun dengan iddah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang 
ditinggal mati oleh suaminya. Surah al-Baqarah ayat 240: 

 نَجْرَخَ نْإِفَ جٍارَخْإِ يرَْغَ لِوْلحَْا لىَإِ اًعاتََّم مهِجِاوَزْلأَِّ ةًَّيصِوَ اًجاوَزْأَ نَورُذَيَوَ مْكُنمِ نَوَّْـفوَـَتـُي نَيذَِّلاوَ

  مٌيكِحَ زٌيزِعَ ُّ^اوَ فٍورُعَّْم نمِ َّنهِسِفُنأَ فيَِ نَلْعَـَف امَ فيِ مْكُيْلَعَ حَانَجُ لاَفَ

 
190 Ibid, h. 202.  
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Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan 
isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 
setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi 
jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris 
dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri 
mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Di nasakh dengan al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 234: 

 َّنهُلَجَأَ نَغْلَـَب اذَإِفَ اًرشْعَوَ رٍهُشْأَ ةَعَـَبرْأَ َّنهِسِفُنwَِ نَصَّْبترََيَ اًجاوَزْأَ نَورُذَيَوَ مْكُنمِ نَوَّْـفوَـَتـُي نَيذَِّلاوَ

  يرٌبِخَ نَولُمَعْـَت ابمَِ ُّ^اوَ فِورُعْمَلÇِْ َّنهِسِفُنأَ فيِ نَلْعَـَف امَيفِ مْكُيْلَعَ حَانَجُ لاَفَ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat 
bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada 
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.  

c) Nasakh yang lebih ringan dengan yang lebih berat, seperti nasakh 
hukuman bagi wanita penzina yang semula dikurung selama 1 tahun 
dalam rumah, diganti dengan hukuman dera 100 kali. Firman Allah 
pada surah al-Nisa ayat 15: 

 فيِ َّنهُوكُسِمْأَفَ اْودُهِشَ نإِفَ مْكُنمِّ ةًعبَرْأَ َّنهِيْلَعَ اْودُهِشْتَسْافَ مْكُئِآسَنِّ نمِ ةَشَحِافَلْا ينَتَِْ¤ تيَِّلالاوَ

ََّتىحَ تِويُـُبلْا
َلعَيجَْ وْأَ تُوْمَلْا َّنهُاَّفوَـَتـَي 

   لاًيبِسَ َّنلهَُ ُّ^ا 

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) 
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi 
jalan yang lain kepadanya.  
Di nasakh oleh al-Qur’an surah al-Nur ayat 2: 

  ةٍدَلْجَ ةَئَمِ امَهُْـنمِّ دٍحِاوَ َّلكُ اودُلِجْافَ نيِاَّزلاوَ ةُيَنِاَّزلا

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera,  

  Nasakh dalam hal dalil pengganti, maka para ulama sepakat, jika al-
Qur’an di nasakh oleh al-Qur’an. Begitu pula sunnah mutawatir di nasakh 
oleh sunnah mutawatir. Dan sunnah ahad di nasakh oleh sunnah ahad. 
Misalnya nasakh al-Qur’an  pada surah al-Anfal ayat 65: 
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 نإِوَ ينِْتَـَئمِ اْوبُلِغْـَي نَورُبِاصَ نَورُشْعِ مْكُنمِّ نكُيَ نإِ لِاتَقِلْا ىلَعَ ينَنِمِؤْمُلْا ضِرِّحَ ُّبيَِّنلا اهَُّـيأَ َ™

  نَوهُقَفْـَي َّلا مٌوْـَق مَُّْ‚wَِ اْورُفَكَ نَيذَِّلا نَمِّ اًفلْأَ اْوبُلِغْـَي ةٌئَمِّ مكُنمِّ نكُيَ

 Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika 
ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang 
sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang 
kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.  

Di nasakh oleh al-Qur’an pada surah al-Anfal ayat 66: 

 نكُيَ نإِوَ ينِْتَـَئمِ اْوبُلِغْـَي ةٌرَبِاصَ ةٌئَمِّ مكُنمِّ نكُيَ نإِفَ اًفعْضَ مْكُيفِ َّنأَ مَلِعَوَ مْكُنعَ ُّ^ا فََّفخَ نَلآا

  نَيرِبِاَّصلا عَمَ ُّ^اوَ ِّ^ا نِذِِْ¸ ينِْفَلْأَ اْوبُلِغْـَي فٌلْأَ مْكُنمِّ

 
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 
mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 
seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; 
dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-
orang yang sabar.  

Cotoh nasakh Sunnah dengan Sunnah, Misalnya Sunnah yang diriwayatkan 
oleh Muslim tentang kewajiban mandi: 

لما نَمِ ءُالما اََّنمإِ
َ
 ءِا

Sesungguhnya air (mandi) adalah dari air (mani yang keluar) 
Sunnah tersebut di nasakh oleh Sunnah yang berbunyi: 

ُلسْغُلَا بَجَوَ نَاتَلخَِا نُاتَلخِْا َّسمَ وْاَ نjَِاتَلخِْا ىقَـَتلا اذَإ
. 

Apabila dua kelamin (laki-laki dan perempuan) bertemu (bersenggama) wajib 
mandi (meskipun tidak keluar sperma). 

bahwa kewajiban mandi bagi orang yang melakukan seks, meskipun tidak 
sampai keluar sperma.  
 Adapun nasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur’an atau nasakh Al-Qur’an 
dengan Al-Sunnah, para ulama  berbeda pendapat. Hanafi, Malik, dan 
Mu’tazilah serta Asy’ariyah dari ulama kalam, Imam Ahmad bin Hanbal 
dalam satu riwayat, dan Ibnu Hazm membolehkan me-nasakh Al-Qur’an 
dengan Al-Sunnah mutawatir dan Al-Sunnah masyhur, demikian pula me-
nasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur’an. Tetapi Imam Syafi’i (dalam salah satu 
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qaw-nya) tidak boleh me-nasakh Al-Qur’an dengan Al-Sunnah dan tidak 
boleh me-nasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur’an.191 Menurut Imam Syafi’i, 
Apabila secara lahir tampak terjadi nasakh Al-Qur’an dengan Al-Sunnah, 
maka sebenarnya di samping Al-Sunnah itu ada ayat Al-Qur’an yang 
memperkuat Al-Sunnah tersebut yang menjelaskan kesesuaian Al-Qur’an 
dengan Al-Sunnah. Begitu pula apabila tampak Al-Qur’an me-nasakh Al-
Sunnah, maka sebenarnya di samping ayat Al-Qur’an tersebut ada Al-
Sunnah yang mendukungnya yang menjelaskan keserasian Al-Qur’an 
denagan Al-Sunnah.192 Karena Al-Sunnah itu adalah bayan bagi Al-Qur’an. 
Contoh nasakh Al-Qur’an dengan Al-Sunnah mutawatir. Nasakh ini terdapat 
dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180: 

  WَبِرَقTْاوَ نِيْدَلاِوَلل ة7ُيصِوَلْا ارًيْخَ كَرَتَ نْإ تُوLَْاْ مُكُدَحَأ رَضَحَ اذَإ مْكُيْلَعَ بَتِتُك

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapa dan karib kerabatnya  

ayat ini di-nasakh dengan Al-Sunnah Mutawatir:   

  ثٍرِاوَلِ ة7َيصِو6َ  

Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris  
karena tidak mungkin menggabungkan keduanya.  
 Bagaimanakah Nasakh Ijma’? Menurut mayoritas ulama Ijma’ 
termasuk Imam Syafi’i  dan kebanyakan ahlu zhahir tidak me-nasakh dan 
tidak dapat di-nasakh, karena Ijma’ tidak ada,  kecuali setelah wafatnya 
Rasulullah SAW. dan nasakh tidak ada setelah Rasul wafat. Adapun semasa 
hidup Rasul maka Ijma’ itu tidak terjadi tanpa Rasul bahkan Ijma’ yang 
bertentangan dengan sabda Rasul batal hukumnya, tidak dianggap dan tidak 
dapat dijadikan hujjah, yang dijadikan hujjah hanyalah Sunnah bukan yang 
lain. Demikian halnya juga karena Ijma’ itu tidak terjadi kecuali setelah 
zaman kenabian dan setelah zaman kenabian itu Al-Qur’an dan Al-Sunnah 
telah terputus maka tidak mungkin menjadi yang membatalkan (nasikh) dari 
kedua hal tersebut dan tidak mungkin juga Ijma’ dapat menjadi nasikh bagi 
Ijma’ yang lain. Karena Ijma’ yang kedua (yang dianggap nasikh) jika ia tidak 
berlandaskan dalil maka ia salah, jika ia berlandaskan dalil maka 
konsekuensinya adalah Ijma’ yang pertama itu salah. Sementara itu Ijma’ 

 
191Ibid.  h. 282.  
192Al-Amidi, Op.cit. juz 3, h. 162  
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tidak mungkin salah karena itu mustahil Ijma’ itu menjadi yang membatalkan 
(nasikh) dan yang dibatalkan (mansukh), dan tidak mungkin juga Ijma’ dapat 
dibatalkan dengan Qiyas karena salah satu syarat berlakunya Qiyas adalah 
tidak bertentangan dengan Ijma’.193  

Adapun metode untuk mengetahui nasikh dapat dilakukan dengan 
beberapa petunjuk: 

a) Terdapat jelas pada lafaz yang menunjukkan atas lebih awal atau 
lebih akhir turunnya dari yang lain, seperti dalam al-Quran surah al-
Anfal ayat 66:  

 نكُيَ نإِوَ ينِْتَـَئمِ اْوبُلِغْـَي ةٌرَبِاصَ ةٌئَمِّ مكُنمِّ نكُيَ نإِفَ اًفعْضَ مْكُيفِ َّنأَ مَلِعَوَ مْكُنعَ ُّ^ا فََّفخَ نَلآا

  نَيرِبِاَّصلا عَمَ ُّ^اوَ ِّ^ا نِذِِْ¸ ينِْفَلْأَ اْوبُلِغْـَي فٌلْأَ مْكُنمِّ

 
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 
mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 
seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; 
dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-
orang yang sabar.  
menjadi nasikh terhadap surah  al-Anfal ayat 65 : 

 

 نإِوَ ينِْتَـَئمِ اْوبُلِغْـَي نَورُبِاصَ نَورُشْعِ مْكُنمِّ نكُيَ نإِ لِاتَقِلْا ىلَعَ ينَنِمِؤْمُلْا ضِرِّحَ ُّبيَِّنلا اهَُّـيأَ َ™

  نَوهُقَفْـَي َّلا مٌوْـَق مَُّْ‚wَِ اْورُفَكَ نَيذَِّلا نَمِّ اًفلْأَ اْوبُلِغْـَي ةٌئَمِّ مكُنمِّ نكُيَ

 
 Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika 
ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) 
di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, 
disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.   

b) Diketahui nasikh dari mansukh dengan melalui lafaz. Misalnya Hadis 
Rasul SAW.: 

 اهروزف لاأ روبقلا ةر™ز نع مكتي‚ 

 
193Ibid,  h. 165  
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Sesungguhnya dulu aku melarang kamu ziarah kubur, tetapi sekarang 
ziarahilah.   

c) Ijma’ sahabat yang menegaskan bahwa yang tersebut itu nasikh dan 
dalil yang lainnya adalah mansukh. Misalnya, nasakh puasa asyura 
dengan puasa Ramadhan. 

d) Pemberitaan dari sahabat bahwa salah satu dari hukum lebih dahulu 
turun dan yang lain datang kemudian, 194 Misalnya, Hadis Nabi 
tentang menyentuh zakar dalam keadaan wudhu: 

سمَ نْمِ ءَوْْضُوُلاَ
ّ
 هِِ

       Tidak wajib wudhu karena menyentuh (zakar) 

 هِسِّمَ نْمِ ءِوْضَُ وَُلا بُوْجُوُ

wajib wudhu karena menyentuh (zakar) 
 

 
 

 
 

 
194 Amir Syamsuddin, Op.cit. h. 300-302. 
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BAB III 
METODE Al-BAYAN  
 

A. Pendahuluan 
Al-Qur’an dan Sunnah adalah berbahasa Arab, oleh karena itu 

untuk dapat menggali hukum yang terdapat di dalamnya tentu memiliki 
kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Memahami kaidah bahasa 
untuk menggali hukum yang ada di dalam ayat al-Qur’an dan sunnah 
diketanl dengan metode al-Bayan. 

 Metode al-bayan diperkenalkan oleh imam Syafi'i dalam kitab 
Risalah. Kekuatan imam al-Syafi’i terletak pada proyeknya yang mendasarkan 
prinsip-prinsip penalaran hukum Islam pada aspek kebahasaan, baik segi 
semantik maupun gramatika maupun sintaksisnya. Lalu bagaimana ia 
merumuskan “ushul” dan “furu’” tersebut dalam lingkungan penalaran-
penalaran hukum Islam yang digelutinya? Dalam soal ini, Imam al-Syafi’i 
mendasarkan diri sepenuhnya pada al-Qur’an, karena menurutnya “tidak ada 
persoalan yang ditemui oleh seorang muslim kecuali ia dapatkan dalam al-
Qur’an petunjuk untuk memecahkannya” 195  

               
B. Pengertian Al-Bayan 

Memahami petunjuk hukum melalui kaidah bahasa dirangkum 
dalam metode “al-bayân”; “al-bayan ism jâmi’ li ma’âni mujtami’ah al-ushûl 
mutasyâ’ibah al-furû’” (Bayân adalah konsep [abstrak] yang mencakup baik 
makna-makna dasar dan prinsip-prinsip yang bertemu sebagai satu kesatuan, 
maupun cabang-cabang makna yang bersifat parsial).196 Di sini “bayân” tidak 
lagi terkait dengan makna literalnya yang berarti “jelas, ekplisit, terang dan 
fasih”, tapi telah diangkat menjadi sebuah konsep dengan arti khusus, yang 
terkait dengan cara-cara berbahasa, memahami bahasa dan juga menimba 
penalaran dari bahasa. Penggalian hukum yang terdapat dalam nash, dalam 
perspektif penggalian hukum Islam dikenal dengan istilah metode al-bayan: 

 
            195Ibid, h. 20.  
           196Muhamad bin Idris al-Syafi'i, al-Risalah, Beirut, Darul Fikri, 1940  h. 21 
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yakni proses mencari kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya memahami 
dan komunikasi pemahaman; perolehan makna dan penyampaian makna.197  

 Dalam perkembangan hukum, metode al-bayan atau setidak-tidaknya 
mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermaneutika 
yang bermakna "mengartikan., menafsirkan". dan juga bertindak sebagai 
penafsir.198 Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah 
suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan 
diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa yang 
maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang 
kurang jelas menuju ke yang lebih jelas. Bentuk transformasi makna 
semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir 
(mufassir). Dalam tradisi hukum Islam sesungguhnya pengertian 
hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut 
dengan istilah “Ilmu Tafsir”  

Adapun pengertiannya secara terminologi, sebagian ulama 
mendefinisikan Tafsir sebagai ilmu untuk memahami Al-Qur’an yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk menjelaskan 
maknanya serta menghasilkan hukum-hukum dan hikmah yang 
dikandungnya.199 Menurut ulama lain, Ilmu Tafsir adalah ilmu tentang halal 
dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, pelajaran atau hikmah 
dan perumpamaan.  

Adapun Ta’wil secara terminologi, al-Ghazali dalam karyanya, al-
Mustashfa, menjelaskan bahwa Ta’wil merupakan suatu ungkapan dari adanya 
kemungkinan yang dialihkan atau dipalingkan oleh suatu dalil yang 
menyebabkan kemungkinan tersebut menjadi lebih unggul dari pada makna 
manshush dari teks.  

Dengan demikian Tafsir adalah berkaitan dengan riwayah sedangkan 
Ta’wil berkenaan dengan dirayah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Tafsir 
lebih sering dipakai untuk menjelaskan lafaz dan mufradah-nya. Adapun 
Ta’wil lebih banyak digunakan untuk menjelaskan makna dan susunan 
redaksi suatu kalimat.  

Dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa hal yang perlu 
dicermati dalam sebuah proses Ta’wil, yaitu :  

 
 197Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan 

Interprestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004 h. 23    
198 Ibid, h. 20 
199  T.M. Hasbi Al-Siddiqi, Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, Bulan Bintang, 1972, h. 189-190. 
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a. Kehendak Syari’. Maksudnya, dalam setiap teks yang diwahyukan 
atau disabdakan oleh Nabi SAW.  tentu tidak terlepas dari tujuan, 
maksud atau hikmah yang dikandungnya. Tujuan ini secara umum 
adalah untuk tujuan maslahat. Kemaslahatan ini tercermin melalui 
kaidah-kaidah tasyri’ (ditetapkannya sebuah hukum).  

b. Makna zhahir”. Artinya makna yang diperoleh secara tekstual dari 
sebuah nash. Lafaz ‘‘aam dipahami sesuai makna lahiriahnya, yaitu 
tetap pada sifat generalitas maknanya dan tidak boleh ada takhshis 
kecuali terdapat dalil yang benar  yang memalingkannya untuk 
makna lain. Lafaz “muthlaq” dalam nash digunakan untuk pengertian 
ke-muthlaq-annya tanpa boleh ada qayyid (pembatasan) kecuali 
didukung adanya dalil yang jelas dan valid. Lafaz “haqiqat” harus 
tetap pada maksud awalnya, yaitu dipakai untuk makna haqiqat-nya 
(asalnya), bukan makna lain atau majaz-nya. Dan seterusnya. 

c. Dalil. Sebagaimana dalam definisi di atas bahwa Ta’wil harus 
berlandaskan pada dalil. Yang dimaksud dalil di sini adalah argumen 
yang dianggap sah menjadi rujukan dan landasan dalam proses 
Ta’wil. Dalil tersebut dapat berupa keterangan nash Al-Qur’an dan 
Sunnah atau kaidah-kaidah yang bisa dijadikan pedoman untuk 
menetapkan hukum syariah. Ketika terdapat dalil-dalil tersebut, 
pegertian kedua (bukan makna lahiriahnya) yang bisa dijadikan 
pilihan dan bahkan makna tersebut kemudian manjadi makna yang 
lebih unggul dan harus diutamakan.  

 
C. Cara Memberikan Bayan Terhadap Suatu Lafaz  

 Adapun cara memberikan bayan terhadap suatu lafaz, para ulama 
melakukannya dengan : 

1. Bayan Dengan Memahami Lafaz Amr ( رملاا )  
 Pengertian amr secara itemologi yaitu: 

  .200صوصمخ هجو ىلع بلطلا هب داريُ

Menghendaki tuntutan atas sesuatu yang tertentu. 
 secara terminologi para ulama memberikan pengertian amr yaitu: 

  201ءلاعتسلاا ليبس ىلع لوقلÇ لعفلا بلط وه رملأا

 
200Shaleh bin Abd al-Aziz, Syarah al-Waraqah fi Ushul al-fiqh, juz 1, t.th. h. 60.  
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Amr ialah tuntutan perbuatan dengan perkataan atas jalan perasaan yang 
tinggi. 

pemikiran para ulama baik dikalangan Hanafiyah, Syafi'iyyah 
maupun jumhur ulama. Dikatakan oleh Muhammad bin Umar bin al-Husien 
ar-Razi dalam kitab al-Mawshul para ulama sepakat bahwa lafaz amr 
merupakan haqiqat dari perkataan/ungkapan yang spesifik (al-qawl al-
makhsush), tapi mereka berbeda dalam hal apakah lafaz ini juga merupakan 
haqiqat dari selain itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz ini juga 
merupakan hakikat dari perbuatan, sedangkan mayoritas ulama berpendapat 
bahwa lafaz ini adalah majaz dari perbuatan. Pendapat lain juga dikemukakan 
oleh Abu al-Husien bahwa lafaz ini adalah lafaz musytarak antara 
perkataan/ungkapan yang spesifik (al-qaul al-makhsush), sesuatu, sifat dan 
keadaan.202                  

Menurut ulama Syafi'iyyah, Abu Yahya Zakariya al-Anshari di dalam 
kitabnya Ghayah al-Wushul syarh Lubb al-Ushul mengatakan amr secara haqiqat 
berbentuk perkataan yang khusus dan berbentuk majazi pada perbuatan.203 
Amr dalam bentuk perbuatan bersifat majazi sebagaimana yang disebutkan 
dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159: 

لاا فىِ مۡهُرۡوِاشَوَ
ۡ
مَ
ۡ
 ۚ◌رِ

…dan  bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Maka amr pada contoh ayat di atas bermakna perbuatan dan 

penggunaan lafaz amr pada ayat tersebut hanya berupa majaz karena 
perkataan lebih dahulu digunakan dalam lafaz amr daripada perbuatan serta 
adanya amr merupakan sebab adanya perbuatan.204 

Hanafi berpendapat bahwa haqiqat lafaz amr adalah lafaz khusus 
yang berupa perintah dengan kewajiban untuk melaksanakan perintah 
tersebut. Maksud dari kekhususan di sini adalah bahwa tidak ada perintah 
kecuali menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu tidak akan ada 
kecuali dengan adanya suatu perintah. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa 

 
 201Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 2, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby, 1404 
H, h. 12  

202 Al-Syaukani, Irsyadu al-Fuhul, op.cit. h. 91.  
203 Abu Yahya Zakariya al-Anshari. Ghayah al-Wushul syarh Lubb al-Ushul. (Surabaya: 

Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa’ad bin Nabhani, tth) h. 63 
204 Muhammad Yahya Ibnu al-Syaikh Aman. Nuzhah al-Musytaq syarh li al-Luma’ li 

Abi Ishaq al-Syairazi. ( al-Qahirah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1951) h. 63 
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amr meniadakan makna yang isytirak (mempunyai banyak arti) dan makna 
yang mutaradifah (makna-makna yang serupa).205  

Mengenai perbuatan apakah suatu perbuatan (fi’il) juga merupakan 
suatu bentuk perintah secara haqiqat atau tidak, sehingga menghendaki 
adanya suatu kewajiban untuk melaksanakannya? Hanafi berpendapat bahwa 
perbuatan tidak bisa digolongkan kepada suatu bentuk perintah secara 
haqiqat yang bisa membawa pada suatu kewajiban untuk melaksanakannya.206 
Karena menurut Hanafi dan jumhur ulama bahwa amr (perintah) secara 
haqiqat adalah berupa perkataan sedangkan perbuatan hanya merupakan 
suatu bentuk yang majazi (kiasan). Perbedaan pendapat dalam masalah ini 
membawa pada permasalah kewajiban mengikuti perbuatan Rasulullah 
SAW. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perbuatan merupakan suatu 
bentuk perintah secara haqiqat, dan perintah secara haqiqat membawa kepada 
kewajiban, sehingga perbuatan Rasul merupakan suatu bentuk perintah Syari’ 
yang membawa kewajiban untuk melaksanakannya.207.  

Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan  merupakan 
suatu bentuk perintah. Hal ini menimbulkan musytarak antara lafaz amr 
sebagai suatu bentuk lafaz yang khusus dengan perbuatan. Sedangkan ulama 
Hanafiyah berpendapat bahwa perbuatan tidak bisa digolongkan kepada 
suatu bentuk perintah secara haqiqat yang bisa membawa pada suatu 
kewajiban untuk melaksanakannya.208  

Tentang memberi makna terhadap lafaz amr, Syaukani 
mengemukakan pemikiran para ulama, mereka  berbeda pendapat dalam 
memaknai sighat amr (if’al) dan yang sejenisnya. Mayoritas mereka 
berpendapat bahwa sighat tersebut pada dasarnya hanya menunjukkan makna 
wajib (haqiqat fil wujub). Pendapat ini dilegalkan juga oleh Ibn al-Hajib, al-
Baidhawi, al-Razi, dan al-Juwaini dari mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga 
dikatakan sebagai pendapat yang dituliskan oleh al-Imam al-Asy’ari terhadap 
para sahabatnya. Abu Hamim, mayoritas Mu’tazilah dan segolongan ahli fiqh 

 
205 Zain al-Din Qasim bin Quthlubugha. Syarh Mukhtashar al-Manar. (Beirut, Dar 

Ibnu Katsir, 1993), h. 44-45 
206 ‘Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari. Kasyfu al-Asrar ‘an Ushul Fakhr al-Islam al-

Bazdawi. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) h. 156 
207 Najm al-Din Muhammad al-Darkani. Al-Talqih Syarh al-Tanqih. (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah, 2001) h. 183 
208 ‘Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari. Kasyfu al-Asrar ‘an Ushul Fakhr al-Islam al-

Bazdawi. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) h. 156 
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serta satu riwayat dari Syafi'i berpendapat bahwa sighat tersebut menunjukan 
makna sunat (haqiqat fin nadab).209 

Dalam satu riwayat Imam Syafi’i berpendapat bahwa sighat tersebut 
memiliki makna musytarak antara wajib dan sunat secara lafaz. Pendapat lain 
mengatakan makna musytarak secara lafaz antara wajib, sunat dan ibahah. 
Pendapat lain lagi mengatakan sighat tersebut memiliki makna musytarak 
antara wajib dan nadab secara tersirat yaitu tuntutan yaitu men-tarjih 
(mendahulukan) melaksanakan daripada meninggalkan. Pensyarah kitan al-
Tahrir menyandarkan pendapat ini kepada Abu Manshur al-Maturidi dan 
para syekh Samarqand. Al-Murtadha dari golongan Syiah berpendapat 
bahwa sighat tersebut musytarak antara wajib, nadab dan ibahah secara 
tersirat yaitu izin untuk menghilangkan kesusahan dalam melaksanakan. 
Sementara mayoritas kaum Syiah berpendapat bahwa sighat tersebut 
musytarak antara tidak halal tersebut ditambah dengan tahdid (ancaman).210 

Adapun argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat 
bahwa sighat tersebut menunjukkan makna wajib secara bahasa dan istilah 
seperti pendapat jumhur ulama, atau hanya secara bahasa seperti pendapat 
al-Balkhi, Abu Abdullah al-Bashri, al-Juwaini dan Abu Thalib adalah: 

a. Secara logika, kita mengetahui dari ahli bahasa sebelum hadirnya 
syariat bahwa mereka mencap kehinaan terhadap seorang hamba 
sahaya yang tidak melaksanakan perintah tuannya dan mereka 
menyifatinya sebagai kemaksiatan. Sedang kehinaan dan sifat 
kemaksiatan ini hanyalah bagi orang yang meninggalkan sesuatu 
yang diwajibkan terhadapnya. 

b. Secara naqli, orang-orang terdahulu (salaf) telah berulang kali 
mengambil kesimpulan dari dalil (berdalil) dengan sighat ini atas 
makna wajib selama tidak ada karinah lainnya. Hal ini telah tersebar 
dan tersiar tanpa ada yang mengingkarinya, maka seharusnya 
penggunaan dalam ilmu yang lain juga menyepakatinya.211 
           Argumen ini dikritik bahwa pada sighat amr indikasi (qarinah) 

wajib dengan alasan pengambilan dalil oleh mereka banyak di antaranya atas 
hukum sunat. Kritik ini dijawab oleh Syaukani bahwa pengambilan dalil atas 
hukum sunat dilakukan hanya karena adanya indikasi yang memalingkan dari 
makna yang sebenarnya yaitu wajib, menjadi makna majaz yaitu sunat. 

 
209Al-Syaukani, op.cit.  h. 94.  
210 Ibid,.  
211 Ibid, h.95.  
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Seperti kita ketahui berdasarkan induksi empiris terdapat sighat-sighat yang 
bermakna wajib dan sighat-sighat yang bermakna sunat dalam Al-Qur’an dan 
Al-Sunnah. Dari rangkaian tersebut diketahui juga bahwa pemahaman wajib 
itu tidak memerlukan kepada qarinah karena dapat langsung tersirat dalam 
pikiran, berbeda dengan pemahaman sunat yang memerlukan kepada 
qarinah.212 

Untuk memperkuat pendapat bahwa sighat amr menunjukkan makna 
wajib dikemukakan argumen sebagai sebagai berikut: 

a. Allah SWT. berfirman pada surah al-Araf ayat 12 : 

  ۗ كَتُرْمَاَ ذْاِ دَجُسْتَ َّلااَ كَعَـَنمَ امَ لَاقَ

Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku 
menyuruhmu? Dengan sepakat dapat dikatakan bahwa, maksud dari firman 
Allah tersebut bukanlah sebuah pertanyaan (al-istifham) tapi sebuah cercaan 
ketika menolak perintah Allah untuk bersujud (memberi penghormatan) 
kepada Adam As dalam kandungan firman Allah sebelumnya bagi para 
malaikat sebagaimana firman Allah pada surah al-“Araf ayat 11: 

سيْلِبْاِ َّٓلااِ اوْٓدُجَسَفَ مَدَلاِٰ اوْدُجُسْا
َ

 

Bersujudlah kamu kepada Adam", Maka merekapun bersujud kecuali iblis.  
Semua ini menunjukkan bahwa makna perintah yang tidak memiliki 

indikasi (qarinah) lain menunjukkan wajib. Seandainya amr dalam ayat 
tersebut tidak menunjukkan keharusan yang pasti (wajib), niscaya Allah tidak 
akan mencerca Iblis ketika menolak untuk bersujud kepada-Nya, dan niscaya 
iblis akan menjawab sesungguhnya Engkau tidak mengharuskan 
(mewajibkan) atasku untuk bersujud. 

a. Allah SWT berfirman pada surah al-Murshalat ayat 48: 

ليْقِ اذَاِوَ
َ
رـَي لاَ اوْعُكَرْا مُلهَُ 

ْ
 نَوْعُكَ

 
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku’lah, niscaya mereka tidak 

mau ruku'.  
Allah mencerca orang-orang yang meninggalkan pekerjaan tersebut 

padahal mereka telah diperintahkan. Seandainya amr tersebut menunjukkan 
sunat (nadab), niscaya kalimat ini tidak bagus seperti jika dikatakan pertama-
tama bagi mereka untuk mengerjakan lalu boleh juga untuk 

 
212Ibid.   
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meninggalkannya, niscaya mereka tidak akan dicerca karena 
meninggalkannya. 

b. Allah SWT berfirman pada surah Al-Nur ayat 63: 

اولُعَتجَْ َّلا
۟
لٱُ َّ̂ٱ مُلَعْـَي دْقَ ۚ اضًعْـَب مكُضِعْـَب ءِآعَدُكَ مْكُنَْـيـَب لِوسَُّرلٱ ءَآعَدُ 

 نَيذَِّ

 مْهُـَبيصِيُ وْأَ ةٌنَْـتفِ مْهُـَبيصِتُ نأَ ٓۦهِرِمْأَ نْعَ نَوفُلِايخَُ نَيذَِّلٱ رِذَحْيَلْـَف ۚ اذًاوَلِ مْكُنمِ نَولَُّلسَتَـَي

 مٌيلِأَ بٌاذَعَ

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.  

 
Dalam ayat tersebut Allah SWT mengancam orang-orang yang 

menyalahi perintah-Nya dengan cobaan di dunia dan siksaan yang pedih di 
akhirat. Ancaman tersebut adalah bersifat umum yang meliputi semua yang 
menolak perintah-Nya. Dengan demikian, menurut syara’, lafaz amr itu 
menunjukkan pada hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang 
memalingkannya, karena jika tidak demikian, maka ancaman tersebut tidak 
berlaku. 

 Bahwa sighat amr itu tidak menetapkan jumlah bilangan perbuatan 
yang diperintahkan. Sighat amr tidak menetapkan kewajiban melaksanakan 
suatu kewajiban berulang-ulang apabila tidak ada sebab  lain (‘illat), sifat atau 
syarat yang mengindikasikan pengulangan. Apabila ada sebab (‘illat) maka 
sesuai dengan ijma, wajib mengikuti sebab (‘illat) tersebut dan menetapkan 
hukum dengan ketetapan sebab (‘illat) tersebut. Dengan demikian, sighat 
amr tidak menunjukkan pengulangan pelaksanaan kecuali dengan adanya 
indikasi yang mengarah kepada pengulangan.213 

Sebagian ulama Syafi’iyyah menjelaskan bahwa apabila suatu 
perbuatan yang diperintahkan pada lafaznya menunjukkan adanya 
pengulangan maka perintah itu akan berulang. Tetapi apabila bentuk amr itu 
secara muthlaq, maka menurut Imam al-Syairazi perintah itu hanya 
menunjukkan satu kali saja (tidak mengandung pengulangan) kecuali adanya 
dalil yang menunjukkan pengulangannya. Hal ini sebagaimana seorang yang 

 
213 Ibid, h. 98.  
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bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan maka itu hanya untuk satu kali 
melakukan perbuatan.214  

Sebagian besar ulama Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa amr 
secara muthlaq menetapkan satu kali perintah saja (tidak berulang), tetapi 
masih menerima kemungkinan adanya pengulangan. Hal ini seperti 
perkataan “shalatlah!” atau “puasalah!” menunjukkan perintah mengerjakan 
perbuatan shalat )ةلاصلا(  dan puasa )موصلا(  yang berupa mashdar. Sedangkan 
mashdar mengandung makna keseluruhan dan bilangan. Olek karena itu, 
orang yang berkata kepada istrinya “engkau aku talak tiga” maka jatuhlah 
talak tiga, karena bentuk mashdar قلاطلا  mengandung keseluruhan dan 
bilangan. Seandainya dia hanya mengatakan “engkau aku talak” maka 
jatuhlah talak satu, tetapi tetap lafaz talak mengandung bilangan tiga  
Demikian pula halnya seseorang yang berkata “shalatlah!” maka orang itu 
memerintahkan shalat dengan bentuk mashdar ةلاصلا  yang mengandung 
bilangan. Maka apabila ada qarinah yang dirasakan menunjukkan pada 
bilangan maka perintah berulang menurut makna bilangan, tetapi jika tidak 
ada maka perintah menunjukkan satu kali saja.215 

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa amr secara muthlaq 
tidak menetapkan dan mengandung pengulangan pelaksanaan perintah 
tersebut, tetapi pengulangan pelaksnaan perintah itu tergantung dengan 
adanya syarat yang menyebabkan berulangnya perintah.  Jumhur ulama 
Hanafi berpendapat bahwa perintah secara muthlaq tidak menetapkan dan 
mengandung pengulangan perintah, baik karena adanya suatu syarat atau 
pengkhususan dengan sifat, ataupun tidak.  Misalnya kata “shalatlah kalian 
semua!” maka maknanya adalah “laksnakanlah shalat oleh kalian satu kali” 
dan ini tidak menunjukkan pengulangan menurut asalnya. 216  

Adapun amr dalam hal ibadah yang dikerjakan secara berulang-ulang 
tidak dikaitkan dengan perintah tersebut melainkan dengan sebab-sebab 
yang membuat perintah tersebut dikerjakan berulang-ulang. Hal ini karena 

 
214 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. Al-Fairuzabadi, 

Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi. Al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh.( Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h 14. 

215 al-Amidi. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. Juz. 2. (Beirut, Dar al-Fikr, 1996), h 299 
216 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif ‘ala al-

Manar ma’a Syarh nur al-Anwar ‘ala al-Manar li Maulana Hafiz Syaikh Ahmad al-Ma’ruf bi 
Mulajibun bin Abi Sa’id bin ‘Ubaid Allah al-Hanafi al-Shiddiqi al-Mihawi. Juz. 1. (Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1986),  h. 56-58 
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berulangnya sebab menunjukkan terjadinya pengulangan musabbab217. 
Seperti shalat yang dihubungkan dengan sebab waktunya, puasa yang 
dihubungkan dengan sebab bulan Ramadhan, dan zakat yang dihubungkan 
dengan sebab bertambahnya harta. Adapun penunaian haji dihubungkan 
dengan sebab waktu yang berulang-ulang dan tidak sah menunaikan haji 
tersebut sebelum waktunya, tetapi perintah kewajibannya hanya sekali 
seumur hidup.218                   

Apakah kewajiban pada sighat amr harus dikerjakan segera ataukah 
boleh dilambatkan, Syaukani dalam hal ini berpendapat bahwa sighat amr itu 
hanya menuntut terealisirnya kewajiban tersebut tanpa ada hubungan (qayd) 
dengan cepat (faur) atau lambat (tarakhi). Cepat atau lambat hanya bisa 
ditetapkan jika ada dalil lain yang mengindikasikan kepada hal tersebut. 

Dalam mazhab Syafi'i, al-Syairazi  mengatakan, bahwa lafaz amr 
yang bersifat muthlaq harus diniatkan dengan sungguh-sungguh untuk 
segera melaksanakannya. Kemudian ia membedakan antara amr yang 
berulang karena disyaratkan kemampuan dengan amr yang diperintahkan 
satu kali saja. Apabila amr tersebut berulang karena dihubungkan dengan 
kemampuan untuk melaksanakan perintah, maka menurut Imam al-Syairazi 
perintah tersebut harus dilaksanakan segera. Sedangkan jika amr itu hanya 
mengandung perintah satu kali saja maka perintah tersebut tidak harus untuk 
segera dikerjakan, karena perkataan “lakukan!” itu tidak dikhususkan dengan 
waktu yang pertama juga waktu kedua.219 Makna ketidaksegeraan yang 
dimaksud tidaklah berarti mengakhirkan perbuatannya pada awal waktu 
tetapi lebih kepada tidak tergesak-gesak dalam melaksanakannya.220 Selain 
itu, alasan lainnya bahwa amr secara muthlaq tidak mengharuskan segera 
dilaksanakan adalah seperti perkataan majikan kepada budaknya “lakukan itu 
besok” atau “lakukan pada bulan ini” atau “lakukan pada tahun ini”, maksud 
perkataan ini boleh melaksanakan perintah selama waktu yang ditentukan 
dengan syarat tidak keluar dari batasan waktunya. Hal serupa seperti dalam 
shalat-shalat fardhu yang sudah ditentukan waktunya.221  

 
217 Ibid. h. 61 
218 ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. Kasyf al-Asrar ‘an Ushul Fakhr al-Islam al-

Bazdawi. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)  h. 197 
219 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. op.cit. h. 15 
220 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani. 

Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul. Jilid. 1. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997),  h. 78 
221 Ibid. h. 82 
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Ada pula ulama dikalangan mazhab Syafi’i berpendapat lain, bahwa 
lafaz amr secara muthlaq mengharuskan untuk segera dilakukan mengikuti 
datangnya perintah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian, dan 
ketidaksegeraan dalam melaksanakan perintah bertentangan dengan ijma.222 
Menyegerakan melaksanakan perintah membawa kepada ketaatan dan patut 
mendapat pujian. Orang yang diperintah apabila dikatakan kepadanya 
“bangunlah!” kemudian dia bangun, maka dia adalah orang yang 
melaksanakan perintah dan  dak digolongkan sebagai orang yang menyalahi 
perintah.223 

Ushuliyyin dikalangan Hanafiyah mengatakan bahwa lafaz amr dapat 
dilihat dari segi waktu pelaksanaan, ada yang  muthlaq adalah perintah yang 
tidak dibatasi oleh waktu.yang dapat menghilangkan perintah dengan 
berlalunya waktu tersebut. seperti zakat harta dan zakat fitrah. Adanya 
perintah kewajiban mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah karena adanya 
sebab yakni memiliki harta dan modal, juga karena adanya syarat yakni 
sampainya putaran satu tahun dan hari yang diperbolehkan mengeluarkan 
zakat fitrah. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah 
tidak dibatasi oleh waktu tertentu dalam penunaiannya 224 

Amr muthlaq yang tidak dibatasi oleh waktu menimbulkan perbedaan 
pendapat dalam hal kesegeraan untuk mengerjakan perintah tersebut. Ulama 
Hanafiyah terbagi kepada beberapa pendapat dalam masalah ini. Al-Karkhi 
berpendapat bahwa perintah tersebut menuntut kesegeraan dalam 
pelaksanaanya. Demikian pula halnya dengan Imam Hanafi dan Abu Yusuf 
juga berpendapat bahwa perintah tersebut menuntut kesegeraan untuk 
dilaksanakan. Muhammad bin Syuja’ al-Tsilzi berpendapat bahwa 
melaksanakan kewajiban di awal waktu sebagai bentuk kewajiban yang 
memiliki waktu yang longgar untuk menunaikannya (wujub muwasa’), 
maksudnya kewajiban itu bisa dilaksanakan selama waktu yang 
memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban itu masih ada dan apabila 
kewajiban diakhirkan maka tidak ada dosa sampai batas umurnya. Apabila 
dirasakan bahwa kematian sudah dekat baik karena akibat sakit atau karena 
sudah tua sehingga waktu untuk melaksanakan perintah itu menjadi sempit, 

 
222 Abu Yahya Zakariya al-Anshari. op.cit. h. 65 
223  al-Ghazali. op.cit. juz. 2 h. 4 
224 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif ‘ala al-

Manar ma’a Syarh nur al-Anwar ‘ala al-Manar li Maulana Hafiz Syaikh Ahmad al-Ma’ruf bi 
Mulajibun bin Abi Sa’id bin ‘Ubaid Allah al-Hanafi al-Shiddiqi al-Mihawi. Juz. 1. (Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1986),  h. 113 
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kemudian meninggal dunia sementara perintah tersebut belum  
dilaksanakan, maka menjadi berdosalah karena meninggalkan perintah 
tersebut pada waktu itu.225 

Ulama yang berpendapat bahwa amr  menuntut untuk segera 
dilakukan beralasan, bahwa lafaz amr apabila dilaksanakan pada awal waktu 
yang memungkinkan untuk melaksanakannya akan menggugurkan kewajiban 
terhadap perintah tersebut. Maka kebolehan menunda pelaksanaan perintah 
dari waktu yang memungkinkan untuk melaksanakannya sama dengan  tidak 
melaksanakan kewajiban apabila perbuatan yang wajib tersebut mengandung 
pengertian sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian 
menunda pelaksanaan perintah sama halnya dengan tidak melaksanakan 
kewajiban pada waktu yang diwajibkan dan ini adalah sesuatu yang tidak 
benar. Selain itu, melakukan penundaan kewajiban dapat menyebabkan 
berlalunya waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban 
tersebut karena seseorang tidak akan tahu jika dia menunda kewajiban 
tersebut diwaktu yang kedua apakah dia akan bisa menunaikannya atau 
tidak? Sedangkan kemungkinan untuk bisa melaksanakannya diwaktu kedua 
tidak bisa dipastikan karena bertentangan dengan keyakinan mengerjakannya 
pada awal waktu yang mungkin untuk melaksanakannya, Oleh karena itu, 
menunda perintah disaat awal waktu yang memungkinkan untuk 
melaksanakannya  dapat menyebabkan berlalunya waktu yang untuk 
melaksanakan perintah tersebut dan patut untuk mendapat celaan apabila 
tidak bisa menunaikannya. Amr juga berhubungkan dengan keyakinan akan 
suatu kewajiban dan melaksanakan perbuatannya. Keyakinan akan kewajiban 
tersebut ada ketika amr itu ada, demikian juga melaksanakan perbuatannya. 
amr (perintah) dalam hal ini bisa disamakan dengan nahy (larangan) dimana 
segala yang dilarang mengharuskan untuk segera ditinggalkan maka 
demikian halnya dengan perintah bahwa segala yang diperintahkan 
mengharuskan untuk segera dilaksanakan.226 

Adapun pendapat jumhur ulama Hanafiyah bahwa perintah yang 
tidak dibatasi oleh waktu (amr muthlaq) tidak menuntut kesegeraan di dalam 
menunaikan perintah tersebut. Seperti apabila seseorang berkata “Lakukan 
saat ini juga”, maka perintah menuntut segera dilaksanakan karena muqayyad 
(dibatasi dengan waktu), berbeda dengan perkataan “lakukan” maka perintah 

 
225 ‘Ala al-Din Syams al-Nazhr Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Samrqandi. 

Mizan al-Ushul fi Nata’ij al-‘Uqul.( Qatar, al-Syu’uni al-Islamiyyah, 1997), h. 210-211 
226 ‘Ala al-Din ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. op.cit. h. 373 
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ini muthlaq (tidak dibatasi oleh waktu) sehingga tidak menuntut segera untuk 
dilakukan karena tidak ada muqayyad (yang membatasi).227 Alasan lainnya 
bahwa bentuk amr secara muthlaq dibuat hanya untuk menuntut suatu 
perbuatan sebagaimana Al-Ijma’ ahli bahasa, maka tidak boleh menambah 
dari makna yang dibuat tersebut sebagaimana bentuk yang dibuat untuk 
benda-benda. Perkataan “lakukan!” tidak terikat dengan waktu. Demikian 
halnya kata “dia telah melakukan” atau “dia sedang melakukan” tidak terikat 
waktu yang dekat atau jauh, dahulu atau sekarang. Maka sebagaimana tidak 
boleh membatasi yang telah lalu atau yang akan datang dengan waktu 
demikian juga dengan amr, karena membatasi yang muthlaq sama dengan 
menghapusnya. Secara akal juga, sebagaimana perkataan majikan kepada 
budaknya “lakukan pada bulan ini” atau “lakukan pada tahun ini” maka 
boleh budak tersebut melaksanakan perintah pada waktu yang dikehendaki 
pada waktu yang ditentukan dengan syarat tidak keluar dari batasan waktu 
yang ditentukan.228 

Adapun  amr mu’aqqat adalah perintah yang ditentukan dan dibatasi 
oleh waktu dalam pelaksanaan perintah tersebut, apabila tidak bisa 
menunaikan perintah tersebut pada waktunya maka diharuskan untuk 
mengqadha, seperti shalat wajib apabila sudah lewat waktunya.229 

 Ulama Hanafiyah membagi amr mu’aqqat yang terkait waktu menjadi 
empat hal: 

a. Waktu sebagai keluasan terhadap perintah yang dilakukan, syarat 
bagi penunaiannya, dan bagi kewajiaban.230 Contoh dari hal ini 
adalah waktu shalat. Apabila waktu telah mencukupi untuk 
melaksanaknn suatu kewajiban dengan hal yang difardhukan dari 
kewajiban  tersebut sehingga masih ada kelebihan waktu, maka 
hal ini merupakan suatu keluasan atau kelonggaran bagi orang 
yang menunaikan perintah tersebut. Sedangkan waktu shalat 
sebagai syarat terhadap penunaian shalat tersebut yakni apabila 
telah lewat waktunya maka penunaiannya tidak dapat 
dilaksanakan. Adapun waktu shalat sebagai sebab yang 
menjadikannya kewajiban yakni penunaian shalat akan menjadi 
berbeda dengan berubahnya waktu, apabila penunaian tersebut 

 
227 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. op.cit. h. 114 
228 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. op.cit. h. 373-374  
229 Najm al-Din Muhammad al-Darkani. op.cit. h. 227 
230 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. op.cit. h. 314 
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dilaksanakan pada waktunya maka penunaian itu menjadi 
sempurna, demikian pula sebaliknya apabila penunaiannya 
dilaksanakan pada waktu yang tidak semestinya maka 
penunaiannya juga tidak sempurna. Selain itu, shalat menjadi 
tidak sah apabila bersegera melaksanakan shalat sebelum masuk 
waktunya. Shalat menjadi wajib apabila dikerjakan sesuai 
waktunya, maka hal ini menunjukkan bahwa waktu shalat 
menjadi sebab bagi kewajiban shalat.231Disyaratkan menentukan 
niat pada bentuk amr mu’aqqat yang pertama ini, karena adanya 
keluasan atau kelonggaran waktu yang memungkinkan untuk 
melaksanakan pekerjaan yang sunat selain dari kewajiban yang 
diperintahkan. Apabila waktu yang awalnya longgar kemudian 
menjadi sempit karena sebab ketiduran atau kelupaan, maka 
menetukan niat tetap harus dilakukan, karena menurut asalnya 
waktunya longgar. Demikian pula, apabila seseorang 
menentukan pada awal waktu, atau pertengahan waktu, atau 
akhir waktu, maka harus ditentukan baik dengan lisan atau 
maksud hatinya pada saat ingin melaksanakan kewajiban 
tersebut.232 

b. Waktu sebagai ukuran (mi’yar) bagi perintah dan sebab terhadap 
wajibnya perintah.233 Contoh dari bentuk amr mua’aqqat yang 
kedua ini adalah waktu puasa Ramadhan. Maksud ukuran 
(mi’yar) disini adalah tidak ada kelebihan atau sisa waktu dalam 
melaksanakan kewajiban, lamanya pelaksanaan kewajiban 
tersebut sebagaimana lama waktunya dan pendeknya 
pelaksanaan kewajiban sebagaimana pendek waktunya. Demikian 
halnya dengan puasa dimana lamanya puasa mengikuti lamanya 
siang atau pendeknya puasa mengikuti pendeknya siang. Tidak 
disyaratkan menentukan niat pada bentuk amr mu’aqqat yang 
kedua ini karena dihabiskan waktunya untuk menunaikan 
kewajiban puasa pada bulan Ramadhan. Sehingga apabila 
seseorang berniat puasa sunat atau kewajiban yang lain pada saat 

 
231 Ibid. h. 314-315 
232 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. op.cit. h. 122 
233 Ibid. op.cit. h. 123 
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puasa Ramadhan, maka tetap dia dihukumkan menjalankan 
puasa Ramadhan.234 

c. Waktu sebagai ukuran (mi’yar), tapi tidak menjadi sebab bagi 
kewajiban.235 Sebagian ulama Hanafi memasukan bentuk yang 
ketiga ini dalam amr muthlaq karena kewajiban tidak dihubungkan 
dengan waktu yang ditentukan, yang apabila telah lewat 
waktunya maka hilang kewajiban untuk menunaikan kewajiban 
tersebut, seperti puasa bulan Ramadhan, apabila sudah lewat 
bulan Ramadhan maka hilang kewajiban untuk menunaikan 
kewajiban puasa. Sebagiannya lagi menggolongkan ke dalam amr 
mu’aqqat karena kewajiban dihubungkan dengan ukuran waktu 
yang digunakan untuk menunaikan kewajiban tersebut, seperti 
waktu siang untuk puasa, tetapi tidak dikaitkan dengan waktu 
tertentu dalam penunaiannya sebagaimana halnya zakat. 
Sehingga apabila puasa dilakukan pada malam hari maka itu tidak 
dianggap sebagai puasa, berbeda halnya dengan zakat yang 
dilaksanakan baik siang ataupun malam.236 
Contoh dari bentuk yang ketiga ini seperti kafarat, mengqadha 
puasa Ramadhan, dan puasa nazar yang ditentukan waktunya. 
Apabila waktu menjadi ukuran dalam penunaiannya, maka tidak 
dibenarkan mengqadha dua bentuk puasa dalam satu hari, atau 
membayar dua bentuk kafarat dengan satu puasa dalam waktu 
dua bulan. Adapun waktu tidak menjadi sebab bagi kewajiban, 
karena yang menjadi sebab kewajiban membayar kafarat seperti 
suami yang melakukan zhihar (menyerupakan istri dengan 
ibunya), membunuh, atau sumpah. Sedangkan yang menjadi 
sebab kewajiban mengqadha puasa adalah karena tidak bisa 
melaksanakan puasa pada waktu yang ditentukan, dan adapun 
yang menjadi sebab bagi kewajiban puasa nazar yang tidak 
ditentukan waktunya adalah nazar itu sendiri. 237 
Disyaratkan menentukan niat dalam bentuk amr mu’aqqat yang 
kedua ini. Seperti “aku berniat puasa untuk mengqadha atau aku 
berniat puasa nazar”. Selain itu, disyaratkan juga untuk berniat 

 
234 Ibid. h. 123-124 
235 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. op.cit. h. 362 
236 Ibid. h. 362-363 
237 Ibid. h. 363 
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pada malam hari. Hal ini karena selain puasa Ramadhan yang 
memang waktunya hanya dkhususkan untuk melaksanakan 
kewajiban puasa tersebut, maka puasa selain di bulan Ramadhan 
apabila niatnya tidak ditentukan pada malam harinya, hukumnya 
adalah puasa sunat. Bentuk yang ketiga ini juga tidak berkaitan 
dengan lewatnya waktu, sehingga apabila dia melaksanakan 
puasanya maka pada saat itu dia sedang menunaikan 
kewajiban.238 

d. Waktu yang menjadi samar antara adanya ukuran (mi’yar) dan 
kelonggaran waktu dalam hal penunaiannya.239 Contoh dari 
bentuk amr mu’aqqat yang keempat ini adalah dalam hal 
pelaksanaan ibadah haji. Pada satu sisi, waktu ibadah haji, yakni 
bulan Syawwal, Dzul Qa’dah, dan sepuluh hari pertama dari 
bulan Dzulhijjah, dimana pelaksanaan kewajiban hajinya ada 
pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hal ini 
menunjukkan keluasan atau kelonggaran waktu dalam 
pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sedangkan pada sisi yang lain, 
pelaksanaan haji pada waktunya hanya bisa untuk satu kali haji, 
berbeda halnya dengan shalat yang waktunya bisa untuk 
mengerjakan shalat yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini haji 
memiliki ukuran dalam pelaksanaanya. Haji merupakan salah 
satu bentuk ibadah yang pelaksanaan kewajibannya meiliki waktu 
yang luas (al-wujub al-muwassa’) yang diwajibkan sekali dalam 
seumur hidup. Dalam masalah niat, maka apabila ibadah haji ini 
dianggap sebagai kewajiban yang sudah memiliki ukuran dalam 
pelaksanaanya seperti halnya puasa, yakni tidak disyaratkan 
untuk menentukan niatnya karena akan tetap hukumnya 
melaksanakan kewajiban walaupun diniatkan bukan 
melaksanakan kewajiban. Apabila ibadah haji dianggap sebagai 
kewajiban yang telah memiliki keluasan waktu dalam 
pelaksanaannya seperti halnya shalat, maka disyaratkan untuk 
menentukan niatnya. Kesimpulan dari hal ini, menurut ulama 
Hanafi bahwa apabila seseorang berniat “aku berniat melakukan 
ibadah haji” maka dia melaksanakan kewajiban, dan apabila 

 
238 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. op.cit. h. 131-132 
239 Ibid. h. 132 
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seseorang berniat “aku berniat melaksanakan ibadah haji yang 
sunat” maka dia melaksanakan yang sunat.240  

            
2. Bayan Dengan Memahami Lafaz Nahy ( ىھنلا ) 

Nahy secara itemologi berarti larangan/cegahan ( عنملا ) seperti dalam 
kalimat nahahu ‘an kadza berarti mana’ahu ‘anhu.  Adapun secara terminologi 
para ulama memberikan pengertian yaitu: 

  241كترلا بلط ىلع لدي يذلا لوقلا وه يهنلا

 Nahy adalah perkataan yang menunjukkan atas tuntutan untuk 
meninggalkan perbuatan.   

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi makna hakikat nahy 
sebagaimana halnya dalam memberi makna amr. Mayoritas ulama, yang 
diikuti juga oleh Syaukani, memberi makna sebagai kewajiban untuk 
meninggalkan (tahrim). Dalam hal lain, nahy dengan amr sebenarnya sama 
kecuali pada sighat nahy menunjukkan ketetapan masa berlakunya larangan 
tersebut selama-lamanya dan larangan tersebut harus segera dilaksanakan. 
Makna keharusan untuk meninggalkan ini berdasarkan pada argumen bahwa 
akal memahami dari sighat yang tidak memiliki indikasi lain dan hal itu 
merupakan dalil hakikat. Argumen tersebut dikuatkan dengan cara 
pengambilan dalil ulama salaf pada sighat nahy sebagai ketetapan haram.242 

Hakikat nahy menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa sesuatu yang 
dilarang itu dengan sendirinya diharamkan, tidak dihalalkan kecuali adanya 
dalil khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya atau dijelaskan 
dengan perantaraan lisan Nabi. Apabila Rasulullah SAW melarang hal 
tertentu hendaknya larangan itu diterima sebagai sesuatu yang 
diharamkan.243  Selain itu, apabila suatu larangan menuntut untuk tidak 
melakukan perbuatan, maka perbuatan tersebut hanya akan bisa tidak 
dilakukan apabila perbuatan tersebut diharamkan. Oleh karena itulah, nahy 
menunjukkan kepada suatu keharaman. Sebagaimana seorang majikan 
apabila  dia mengatakan kepada budaknya “jangan engkau lakukan hal ini!” 
kemudian budak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka 
pantaslah budak tersebut mendapat celaan. Seandainya nahy tidak 

 
240 Ibid. h. 133-136 

 241‘Iyadh bin Nami al-Salimy,  Ushul al-Fiqh, juz 1, Riyadh, Kulliyah al-Syariah, t.th. 
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242 Ibid,   
243 Muhammad bin Idris al-Syafi’i. op.cit. h. 343 
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menunjukkan keharaman maka tidaklah patut budak tersebut mendapatkan 
celaan.244 

Menurut Imam Hanafi, lafaz nahy secara hakikat merupakan suatu 
bentuk lafaz khusus yang menunjukkan keharaman. Lafaz nahy 
menunjukkan suatu kewajiban untuk mencegah dari melakukan perbuatan 
yang dilarang. Hal ini sebagaimana lafaz amr yang menuntut untuk dilakukan 
suatu perbuatan maka lafaz nahy kebalikan dari lafaz amr  yakni mencegah 
dari melakukan suatu perbuatan.245 

Berbeda dengan pemikiran di atas, terhadap suatu perbuatan 
menurut ulama Hanafi terbagi kepada menjadi dua, yakni qabih li ‘ainih dan 
qabih li ghairih: Pertama, Qabih li’ainih adalah perbuatan yang dilarang karena 
kejelekan perbuatan itu sendiri. Qabih li ‘ainih ini terbagi lagi menjadi dua: 

a. Perbuatan yang dilarang karena kejelakan perbuatan itu sendiri 
dapat diketahui dengan akal, seperti kekafiran, berbohong, dan 
hal-hal yang tidak berguna. 

b. Perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu jelek menurut 
syara’ seperti jual beli wanita, jual beli sperma, dan jual beli 
sesuatu yang masih berada dalam rahim induknya. 

Kedua, Qabih li ghairi adalah perbuatan yang dilarang karena adanya 
hal lain yang membuat perbuatan itu menjadi jelek. Qabih li ghairih ini juga 
terbagi menjadi dua: 

a. Perbuatan yang dilarang karena adanya sifat yang menjadikan 
perbuatan itu jelek, seperti puasa pada hari raya. Puasa berarti 
suatu yang menahan makan dan minum karena Allah. Sedangkan 
hari raya adalah hari makan dan minum. Sifat puasa (menahan 
makan minum) bertentangan dengan keadaan pada hari raya. 
Maka puasa pada hari raya hukumnya haram.  

b. Perbuatan yang dilarang karena adanya penyimpangan yang 
menjadikan perbuatan itu jelek, seperti jual beli pada saat azan 
jum’at. Jual beli pada dasarnya disyariatkan tetapi menjadi 
terlarang pada waktu adzan jum’at karena jual beli pada waktu 
tersebut meninggalkan kesegeraan untuk mendirikan shalat 
jum’at yang hukumnya wajib.246 

 
244 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani. 

Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul. Jilid. 1. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 138-139 
245 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. op.cit. h. 376-377 
246 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. op.cit. h. 141-143 
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Perbuatan yang dilarang karena adanya kejelekan pada perbuatan itu 
hukumnya batal, sedangkan perbuatan yang dilarang karena adanya 
penyimpangan terhadap perbuatan maka hukumnya sah tetapi makruh, 
adapun perbuatan yang dilarang karena adanya sifat yang menjadikan 
perbuatan itu jelek (tidak baik) maka hukumnya fasid menurut pendapat 
Imam Hanafi.247 

Adapun yang berkaitan dengan nahy menunjukkan batalnya suatu 
perbuatan, Syaukani berpendapat bahwa seluruh nahy dengan tanpa 
membedakan antara yang berkenaan dengan ibadah dan muamalah 
menjadikan pengharaman atas yang dilarang dan menyebabkan 
rusaknya/batalnya perbuatan tersebut secara syara’, kecuali ada dalil terhadap 
tidak terlaksananya hal tersebut. Dalil tersebut merupakan indikasi yang 
memalingkan dari maknanya yang haqiqi kepada makna majazi.248  

Syafi’iyah berpendapat bahwa nahy menunjukkan rusaknya hal yang 
dilarang. Implikasi dari hal ini seperti apabila seseorang mengerjakan suatu 
ibadah yang diperintahkan disertai dengan sesuatu yang dilarang maka hal 
tersebut sama dengan tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan 
tersebut, atau dengan kata lain ibadah tersebut hukumnya batal.249 Sebagian 
Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa nahy tidak harus menunjukkan 
rusaknya hal yang dilarang.250 Nahy sebagaimana kemuthlaqannya hanya 
berupa tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Oleh karena itu 
seseorang yang mengatakan “Aku melarangmu menyembelih kambing yang 
lain dengan tiada izin, tapi apabila engkau melakukannya maka halal 
sembelihanmu”, hal ini tidak menjadikan batalnya perbuatan yang dilarang 
tersebut. Seandainya perbuatan yang dilarang tersebut menunjukkan 
rusaknya perbuatan yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi batal.251 

Perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’iyah terjadi karena 
perbedaan sudut pandang tentang nahy itu sendiri. Jumhur ulama Syafi’iyah 
yang berpendapat bahwa nahy menunjukkan rusaknya hal yang dilarang lebih 
melihat kepada sifat dari hal yang dilarang itu sendiri. Sesuatu yang dilarang 
secara makna menunjukkan jeleknya hal yang dilarang tersebut. Sedangkan 
pendapat ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa nahy tidak harus 

 
247 Sa’ad al-Din Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani. op.cit.  Juz. 1 h. 542 
248 Al-Syaukani, op.cit, h. 110.  
249 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani. op.cit. 

h. 138-139  
250 Al-Ghazali. op.cit. Juz 2 h. 9 
251 al-Amidi. op.cit h. 323 
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menunjukkan rusaknya hal yang dilarang lebih melihat kepada makna nahy 
itu secara hakikat, yakni pada dasarnya nahy hanyalah tuntutan untuk 
meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan rusaknya hal yang dituntut untuk 
meninggalkan tersebut tidak bisa ditentukan dengan nahy itu sendiri. 

 Adapun ulama Hanafiyah dalam menjelaskan hal ini tidak melihat 
kepada rusaknya hal yang dilarang, tetapi lebih melihat kepada sifat jelek hal 
yang dilarang tersebut. Oleh karenanya ulama Hanafiyah membagi sifat 
kejelekan tersebut menjadi dua, yakni qabih li ‘ainih dan qabih li ghairih. Qabih 
li ‘ainih adalah perbuatan yang dilarang karena kejelekan perbuatan itu 
sendiri. 252 

 Setelah ulama Hanafiyah membagi sifat kejelakan tersebut, mereka 
juga membedakan implikasi dari sifat kejelakan tersebut. Perbuatan yang 
dilarang karena adanya kejelekan pada perbuatan itu hukumnya batal, 
sedangkan perbuatan yang dilarang karena adanya penyimpangan terhadap 
perbuatan maka hukumnya sah tetapi makruh, adapun perbuatan yang 
dilarang karena adanya sifat yang menjadikan perbuatan itu jelek (tidak baik) 
maka hukumnya fasid.253 

Para ulama yang berpendapat terhadap nahy menunjukkan batalnya 
suatu perbuatan, beralasan dengan  Sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW.: 

 254 در وهف jرمأ هيلع سيل رمأ لك

Semua perintah yang bukan dari perintah kami adalah ditolak 
Logikanya, perbuatan yang dilarang itu merupakan laisa fihi amruna 

fahua raddun. Dan sesuatu yang ditolak itu adalah batal. Dan juga Al-Ijma’ 
para ulama dari masa ke masa atas penetapan melalui istidlal larangan-
larangan (nawahi) bahwa perbuatan yang dilarang itu bukanlah dari syariat 
dan ia batal serta tidak sah. Hal ini dibenarkan dengan sabda Rasulullah 
SAW:  

 255هوبنتجاف ءيش نع مكتي‚ نإو متعطتسا ام هنم اوتأف رمw مكترمأ اذإ

Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perintah maka kerjakanlah 
perintah tersebut semampumu dan jika aku larang kamu atas sesuatu maka 
tinggalkanlah sesuatu itu.                 

 
252 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. op.cit. h. 141-143 
253 Sa’ad al-Din Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani. op.cit.  Juz. 1 h. 542 

 254 Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, juz 10, Maktabah dar al-Baz, 1994, h.  329 
 255 Ibid, juz 4, h. 253. 
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  Sunnah ini mengungkapkan kewajiban untuk 
menjauhi sesuatu yang dilarang. Semua ini adalah pada nahy 
terhadap sesuatu karena zatnya itu sendiri atau sebagiannya. Adapun 
pada nahy.256 
 

3. Bayan Dengan Memahami Lafaz ‘Aam ( ماعلا  ) Dan Takhshish 
( صیصختلا  ) 
Lafaz ‘aam secara itemologi yaitu  menunjukkan atas mencakup 

(meliputi) semua satuan-satuannya. Adapun secara istilah Fakhru al-din al-
Razi dalam kitab al-Mahshul yaitu: 

  257دحاو عضو بسبح هل حلصي ام عيملج قرغتسلما ظفللا وه

 Lafaz yang mencakup keseluruhan (jumlah dan satuan) yang termasuk 
dalam   pengertiannya dalam satu makna yang berlaku sekaligus. 

Dikatakan oleh Syaukani bahwa, lafaz ’aam itu keumumannya 
bersifat menyeluruh, sedang keumuman muthlaq itu bersifat 
mengganti/mewakili. Perbedaan keduanya adalah: umumu al- Syumul 
mencakup semua satuan dari seluruh satuan-satuannya dan umumu al-badal 
menunjukkan atas satuan atau beberapa satuan yang menonjol, bukan 
kepada keseluruhan satuannya. Jadi’aam itu sekaligus dapat memperoleh 
satuan-satuan yang ada di dalamnya sedang muthlaq tidak dapat memperoleh 
sekaligus kecuali satuan yang menonjol di antara satuannya.258 

c. Sighat-Sighat Lafaz ‘Aam 
Ada beberapa kata yang menunjukkan makna umum, diantaranya: 

1. Lafaz ; Man, ma, aina, dan mata ( ىتم ،نیأ ،ام ،نم(   )ماھفتسلاا(  
seperti firman Allah SWT.pada surah al-Anbiya ayat 

59: 

 ...انتلهÇّ اذه لعف نم اولاق

2. Isim syarat; Ma dan man ( نم ،ام ). seperti firman Allah SWT pada 
surah al-Baqarah ayat 272:  

 .مكسفنلاف يرخ نم اوقفنت امو

3. Lafaz :Kullu dan jami’ ( عیمج ،لك ) seperti  firman Allah 
SWT pada surah al-Baqarah ayat 29: 

 
256 Al-Syaukani,  op.cit, h. 111   
257Ibid, h. 112. 
258Ibid.  
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 .اعيجم ضرلاا فى ام مكل قلخ ىذلا وه

4. Lafaz: Ay’ ( يأ ) apabila ةیطرش  atau  ةیماھفتسا  
seperti firman Allah SWT pada surah al-Isra ayat 110: 

 نىسلحا ءآسملأا هلف اوعدت ام™أ 
dan firman Allah SWT pada surah al-Naml ayat 38: 

  اهشرعب نىيت¤ مكيأ 

5. Isim nakirah yang dinafikan, seperti ungkapan 

 رلدلا فى لجرلا 

6. Lafaz : رئاس ،ةبطاق ،ةفاك ،ةماع ،رشاعم ،رشعم  
seperti firman Allah SWT pada surah al-An’am ayat 

130 : 

 .سنلإاو نلجا رشعم™ 

7. Al (  ma’rifah yang masuk pada jama’, isim jama’ atau isim (  لا
jins. seperti  firman Allah SWT pada surah al-Nisa ayat 7: 

  .نيدلاولا كرت امم بيصن لاجرلل
8. Ma’rifah dengan ber-idhafah, seperti firman Allah SWT pada 

surah al-Nahl ayat 18: 

 .اهوصتح لا الله ةمعن اودعت ناو

9. Isim-isim maushul, 259 seperti dalam firman Allah SWT pada 
surah al-Nisa ayat 10: 

 .املظ ىماتيلا لاوما نولك¤ نيذلا نا

Beberapa permasalahan berkaitan dengan pembahasan ‘aam. Salah 
satunya adalah tentang kalimat umum yang diungkapkan dengan cara pujian 
atau hinaan, seperti firman Allah SWT pada surah al-Infithar ayat 13-14: 

  ميحج يفل راجفلا نإو ميعن يفل راربلأا نإ  

 dan firman Allah SWT. pada surah al-Mu’minun ayat 5: 

  . نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو 

 
259 Ibid, h. 116-122.  
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Dalam hal ini Syaukani berpendapat bahwa hal itu tergolong dalam 
ungkapan yang umum dan tidak keluar dari keumumannya sekalipun dalam 
ungkapan pujian atau hinaan.260 

Para ulama ushul membagi lafaz ‘aam itu kepada tiga bagian yakni; 
Pertama, lafaz ‘aam yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau 
indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshish 
(pengkhususan). Misalnya firman Allah SWT. surah Hud ayat 6: 

 فيِْ ٌّلكُ ۗ اهَعَدَوْـَتسْمُوَ اهََّرقَـَتسْمُ مُلَعْـَيوَ اهَـُقزْرِ ِّٰ^ا ىلَعَ َّلااِ ضِرْلاَْا فىِ ةٍَّبۤادَ نْمِ امَوَ ۞
 %۝ ينٍْبُِّم بٍتٰكِ

 
  Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang 

memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh) 

 Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa kecuali. 
Kedua, lafaz ‘aam tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada 
indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya firman Allah 
SWT. pada surah al-Taubah ayat 120: 

 اْوبُغَرْـَي لاَوَ َِّ̂ٱ لِوسَُّر نعَ اْوفَُّلخَتَـَي نأَ بِارَعْلأَْٱ نَمِّ ملهَُوْحَ نْمَوَ ةِنَيدِمَلْٱ لِهْلأَِ نَاكَ اَّم

wَِكَلِذَٰ ۚ ۦهِسِفَّْـن نعَ مْهِسِفُن wَِ‚َُّْلاَوَ َِّ̂ٱ لِيبِسَ فىِ ةٌصَمَمخَْ لاَوَ بٌصَنَ لاَوَ أٌمَظَ مْهُـُبيصِيُ لاَ م 

 لاَ هََّلٱ َّنإِ ۚ حٌلِاصَ لٌمَعَ ۦهِبِ ملهَُ بَتِكُ َّلاإِ لاًيَّْـن وٍّدُعَ نْمِ نَولُانَـَي لاَوَ رَاَّفكُلْٱ ظُيغِيَ ائًطِوْمَ نَوـُٔطَيَ
  ينَنِسِحْمُلْٱ رَجْأَ عُيضِيُ

  Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi 
yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak 
patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. 
Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan 
kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang 
membangkitkan amrah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana 
kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu 
amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat 
baik.  

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Madinah tapi 
hanya orang-orang yang mampu. 

 
260 Ibid, h. 114-115.  
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Ketiga, lafaz ‘aam yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna 
umumnya atau sebagian cakupannya. Contoh pada surah al-Baqarah ayat 
228 : 

 فيُِ َّ̂ا قَلَخَ امَ نَمْتُكْيَ نْأَ َّنلهَُ ُّليحَِ لاَوَ ۚ ءٍورُـُق ةَثَلاَثَ َّنهِسِفُـْنwَِ نَصَّْبترََيَ تُاقََّلطَمُلْاوَ

 ۚ احًلاَصْإِ اودُارَأَ نْإِ كَلِذَ فيِ َّنهِدِّرَبِ ُّقحَأَ َّنهُـُتلَوعُـُبوَ ۚ رِخِلآْا مِوْـَيوَ Çَِِّ̂ َّنمِؤْـُي َّنكُ نْإِ َّنهِمِاحَرْأَ

ُلثْمِ َّنلهَُوَ
 مٌيكِحَ زٌيزِعَُ َّ̂اوَ ۗ ةٌجَرَدَ َّنهِيْلَعَ لِاجَرِّللِوَ ۚ فِورُعْمَلÇِْ َّنهِيْلَعَ يذَِّلا 

Artinya: 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya 
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  

Lafaz ‘aam dalam ayat tersebut adalah al-muthallaqat (wanita-wanita 
yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang 
dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.261.Tetapi 
Syaukani membedakan antara al-‘aam al-makhshush ( صوصخملا ماعلا ) dengan 
‘aam yang dimaksudkan dengan itu al-khushush ( صوصخلا ھب دیرأ ىذلا ماعلا ). 
Dalam membedakan antara keduanya tersebut Syaukani berpendapat bahwa 
‘aam yang dimaksudkan dengan itu al-khushush ( صوصخلا ھب دیرأ ىذلا ماعلا ) ialah 
al-aam yang ketika diucapkan disertai indikasi yang dapat menunjukkan 
bahwa yang dimaksud dengan al-aam itu ialah khusus, bukan umum. 
Sedangkan al-‘aam al-makhshush ( صوصخملا ماعلا ) ialah al-‘aam yang tidak 
disertai indikasi yang dapat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-
aam itu ialah sebagian satuan-satuannya. Al-‘aam ini dalalahnya jelas kepada 
umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.262                                                   

Adapun takhsish al-Syaukani memberikan pengertian  yaitu : 
          263...ماعلا دارفأ نم ةيرثك دارفأ جارخ¸ نوكي دق ماعلا صيصختلا 

 
261 Abd. Al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Al-Azhar, Maktabah al-Da'wah al-

Islamiyah, 1968). 185-186.  
262 Al-Syaukani, op.cit, h.. 135. 
263 Ibid. h. 141. 
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  Takhsish lafaz ‘aam adalah mengeluarkan sebagian yang masuk dalam 
keumuman atas perkiraan ketiadaan yang mengkhususkan.  

Bahwa para ulama baik salaf maupun khalaf sepakat akan kebolehan 
men-takhshish yang umum. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini dan 
kebolehan ini sudah diketahui dalam syariat sehingga  dikatakan bahwa 
setiap yang umum itu ada pengkhususnya.264 Pen-takhshish ( صصخملا ) pada 
hakikatnya adalah orang yang berbicara ( ملكتملا ), tapi ketika orang yang 
berbicara ( ملكتملا ) itu mengkhususkan dengan kehendak maka pengkhususan  
itu bersandar pada kehendaknya, karena itu kehendak itu menjadi 
pengkhusus. Kemudian yang menunjukkan atas kehendaknya, yaitu dalil 
lafaz atau selainnya, dijadikan sebagai pentakhshish secara istilah. Dan yang 
dimaksud di sini hanyalah dalilnya.265 

Pen-takhshish bagi yang umum itu terbagi kepada dua, yaitu yang 
berdiri sendiri atau لصفنملا , dan yang tidak berdiri sendiri tapi maknanya 
berhubungan dengan lafaz yang sebelumnya atau لصتملا .266 

Mayoritas ulama menyebutkan ada empat macam yang muttashil, 
yaitu al-istitsna’ al-muttashil (pengecualian), al-syart (syarat), al-shifah (sifat), 
dan al-ghayah (batas akhir). al-Qarafi dan Ibn al-Hajib menambahkan badal 
ba’adh minal kul. Kemudian ditambahkan tujuh macam lagi oleh al-Qarafi 
sehingga jumlahnya menjadi duabelas, yaitu hal, dzarab zaman, dzarab makan, 
al-majrur beserta al-jar, al-tamyiz, maf’ul ma’ah, dan maf’ul li ajlih. Adapun 
pentakhshish yang berdiri sendiri dapat dirangkum dalam tiga bagian, yaitu 
logika (al-akal), indera/perasaan (al-hiss), dan al-dalil as-sam’i (termasuk di 
dalamnya Al-Qiyas, tradisi (adat) dan indikasi keadaan (qarain al-ahwal).267 

Apakah lafaz ‘aam setelah di-takhsish itu dapat menjadi hujjah.Maka 
ada dua pendapat: Pertama,  dapat menjadi hujjah, yaitu pendapat jumhur 
ulama, seperti al-Amidi, Ibnu Hajib dan yang lainnya. Kedua, tidak menjadi 
hujah, yaitu pendapat Isa bin Abban dan Abu Tsaur. 268  

Adapun lafaz ‘aam  setelah di-takhshish dengan yang mubayyan maka 
sisa dari satuan-satuan yang telah di-takhisis tersebut tetap menjadi hujjah, 
karena lafaz ‘aam itu mencakup seluruhnya maka ke-hujjah-annya pun pada 
setiap bagian satuan-satuannya secara keseluruhan. Seperti kita ketahui 

 
264 Ibid. h. 143.  
265 Ibid. h. 145. 
266 Ibid.  
267 Ibid. h. 146.   
268 Ibid. h.  137.  
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bahwa penyandaran lafaz ‘aam itu sama kepada setiap bagian-bagiannya 
maka mengeluarkan sebagiannya dengan dikhususkan tidak berarti 
menelantarkan dalalah lafaz atas bagian yang tersisa.269 

Al-Ghazali, al-Amidi, dan ibn al-Hajib bahwa telah berlaku Al-Ijma’ 
atas larangan menggunakan yang umum sebelum mencari yang 
mengkhususkannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam kadar 
pencarian. Sebagian besar ulama berpendapat cukup dengan zhanny (dugaan 
kuat) akan ketiadaan pengkhususnya. Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani 
berpendapat lain yaitu harus dengan pasti. Pendapat ini diklaim sebagai 
pendapat yang lemah karena mencapai pasti itu tidak mungkin dilakukan 
sedang persyaratannya luas pada tidak boleh menggunakan seluruh yang 
umum.270  

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalalah  teks yang khusus 
(Khas) adalah bersifat pasti. Namun mereka berselisih soal petunjuk  teks 
umum ('aam), sebelum dikhususkan. Adapun ulama dari Mazhab Syafi'i, 
Maliki, Hambali dan beberapa ulama dari Mazhab Hanafi seperti Abu 
Manshur al-Maturidi, berpendapat bahwa petunjuknya adalah zhanny (tidak 
pasti). Sedangkan mayoritas fuqaha dari Mazhab Hanafi, seperti Abul Hasan 
al-Karkhi  dan Abu Bakar al-Jashash, berpendapat bahwa petunjuknya 
adalah pasti, karena sebuah lafaz adalah dipergunakan untuk makna tertentu, 
kecuali ada bukti yang menentangnya. Begitu juga lafaz ‘aam, jika tidak ada 
dalil yang dapat diterima untuk dikhususkan, maka petunjuknya pasti. 
Sebagai contoh atas perbedaan pendapat di atas adalah: Pertama, Imam 
Hanafi tidak mensyaratkan bacaan al-Fathihah dalam shalat dengan dalil 
lafaz umum dalam Al-Qur’an: "Karena itu Bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al-Qur’an" (QS. Al-Muzzammil [73]: 20). dan Sunnah ketika 
Rasulullah SAW. mengajarkan shalat kepada seorang arab, ketika beliau 
Rasulullah SAW.  berkata kepadanya: " Bacalah apa yang mudah (bagimu) 
dari Al-Qur’an", ketika bertentangan dengan dua Sunnah yang mensyaratkan 
al-fatihah dalam shalat. Kedua, Imam Hanafi tidak mensyaratkan nishab 
bagi zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, berlandaskan aam-nya 
Sunnah:"Setiap yang disirami oleh langit (hujan) adalah sepuluh (persen 
zakatnya), dan yang disirami dengan penyiraman (buatan), maka (zakatnya) 
lima (persen)".  Dengan demikian, Imam Hanafi tidak menerima khas-nya 
Sunnah yang mensyaratkan nishab lima ausuq. Begitu pula dalam kasus 

 
269 Ibid.  
270 Ibid,   
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berwudhu, Hanafiyah tidak mewajibkan tertib dalam berwudhu, karena 
dalam surah Al-Maidah ayat 6 sudah cukup jelas dan tegas tidak 
memerintahkan tertibnya berwudhu. Sedangkan Jumhur Ulama mewajibkan 
tertib dalam berwudhu berdasar Sunnah: “Allah tidak menerima sholat 
seseorang sehingga ia bersuci sesuai tempatnya (tertib pelaksanaannya), 
maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian dua tangannya”. Sunnah 
ini menunjukkan keharusan tertib dalam berwudhu, sementara menurut 
Hanafiyah, tertib itu hanya sunat mu’akadah saja.  

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut qath'i, baik dari segi wurud 
(turun) maupun petunjuknya, sedangkan Sunnah Nabi itu hanya zhanny 
wurud-nya, sekalipun qath’iy petunjuknya. 271  

Selain kepastian dalil-dalil yang bersifat umum (‘aam) di atas yang 
menyebabkan Imam Hanafi menjadikan landasan bagi hukumnya, dalam 
ushul fiqh mazhab Hanafi juga dikenal terminologi: "Tambahan terhadap teks 
adalah penghapusan (al-Ziyadah al -Nashi Nashkhun)". Oleh karena itu, dalil-
dalil yang bersifat khusus yang disebutkan di atas tidak bisa men-nashkh 
dalil-dalil umum yang digunakan Imam Hanafi, karena dari segi validitas 
(kekuatan periwayatan) dalil-dalil umum tersebut lebih kuat daripada yang 
khusus. Sebab, dalam ushul fiqh mazhab Hanafi, yang lemah tidak dapat me-
nashkh yang kuat.  

 Adapun dalam terminologi para ahli fiqh selain dari mazhab Hanafi 
tentang tambahan adalah:" Tambahan terhadap teks adalah 
mengkhususkannya (al-Ziyadah al Nashi Takhshish)", maka sah-sah saja jika 
mereka menggunakan dalil-dalil yang bersifat khusus tersebut untuk men-
takhshish dalil-dalil yang aam, walau validitas yang khusus lebih lemah 
dibanding yang umum 

Jumhur Ulama, berpendapat bahwa lafaz ‘aam itu zhanny dalalahnya 
atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula, lafaz ‘aam setelah di-
takhshish, sisa satuan-satuannya juga zhanny dalalahnya, sehingga terkenallah 
di kalangan mereka suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi 

 صَصِّخُ َّلااِ مٍاعَ نْمِ امَ
Tidak ada dalil yang umum kecuali harus dicarikan takhsishnya. 
Oleh karena itu, ketika lafaz ‘aam ditemukan, hendaklah berusaha 

dicarikan pen-takhshish-nya.272 Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan, 

 
271 Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit. h. 183. 
272 Abd.al-Wahhab Khallaf, op.cit. h. 183.  
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alasannya bahwa ayat itu dapat di-takhshish dengan Sunnah tersebut. Karena 
dalalah kedua dalil itu sama-sama zhanny. Lafaz ‘aam pada ayat itu zhanny 
dalalahnya, sedang Sunnah itu zhanny pula wurud-nya dari Nabi Muhammad 
SAW.273 Seperti firman Allah SWT pada surah al-Imran ayat 97: 

 نْمَ تِيْـَبلْا ُّجحِ سِاَّنلا ىلَعَ َِِّ^وَ انًمِآ نَاكَ هُلَخَدَ نْمَوَ مَيهِارَـْبإِ مُاقَمَ تٌانَيِّـَب تٌَ™آ هِيفِ
 ينَمِلَاعَلْا نِعَ ٌّنيِغَ ََّ̂ا َّنإِفَ رَفَكَ نْمَوَ لاًيبِسَ هِيْلَإِ عَاطَتَسْا

 
Manusia dalam pengertian nash ini adalah ‘aam, yang dimaksud 

dengan itu khusus orang-orang mukallaf, anak kecil dan orang gila tidak 
termasuk karena tidak memiliki pemahaman/kecakapan yang sempurna.                   

Mayoritas ulama berpendapat boleh men-takhshish Al-Qur’an 
dengan Al-Qur’an, sedang sebagian golongan Zhahiriah berpendapat 
sebaliknya. Mereka berpegang pada pengertian bahwasanya takhshish itu 
adalah menjelaskan maksud dari lafaz, dan hal ini tidak terjadi kecuali hanya 
dengan Al-Sunnah. Alasannya adalah firman Allah pada surah al-Nahl ayat 
44: 

 مهيلإ لزنام سانلل ينبتل

Pendapat ini dikritik dengan keadaan Rasullah SAW. itu sebagai 
mubayyin bukan berarti tidak ada penjelasan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an 
dan hal ini memang secara empiris terjadi, bukti empiris dapat dijadikan 
argumen kebolehan. Seperti firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 
228: 

 ۚ ءٍورُـُق ةَثَلاَثَ َّنهِسِفُـْنwَِ نَصَّْبترََيَ تُاقََّلطَمُلْاوَ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru’...     

Ayat ini menunjukkan keumuman terhadap perempuan-perempuan 
yang hamil dan yang lainnya, kemudian pada ayat lain ada kekhususan bagi 
perempuan-perempuan hamil, yaitu firman Allah seperti surah al-Thalaq 
ayat 4: 

لّٰاوَ

ۤ

يـِٔ
ْ
اسَنِّ نْمِ ضِيْحِمَلْا نَمِ نَسÌْىيَ 

ۤ
لّٰاَّو ۙ رٍهُشْاَ ةُثَلٰـَث َّنÅَُُّدعِفَ مْتُْـبـَترْا نِاِ مْكÌُى

ۤ

يـِٔ
ْ
 ۗ نَضْيحَِ لمَْ 

 )۝ ارًسْيُ ٖ◌هرِمْاَ نْمِ ٗ◌هَّل لْعَيجَْ َّٰ^ا قَِّتَّـي نْمَوَ ۗ َّنهُلَحمَْ نَعْضََّي نْاَ َّنهُلُجَاَ لِاحمَْلاَْا تُلٰواُوَ

 
273 Ibid.  
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Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 
mereka melahirkan kandungannya.  

Dan juga kekhususan bagi perempuan yang ditalak sebelum 
mengadakan hubungan seksual pada firman Allah surah al-Ahzab ayat 49: 

 امَفَ َّنهُوُّستمََ نأَ لِبْـَق نمِ َّنهُومُتُقَّْلطَ َّثمُ تِانَمِؤْمُلْا مُتُحْكَنَ اذَإِ اونُمَآ نَيذَِّلا اهَُّـيأَ َ™

 لاًيجمَِ احًارَسَ َّنهُوحُرِّسَوَ َّنهُوعُتِّمَفَ ۖ اََ‚وُّدتَعْـَت ةٍَّدعِ نْمِ َّنهِيْلَعَ مْكُلَ

 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu 
minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik- baiknya.    

Demikian juga telah di-takhshish keumuman Surah al-Baqarah ayat 
234: 

يذَِّلاوَ
ۡ
نمِ نَوَّۡـفوَـَتـُي نَ

ۡ
زاَ نَوۡرُذَيَوَ مۡكُ

ۡ
صَّبترَََّي اجًاوَ

ۡ
ـنÇَِ نَ

ۡ
شاَ ةَعَـَبرۡاَ َّنهِسِفُ

ۡ
شعََّو رٍهُ

ۡ
 اذَاِفَ ۚ ارً

غلَـَب
ۡ

يلَعَ حَانَجُ لاَفَ َّنهُلَجَاَ نَ
ۡ

يفِ مۡكُ
ۡ
لعَـَف امَ

ۡ
ـناَ فىِٓۡ نَ

ۡ
لÇِ َّنهِسِفُ

ۡ
عمَ
ۡ
  ٌۡيربِخَ نَوۡلُمَۡعـَت ابمَِ ُّٰ^اوَ ؕ◌فِوۡرُ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh 
hari.   

dengan surah al-Thalaq ayat 4: 

◌
ۗ
  ۗ َّنهُلَحمَْ نَعْضََّي نْاَ َّنهُلُجَاَ لِاحمَْلاَْا تُلٰواُوَ 

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 
mereka melahirkan kandungannya.   

Pendapat ini dikritik dengan dalil yang bertentangan dengan 
pendapat mereka yaitu firman Allah surah al-Nahl ayat 89: 

  ءٍْيشَ ِّلكُلِّ jًايَْـبتِ بَتٰكِلْا كَيْلَعَ انَلَّْزـَنوَ 

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk 
menjelaskan segala sesuatu. 
Seperti halnya boleh men-takhshish Al Qur’an dengan Al-Qur’an, 

demikian juga boleh men-takhshish Al-Sunnah Mutawatir dengan Al-Qur’an 
menurut pendapat mayoritas ulama. Dan boleh secara Al-Ijma’ men-
takhshish keumuman Al-Qur’an dengan Al-Sunnah Mutawatir, dan men-
takhshish Al-Sunnah Mutawatir dengan Al-Sunnah Mutawatir. Adapun 
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takhshish Al-Qur’an dengan Sunnah Ahad terdapat perbedaan pendapat. 
Jumhur ulama membolehkannya secara muthlaq sedangkan sebagian 
golongan Hanabilah menolaknya secara muthlaq. Isa ibn Aban 
membolehkannya apabila keumuman tersebut telah di-takhshish sebelumnya 
dengan dalil pasti secara langsung (muttashil) maupun tidak langsung 
(munfasil). Ada juga yang berpendapat boleh men-takhshish yang umum 
dengan Sunnah Ahad apabila telah ada takhshish dan mukhasish-nya adalah 
pasti tanpa mengaitkannya dengan langsung atau tidak langsung. Al-Karakhi 
berpendapat boleh apabila keumuman itu telah di-takhshish sebelumnya 
dengan dalil qath’i ataupun zhanny secara tidak langsung (munfashil), jika di-
takhshish dengan dalil secara langsung (muttashil) atau tidak di-takhshish 
sebelumnya maka tidak boleh. Adapun al-Qadhi Abu Bakar berpendapat 
tawaqquf (quo vadis) 

Al-Syaukani lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama yang 
membolehkan takhshish Al-Qur’an dengan Sunnah Ahad. Contoh takhshish 
ini adalah pada takhshish surah al-Nisa  ayat 11: 

لثْمِ رِكََّذللِ مْكُدِلاَوْاَ فيِْٓ ُّٰ^ا مُكُيْصِوْـُي
ُ
 ... ينِْيَـَثـْنلاُْا ظِّحَ 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu.    

dengan sabda Rasulullah SAW.: 

 274ثُرِوْـُنلاَ ءِايَبِنْلأا رُشَعْمَ jَّإ

Bahwasanya para Nabi tidak meninggalkan warisan. 
dan di-takhshish dengan pewarisan hanya dengan sesama kaum 

muslim pada sabda Nabi: 

لما ثُرِيَ لاَ
ُ
لما رُفِاَكلا ثُرِيَ لاو رَفِاكلْا مُلِسْ

ُ
 275مَلِسْ

Orang muslim itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan 
orang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim. 

Adapun pen-takhshish-an dengan tradisi (adat) maka harus 
diperhatikan dalam tradisinya (adat). Apabila tradisi tersebut populer pada 
zaman kenabian SAW. dengan diketahui bahwa lafaz tersebut apabila 
dipergunakan maksudnya adalah tradisi tersebut bukan yang lain maka ia 
dapat menjadi mukhashshish, karena Nabi SAW. hanya mengkhitab manusia 
dengan yang mereka pahami dan mereka hanya paham dengan yang berlaku 

 
 274al-Thabrani, Mu’jam  al-Awsath, ,juz 5 Qahirah, Dar al-Haramain, 1415 H. h. 26.  
 275  Al-Baihaqi, op.cit. juz 6, h. 217. 
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dalam interaksi diantara mereka. Apabila bukan tradisi yang dimaksud di atas 
maka tidak dapat dijadikan mukhashshish.276 Takhshish dapat pula dengan 
indera/perasaan (al-hissi) yaitu seperti men-takhshish segala sesuatu dalam 
firman Allah SWT surah al-Ahqaf ayat 25: 

ْىشَ َّلكُ رُمِّدَتُ
اوحُبَصْأَفَ اÆَِّرَ رِمwَِْ ءٍۭ

۟
 مَوْقَلْٱ ىزِنجَْ كَلِذَٰكَ ۚ مْهُـُنكِسَٰمَ َّلاإِ ىٰٓرَـُي لاَ 

 ينَمِرِجْمُلْٱ

Artinya: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, 
maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat 
tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. 

.  
3. Bayan Dengan Memahami Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad (  و قلطملا

 ( دیقملا
 Para ulama memberikan pengertian lafaz muthlaq yaitu: 

 .277ديق لاب ةيهالما ىلع لادلا قلطلما

al-Muthlaq adalah lafaz yang menunjukkan kepada arti yang sebenarnya 
dengan tanpa dibatasi oleh sesuatu yang lain. 

Adapun muqayyad, para ulama memberikan pengertian, yaitu: 

  278اهدويق نم ديقب ةيهالما ىلع لد ام ديقلما 

 Al-Muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada arti yang 
sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu yang lain. 

 Taqyid al-Muthlaq berarti membatasi ketentuan teks yang bersifat 
muthlaq dengan teks lain yang muqayad dan keduanya memiliki kesamaan 
sifat. Jika terdapat sebuah teks yang muthlaq atau kosong dari suatu qayd 
( batasan ) tertentu sementara ada teks lain yang memiliki persamaan sifat, 
baik segi hukum maupun sebab atau faktornya, maka kedua teks tersebut 
dapat dipersambungkan antar satu sama lain. Ketentuan pada nash yang 
muthlaq tersebut berarti harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan pada 
nash yang muqayyad tersebut. Sebab teks-teks suci Al-Qur’an dan al-
Sunnah, satu sama lain saling berkaitan, dengan gaya bahasa apapun teks-
teks tersebut terungkap.Termasuk susunan kata Muthlaq dan Muqayyad. 

 
276 Al-Syaukani, op.cit. h. 161. 

 277Hasan al-Ath-thar, Khasyiyah al-Aththar ‘ala Jam’il Jawami’, juz 1,Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiah, 1999, h. 368  
 278 al-Syaukani, Op.cit. juz 2, h. 6 
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Lafaz muthlaq diartikan sebagai suatu jenis lafaz menunjukkan 
makna global yang kosong dari batasan (qayyid) tertentu. Adapun lafaz 
muqayyad adalah sebuah teks yang menunjukkan pada pengertian tertentu 
sesuai dengan batasan yang ada pada teks tersebut. Jangkauan makna pada 
kata Muqayyad hanya tertentu kepada obyek sesuai batasan yang disebutkan 
di dalamnya.  

Pada prinsipnya lafaz muthlaq harus tetap dalam ke-muthlaq-annya, 
dan lafaz muqayyad juga harus tetap dalam ke-muqayyad-annya. Tetapi apabila 
ada lafaz muthlaq dan ditemukan nash yang meng-qayid-nya (membatasinya), 
maka nash itu dapat mengalihkan ke-muthlaq-annya dan ia berfungsi sebagai 
penjelas maksudnya.279  

Hukum Lafaz Muthlaq dan Muqayyad pada prinsipnya para ulama 
sepakat baik hukum lafaz muthlaq maupun hukum lafaz muqayyad itu wajib 
diamalkan ke-muthlaq-annya maupun ke-muqoyyad-annya. Namun apabila 
melihat kepada adanya hubungan hukum dan sebab dari bentuk-bentuk lafaz  
tersebut, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kalangan 
Ushuliyin memberikan penjelasan secara detail mengenai komparasi antara 
lafaz muthlaq dan muqayyad yang kedua bentuk lafaz tersebut memiliki 
kesamaan karakter atau sifat. Bentuk pertautan kedua bentuk lafaz tersebut 
terhimpun dalam klasifikasi berikut:  

a. Hukum dan sebabnya pada lafaz muthlaq dan muqayyad adalah sama, 
seperti nash tentang ketentuan “darah”seperti terlihat pada ayat 
berikut: Surah al-Maidah ayat 3 (lafaz muhthlaq), 

  رِيزِنْلخِْا مُلحَْوَ مَُّدلاوَ ةُتَْـيمَلْا مُكُيْلَعَ تْمَرِّحُ

 sedangkan surah al-An’am ayat 145 (lafaz muqayyad), 

يحِوأُ امَ فيِ دُجِأَ لاَ لْقُ
َ
 امًدَ وْأَ ةًتَْـيمَ نَوكُيَ نْأَ َّلاإِ هُمُعَطْيَ مٍعِاطَ ىلَعَ امًَّرمحَُ َّليَإِ 

 ريزِنْخِ مَلحَْ وْأَ احًوفُسْمَ

 Ayat pertama dam ( darah ) disebutkan tanpa qayd sama 
sekali, sehingga kesannya hukum keharaman darah mencakup segala 
macam darah, bagaimnapun statusnya. Sementara dalam ayat kedua, 
darah yang diharamkan hanya bagi yang masfuh (mengalir). Dan 
sebab keharamannya pun jelas sama yaitu madharrah. 

 
279 Ibid, h. 164. 
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Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ketentuan pada kedua 
ayat tersebut digabung menjadi satu. Sehingga ketetapan hukum 
yang didapat adalah “keharaman darah yang masfuh (mengalir)” 
sedangkan darah yang tidak masfuh bisa ditolerir.  

b. Hukum dan sebab dari kedua nash tersebut sama sekali berbeda. Ini 
bisa dicontohkan pada masalah “tangan”. Dalam sebuah ayat 
dijelaskan mengenai hukuman potong tangan pencuri: Misalnya 
surah al-Maidah ayat 38 (lafaz muthlaq): 

  امَهُـَيدِيْأَ اوعُطَقْافَ ةُقَرِاَّسلاوَ قُرِاَّسلاوَ

 hukum potong tangan dengan sebab pencurian. Sedangkan 
al-Maidah ayat 6 (lafaz muqayyad)  
Ketentuan tangan dalam ayat itu tidak dibatasi pada bagian tertentu, 
tidak ada ketentuan sampai siku-siku atau pergelangan. 

Sedangkan pada ayat lain adalah mengenai ketentuan 
“membasuh tangan dalam wudhu’”, seperti dalam Surah al-Maidah 
ayat 6 (lafaz muqayyad):  

 

 لىَإِ مْكُيَدِيْأَوَ مْكُهَوجُوُ اولُسِغْافَ ةِلاََّصلا لىَإِ مْتُمْقُ اذَإِ اونُمَآَ نَيذَِّلا اهَُّـيأَ َ™

قفِارَمَلْا  

Dalam ayat tersebut basuhan tangan harus sampai pada 
batasan marafiq (siku-siku). Jadi ayat pertama ( hukuman bagi 
pencuri) bersifat muthlaq, yakni batas ukuran tangan tidak 
dijelaskan. Sedangkan pada ayat kedua, ukuran tangan dibatasi 
hingga siku-siku. Obyek hukum dari kedua ayat tersebut secara 
nyata berbeda, sebab yang pertama mengenai “hukum potong 
tangan bagi pencuri” sedangkan yang kedua adalah ketentuan 
“membasuh tangan dalam wudlu’”. Pun sebab dari hukum masing 
berbeda, yakni dalam ayat pertama faktornya adalah pencurian yang 
menyebabkan hukuman potong tangan, sedangkan yang kedua 
adalah karena hadats yang mewajibkan wudhu’ ketika hendak 
melaksanakan shalat.  

Ulama sepakat untuk tidak menggabungkan kedua ayat 
tersebut. Masing-masing berlaku sesuai dengan karakternya. Maka 
hukum yang muncul adalah ukuran tangan pencuri yang harus 
dipotong tetap dibiarkan menurut kemuthlaqannya, sedangkan 
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ukuran membasuh tangan dalam wudlu’ tetap sesuai dengan batasan 
dalam ayatnya sendiri yaitu sampai siku-siku. 

c. Obyek hukum berbeda namun sebabnya sama. Dapat kita 
contohkan mengenai hukum membasuh tangan dalam masalah 
wudlu’ dan mengusapnya dalam tayammum. Seperti dalam surah al-
Nisa ayat 43 (lafaz Muthlaq): 

مْكُيدِيْأَوَ مْكُهِوجُوُبِ اْوحُسَمْافَ اًبيِّطَ اًديعِصَ اْومَُّميَـَتـَف هنم   

 sebabnya menghilangkan hadas kecil, tetapi hukum 
tayammum yaitu menyapu tangan.  

Sedangkan surah al-Maidah ayat 6 (lafaz muqayyad): 

 لىَإِ مْكُيَدِيْأَوَ مْكُهَوجُوُ اولُسِغْافَ ةِلاََّصلا لىَإِ مْتُمْقُ اذَإِ اونُمَآَ نَيذَِّلا اهَُّـيأَ

قفِارَمَلْا  

Pada ayat pertama, tangan yang harus dibasuh dalam 
wudhu’ dibatasi sampai siku-siku. Sedangkan dalam ayat kedua, 
mengusap tangan saat tayammum tidak dibatasi sampai ukuran 
tertentu. 

Dalam masalah ini ulama juga sepakat tidak 
menggabungkan kedua ayat tersebut. Sehingga menurut konsep ini 
kemuthlaqan tangan dalam anggota tayammum tetap diberlakukan 
dan tidak dapat digabung dengan ketentuan pada wudhu sehingga 
juga harus sampai pada batas siku-siku. Ketentuan mengusap tangan 
dalam tayammum dibiarkan sesuai kemuthlaqannya, artinya boleh 
mengusapnya walau tidak sampai batas siku-siku. Adanya pendapat 
yang mewajibkan mengusap (mash) tangan dalam tayammum bukan 
karena berpedoman pada konsep ini, namun melalui pemahaman 
lain yaitu adanya dalil lain yang mewajibkan mengusap tangan 
sampai siku-siku. Oleh karena itu meyapu tangan sampai siku pada 
kaifiyat tayammum diterangkan oleh Hadis Nabi SAW. 

  280ينِْقَـَفرْمِلْا لىَإِ نِيْدَيَلْلِ ةٌبَرْضَوَ هِجْوَلْلِ ةٌبَرْضَ مُُّميََّـتلا

Bertayammum menyapukan debu ke wajah dan kedua tangan 
sampai kedua siku. 

d. Obyek hukum sama, sementara hukum tersebut dilatarbelakangi 
oleh sebab yang berbeda. Sebagai contoh adalah tentang hukum 

 
 280Al-Baihaqi, Op.cit. juz 1, h. 207  
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pembunuhan tak disengaja (khatha’) dan kasus hukum dhihar. 
Keduanya sama-sama dituntut untuk memerdekakan budak: budak 
mukmin (bagi kasus pembunuhan) dan budak apapun (dalam kasus 
dhihar). Misalnya surah al-Mujadalah ayat 3 (lafaz muthlaq): 

 نْأَ لِبْـَق نْمِ ةٍبَـَقرَ رُيرِحْتَـَف اولُاقَ امَلِ نَودُوعُـَي َّثمُ مْهِئِاسَنِ نْمِ نَورُهِاظَيُ نَيذَِّلاوَ

اَّسامَتَـَي   

Hukumnya tentang memerdekakan hamba sahaya dengan 
sebab zhihar terhadap isteri.  

Sedangkan al-Nisa ayat 93 (lafaz muqayyad): 

لتُقْـَي نأَ نٍمِؤْمُلِ نَاكَ امَوَ
َ
لتَـَق نمَوَ اًئطَخَ َّلاإِ اًنمِؤْمُ 

َ
 رُيرِحْتَـَف اًئطَخَ اًنمِؤْمُ 

  ةٍنَمِؤُّْم ةٍبَـَقرَ

Raqabah (budak) yang harus dijadikan tebusan dalam 
kaffarat (denda) dzihar bersifat muthlaq tanpa ketentuan muslim. 
Sedangkan dalam kaffarat pembunuhan, seperti pada ayat kedua, 
dipersyaratkan (diberi qayyid) yang mukmin. Hukum dari kedua ayat 
di atas sama berupa memerdekakan budak. Namun penyebab 
terjadinya hukum masing-masing berbeda. Pada ayat pertama sebab 
suami hendak kembali lagi pada istri yang telah disumpah ila’. Dan 
dalam ayat kedua karena telah terjadi pembunuhan secara keliru. 

Diberlakukannya komparasi atau taqyid al-muthlaq dalam 
masalah ini juga menjadi perselisihan ulama. Hanafian berpendapat 
bahwa kedua ayat tersebut tidak bisa digabung. Sehingga syarat 
beragama Islam bagi budak hanya dalam kasus pembunuhan, tidak 
dalam dhihar. Adapun menurut Jumhur kedua ayat itu dapat 
disatukan sehingga hukumnya adalah dipersyaratkannya status 
mukminah pada budak yang harus dimerdekakan tersebut.  
  

5. Bayan Dengan Memahami Lafaz Manthuq Dan Mafhum 
Para ulama memberikan pengertian tentang lafaz manthuq ialah : 

  281روكذملل اًمكح نوكي يأ قطنلا لمح في ظفللا هيلع لد ام قوطنلماف

Sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan yaitu menjadi 
hukum bagi keadaan yang disebutkan.  

 
281 Al-Syaukani, Op.cit, h. 178. 
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 Sedangkan lafaz mafhum para ulama memberikan pengertian ialah : 

  282 روكذلما يرغل اًمكح نوكي يأ قطنلا لمح في لا ظفللا هيلع لد ام موهفلما

Sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak diucapkan yaitu 
terhadap hukum bagi keadaan yang tidak disebutkan. 
Lafaz manthuq terbagi kepada dua macam yaitu yang tidak ada 

kemungkinan ta’wil disebut nash dan yang ada kemungkinan ta’wil disebut 
dzahir. Dan juga manthuq dapat dibagi kepada dua macam yang lain yaitu 
sharih; apabila yang ditunjukkan oleh lafaz itu sesuai baik secara penuh atau 
berupa bagiannya, dan ghair sharih; apabila yang ditunjukkan oleh lafaz itu 
adalah konsekuensinya. Manthuq ghair sharih ini terbagi kepada dilalah al-
iqtidha, ima, dan isyarat.283 

 Secara umum, ushuliyyin Mutakallimin membagi petunjuk lafaz 
kepada manthuq dan mafhum. Manthuq merupakan petunjuk lafaz yang 
diketahui dari objek penuturan. Artinya, petunjuk hukum yang disebutkan 
lafaz dan sebagai keadaan yang sebenarnya. Mutakallimin sependapat bahwa 
manthuq terdiri dari manthuq sarih dan ghair sarih. Manthuq sharih adalah 
petunjuk lafaz dari segi kesesuaian (mutabaqah) dan cakupan (tadammum). 
Misalnya: Firman Allah SWT tentang riba. Tunjukan manthuq sarih nash 
tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Adapun manthuq ghair 
sarih adalah petunjuk yang mengandung kemestian (iltizam), bukan 
kesesuaian dan cakupan. Seperti Firman Allah tentang nisbah anak (Q.S. al-
Baqarah (2) ayat 232). Manthuq ghair sharih ayat tersebut adalah bahwa anak 
dinisabkan kepada ayah dan ibunya dan nafkah anak adalah tanggung jawab 
ayahnya, bukan ibu. 

Manthuq ghair sharih dapat diklasifikasikan menjadi tiga pembagian: 
pertama, dilalah iqtida'; petunjuk yang mengabstraksikan bahwa maksud si 
pembicara tergantung pada makna di luar lafaz. Kedua, dilalah al-‘ima'; 
prtunjuk yang beriringan dengan ketetapan, dan jika tidak beriringan karena 
suatu ‘illat, niscaya akan jauh pada makna yang dikandungnya. misalnya 
Firman Allah SWT tentang hukuman bagi pencuri (Q.S.al-Ma'idah (5) ayat 
38). Melalui pendekatan ptunjuk al-ima' dapat diketahui bahwa perintah 
potong tangan terkait dengan sifat pencurian, jika sifat tersebut bukan sifat 
sebagai ‘illat hukum yang terkait dengan perintah potong tangan, maka 
niscaya tidak akan ada kebersamaan makna. Ketiga, dilalah isyarah; petunjuk 

 
282 Ibid, h. 178. 
283 Ibid, h, 178. 
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yang bukan merupakan maksud pembicaraan. Dilalah ketiga ini sama persis 
dengan isyarah an-nash dalam teori Hanafiyah 

Adapun Mafhum menurut mutakallimin adalah petunjuk lafaz yang 
bukan merupakan objek penuturan. Maksudnya bahwa ketetapan tersebut 
merupakan ketetapan terhadap petunjuk makna yang tidak disebutkan. 
Jumhur Mutakallimin sepakat bahwa, mafhum dapat dibedakan pada dua 
pembagian: Mafhum Muwafaqah. Disebut mafhum muwafaqah bila petunjuk 
lafaz manthuq suatu ungkapan sesuai dengan yang tidak disebutkan. Petunjuk 
tersebut diperoleh tanpa memerlukan ijtihad. Petunjuk lafaz tersebut disebut 
mafhum muwafaqah karena yang tidak disebutkan sama hukumnya dengan 
yang disebutkan. 

  Jumhur ulama juga sepakat bahwa mafhum muwafaqah dapat 
dibedakan menjadi: Fahw al-Khitab; jika petunjuk mafhum tersebut lebih 
utama (lebih tinggi tingkatannya). Misalnya Firman Allah SWT tentang 
larangan takfif. Kandungan manthuq ayat tersebut adalah larangan takfif 
dengan alasan bahwa perbuatan tersebut menyakiti orang tua (al-iza'). Hal 
petunjuk fahw al-khitab yang diperoleh adalah larangan memukul, memaki, 
memarahi orang tua.. Adapun lahn al-khitab adalah jika petunjuk mafhum 
tersebut memiliki tingkatan yang sama. Misalnya firman Allah SWT tentang 
keharaman memakan harta anak yatim. Makna manthuq ayat tersebut adalah 
keharaman memakan harta anak yatim dengan zalim.Petunjuk lafaz lahn al-
khitab-nya adalah bahwa membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim 
juga haram. Penyamaan tersebut karena memakan dan membakar harta anak 
yatim bersifat memusnahkan atau menghabisi harta tersebut.     

Dilalah al-iqtidha adalah apabila kebenaran dan ketepatan maksud 
pembicaraan itu bergantung pada akal atau syara’. Dilalah ‘ima adalah 
bertemunya lafaz dengan hukum, jikalau tidak untuk menjelaskan sebab 
niscaya jauh. Dilalah isyarat yaitu bukan maksud asli dari si pembicara.284 

Adapun mafhum, terbagi kepada dua yaitu; mafhum muwafaqah dan 
mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu yang tidak disebutkan sesuai 
dengan yang diucapkan. Apabila hukum yang tidak disebutkan lebih utama 
dari yang disebutkan maka dinamakan fahwa al-khitab dan apabila sama kuat 
dinamakan lahn al-khitab.285 

Yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah yang tidak 
sebutkan (didiamkan/dipalingkan) kebalikan dari yang disebutkan dalam 

 
284 Ibid, h, 178.  
285 Ibid. h, 178. 
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penetapan hukum atau peniadaannya. Mafhum ini disebut dengan dalil al-
khitab karena dalilnya dari jenis khitab, atau karena al-khitab menunjukkan 
terhadapnya. Seluruh jenis mafhum mukhalafah itu menurut mayoritas ulama 
dapat dijadikan hujjah kecuali mafhum al-laqb. Berbeda dengan kalangan 
Hanafiyah yang tidak menerima semua jenis mafhum mukhalafah sebagai 
hujjah.286 

Ada beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukhalafah, yaitu: 
(1) Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat darinya baik dari 

manthuq atau mafhum muwafaqah. 
(2) Yang disebutkan itu bukan untuk maksud anugerah, seperti dalam 

firman Allah – ایرط امحل ھنم اولكأتل  – ini bukan berarti pelarangan 
memakan yang tidak segar. 

(3) Yang disebutkan (manthuq) bukan berkaitan dengan jawab dari 
pertanyaan yang berhubungan dengan hukum yang spesifik dan 
bukan pula dari kejadian yang spesifik dengan yang disebutkan, 
seperti dalam firman Allah pada surah al-Imran ayat 130: 

  ةًفَعَاضَمُ اًفاعَضْأَ Çرِّلا اولُكَُْ, لا 

(4) Yang disebutkan bukan dimaksudkan sebagai 
tafkhim(memuliakan/membesarkan /mengagungkan) dan 
mempertegas keadaan (ta’kid al-hal), seperti sabda Rasul – لحیلا 

ثیدحلا دحت نأ رخلأا مویلاو tاب نمؤت ةأرملا  – taqyid dengan iman di sini 
tidak dapat digunakan mafhum mukhalafah-nya karena penyebutan 
ini hanya untuk membesarkan permasalahan. 

(5) Harus disebutkan terpisah/berdiri sendiri, jika disebutkan mengikuti 
sesuatu yang lain maka tidak dapat digunakan mafhum mukhalafah. 
Seperti firman Allah SWT. pada surah al-Baqarah ayat 187: 

 .دجاسلما فى نوفكاع متنأو نهورشابتلاو

firman Allah fil masajid itu tidak ada mafhum-nya karena orang 
yang beri’tikaf itu dilarang berhubungan seksual secara muthlaq. 
Harus tidak nampak dari siyaq-nya maksud ta’mim, jika nampak maka 
tidak ada mafhum mukhalafah.  

Seperti firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 284: 

 ريدق ئيش لك ىلع اللهو

 
286 Ibid, h. 179  
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(6) Harus tidak kembali kepada asalnya yaitu manthuq dengan 
pembatalan 

(7) Bukan menjelaskan sesuatu yang berlaku kebiasaan, seperti firman 
Allah SWT. pada surah al-Nisa ayat 23: 

 مكروجح فى ىتلالا مكبئÇرو

kebiasaan anak tiri itu berada di bawah asuhan ayah tirinya 
jadi tidak dapat dipergunakan mafhum mukhalafah.287  

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nash yang menunjuk 
hukum suatu peristiwa apabila dikaitkan dengan suatu sifat, digantungkan 
dengan syarat atau dibatasi dengan suatu bilangan  atau perkiraan tertentu, 
maka ia hanya dapat dibuat hujjah untuk menetapkan hukum bagi peristiwa 
itu saja. Peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan sifat, digantungkan 
dengan syarat, dibatasi dengan bilangan tertentu tidak dapat ditetapkan 
berdasarkan mafhum mukhalafah  yang sudah ada nash-nya. Oleh karena itu 
hendaklah dicarikan hukumnya dari dalil-dalil yang lain yang berpangkal 
kepada dalil pokok.288    

Ada beberapa alasan ulama Hanafiyah tidak menjadikan mafhum 
mukhalafah sebagai jalan istinbath hukum Islam: 

1. Sesungguhnya banyak nash syara’ yang apabila diambil mafhum 
mukhalafah akan rusak pengertiannya, antara lain seperti ayat 
mengatakan bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada empat 
bulan tersebut saja, sedangkan diluar itu tidak haram. Padahal 
berbuat zalim itu diharamkan pada tiap saat. 

2. Sifat- sifat yang terdapat pada nash syara’, dalam banyak hal 
bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk targib dan 
tarhib. Misalnya ayat yang mengatakan Sifat anak tiri, adalah anak 
tiri yang ada dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafhum 
mukhalafah-nya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang diluar 
pemeliharaan adalah halal. Padahal syara’ tetap mengharamkan 

3. Seandainya mafhum mukhalafah-nya itu dapat dijadikan hujjah 
syark maka suatu nash yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu 
lagi disebut nash yang menerangkan hukum kebalikan hukum 

 
287 Ibid, h. 179-180.  
288 Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung, al-Ma'arif,  

t.th.) h. 322-323).  
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dari sifat tersebut. Pada kenyataannya penyebutan seperti itu 
banyak ditemukan 

 Menurut jumhur ulama, mafhum mukhalafah dapat dijadikan sebagai 
hujjah. Alasannya antara lain : 

1) Berdasarkan logika, setiap syarat atau sifat tidak mungkin 
dicantumkan tanpa tujuan dan sebab. Sebabnya itu tidak lain adalah 
untuk qayyid (pembatasan) hukum selama tidak ada dalil-dalil yang 
menunjukkan dicantumkannya suatu sifat itu untuk tarqib, tarhib, dan 
tanfir. 

2) Sikap Rasulullah yang tidak menyalahkan Umar Ibnu Khathab 
dalam memahami mafhum mukhalafah dari ayat 101 An-Nisa’ 
Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa qashar shalat dalam 
perjalanan diperbolehkan sekalipun dalam keadaan aman. 
Dengan sayarat  

a. Mafhum mukhalafah-nya itu tida dengan dalil yang lebih kuat, 
seperti Manthuq atau mafhum muwafaqah. 

b. Qayid atau pembatasan yang terdapat pada suatu nash  tidak 
berfungsi yang lain.  

c. Tidak ada dalil khusus yang membatalkan mafhum mukhalafah 
itu, seperti ayat: 

Laki-laki tidak wajib di-qishas apabila ia membunuh wanita, 
dibatalkan dengan ayat 45 surat Al-Ma’idah, dan Sunnah.289 

Apabila qayid dalam hukum manthuq berlaku pada mafhum mukhalafah 
maka mafhum mukhalafah ini bisa terdiri atas bermacam-macam qayid. Al-
Amidi menghitung jumlah mafhum itu sebanyak sepuluh macam, yaitu: 
mafhum sifat, mafhum ‘illat, mafhum syarat, mafhum a’dad, mafhum gayah, mafhum 
hasr, mafhum hal, mafhum zaman, dan mafhum makna. Syaukani juga 
menyebutkan mafhum mukhalafah seperti itu, namun ia memasukkan ketiga 
mafhum yang disebut terakhir pada mafhum sifat.290 Sebagai contoh, jika 
jumhur ushuliyyin  mengharamkan perkawinan dengan budak dari agama ahl 
al-kitab dengan mafhum mukhalafah surah an-Nisa ayat 25 "… mengawini 
wanita merdeka lagi beriman...", maka Imam Hanafi membolehkannya, 
karena tidak menggunakan mafhum mukhalafah. Begitu juga ketika Imam 
Hanafi tidak mewajibkan sifat saimah (ternak) bagi zakat kambing, karena 

 
289 Abu Zahrah, op.cit, h. 152.  
290 Al-Syaukani, op.cit. h . 181-183.  
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tidak menerima mafhum mukhalafah  dari Sunnah: "Bagi hewan ternak 
kambing terdapat zakat(nya). 

  Ushuliyyin Hanafiyah sepakat bahwa petunjuk lafaz ada yang dapat 
dipahami langsung secara tekstual dan ada yang tidak. Yang dapat dipahami 
langsung, ada yang mengandung makna eksplisit dan ada yang implisit. 
Tunjukan eksplisit tersebut umumnya disebut 'ibarah an-nash, Sementara 
tunjukan yang inplisit disebut isyarah an-nash. Adapun tunjukan lafaz yang 
tidak dapat dipahami secara tekstual, ada kalanya dapat dipahami melalui 
kaidah bahasa dan ada yang melalui pendekatan syara’ atau logika. Yang 
pertama disebut dilalah an-nash, dan kedua disebut iqtida' an-nash.  

              Pembagian dengan; 'ibarah al-nash, isyarah al-nash, dilalah al-
nash, dan iqtida' al-nash  merupakan pembagian petunjuk lafaz dalam 
memahami makna nash menurut Hanafiyah. Untuk lebih lanjut, dirasa perlu 
mendeskripsikan substansi masing-masing petunjuk lafaz tersebut, guna 
pemahaman lebih mendalam dan persamaan persepsi. 

a) 'Ibarah al-Nash adalah ungkapan yang dapat dipahami langsung, 
diketahui sebelum menggunakan pengamatan atau pemikiran, 
dan zhahir nash telah mendeskripsikannya.291 Menurut Abu 
Zahrah, 'ibarah al-nash tidak hanya dapat dipahami melalui lafaz 
zhahir semata, melainkan juga dapat dipahami melalui lafaz nash, 
lafaz, lafaz mufassar maupun  muhkam.292 Menurut al-Khinn, suatu 
ungkapan disebut 'ibarah al-nash, bila ungkapan tersebut 
mengandung makna langsung atau makna tidak langsung.293 
Berdasarkan pendekatan defenitif tersebut, suatu nash 
mengandung petunjuk 'ibarah apabila memenuhi beberapa unsur, 
di antaranya: terdiri dari lafaz zhahir, nash, mufassar  atau muhkam, 
dapat dipahami tanpa melalui proses pengamatan (qabl at-
taaammul); dan memiliki makna eksplisit, baik langsung atau 
tidak. Misalnya Firman Allah SWT tentang kebolehan berumah 
tangga seperti yang terkandung dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 3. 
Petunjuk Ibarah al-Nash yang diperoleh berdasarkan ungkapan 
tersebut adalah: Kebolehan berumah tangga, Kebolehan 
mempunyai istri lebih dari satu orang, dan tentang kewajiban 

 
291 As-Sarakhsi, Ushul as-Sarakhsi, ditahqiq oleh Abu al-Wafa al-Afghani, Juz I, ( Beirut, 

Dar al-Ma'rifah, 1393 H./1973 M)., h.. 236.    
292 Abu Zahrah, op.cit. h. 110   
293 Mustafa Sa'id Al-Khinn, Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-

Fuqaha', (Beirut, Libanon , Mu'assasah ar-Risalah, , 1392 H./ 1972 M), h.. 126.    
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membatasi untuk mengawini seorang wanita, jika ada 
kekhawatiran tidak dapat berlaku adil bila mempunyai istri lebih 
dari seorang. 

b) Isyarah al-Nash.  adalah ungkapan yang mengandung makna 
inplisit, yang dapat dipahami melalui proses pengamatan tanpa 
menambah atau mengurangi lafaz. ungkapan tersebut diperoleh 
melalui rangkaian ungkapan 'ibarah, namun bukan sebagai tujuan, 
juga bukan ditunjuk oleh nash, serta bukan merupakan bentuk 
zhahir. Wahbah al-Zuhaili menyatakan, petunjuk lafaz bukan 
merupakan maksud secara langsung dan tidak langsung, 
melainkan mengandung makna yang dapat diperoleh dengan 
segera melalui ungkapan lafaz.294 Firman Allah mengenai masa 
kehamilan minimal 6 (enam) bulan dapat dijadikan contoh (Q.S. 
Al-Ahqaf (46) ayat 15. Makna isyarah ayat tersebut adalah bahwa 
masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Dan petunjuk  
tersebut bukan makna yang segera diperoleh dari makna lafaz 
secara tekstual. 

c) Dilalah al-Nash. merupakan penetapan yang diperoleh melalui 
makna ungkapan nash secara etimologi, tanpa ijtihad dan istinbath. 
Al-Khinn menjelaskan, pada mulanya sebagian pakar ushul 
Hanafiyah berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dilalah 
al-nash. Namun ada kesepakatan di antara mereka, bahwa dilalah 
al-nash merupakan petunjuk lafaz yang digunakan untuk 
penetapan hukum dan diketahui oleh setiap orang yang bisa 
berbahasa Arab karena adanya indikasi tanpa terlebih dahulu 
melalui ijtihad.295 Adapun unsur-unsur petunjuk lafaz dilalah al-
nash dapat dirumuskan sebagai berikut: makna yang diperoleh 
merupakan jiwa nash; penetapan makna bukan melalui proses 
istinbath, dan makna tersebut dapat dipahami oleh orang yang 
mempunyai pengetahuan bahasa Arab; serta adanya implikasi 
dari makna lafaz untuk memahami hal yang tidak disebutkan 
lafaz. Contohnya, Firman Allah SWT tentang larangan ta'fif (Q.S 
al-Isra' (17) ayat 23). Kandungan ibarah al-nash ayat tersebut 
adalah larangan ta'fif dengan alasan bahwa perbuatan tersebut 

 
294 Wahbah Az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut, Libanon, Dar al-Fikr al-

Ma'asir, 1416 H./ 1995 M), h.. 165.  
295 Mustafa Sa'id l-Khinn, op.cit., h.. 130-131   
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menyakiti orang tua (al-iza'). Petunjuk dilalah al-nash ungkapan 
tersebut adalah larangan untuk memukul, memaki, memarahi 
orang tua.. Pendekatan petunjuk lafaz ketiga ini dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam menemukan paradigma hukum yang 
terkandung pada larangan mendekati zina. Kandungan ibarah al-
nash Q.S. al-Isra' (17) ayat 32 itu adalah larangan mendekati zina 
dengan alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan keji 
dan jalan yang buruk. Petunjuk dilalah al-nash ayat itu adalah 
larangan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan zina, termasuk melakukannya. Inilah dilalah yang dapat 
dijadikan sebagai argumentasi yuridis bahwa seluruh aktivitas 
pornografi dan pornoaksi dilarang. 

d) Iqtida' al-Nash. Batasan iqtida' al-nash menurut Abu Zahrah adalah 
petunjuk lafaz yang tidak bisa dipahami kecuali dengan 
penetapannya.296 Ditegaskan oleh al-Khin, suatu petunjuk 
disebut iqtida' al-nash apabila kebenaran atau kesahihan sebuah 
makna secara syara’ atau akal yang tergantung pada makna di luar 
lafaz.  
Disamping dalalah lafaz, ulama Hanafiyah menerapkan dalalah 
sukut (yang didiamkan). Termasuk bagian dari dalalah sukut, 
adalah petunjuk yang dapat dipahami dari keadaan orang yang 
tidak menjelaskan apa-apa, sedangkan ia mempunyai tugas 
menjelaskan hukum, baik secara umum maupun dalam keadaan 
seketika (seperti diamnya Rasulullah SAW. menunjukkan 
persetujuannya. Atau diamnya si gadis ketika diminta kesediaan 
oleh wali untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang 
ditunjukkan kepadanya. Termasuk pula dalalah sukut, adalah 
menganggap diam orang diam itu merupakan satu dalalah; sama 
dengan ia membenarkan ucapan untuk menolak kemudharatan 
(pendayaan), seperti seorang wali melihat anak yang dibawah  
pengawasannya memberikan sesuatu, tetapi ia membiarkan 
perbuatannya itu, maka diamnya si wali itu menunjukkan kepada 
kebolehannya itu. Termasuk pula dalalah sukut, adalah dalalah 
dari yang tidak disebut atas penentuan bilangan; tidak disebut 
(dibuang)nya itu menjadi kebiasaan, karena ada darurat 

 
296 Abu Zahrah, op.cit., h.. 113. 
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panjangnya pembicaraan dalam menyebutnya, seperti seseorang 
berkata; apakah engkau membeli barang itu seratus rupiah, maka 
pembeli menjawab; kecuali lima. Hal ini berarti membelinya 
seharga sembilan puluh lima rupiah. 

5. Bayan Dengan Memahami  Lafaz Haqiqah dan Majaz  
Yang dimaksud dengan makna haqiqah dan majaz di sini adalah 

makna yang terkandung dari sebuah lafaz secara tekstual. Artinya sebuah 
lafaz secara tekstual dapat memiliki makna di samping haqiqah (makna 
sebenarnya) juga majaz (bukan makna sebenarnya).  

              Lafaz Haqīqah diartikan bagi setiap lafaz yang 
dimaksudkan untuk makna yang ditetapkan sejak awal bagi sesuatu yang 
telah dikenal. Sebuah lafaz disebut haqīqah dapat dilihat dari tiga sudut 
pandang, yaitu:  

a) Lughawī yaitu sebuah lafaz yang biasa dipakai dalam term bahasa 
termasuk sebagai kata hakikat. Untuk mengetahuinya harus 
melalui pendengaran dari para ahl al-lughah(ahli bahasa). Seperti 
kata “insân” biasa digunakan untuk hewan yang dapat berucap 
(manusia), srigala untuk hewan pemangsa dan seterusnya.  

b) Syar’ī  yaitu sebuah lafaz yang umum dipakai dalam term syara’ 
dan dianggap sebagai kata hakikat. Pencentusnya adalah Syari’. 
Seperti kata “shalat” yang dalam terma syari’ah biasa digunakan 
untuk ibadah tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa 
bacaan dan tindakan-tindakan khusus 

c) ‘Urfī yaitu sebuah kata atau kalimat yang dalam satu kalangan, 
golongan atau tradisi tertentu dianggap dan dipakai sebagai 
ungkapan hakikat (bukan majaz). Seperti istilah “akad” di 
kalangan fuqaha secara hakikat dipakai untuk transaksi muamalat 
atau bentuk transaksi lainnya. 

Lafaz hakikat dapat dikenal melalui beberapa qarinah: (1), 
penggunaan yang lumrah; (2), petunjuk dari sebuah lafaz itu sendiri; (3), 
adanya petunjuk dari siyâq (susunan) kalimat; (4), penjelasan secara langsung 
mengenai maksud dari pihak Mukhathib atau sang pembicara; (5), tuntutan 
(iqtidla’) dari susunan suatu kalimat.  

Sedangkan lafaz Majaz dimaksudkan setiap kata yang digunakan 
untuk makna bukan aslinya, karena adanya korelasi atau penghubung antara 
makna hakikat dengan makna majaz tersebut. Penggunaan ungkapan majaz 
dapat dibenarkan jika terdapat ‘alaqah, seperti di bawah ini:  



146 | Metode Penggalian Hukum Islam 

a. Musyabahah, yaitu adanya keserupaan, seperti ungkapan: “Umar 
adalah singa”. Umar disebut singa karena ia memiliki sifat 
dengan singa yaitu dari segi keberaniannya; 

b. Al-Kaun, yaitu menyatakan seperti kondisi yang telah berlalu, 
seperti ayat “wa âtuu al-yatâmâ amwâlahum”:“Berikanlah kepada 
anak-anak yatim akan harta mereka”. Yang disebut anak yatim 
adalah anak yang masih di bawah umur di mana pada usia 
tersebut harta mereka diurusi pihak yang bertanggungjawab. 
Setelah usia mereka telah dewasa maka harta tersebut harus 
diserahkan kepada mereka. Namun dalam ayat tersebut 
sekalipun mereka sudah dewasa tetap disebaut yatim ( yatâmâ ) 
karena memandang kondisi sebelumnya. 

c. Juz’iyyah, mengungkapkan sebagian namun yang dimaksud 
adalah seluruh; 

d. Kulliyyah, Menyebut seluruh tapi maksudnya adalah sebagian; 
e. Sababiyyah, yakni disebutkan adalah sebab namun yang 

dimaksudkan adalah musabbab, seperti “Allah menurunkan 
untuk kalian dari langit berupa rizq”. Yang dimaksud dengan 
rizq atau rejeki adalah air hujan, rizq adalah sebab dan air hujan 
itu musabbab. 

f.  Al-Hulul, menyebut tempat tapi yang dimasud orang yang 
menempati. Seperti “was ‘al al-qaryah” (bertanyalah kepad desa). 
Yang dimaksud adalah bertanya kepada penduduk desa (warga 
yang menempatinya).  

Selain majaz mempunyai ‘alaqah di atas, ia pun harus memiliki 
qarinah. Qarinah ini sebagai yang disebut sebagai penghalang 
dimaksudkannya makna haqiqiah pada sebuah lafaz. Qarinah disebutkan 
untuk menentukan pengertian yang dimaksud atau untuk menjelaskan 
bahwa yang menjadi maksud bukanlah makna haqiqi-nya. Qarinah tersebut 
dapat berupa hissiyyah, ‘qaliyyah, ‘urfiyyah dan syar’iyyah.  

Jika ketentuan-ketentuan dalam majaz di atas tidak terpenuhi, maka 
sebuah lafaz tidak dapat diarahkan untuk makna majaz. Ia tetap harus 
difungsikan sesuai pengertian hakikatnya sebab makna hakikat merupakan 
makna asli yang tidak bisa ditinggalkan untuk makna lain kecuali ada alasan 
kuat. Dalam sebuah kaedah disebutikah: 
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ليلدب لاإ زا”ا لىإ راصي لاو ةقيقلحا ملاكلا في لصلأا  

                 
Bolehkah menggunakan makna kedua-duanya, yakni makna majaz 

dan hakikat sekaligus? Menurut Syafi’iyah hal ini boleh dan bisa 
diberlakukan, seperti ayat berikut: ءآسنلا متسمل وأ  . yang dimaksud dengan 
lâmasa adalah “menyentuh dengan tangan” (sebagai makna hakikatnya), dan 
“senggama” (sebagai makna majaz). Menurut mereka, ayat tersebut boleh 
saja diartikan menyentuh dengan tangan sekaligus senggama suami istri. 
Sementara menurut Hanafian dan Mutakallimin tidak boleh memaksudkan 
suatu lafaz untuk makna hakikat dan majaz sekaligus. 

7. Bayan Dengan Memahami  Lafaz al-Mujmal 
Teks-teks suci al-Qur’an dan Sunnah Nabi terdapat banyak model 

nash yang belum jelas maksud yang dikandungnya, sehingga membutuhkan 
penjelasan. Terdapat beberapa cara sebagai upaya untuk mengungkapkan 
maksud dari sebuah nash-nash tersebut, termasuk melalui cara bayan al-
Mujmal. Dalam teks-teks suci terdapat banyak model nash yang statusnya 
Mujmal. Mujmal adalah sebuah lafaz yang memiliki makna ambigu di mana 
ambiguitas makna tersebut timbul dari lafaznya secara internal (nafs al-lafdz) 
dan kemujmalan tersebut hanya dapat dijelaskan oleh Syari’ (Tuhan dan 
Rasul-Nya) sendiri. 

Lafaz Mujmal yang telah tertafsir oleh Syari’ tersebut kemudian 
berubah status menjadi Mufassar atau Muawwal. Lafaz Mujmal yang 
Mufassar dimaksudkan untuk yang telah tertafsir atau dijelaskan secara 
sempurna dan final dan qath’īe. Yang Mufassar dan bersifat qath’i ini sama 
sekali tidak membuka peluang ijtihad atau ta’wîl, sebab ia telah dijelaskan 
melalui dalil qath’ie sehingga status dan kebenaran apa yang dikandungnya 
telah diyakini dan sempurna. Seperti tentang kewajiban melaksanakan shalat, 
zakat, haji, dan puasa di mana semua kewajiban-kewajiban tersebut 
ditetapkan dengan ayat yang bersifat global dan telah dijelaskan secara rinci 
dalam hadis Nabi. 

Selain itu, ada juga lafaz Mujmal yang maksudnya telah dijelaskan 
Syari’, namun penjelasan itu tidak sampai pada ketentuan yang qath’i (masih 
bersifat zhanni). Lafaz ini kemudian disebut Muawwal. Ke-zhanni-an 
tersebut disebabkan: Pertama, dalil sebagai mubayyin-nya bukan dalil qath’ie 
namun bersifat zanni sebagaimana hadis Ahad. Dalam hal ini mujtahid pun 
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bisa ikut serta untuk menjelaskan maksudnya. Kedua, penjelasan tersebut 
belum final dan kurang sempurna, sehingga membutuhkan penjelasan lebih 
lanjut dan detail. Lafaz ini juga bisa dikategorikan sebagai bentuk lafaz 
Musykil, sehingga masih membuka peluang adanya proses ijtihad atau ta’wîl 
bagi para Mujtahid. Mujmal dalam bentuk ini bisa dicontohkan pada 
masalah riba. Dalam al-Qur’an disebutkan: 

Çرلا مرحو عيبلا الله لحأو  

Dalam ayat tersebut, riba disebutkan dengan bentuk mujmal, sebab 
riba menurut pengertian kebahasaan adalah ziyadah (tambahan). Pengetian 
ini tentu bukan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Allah juga tidak 
menjelaskan riba bentuk dan macam apa sehingga butuh penjelasan 
kongkret. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kemujmalan ayat tersebut: 

 لــثبم لاثم حللمÇ حللماو رمتلÇرمتلاو يرعشلÇيرعشلاو ةضفلÇ ةضفلاو بهذلÇ بهذلا

 .ديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصلأا هذه تفلتخا اذإف ,ديبادي  ةطنلحÇ ةطنلحاو

Namun penjelasan tentang ketentuan riba dalam hadis tersebut 
belum terinci secara sempurna dan dianggap belum final, sebab itu para 
mujtahid berupaya menjelaskannya secara lebih detail, termasuk masalah illa 
yang dikandung pada hukum praktek riba. 
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BAB IV 
METODE Al-TA’LILY 

 
A. Pendahuluan  

Hukum Islam secara praktis adalah ketetapan syari’at Islam yang 
dirumuskan dari nash (al-Qur’an dan Sunnah) Secara khusus, setiap perintah 
dan larangan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah mempunyai 
alasan logis (nilai hukum) dan tujuan masing-masing. Nilai hukum tersebut 
ada yang secara jelas disebutkan didalamnya, dan sebagian lagi hanya dalam 
bentuk isyarat, malahan ada yang harus dipikirkan dan dianalisa terlebih 
dahulu. Yang jelas walaupun jumhur ulama sepakat bahwa alasan (nilai 
hukum) itu selalu ada dalam arti suatu hal yang tak terpisahkan dalam setiap 
hukum yang telah ditetapkan Tuhan, namun ada sebagian alasan yang tetap 
tak terjangkau oleh akal manusia. Hal ini dapat dilihat dalam hukum-hukum 
tentang ibadah. 

Alasan logis inilah yang dinamakan “illat” hukum (al-illat/kausa 
efektif). Illat hukum ini disebut juga manath al-hukum, sebab hukum, atau 
amarat hukum. 

Dalam kitab-kitab ushul fiqh permasalahan illat ini selalu diidentikkan 
dengan qiyas dalam arti pembahasan  tentang illat termasuk pembahasan 
tentang qiyas. 

Dalam metode ta’lily ini dibahas tentang pemahaman para ushuliyyin 
terhadap ‘illat hukum, dan metode al-ta’lily  dengan tiga bentuk yaitu ta’lily 
tasyri’i, ta’lily qiyasi dan ta’lily istihsani.297 

 
B. Teori ‘Illat Hukum 

Memahami tentang ‘illat hukum sebagai alat istinbath hukum Islam, 
maka terlebih dahulu dikemukakan rumusan pengertiannya menurut para 
ulama klasik maupun kontemporer, baik secara etimologi maupun secara 
terminologi. 

Secara etimologi kata ‘illat adalah bentuk masdar dari kata “  لعی – لع

ةلع  –  yang berarti sakit atau penyakit.298 Menurut al-Jurjani. ‘illat dinamakan 
 

 297Al-Yasa Abu Bakar, Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya, dalam “Hukum 
Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik”, Pengantar : Juhaya. S. Praja, Bandung, Rosdakarya, 
1991, hal. 179   

298 Luis Ma’luf, Op.cit h. 523.  
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penyakit karena ia mengobah kondisi pisik seseorang dari kuat menjadi 
lemah. Dalam dunia kedokteran sesuatu yang menyebabkan tubuh merasa 
sakit disebut dengan ‘illat. 299  

Secara terminologi ditemukan sejumlah rumusan pengertian tentang 
‘illat hukum yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. 
Dalam kitab-kitab ushul fiqh klasik, misalnya al-Ghazali dalam kitab al-
Mustashfa menyebut ‘illat hukum itu dengan “manath al-hukm” (pautan 
hukum), yaitu pautan hukum atau tambatan hukum dimana Syari’ 
menggantungkan hukum dengannya.300 Rumusan al-Ghazali ini senada 
dengan rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad abd al-Ghani al-
Bajiqani pengikut Imam Malik dalam kitabnya Al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh 
al-Maliki. 301  Tetapi al-Ghazali terkadang menyebut ‘illat dengan “al-
Mu’atstsir” (yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan “al-
‘alamat” (suatu tanda).302 Rumusan al-Ghazali ini senada dengan rumusan 
yang dikemukakan oleh al-Subki yang menyebutkan bahwa ‘illat itu yaitu 
suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkannya  hukum. 303   

Mushthafa Syalabi mengutip rumusan al-Amidi dan ibn Hajib, 
mengartikan ‘illat hukum itu sebagai motif dan pendorong atau sesuatu yang 
menuntut adanya pensyariatan hukum.304 yakni menciptakan kemaslahatan 
dan menolak kemafsadatan (mudharat) dalam kehidupan manusia. Rumusan 
yang dikemukakan oleh al-Amidi dan ibn hajib ini senada dengan rumusan 
yang dibuat oleh Abu Zakariya al-Anshari maksud ‘illat hukum itu adalah 
merupakan sesuatu  yang memberitahu atau yang mempengaruhi, yang 
mendorong untuk menimbulkan penetapan hukum bagi mukallaf. Dalam 
pengertian ini Abu Zakariya memberikan tambahan ungkapan bahwa 
penetapan hukum itu ada hubungannya dengan pembebanan orang 
mukallaf. 305  

Rumusan tentang ‘illat hukum dalam kitab-kitab ushul fiqh klasik di 
atas berbeda dengan rumusan dalam kitab-kitab ushul fiqh kontemporer, 

 
299Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat (Singapore-Jeddah, t.th.) h. 154. 
300 Al-Ghazali, Al-Mustasyfa fi Win al-Ushul, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993  h. 395. 
301 Muhammad Abd al-Ghani al-Bajiqani, Al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, h. 

112. 
302 Al-Ghazali, Op.cit, h. 399, 433. 
303 Ibnu Subki, Syarh Matan Jami’ al-Jawami’ Jl. II  Maktabah Dar Ihya, t.th.) h. 231. 
304 Muhammad Mushthafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, Beirut, Dar al-Nahdhah, 1981,  

h. 117 
305 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, Ghayah al-Washil: Syarh Lubb al-Ushul, (Surabaya, 

t.tp. t.th.) h. 144) 
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misalnya Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqh menyebutkan 
bahwa ‘illat hukum itu yaitu suatu sifat atau keadaan yang jelas yang serasi 
sebagai dasar penetapan hukum.306 Abd al-Karim Zaidan yang merumuskan 
bahwa ‘illat hukum itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan pasti yang dapat 
dijadikan sebagai dasar pembinaan dan pautan hukum, karena ada atau tidak 
adanya hukum berhubungan dengan ada dan tidak adanya ‘illat.307 Sementara 
itu, Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan bahwa ‘illat hukum itu sesuatu yang 
jelas dan teratur (akurat) yang dapat dijadikan landasan pembinaan dan 
tambatan hukum karena ada atau tidak adanya ‘illat tersebut. 308  

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ulama baik 
dalam kitab-kitab ushul fiqh klasik maupun ushul fiqh kontemporer  bahwa 
‘illat itu merupakan sesuatu yang memberitahu dan sesuatu yang mendorong 
yang menjadi landasan hukum. Namun dalam ushul fiqh kontemporer bukan 
saja melihat kepada fungsi ‘illat sebagaimana ushul fiqh klasik, tetapi lebih 
kepada kriterinya. Misalnya dalam kitab ushul fiqh Muhammad Abu Zahrah, 
Abd al-Wahhab Khallaf maupun Abd al-Karim Zaidan merumuskan ‘illat 
lebih tegas dan rinci dan jelas kriterinya terhadap sifat-sifat yang dapat 
dijadikan ‘illat dalam penetapan hukum.  

Dalam kitab ushul fiqh klasik, tidak membedakan antara ‘illat dengan 
sebab, keduanya sama-sama menjadi dasar atau alasan adanya ketetapan 
hukum. Sedangkan dalam kitab ushul fiqh masa akhir, misalnya Abd al-
Wahhab Khallaf membedakan antara ‘illat  dan sebab. ‘Illat  itu Sesuatu yang 
menjadi landasan atau alasan penetapan hukum itu harus dapat dipahami 
kaitannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.309  Dengan demikian 
sesuatu yang tidak dapat dipahami kaitannya antara yang menjadi landasan 
atau alasan penetapan hukum dengan ketentuan hukum yang ditetapkan   
maka bukanlah ‘illat hukum. Dalam kaitan ini Abd al-Wahhab Khallaf 
memberikan contoh “menyaksikan bulan sebagai “sebab” timbulnya 
kewajiban “puasa Ramadhan”. Hal ini tidaklah dinamakan “sebab” bukan 
“’illat”, karena tidak dapat dipahami bagaimana hubungannya antara 
menyaksikan  bulan dengan adanya kewajiban puasa. Atau contoh lain, 
terbenamnya matahari  di barat, maka timbulnya kewajiban shalat maghrib. 
Baik menyaksikan bulan atau terbenam matahari di barat adalah sebab yang 

 
306 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit  h. 237. 
307 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Baghdad, al-Dar al-Arabiyah li al-

Tiba’ah, 1977,  h. 201-202. 
308 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 65. 
309 Ibid  h. 67-68. 
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mengakibatkan kewajiban puasa atau kewajiban shalat maghrib. Ini sebab-
akibat, tetapi bukan ‘illat. Atas dasar  itulah Abd al-Wahhab Khallaf 
menjelaskan bahwa setiap ‘illat itu adalah sebab, tetapi tidaklah semua sebab 
itu dapat disebut ‘illat. 

Terdapat dua kelompok pemikiran yang berbeda satu sama lain. 
Kelompok pertama berpegang dengan hikmah hukum yang menjadi ‘illat 
mendorong penetapan suatu ketentuan hukum. Kelompok ini mengatakan 
bahwa pada hakikatnya ‘illat hukum itu suatu keserasian (munashib) yang 
mempunyai hubungan terhadap pensyariatan  hukum, dengan atas 
keserasian inilah hukum dibuat demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar 
dari mafsadat.310 Oleh karena itu, al-Ghazali mengatakan bahwa 
kemaslahatanlah yang mewajibkan adanya hukum, namun terkadang hal ini 
tidak nampak dan tidak bisa menentukan ‘illat dengan sifat, kecuali hal 
tersebut semata-mata dugaan. Maksudnya apa yang menjadi ukuran dan 
alasan ketentuan Syari’ dalam pensyariatan hukum adalah tersembunyi dan 
para ulama dituntut untuk mencari relevansinya dengan melihat tujuan yaitu 
kemaslahatan. Dengan demikian, setiap hikmah mengandung kemaslahatan 
dan inilah ‘illat yang menjadi motif pensyariatan hukum, karenanya hukum 
tidak akan memiliki arti, jika tidak mengandung kemaslahatan. Misalnya, 
Syari’ menetapkan wajib qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, ‘illat-nya 
adalah hikmah, yakni terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia 
seluruhnya. Kewajiban qishash berarti akan menjerakan orang untuk 
melakukan pembunuhan, dengan cara ini akan tercapai tujuan hukum Islam  
yaitu tegaknya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan. 

Sedangkan kelompok kedua, Muhammad Abu Zahrah, Abd al-
Wahhab Khallaf  mengatakan bahwa suatu ketentuan hukum yang 
berpengaruh adalah sifat-sifat ‘illat. Oleh karena itu, sifat yang 
mempengaruhi ketentuan hukum itu harus berupa sifat yang jelas dan tegas. 
Namun bagaimana untuk menentukan sifat itu diketahui dengan jelas dan 
tegas, sementara sifat itu ada yang jelas dan ada pula yang tidak jelas, 
demikian berarti penentuan sifat itu hanya dengan dugaan saja. Misalnya 
Syari’ menetapkan wajib qishash bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan itu 
harus dibedakan antara “sengaja” dengan “tidak sengaja”. Terhadap 
pembunuhan “sengaja” tentu didasari oleh motif yang mempengaruhinya, 
yaitu permusuhan. Maka atas dasar ini yang nampak dan ada hubungannya 

 
310 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 133. 
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dengan perbuatan pembunuhan adalah permusuhan dan inilah sifat yang 
mempengaruhi adanya penetapan hukum qishash. Sedangkan pembunuhan 
tidak sengaja tidak ada motif permusuhan, melainkan keliru dari pelakunya, 
oleh karenya tidak berlaku hukum qishash.311 

Menurut Jumhur ushuliyyin, sebenarnya ada empat syarat yang telah 
disepakati, syarat-syarat ‘illat itu adalah: (1) hendaknya’illat itu merupakan 
sifat yang nyata, yakni sifat yang dapat  dijangkau oleh panca indra yang 
lahir; (2) ‘illat itu merupakan sifat yang pasti, yaitu tertentu dan terbatas; (3) 
‘illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hikmah hukum oleh tujuan 
hukum hukum Islam; (4) ‘illat itu tidak merupakan  sifat yang terbatas pada 
ashl, artinya harus sifat yang dapat diwujudkan pada beberapa individu  
(bukan khushushiyah).312 

Dengan semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin 
dirasakan meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat 
Islam. Maka banyak ketentuan-ketentuan hukum yang harus memperhatikan 
jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu 
saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash 
tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi 
sesuatu ketentuan hukuim ialah ‘illat hukum atau kausa hukum.313 Selama 
‘illat hukum masih terlibat, ketentuan hukum berlaku, sedang jika ‘illat 
hukum tidak tampak, ketentuan hukum pun tidak berlaku. Dalam 
perkembangan ilmu hukum Islam, para fukaha melahirkan kaidah fiqh yang 
mengatakan : 

314 امًادَعَوَ ادًوْجُوُ َّةلعِلا عَمَ رُوْدُيَ مُكْلحُا  

Hukum itu berkisar bersam ‘illatnya, baik ada atau tidak adanya.          
Menentukan sesuatu sebagi ‘illat hukum merupakan hal yang amat 

pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang 
kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk ‘illat hukum secara 
tepat.  

Menetapkan adanya kaitan hukum dengan ‘illat yang 
melatarbelakangi amat diperlukan jika kita akan mengetahui hukum peristiwa 
yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW.  yang terlihat adanya 

 
311 Ibid, h. 131. 
312 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit. h. 68-70.  
313 Ahmad Azhar Basyir, Op..Cit.,h..20. 
314Al-Syaukani, Al-Qawl al-Mufid fi adillati al-Ijtihadi wa al-Taqlid,  juz 1, Kuwait, Dar 

al-Qalm,  1396 H. h. 72  
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persamaaan ‘illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi disebutkan 
dalam nash. Dengan mengetahui ‘illat hukum peristiwa yang terjadi pada 
masa Nabi dapat dilakukan Al-Qiyas atau analogi terhadap peristiwa yang 
terkadi kemudian. ‘illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak 
adanya hukum dalam kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidak 
adanya ‘illat pada kasus tersebut. 

Sehingga ‘illat dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan 
dapat diketahui secara obyektif (zhahir), dapat diketahui dengan jelas dan ada 
tolak ukurnya (mundabith) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang 
eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmat adalah 
yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud 
kemaslahatan bagi manusia. ‘illat merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat 
dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan “tujuan 
yang jauh” dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. 

Sedangkan menurut al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan ‘illat adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk mashlahat dan mafsadat, 
yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik 
keduanya itu zhahir atau tidak, mundhabith atau tidak.315 Jadi baginya ‘illat itu 
tidak lain kecuali adalah mashlahat dan mafsadat itu sendiri. Kalau demikian 
halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmat, tidak 
berdasarkan ‘illat. Sebenarnya hikmat dengan „‘illat mempunyai hubungan 
yang erat dalam rangka penemuan hukum.316 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam Al-
Qiyas penemuan ‘illat dari hikmat sangat menentukan keberhasilan mujtahid 
dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya 
hubungan antara Al-Qiyas dengan maqashid al-syariah  

Dalam prakteknya, pemikiran tentang ‘illat hukum ternyata di 
kalangan ulama berbeda-beda satu sama lainnya. Yang dimaksudkan di sini 
ialah pemahaman mereka tentang keberadaan ‘illat dan aplikasinya dalam  
pembinaan tasyri’ adalah tidak sama. Ketidaksamaan ini, tentu saja, jelas akan 
mempengaruhi nilai dari ketetapan hukum yang dihasilkan. 

Contoh yang paling sering dirujuk oleh ushuliyyin ialah tentang ‘illat 
riba-riba fadhl dan riba nashi`ah pada enam macam benda yang disebutkan 

 
315 Al-Syatibi, Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam, Jilid I, Dar al-Fikr, tt, h. 185.  
316 Contoh, dalam bidang ibadah (shalat qashar), boleh atau tidaknya, maka 

ditetapkan kebolehannya itu „illatnya karena safr, sedangkan musyaqatnya merupakan hikmat  
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dalam Hadis Nabi.317 Berdasarkan hadist ini ulama ushul sepakat bahwa 
keenam macam benda tersebut bisa mendatangkan riba. Akan tetapi, mereka 
berbeda pendapat tentang ‘illat yang menjadi dasar penetapan hukum riba 
tersebut.318 

Kalangan Hanafi mengatakan bahwa ‘illat riba -riba fadhl dari 
keenam macam benda tersebut ialah timbangan dan takaran yang dalam 
istilah fiqh disebut dengan al-kail wa al-wazn )نزولاو لیــكـلا( . Adapun riba 
nashi`ah ialah wujud dari dua sifat benda yang sejenis, yaitu takaran dan 
timbangan. Sementara itu, kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat 
bahwa ‘illat riba fadhl adalah emas dan perak, karena sifat keduanya 
merupakan standar harga. Sedangkan untuk empat macam benda lainnya 
‘illat-nya ialah makanan pokok (al-qut). Mengenai riba nashi`ah ‘illat-nya 
adalah pada emas dan perak, karena keduanya merupakan standar harga.319 

Kemudian, dalam hubungan ini, kalangan Hanabilah berpendapat 
bahwa ‘illat riba dari emas dan perak ialah karena ia jenis benda yang dapat 
ditimbang dan sedangkan empat jenis benda lainnya ‘illat-nya ialah 
takaran.320 

Dari contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa ternyata para ulama ushul 
berbeda dalam memahami dan menentukan ‘illat bagi keenam macam benda 
yang dapat menimbulkan riba fadhl dan nashi`ah tersebut. Perbedaan ini 
dilatarbelakangi oleh perbedaan asumsi terhadap sesuatu yang menjadi dasar 
penentuan ‘illat riba fadhl dan nashi`ah bagi keenam macam benda tersebut. 

Bagi kalangan Hanafi keenam macam benda yang disebutkan dalam 
hadis tersebut, semuanya dapat ditakar dan ditimbang. Takaran dan 
timbangan ini merupakan sifat yang menjadi ukuran atau yang membawa 
pengaruh timbulnya riba fadhl dan nashi`ah jika penukarannya dalam satu 
jenis, yang salah satunya berlebih. Lain halnya dengan kalangan Malikiyah 
dan Syafi’iyah dimana mereka membedakan antara ‘illat riba fadhl dan 
nashi`ah. Riba fadhl hanya terjadi pada emas, karena ia merupakan standar 

 
317 Teks hadis tersebut berbunyi: 

 اب ةضـفلاو بھ ذلاب بھ ذلا : ملسو ھیلع الله ىلص الله لوسر لاق ،لاق ھنـع الله ىضر تم اصلا نب ةد ابع نعو
 انصلاا هذـھ تـفـلـتـخا اذاف دیب ادی ءاوس لـثـمب لاثم حلمل اب حلملاورمتلابرمـتلاو ریعشل اب رـیـعـشـلاو ربلابربلاو ةضفل

 Lihat dalam Imam Muslim, Sahih Muslim Juz .   )ملسم هاور( دیب ادی ن اك اذا  مـتـئـش فیك اوـعیـبـف ف
III, (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt), h. 1211; Lihat pula dalam al-Shan‘ani, Subul al-Salam, 
37-38. 

318 Mushthafa Said al-Khind, Asr al-Ikhtilaf, h. 493-494. 
319 Ibid, h.493-494.  
320 Ibid, h. 496-497. 
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harga, sedangkan riba nashi`ah ‘illat-nya adalah al-qut (makanan pokok) dan 
ini berlaku bagi empat jenis benda lainnya. 

Agaknya, kalangan Hanabilah mempunyai pandangan yang sama 
dengan Hanafiyah, tetapi mereka membedakan antara sifat ‘illat timbangan  
dan sifat ‘illat takaran. Untuk emas dan perak ‘illat-nya adalah timbangan, 
karena ia hanya bisa dinilai dengan timbangan, bukan takaran. Adapun ‘illat 
untuk empat jenis benda lainnya gandum, syair, kurma dan garam- adalah 
takaran dengan asumsi bahwa ia bisa ditakar. Kelihatannya, kalangan 
Hanabilah membedakan dua sifat ‘illat timbangan dan takaran. Sebetulnya, 
membedakan dua sifat ‘illat disebut terakhir ini, kalangan Hanabilah tidak 
mempunyai pijakan yang kuat karena baik emas dan perak, begitu pula 
gandum, syair, garam dan kurma, kesemuanya bisa ditakar dan ditimbang.  
Tidak ada artinya membedakan dua macam sifat ‘illat antara timbangan dan 
takaran bagi keenam jenis benda yang disebutkan di atas, jika keduanya 
dapat diterapkan dan mengandung asumsi yang sama. 

Demikian pula halnya dengan kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah 
yang membedakan dua sifat ‘illat antara standar harga dan makanan pokok, 
menyatakan riba fadhl terjadi pada emas dan perak karena ia menjadi standar 
harga. Akan tetapi, jika hanya emas dan perak yang dapat menimbulkan riba 
fadhl  karena ia menjadi standar harga tidaklah tepat.  Sifat riba fadhl bisa pula 
terjadi pada empat jenis benda lainnya.  Demikian pula dengan ‘illat 
makanan pokok bagi empat jenis benda, selain dari emas dan perak, juga 
tidak tepat, karena seperti garam bukanlah termasuk makanan pokok. 

Karena itu, dari ketiga pandangan di atas, agaknya kalangan 
Hanafiyah lebih tepat dalam melihat dan menentukan hubungan ‘illat 
dengan penetapan hukum riba fadhl dan nashi`ah terhadap enam macam 
benda di atas, yaitu timbangan dan takaran. 

Adapun membedakan antara riba fadhl dan nashi`ah hanyalah 
berkaitan dengan sifat pelaksanaannya. Jika dalam kegiatan tukar-menukar 
(jual-beli) terhadap benda sejenis yang salah satunya lebih -tidak sama 
takaran atau timbangannya-  maka hal ini disebut riba fadhl.  Sementara riba 
nashi`ah, jika dalam kegiatan tukar menukar (jual-beli) dengan telah 
ditentukan harganya, dan setelah jatuh tempo waktu  pembayaran 
(pengembalian) tidak dipenuhi, maka pembayaran atau pengembalian harus 
lebih.321 

 
321 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Dalam Islam, (Bandung: CV Diponegoro, 

1984), h. 176-180. 
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Dari dua contoh kasus yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat 
dengan jelas bahwa penentuan ‘illat sebagai alasan penetapan hukum di 
kalangan ulama terdapat perbedaan. Akibat perbedaan ini, maka kadang-
kadang produk hukum yang dihasilkan juga berbeda. Diakui bahwa kadang-
kadang ulama berbeda dalam menentukan ‘illat sementara hukum yang 
ditetapkan sama dan kadang-kadang berbeda dalam menentukan ‘illat dan 
berbeda pula hukum yang ditetapkan. 

Kasus pada enam macam benda pada contoh pertama dimana 
ulama berbeda dalam menentukan ‘illat tetapi ketentuan hukum yang 
ditetapkan adalah sama; yakni riba fadhl dan riba nashi`ah.  

Dari apa yang telah dikemukakan di atas ternyata perbedaan dalam 
ketetapan hukum, seperti banyak ditemui dalam berbagai leteratur dan 
refleksinya dalam kehidupan praktis umat adalah berakar dari perbedaan 
penentuan ‘illat sebagai dasar atau alasan pensyariatan hukum. Perbedaan ini 
terlihat -terutama sekali- dalam menentukan sifat ‘illat yang tidak disebutkan 
oleh nash.  

Terhadap hal yang disebut ini, ulama ushul menempuh cara-cara 
yang mungkin untuk dapat menetapkan dan menentukan ‘illat. Setidak-
tidaknya dalam persoalan ini, terdapat dua kelompok pemikiran yang 
berbeda satu sama lainnya. Kelompok pertama berpendapat bahwa dalam 
suatu ketentuan hukum yang berpengaruh adalah sifat-sifat ‘illat. Oleh sebab 
itu sifat yang mempengaruhi ketentuan hukum itu harus berupa sifat yang 
tegas dan jelas;  ( ةیـلاـجلا ةرـھاظلا فاــصولأا ) Terhadap sifat ‘illat yang disebut 
terakhir ini, sebagai dituturkan oleh al-Jashshas dan  al-Amidi adalah 
disepakati oleh seluruh ulama ushul.322 

Akan tetapi pandangan ini akan berhadapan dengan suatu 
pertanyaan, yaitu bagaimana menentukan sifat yang tegas dan jelas itu? 
Sebagaimana diketahui bahwa kadang-kadang suatu ketentuan hukum tetap 
saja tersembunyi sifat ‘illat yang mendasari penetapannya. Oleh sebab itu, 
penentuan sifat jelas atau tidak jelasnya, hanya berdasarkan dugaan 
(anggapan) saja. Salah satu, contoh ialah berkenaan dengan ‘illat wajibnya 
qishash bagi pelaku pembunuhan. 

Ketentuan hukum wajib qishash bagi pembunuhan tidak terdapat 
indikasi yang tegas sifat apa yang mempengaruhi penetapannya. Dalam 
menanggapi kasus ini; pertama mengatakan bahwa pembunuhan itu harus 

 
322 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 130. 
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dibedakan antara "sengaja" dan "tidak sengaja". Terhadap pembunuhan 
sengaja (al-qatl al-‘amd) pasti dilatarbelakangi oleh suatu motif 
yangmempengaruhinya, yaitu permusuhan (al-‘adawah).323 Atas dasar ini, yang 
terlihat dengan jelas dan ada hubungannya dengan perbuatan pembunuhan 
adalah rasa permusuhan dan inilah sifat yang mempengaruhi adanya 
penetapan hukum qishash pada pembunuhan sengaja. Sedangkan 
pembunuhan tidak sengaja tidak demikian halnya. 

Pembunuhan tidak sengaja, tidak ada motif permusuhan, melainkan 
tersalah di luar kontrol pelakunya. Oleh karena itu tidak berlaku hukum 
qishash. Jadi penetapan hukum qishash itu diberlakukan bagi pembunuhan 
sengaja, karena dilatarbelakangi oleh permusuhan dan inilah sifat ‘illat yang 
jelas dalam penetapan hukum qishash. 

Sebaliknya, pandangan kedua berpegang kepada hikmah. Menurut 
mereka hikmahlah yang mendorong penetapan suatu ketentuan hukum. 
Pandangan kedua ini mengatakan bahwa pada hakikatnya ‘illat hukum itu 
adalah hikmah yaitu suatu keserasian (munashib) yang mempunyai relevansi 
terhadap pensyariatan hukum, dimana atas keserasian inilah hukum dibina 
demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan.324 Dalam 
hubungan ini, al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya kemaslahatanlah 
yang mewajibkan adanya hukum, tetapi kadang-kadang hal ini tidak jelas 
(tersembunyi)dan tidak bisa menentukan ‘illat dengan sifat, kecuali hal 
tersebut dugaan semata.325 Dengan kata lain, apa yang menjadi ukuran dan 
yang melatarbelakangi ketentuan Allah dalam pensyariatan hukum adalah 
tersembunyi dan kita dituntut untuk mencari persesuaiannya dengan melihat 
tujuannya yaitu kemaslahatan. Akan tetapi, mungkin esensinya tidak terlihat 
pada maslahat, namun pada sifat yang diduga mencakup maslahat yang 
dimaksud.Artinya, setiap hikmah mengandung kemaslahatan dan inilah ‘illat 
yang mendorong pensyariatan hukum. Oleh sebab itu, hukum tidak akan 
mempunyai arti apa-apa, jika tidak mengandung kemaslahatan. 

Dengan demikian, jika Allah menetapkan wajib qishash bagi pelaku 
pembunuhan sengaja, ‘illat-nya adalah hikmah, demi terciptanya 
kemaslahatan bagi umat manusia seluruhnya. Mewajibkan qishash berarti 
akan menjerakan dan menakutkan orang  untuk melakukan pembunuhan. 

 
323 Ibid,  h. 131. 
324 Ibid,  h. 133. 
325 Ibid,  h. 133. 
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Dengan cara ini akan tercapai maksud hukum Islam, yaitu tegaknya 
kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan. 

Bila dilihat pandangan kedua ini, ternyata yang mendorong 
terciptanya hukum adalah hikmah dan hikmah ini pula yang menjadi tujuan 
pensyariatan hukum. Dalam tasyri‘ hukum, sebagai dijelaskan Fathurrahman 
Djamil.326 dengan mengutip pendapat Ahmad al-Raisani, dalam kitab 
Nazhriyat al-Maqashid lnd al-Syatibi bahwa pembicaraan tentang hikmah dan 
‘illat adalah berakar dari pembahasan Maqashid al-Syar‘iyat ditetapkannya 
hukum, yaitu untuk kemaslahatan. Para ulama ushuliyyin mengklasifikasikan 
‘illat kepada beberapa macam, baik dilihat dari segi keberadaannya maupun 
segi penerapannya.   

Menyangkut segi keberadaan ‘illat, baik di dalam pemikiran ushul 
klasik maupun masa akhir, ternyata juga berbeda-beda satu sama lainnya. 
Hal ini terlihat yang tidak saja pada segi pembagian atau macamnya, tetapi 
juga terhadap istilah yang dipakai oleh para ulama Ushul Fiqh tersebut. 

Pembagian ‘illat dilihat dari segi penerapannya pada uraian ini, 
maksudnya adalah untuk melihat bagaimana keberadaan ‘illat dan 
penerapannya dalam istinbath hukum. Dalam hubungan ini, Imam al-
Ghazali327 misalnya, di dalam kitabnya al-Mushtasfa, menyebutkan bahwa 
‘illat dilihat dari segi eksistensinya dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, 
‘illat yang didasarkan kepada dalil naqli disebut dengan ‘illat  naqliyah )ةلـع 

)ةیـلــقـنـلا  dan ‘illat  yang  didasarkan pada tasyri‘ atau disebut dengan ‘illat 
mustanbathah ( ةطـبـنـتــسـملا ةـلـع ).Yang dimaksud oleh al-Ghazali dengan 
‘illat naqli ialah ‘illat yang ditunjukkan atau disebutkan langsung oleh nash 
secara jelas, dengan ungkapan lafaz tertentu. Adapun yang dimaksud dengan 
‘illat tasyri‘ (‘illat Mustanbathah) ialah ‘illat yang didasarkan pada tasyri‘, yaitu 
berdasarkan pemahaman dan ijtihad ulama, karena tidak disebutkan oleh 
nash secara tekstual.  

Pada umumnya dalam pemikiran ushuliyyin klasik, bahwa eksistensi 
‘illat itu lebih berorientasi pada pemahaman tentang ada atau tidak adanya 
pengakuan Syari‘ atas sesuatu ‘illat hukum tersebut. Dalam hubungan ini, 
Abd al-Kafi al-Subki328 (w. 765 H) dalam kitabnya al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj 
menyebutkan bahwa ‘illat itu dilihat dari segi keberadaannya dibagi kepada 

 
326 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1995), h. 36. 
327 Al-Ghazali, Op.cit, h. 425-435. 
328 Abd al-Kafi al-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, h. 60. 
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dua macam yang disebutnya dengan ungkapan )مدـعو عراشـلا هرـبـتـعـی بـسانـم 

)هرابـتـعا . 
Yang maksud oleh Abd al-Kafi al-Subki, adalah bahwa ‘illat itu ada 

yang ditunjukkan langsung oleh Syari‘ dalam nash dan ada pula sama sekali 
tidak dijelaskan oleh nash. Kemudian Imam al-Subki,329 dalam kitab  Matan 
Jami‘ al- Jaw’ami‘ membagi ’illat kepada dua macam, yang ia sebut dengan 
istilah al-mansshushat wa al-mustanbithah.  

Adapun yang dimaksud oleh al-Subki dengan  istilah al-manshushah 
ialah ‘illat yang disebutkan langsung oleh Syari‘ di dalam nash.  Sementara 
apa yang disebut dengan Mustanbathah ialah ‘illat yang dipahami 
berdasarkan tasyri’ atau ijtihad. Menurut al-Subki,330 ‘illat hukum yang 
mansshushat itu sifatnya qath‘i dan ‘illat Mustanbathah dan sifatnya zhanny.  

Pemikiran ulama ushul fiqh kontemporer nampaknya mengikuti 
pandangan yang terdapat dalam pemikiran ushul fiqh klasik. Muhammad 
Mushthafa Syalabi di dalam kitab Ta‘lil al-Ahkam, menyebutkan bahwa ‘illat 
bila dilihat dari segi eksistensinya dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu pertama, disebut dengan ‘illat manshushah ( ةـصوصــنـمـلاةـلــع ) dan kedua 
disebut dengan ‘illat mustanbathah ( ةـطـبـنـتـسـمــلا ةـلــع ) 331 . 

Menurut Mushthafa Syalabi, bahwa ‘illat  mansshushah adalah 
merupakan ‘illat yang disebutkan langsung oleh nash sebagai dasar 
pensyariatan atas hukum hukum Islam. Mengenai ‘illat mustanbathah, menurut 
Mushthafa Syalabi ialah ‘illat yang tidak disebutkan oleh nash, ia diperoleh 
atau ditetapkan lewat proses tasyri‘  dengan memperhatikan berbagai 
indikator atau kemungkinan yang berkaitan dengan pensyariatan suatu 
ketentuan hukum. Dengan kata lain ‘illat mustanbathah ini, keberadaannya 
ditetapkan berdasarkan ijtihad, yakni kira-kira apa yang paling pantas dari 
berbagai kemungkinan- menjadi ‘illat dari suatu ketentuan hukum yang telah 
disyariatkan oleh Syari‘ atau dari sesuatu yang akan ditetapkan hukumnya. 

Dalam hubungan ini, Khudari Beik dalam melihat ‘illat dari segi 
eksistensinya ini, membaginya kepada tiga macam yaitu: pertama, disebut 
dengan ‘illat yang terdapat pengakuan Syari‘ atas maksudnya, kedua, disebut 
dengan ‘illat yang membawa atau yang memberitahukan kepada yang 

 
329 Ibn al-Subki, Syarh Matan Jami‘ al–Jawami‘, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 

1937,  h. 245-253. 
330 Ibid h. 245-252. 
331 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 64-65 
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dikehendaki oleh Syari‘ dan ketiga, disebut dengan ‘illat baik yang terdapat 
pengakuan Syari‘ atas keberadaannya maupun  tidak. 332  

Selanjutnya, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh pakar 
ushul fiqh kontemporer lainnya seperti Muhammad Abu Zahrah, Abd al-
Wahhab Khallaf, dan Abd al-Karim Zaidan333. Seperti halnya Khudari Beik, 
mereka juga membagi ‘illat kepada tiga macam bila dilihat dari segi ada dan 
tidaknya pengakuan Syari‘, yaitu: munashib mu`asstir )رـــثؤــم بـسانـم( , kedua, 
munashib mula`im ) مــئلاـم بـسانــم (   dan  munashib mursal  )لـسرــم بــسانــم( . 

Adapun yang dimaksud dengan munashib mu`asstir ialah ‘illat yang 
ditunjukkan oleh Syari‘ bahwa memang ia yang menjadi dasar pensyari‘atan 
hukum, baik secara jelas maupun bentuk isyarat saja. Kemudian dimaksud 
dengan munashib mula`im ialah ‘illat yang tidak disebutkan oleh Syari‘ sifat 
dan keadaannya pada satu ketentuan hukum, tetapi disebutkan pada nash 
lain yang terdapat kesepadanan atau kesamaannya. Selanjutnya, yang disebut 
dengan munashib mursal  ialah ‘illat yang sama sekali tidak dijelaskan oleh 
Syari‘ (nash), tetapi ia merupakan suatu sifat yang patut dijadikan sebagai ‘illat 
dalam rangka untuk merealisir kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.  

Di samping hal yang disebutkan ini, Abd al-Wahhab Khallaf dan 
Abd al-Karim Zaidan menambahkan satu macam lagi, yang mereka sebut 
dengan munashib mulghat )بـسانــم )ةاـغلــم  . Dimaksud dengan istilah ini ialah 
sesuatu sifat yang terlihat dengan jelas dan bisa dijadikan sebagai ‘illat untuk 
merealisir kemaslahatan, tetapi berlawanan dengan ketentuan lain yang 
menolaknya. 

Kemudian suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya 
dengan ‘illat dari segi eksistensinya ini ialah melihat persesuaian suatu 
ketetapan hukum dengan ‘illat yang mendasarinya. Muhammad Abu Zahrah 
menyebutnya dengan al- munashabah  Menurut Mushthafa 334. )ةـبــسانـمــلا(

 
332 Syekh Khudari Beik memberi komentar terhadap ketiga macam ‘illat ini. 

Menurutnya, ‘illat yang disebut dalam kategori pertama adalah berkaitan dengan tujuan Syari‘ 
dalam pensyariatan hukum; yaitu akan bermuara pada tiga kepentingan yakni kepentingan 
yang sifatnya dharûri, hajjiyi dan takmili. Adapun yang kedua, seperti ditegaskan oleh Khudari 
Beik adalah bahwa hukum dibina berdasarkan ‘illat agar dapat membawa kepada 
kemaslahatan, terhindar dari kerusakan. Ketiga ialah ‘illat yang terlihat adanya sifat yang 
dijelaskan Syari’  bersamaan dengan suatu ketetapan hukum, baik secara sharih maupun tidak. 
Lihat: Muhammad Khudhari Beik, Ushûl al-Fiqh, Mathba’ah Al-Istiqamah, Kairo, 1930, h. 
299-309. 

333 Muhammad Abû Zahrah, Op.cit, h. 241-243, Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir 
al-Tasyri‘ al-Islami, Op.cit, h. 52-56, Abd al-Karim Zaidan, Op.cit, h. 207-210. 

334Abu Zahrah menjelaskan, jika nash tidak menyebutkan suatu ‘illat secara jelas 
dan telah pula terikat adanya syarat atau indikator yang melatarbelakangi suatu ketentuan 
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Syalabi secara bahasa al-munashabah berarti al-mula`im, yakni sesuai, sepadan 
dan serasi.335,  Dalam konteks ‘illat, sebagaimana disebutkan oleh Mushthafa 
Syalabi dengan mengutip pendapat al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan 
al-munashabah ialah suatu hal yang berhubungan dengan kemaslahatan 
ketika satu ketetapan hukum didasarkan padanya.336 Contohnya ialah 
khamar diharamkan karena dapat merusak akal pikiran manusia. 

         Sementara itu, al-Razi sebagaimana dijelaskan oleh 
Muhammad Mushthafa Syalabi menyebutkan pengertian al-munashabah 
sebagai berikut:”Munashib itu ialah suatu sifat yang pantas/serasi, sebagai 
dasar/alasan penetapan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia”. 337  

Atas dasar ini, maka pemahaman tentang munashabah ini sangat 
penting agar dapat menentukan sesuatu yang pantas sebagai ‘illat atau alasan 
dari suatu ketetapan hukum. Setelah menentukan dan memperkirakan 
sesuatu yang mendasari ketentuan hukum tersebut serta kuat dugaan bahwa 
memang ia yang menjadi ‘illat, maka hasil yang telah diperkirakan inilah yang 
disebut dengan  ‘illat mustanbathah. 

Dalam pandangan Mushthafa Syalabi bahwa eksistensi ‘illat 
mustanbathah diperoleh melalui kegiatan tasyri’ ini, memang menimbulkan 
perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul Fiqh. 338  Perbedaan ini 
agaknya lebih berorientasi pada perlu dan tidaknya unsur munashabah bagi 
sesuatu yang akan dijadikan sebagai ‘illat tersebut. Sebetulnya, jika dicermati 
apa yang diperdebatkan ini, menyangkut persyaratan ‘illat yang bukan saja 
‘illat mustanbathah, tetapi juga manshushah.  

Bila dicermati secara kritis pembagian ‘illat dilihat dari segi 
eksistensi atau keberadaannya ini, baik dalam pemikiran para ulama era ushul 
klasik maupun kontemporer, sebetulnya tidak terdapat perbedaan yang 
prinsipil, kecuali hanya perbedaan istilah yang mereka gunakan. Diantara 
kalangan ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer terdapat kesamaan 
pandangan, dimana keberadaan ‘illat dibedakan kepada ‘illat yang disebutkan 
langsung oleh   nash yang dinamakan dengan ‘illat manshushah dan ‘illat yang 

 
hukum, maka jalan yang harus ditempuh ialah lewat ijtihad atau istinbath dengan mencari dan 
mengalisa berbagai kemungkinan  sifat yang paling pantas terdapat  keserasian untuk 
dijelaskan ‘illat bagi suatu ketentuan hokum. Lihat: Muhammad Abû Zahrah, Op.cit, h. 245. 

335 Musthafa Syalabi, Op.cit,  h. 240. 
336 Ibid,  h. 230. 
337 Ibid, h. 230. 
338 Ibid,  h. 230., 



Metode Penggalian Hukum Islam | 163 

tidak disebutkan langsung oleh nash yang disebut dengan ‘illat mustanbathah, 
karena keberadaannya ditetapkan berdasarkan tasyri’ ulama.  

Terhadap ‘illat yang pertama, oleh al-Ghazali, Abd al-Kafi al-Subki, 
Syaikh Khudari Beik dan Abd al-Karim Zaidan masing-masing 
menyebutnya dengan istilah ‘illat naqliyah, munashib ya‘tabiruh al-Syari’ atau 
munashib mu‘tabarah. Istilah-istilah ini kemudian lebih populer dengan ‘illat 
manshushah .)ةـصوصـنـملا ةـلــع(  Istilah yang disebut terakhir ini merupakan 
istilah yang dipakai dalam kitab-kitab klasik diantaranya kitab Matan Jaami‘ 
al-Jaw’aami‘ karya Ibn al-Subki dan kitab ushul fiqh masa akhir, diantaranya 
dalam kitab Ta‘lil al-Ahkam karya Muhammad Mushthafa Syalabi339 dan 
dalam kitab ushul fiqh karya Abd al-Wahhab Khallaf.340  

Adapun terhadap macam ‘illat kedua masing-masing mereka 
menyebutnya dengan istilah tasyri’ al-‘illat, ‘adam i‘tibarih al-Syari‘ atau 
dinamakan dengan ‘illat mustanbathah.  Akan tetapi, macam ‘illat yang disebut 
terakhir ini -karena ketiadaan pengakuan Syari‘ atau tidak disebutkan 
langsung oleh Syari‘ di dalam nash, oleh Abd al-Wahhab Khallaf, Abu 
Zahrah, Abd al-Karim Zaidan dan Muhammad Mushthafa Syalabi341 
dibedakan kepada  empat  macam  yang  mereka sebut dengan  istilah  
munashib  mu`astir )رـثؤم بـسانـم( , munashib mula`im )مـئ لاـم بـسانـم( , munashib 
mursal ) ةاـغـلــم بـساـنــم ( munashib  mulghah , )لـسرـم بـسانـم( .  

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, agaknya keberadaan ‘illat 
mustanbathah dalam pandangan ulama ushul kontemporer dijelaskan lebih 
jelas dan tegas jika dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam pemikiran 
ushul klasik. Paling tidak dalam pemikiran ushul masa akhir terdapat 
ketegasan bentuk hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan ‘illat 
yang mendasarinya, yaitu dengan melihat munashabah-nya, sekalipun tidak 
disebutkan oleh nash. 

Selanjutnya, tentang ‘illat mustanbathah sebagai telah disebutkan 
sebelum ini diperlukan kejelian dan kecermatan dalam melihat apa yang 
menjadi alasan ketetapan hukum Islam, karena nash tidak menyebutkan dan 
tidak memberi isyarat atau tidak ada tanda yang dapat dijadikan alasan yang 
melatar-belakangi ketetapan hukum dimaksud. 

 
339 Ibid h. 189-198. 
340 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 75. 
341 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 250 
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Dalam hubungan ini, contoh yang dapat diangkat ialah dimana 
dalam satu riwayat342 diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah 
menyetubuhi isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Peristiwa ini 
dilaporkan kepada Nabi SAW. dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi 
laki-laki tersebut dengan memerdekakan seorang budak (hamba sahaya), jika 
tidak ada budak, diwajibkan puasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak 
sanggup puasa dua bulan, maka hendaklah memberi makan enam puluh 
orang fakir miskin. 

Bahwa setiap penetapan hukum akan selalu dikaitkan dengan ‘illat 
yang melatarbelakanginya, tetapi dari kasus yang disebutkan ini tidak tampak 
dengan jelas apa yang menjadi ‘illat-nya. Oleh karena itu, diperlukan tasyri’ 
dan ijtihad  untuk mencari kira-kira apa yang pantas untuk dijadikan sebagai 
‘illat-nya. Setelah diteliti secara cermat, ternyata ‘illat penetapan hukum 
kafarat itu adalah “menyetubuhi isteri di siang hari” pada bulan  
Ramadhan.343  

Munculnya penetapan hukum kafarat bagi orang yang menyetubuhi 
isteri pada bulan Ramadan adalah karena dilakukan di siang hari.  Sebab, jika 
tidak demikian tentu tidak ada ketentuan hukuman kafarat bagi laki-laki yang 
disebutkan dalam riwayat di atas. Artinya, jika seorang laki-laki menyetubuhi 
isterinya pada malam hari di bulan Ramadhan tidak dikenakan hukuman 
kafarat. 

Ulama di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, sebagaimana dijelaskan 
oleh Zaki al-Din Sya‘ban,344 bahwa ‘illat penetapan hukuman kafarat adalah 
“sengaja” membatalkan puasa pada bulan Ramadhan baik bersetubuh 
dengan isteri maupun makan di siang hari, karena hal demikian 
menghilangkan kemuliaan (kehormatan) bulan Ramadhan. Akan tetapi, 
kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah,345 berpendapat bahwa penetapan kafarat 
tersebut hanya berlaku bagi yang sengaja menyetubuhi isterinya siang hari 
bulan Ramadhan saja, sebagaimana telah disebutkan di atas. Karena itu, 
orang yang batal puasa karena makan dan minum tidak dikenakan kafarat. 

 
342 Muhammad Abû Zahrah, Op.cit, h. 245. Dalam versi lain laki-laki itu sendiri 

yang melapor dan menghadap Nabi bahwa ia telah menyetubuhi isterinya di siang hari pada 
bulan Ramadhan, lalu Nabi menyuruhnya memerdekakan budak (hamba sahaya) dan  
seterusnya. (Lihat: Muhammad Wafa, Dilalat al-Khithab al-Syar‘i ‘ala Hukm al-Manthûq wa 
al-Mafhûm (Kairo: Dar al-Tiba‘ah al-Muhammadiyah, 1981), h. 6. 

343 Zaki al-Din Sya‘ban, Ushûl al- Fiqh al-Islami, Mesir: Dar al-Ta`lif, 1965 h. 152 
344 Ibid, h. 152 
345 Ibid,  h. 152. 
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 Dalam kaitannya dengan penerapan ‘illat hukum, dimana adakalanya 
‘illat tersebut hanya berlaku bagi suatu ketentuan hukum saja dan tidak dapat 
diperluas kepada kasus-kasus lain. Inilah yang kemudian disebut oleh Alyasa 
Abubakar dengan ‘illat tasyri‘. Selanjutnya ‘illat ini digolongkan kepada ‘illat 
qashirah. Bila suatu ‘illat hanya berlaku pada satu kasus hukum yang 
didasarinya saja dan tidak dapat diperluas pada kasus-kasus lain, maka ‘illat 
tersebut digolongkan kepada ‘illat qashirah. Amir Syarifuddin menjelaskan 
bahwa ‘illat qashirah, ialah ‘illat yang terbatas pada wadah tertentu dan tidak 
mungkin berlaku ada wadah lain dan tidak dapat dijadikan sebagai ‘illat 
hukum pokok (ashl). 346 Tegasnya, ‘illat qashirah  merupakan ‘illat yang 
terbatas pada satu nash saja, dan tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus 
yang lain. Menurut Alyasa Abubakar yang dimaksud dengan ‘illat tasyri’ ialah 
‘illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum 
dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ‘illat yang 
mendasarinya telah berubah. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah 
kaidah kulliyah; “ada atau tidaknya hukum tergantung (berputar) pada ‘illat-
nya”. 347  

  
C. Pembagian  Ta’lily 

Metode ta’lily adalah metode yang didasarkan kepada penalaran 
bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur prilaku 
manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya, maka pada 
dasarnya penalaran ta’lily merupakan metode penggalian hukum yang 
berupaya menggunakan illat tersebut sebagai alat utamanya. 

Metode ta’lily atau metode penalaran dengan menjadikan illat 
sebagai patokan utamanya ini dapat dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu;  
tasyri’i, qiyasi, dan istihsani: 

1. Ta’lily Tasyri’i   
Al-Ta’lily al-Tasyri’i adalah penalaran dengan mendasarkan kepada 

illat tasyri’i. Illat tasyri’i adalah  illat yang digunakan untuk mengetahui apakah 
suatu hukum terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena illat yang 
mendasarinya telah berbeda. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah 
kaidah kulliyah : “hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan 

 
346 Ibid,  h. 176. 
347 Alyasa Abubakar, Teori ‘illat dan Penalaran Ta’lili”, dalam Tjun Surjaman (Edit),  

Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 
1991, h. 177. 
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meniadakan hukum”.348 Berdasar kaidah tersebut banyak ketentuan fiqih yang 
berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan ini dapat dilihat 
dari dua segi : 

a. Pemahaman tentang illat itu sendiri yang berubah sesuai 
dengan perkembangan terhadap dalil yang menjadi 
landasannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penalaran 
ta’lily yang berbentuk tasyri’i maksudnya disini adalah 
peninjauan kembali terhadap illat suatu hukum. Sesuatu yang 
selama ini dianggap sebagai illat karena perkembangan 
pemahaman terhadap dalil nash yang menjadi landasannya, 
maka sesuatu itu tidak bisa tetap menjadi illat. Ditemukanlah 
sesuatu yang lain yang dirasakan sebagai illat. Contohnya, 
pemahaman terhadap illat zakat pertanian. Selama ini yang 
dipahami sebagai illat zakat hasil pertanian adalah makanan 
pokok, dapat disimpan lama, dapat ditakar, ditimbang, atau 
hasil dari tanaman yang ditanam. Tetapi Yusuf Qardlawi dalam 
pemahaman tentang illat zakat hasil pertanian mempopulerkan 
bahwa illatnya adalah “al-Nama’” (produktif). Jadi semua 
tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya.349 Zakat 
pertanian tidak hanya terbatas pada tanaman yang 
mengenyangkan, seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. 
Tetapi tanaman lain yang sifatnya produktif wajib juga 
dikeluarkan zakatnya, seperti tebu, karet dan lain sebagainya. 
Disini yang dipergunakan bukan jalan qiyas tetapi dengan 
menetapkan illat baru menggantikan illat yang dipahami selama 
ini. Jadi zakat pertanian yang selama ini dipahami illatnya 
adalah makanan mengenyangkan, dengan pemahaman kembali 
terhadap dalil nash yang menjadi landasannya, Yusuf Qardlawi 
menemukan illatnya adalah produktif, tidak hanya sekedar 
hanya mengenyangkan, sehingga kewajiban zakat tebu, karet, 
dan lain-lain bukan dengan jalan qiyas, tetapi memang 
memenuhi apa  yang mendasarinya (illatnya) yaitu al-mana’.  

b. Pemahaman terhadap illat masih tetap seperti semula, tetapi 
maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya hukum 

 
 348 Muhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, al-Ma’arif, Bandung, 
1986, hal. 550  
 349 Yusuf Qardawi, Fiqh al-Zakat I, Muassasah al-Risalah, Bairut, hal. 355  
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yang didasarkan atasnya dirubah. Contoh populer untuk hal ini 
adalah pembagian tanah (al-Fa’i’ atau harta rampasan perang) 
di Irak pada masa Umar. Illat pembagiannya adalah agar tidak 
menjadi monopoli orang-orang kaya saja (Q.S. al-Hasyr : 7). 
Pada masa Rasul kebun orang-orang Yahudi yang kalah perang 
di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum 
muslimin, tetapi Umar tidak mau membagi lahan pertanian di 
Irak tersebut setelah menang perang. Menurutnya pembagian 
itu akan melahirkan orang-orang kaya baru yang justru 
dihindari oleh al-Qur’an. Tanah tersebut harus menjadi milik 
negara dan disewakan kepada penduduk yang dikuasainya. 
Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang 
tidak mampu dan pihak yang memerlukan bantuan keuangan 
negara.350 Contoh lain adalah larangan Umar terhadap laki-laki 
muslim menikahi wanita ahl al-kitab, padahal didalam al-
Qur’an menikahi wanita ahl kitab diperbolehkan (Q.S. al-
Maidah : 5). Al-Jashshash meriwayatkan dalam tafsirnya, bahwa 
Hudzaifah kawin dengan orang Yahudi, maka hal itu dilarang 
oleh Umar dengan alasan dikhawatirkan terjadinya 
percampuran keturunan, dan pernikahan tersebut dilandasi 
faktor kecantikan semata, dimana hal ini akan mendatangkan 
fitnah bagi wanita-wanita muslim.351 Disamping itu dapat 
dimasukkan dalam kategori illat-illat yang namanya  masih 
sama tetapi ukuran atau kandungannya telah berbeda. 
Maksudnya definisi tentang illat itu yang telah dikemukakan 
oleh ulama dahulu tidak cocok (tidak sesuai) lagi dengan situasi 
saat ini. Untuk itulah diperlukan adanya redefinisi terhadap 
pengertian dari sutau keadaan yang menjadi illat. Contonhnya 
illat untuk melakukan shalat khauf dalam al-Qur’an adalah rasa 
takut (Q.S. Al-Baqarah 239). Jumhur ulama menafsirkan illat 
tersebut secara sempit, yaitu mencakup rasa takut karena 
perang atau binatang buas. Tetapi saat ini ulama menafsirkan 
lebih luas lagi yaitu tidak hanya mencakup hal di atas, tetapi 
juga takut kehilangan harta, kehormatan diri, bahkan juga 

 
 350 Muhammad Abd. Al-Jawwad Muhammad, Milkiyyat al-Aradli fi al-Islam, 
Mansya’at al-Ma’arif, Iskandariyah, 1872, hal. 85-117  
 351 Mustafa Syalabi. Hal. 43-44  
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menafsirkan takut dalam ayat tersebut antara lain takut 
kehilangan tempat duduk dalam kereta api.352 Contoh lain 
adalah definisi pencurian sebagai illat adanya hukuman (had) 
potong tangan. Mencuri seperti diartikan ulama dahulu 
dirasakan kurang cocok untuk diterapkan dalam kondisi 
sekarang. Hal ini disebabkan kasus pencurian saat ini dilakukan 
dengan modus operandi yang sangat canggih. Dari yang telah 
diuraikan di atas, jelaslah bahwa illat tasyri’i adalah salah satu 
bagian dari penalaran ta’lily yang dapat memberikan nuansa 
baru dalam perkembangan ijtihad dengan mencoba kembali 
memahami teks-teks nash dan menyesuaikan dengan situasi dan 
kondisi. 
2. Ta’lily Qiyasi. 

Al-Ta’lily al-Qiyas adalah Penalaran yang didasarkan kepada illat 
qiyasi. Illat qiyasi adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah 
ketentuan yang berlaku terhadap suatu  masalah dijelaskan oleh suatu dalil 
nash dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil 
nash karena adanya kesamaan diantara keduanya. Dengan kata lain, 
ketentuan pada masalah pertama yang ada nash dalilnya diberlakukan pada 
dalil kedua yang tidak terdapat dalil nashnya karena ada kesamaan illat. 
Dalam ushul fiqh inilah yang dinamakan dengan qiyas. 

Sesuai dengan pengertian di atas, apabila ada suatu peristiwa yang 
hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan illat hukumnya telah 
diketahui menurut salah satu cara dari cara-cara mengetahui illat hukum, 
kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang illat hukumnya tidak 
ditetapkan oleh nash, tetapi illatnya sama dengan illat hukum peristiwa yang 
mempunyai nash tersebut, maka hukum peristiwa yang yang tidak ada 
nashnya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nash-nya lantaran 
adanya persamaan illat hukum pada kedua peristiwa tersebut.  

Metode penalaran seperti ini telah diterima dan diperaktikkan secara 
meluas dikalangan ulama fiqh. Sangat banyak ketentuan hukum tetap suatu 
kejadian yang ditetapkan dengan menggunakan metode ini. Diantara alasan-
alasan yang digunakan untuk mendukung keabsahannya diambil dari al-
Qur’an, Hadits, dan praktik sahabat. Penolakan terhadapnya hanya oleh 
kelompok dzohiri, seperti Ibn Hazm dengan alasan kegiatan ini tidak 

 
352 HAMKA, Tafsir al-Azhar, Juz II, Pustaka Panji Mas, hal 583 
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diperlukan dan mengada-ada terhadap firman Allah dan Hadits Rasul. 
Menurut Ibn Hazm, ummat Islam mesti mengerjakan semestinya apa yang 
disuruh oleh syari’at dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Adapun hal-
hal yang kita tidak perlu mencari-cari dan membuat ketentuan baru.353 
Contoh penggunaan illat qiyas adalah jual beli pada saat azan  jum’at adalah 
suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya oleh nash, yaitu makruh (al-
Jum’ah : 9). Illat hukum dimakrukannya berjual beli pada waktu azan jum’at 
karena perbuatan tersebut melalaikan sembahyang. Kemudian mengadakan 
perikatan muammalah lain selain jual beli yang tidak ada ketentuan 
hukumnya (nash), tetapi karena illat dari peristiwa itu sama dengan illat yang 
terdapat pada jual beli, yaitu melalaikan sholat jum’at, maka hukum 
perbuatan tersebut disamakan dengan hukum berjual beli pada saat azan 
jum’at dikuamandangkan, yakni makruh. Bahkan haram. 

Sebagian ulama menambahkan persyaratan lain dalam melakukan 
qiyas ini seperti ketentuan pada masalah pokok bukan merupakan 
pengecualian dari kaidah umum. Contohnya izin memakan ikan dan belalang 
tanpa disembelih adalah pengecualian dari kewajiban menyembelih pada 
semua jenis hewan. Karenanya ketentuan ini tidak boleh diqiyaskan kepada 
hewan lain seperti kodok dan bekicot. 

Dalam pengaplikasiannya, untuk sebuah masalah sering ditemukan 
beberapa kemungkinan illat. Dalam hal ini terbuka kemungkinan dan peluar 
besar untuk melakukan ijtihad dalam rangka menganalisa dan menentukan 
illat mana yang sebenarnya sesuai untuk menetapkan suatu ketentuan 
hukum. 

 
3. Ta’lily Istihsani 

Ta’lily Istihsani adalah penalaran yang dilakukan apabila tingkat 
kekuatan illat tersebut tidak sama, maksudnya illlat suatu ketentuan itu ada 
yang jelas dan ada yang tersembunyi. Penalaran semacam inilah yang sering 
dinamakan dengan istihsan atau qiyas khafy. 

Dalam hal memberikan definisi tentang istihsan ini terdapat 
perbedaan dikalangan fukaha’ terutama imam-imam madzahib, malahan ada 
yang tidak mengakui istihsan sebagai metode istimbath hukum seperti Imam 
Syafi’i. Namun karena yang menjadi titik tolak pembahasan ini adalah hal 
yang berkenaan dengan illat, maka pengertian istihsan yang cocok adalah 

 
 353 Al-Yasa Abu Bakar, hal. 183  
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pengertian istihsan yang ada pada ushul Fiqh Hanafi, meskipun Abu 
Hanifah sendiri tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari istihsan 
itu sendiri. Abu Hanifah hanya mengatakan “astahsin” yang artinya “saya 
menganggap istihsan”.354 Sedangkan ulama Malikiyah mengidentikkan 
istihsan dengan Mashalihul Mursalah. Salah seorang ulama Hanafiyah -yaitu 
al-Kharkhi- menyatakan bahwa yang dimaksud istihsan adalah berpalingnya 
seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada 
hukum lain karena adanya suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki 
perpalingan. Al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah) menyatakan bahwa sebenarnya 
qiyas itu ada dua macam, yaitu qiyas jaly (jelas) dan qiyas khafy (tersembunyi), 
inilah yang dinamakan dengan istihsan. 

Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa istihsan itu ada dua 
bentuk : 

a. Mentarjihkan qiyas yang tidak nyata atas qiyas yang nyata 
berdasarkan suatu dalil. Inilah yang disebut dengan qiyas 
khafy. 

b. Mengecualikan hukum juz’iyah dari hukum kulliyah dengan 
suatu dalil. 

Istihsan macam bagian yang kedua inilah yang oleh ulama 
Hanafiyah disebut dengan istihsan darurat. Sebab penyimpangan dari 
hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena adanya suatu 
kepentingan yang mengahruskan adanya penyimpangan.355 Untuk lebih 
jelasnya berikut akan dikemukakan contoh mengenai istihsan : 

a. Sisa minuman burung buas, seperti gagak, rajawali, elang, dan 
lain-lain, menurut istihsan adalah suci, sedangkan menurut 
qiyas adalah najis. Dalam qiyas, sisa minuman burung yang 
haram dagingnya adalah sama dengan sisa minuman binatang 
buas, seperti harimau dan singa. Dengan menggunakan 
istihsan sisa minuman burung buas adalah suci karena burung 
buas meskipun haram dagingnya dimakan, tetapi ludah yang 
keluar dari perutnya tidak akan dapat bercampur dengan sisa 
bekas air yang diminumnya, sebab burung itu minum 
menggunakan paruhnya, yaitu sejenis tulang yang suci. 
Berbeda dengan binatang buas selain burung, jika minum 

 
 354 Muhammad Abu Zahrah, Abu Hanifah Hayatuhu wa ‘Asruh Ara’uh wa Fiqhuhu, 
Dar al-Fikr al-Arabi, 1974, hal. 342  
 355 Muhtar Yahya, hal. 101  
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menggunakan mulut, yaitu sejenis daging, sehingga sisa 
minuman tersebut sangatlah mudah bercampur dengan 
ludahnya. 

b. Apabila jatuh suatu najis ke dalam sumur tidak mungkin 
membersihkannya, karena setiap air yang dituangkan ke 
sumur untuk mensucikannya akan menjadi najis dengan najis 
yang ada di dalam sumur. Untuk menghilangkan kesulitan 
dan memelihara manusia dari kesukaran, maka mensucikan 
sumur itu cukup dengan menuangkan beberapa timba air ke 
dalamnya. 

Tiga bentuk dari penalaran ta’lily yang jika dilihat sepintas nampak 
persamaan diantara ketiganya tersebut yaitu sama-sama mendasarkan 
penetapan suatu hukum dengan adanya illat. Namun diantara masing-masing 
penalaran tersebut juga terdapat perbedaan satu sama lain. 

1. Illat tasyri’i merupakan penalaran awal dari penalaran ta’lily, karena 
hukum baru yang ditetapkan itu sebenarnya illatnya telah ada dalam 
teks nash itu sendiri, hanya belum terungkap. Baru setelah diadakan 
penelitian dan ijtihad serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi, 
illat yang ada tersebut dirasakan tidak cocok lagi atau pemahaman 
terhadap illat itu sendiri sudah seharusnya diubah, maka hukum 
baru itu ditetapkan sesuai dengan pemahaman yang telah berubah 
terhadap illat itu sendiri. 

2. Ketika illat suatu hukum itu mempunyai kesamaan dengan illat yang 
ada pada suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya, 
maka digunakan metode illat qiyasi. Jadi illat qiyasi ini dilakukan 
ketika illat yang bersifat tasyri’i tadi itu diperluas terhadap sesuatu 
yang lain. Nampaklah disini bahwa dalam illat qiyasi ini pemahaman 
terhadap illat tidak berubah, akan tetapi illat itu sendiri di jadikan 
landasan untuk menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang 
tidak (belum) ada ketentuan hukumnya. 

3. Sedangkan illat istihsani lebih jauh lagi dari illat qiyasi karena kalau 
tetap dipakaikan illat qiyasi, maka maksud hukum tidak akan 
tercapai. Disini pemakaian illat tersebut dipalingkan dari illat yang 
jelas kepada illat yang tersembunyi. 
Setelah dilihat perbedaan dari ketiga bentuk illat tersebut, jelaslah 

bahwa penalaran ta’lily yang terdiri dari tiga bentuk itu akan memberikan 
lapangan yang luas bagi mujtahid untuk memahami, meneliti, dan 
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menganalisa kembali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an 
dan Sunnah. 
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BAB V 
METODE Al-ISTISHLAHY 

 
A. Pendahuluan  

Bentuk penggalian hukum berdasarkan istishlahy suatu 
kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada 
pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat 
dan tidak ada illat yang keluar dari syarak. yang menentukan kejelasan 
hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan 
hukum syarak., yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan 
kemadaratan atau untuk menyatakan suatu mamfaat, maka kejadian tersebut 
dinamakan istishlahy. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu 
mashlahat yang ditunjukan oleh khusus. Dalam hal ini adalah penetapan 
suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syarak. Proses 
seperti itu disebut istislah (menggali dan menetapkan suatu 
masalah).356Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini, 
hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat 
tujuan secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus 
menerima atau menolaknya. 

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainya, metode al-Istishlah juga 
merupakan metode penggalian hukum yang kasusunya tidak diatur secara 
eksplisit dalam Al Quran dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih 
menekankan pada aspek mashlahat secara langsung. Sehubungan dengan 
metode ini, dalam ushul fiqh dikenal ada tiga macam mashlahat, yakni 
mashlahat mu.tabarat, mashlahat mulghat dan mashlahat mursalat. Mashlahat yang 
pertama adalah mashlahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al 
Quran maupun dalam Hadit. Sedangkan mashlahat yang kedua adalah yang 
bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum 
Islam tersebut. Di antara kedua mashlahat tersebut, ada yang disebut 
mashlahat mursalat yakni mashlahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber 
tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. 357 

 
               356Rachmat Syafe.i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999.hlm. 117. 
           357Dalamm kajian ilmu Ushul Fiqh “al-maslahat al-mursalah” adalah suatu 
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh al-Syari. sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula 
ada dalil syar.i yang menyatakankeberadaannya atau keharusan meninggalkannya. Abdul 
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 Penggalian hukum istishlahy dimaksudkan untuk mengetahui tujuan 
syariat dan merealisasikannya sehingga mampu menyelesaikan permasalahan 
hukum yang sedang dihadapi. Dalam keadaan demikian penggalian hukum 
dengan istishlahy merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum. 

 Metode penggalian hukum dengan istishlahy itu difokuskan terhadap 
lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al Quran maupun As 
Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu 
i’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma. atau 
qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.  

   
B. Pengertian  Al-Istishlahy 

 Al-Istihlahy ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa 
Arab dari kata shalaha-yashluhu-istishlahan ( احلاصتسا - حلصی - حلص  ) yang berarti 
kebaikan. Adapun Kata al-mashlahah adalah bentuk tunggal (mufrad), 
sedangkan jamaknya adalah al-mashaalih ( حلاصملا  ) mengikuti wazan 
(timbangan kata) al-mafaa’il ( لعافملا ) yang menunjukkan  arti sesuatu yang 
banyak. Oleh karena itu kata mashlahat berarti sesuatu yang banyak 
kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam, 
pengertian mashlahat dinegasikan dengan “mafsadat (Al- mafsadah) sesuatu 
yang membawa madharah (madarat, bahaya, bencana, atau kerusakan)358 atas 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut istilah keagamaan, 
berati lawan makna mashlahat”.  

 Berdasarkan pengertian etimologis di atas, mashlahat memiliki dua 
pengertian. Pertama; hakiki, yaitu mashlahat sama dengan manfaat, baik dari 
segi lafaz maupun maknanya. Kedua; majazi (metaforis), yaitu mashlahat 
berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalah (kebaikan) yang berarti 
manfaat. Apabila dikatakan perdagangan itu suatu kemashlahatan dan 

 
Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Al-Majlis al-A.la al-Indonesi li al-Da.wat al-Islamiyyyat, 
Jakarta, 1972, hlm. 84.  

 358Berdasrkan syariat Islam, dalam batas-batas tertentu kesulitan hidup itu dapat 
diatasi dengan rukhshah (dispensasi). Yaitu sebuah keringan terhadap kesulitan yang dihadapi 
atau dialami oleh manusia dalam persoalan ibadah maupun muamalah setelah diupayakan 
mencari jalan keluarnya, namun tidak juga menghasilkannya. Hal ini ditegaskan oleh kaidah 
hukum Islam yang menyatakan تاروظحملا حیبت ةارورضلا  kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya 
mebolehkan sesuatu yang dilarang. Sudah barang tentu kebolehan melakukan larang di sini hanya 
sekedar menutupi kebutuhan primer, seperti dalam situasi terpaksa akad riba yang semestinya 
dilarang boleh dilakukan hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan (primer) hidup saat itu 
saja.  
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menuntut ilmu itu suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa 
perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir 
dan batin. Terkadang yang menjadi sebab kemashlahatan itu adalah mafsadat 
atau kerusakan, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya. 
Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadat atau kerusakan, tetapi karena ia 
mengantarkan kepada kemashlahatan.  

 Dengan demikian, secara etimologis kata mashlahat kepada 
pengertian manfaat yang hendak diwujudkan oleh manusia. Penunjukan 
makna tersebut dimaksudkan untuk meraih kebajikan atau hal yang lebih 
baik dalam kehidupan umat manusia dikemudian hari, yang dalam 
kenyataannya selalu berkembang seirama dengan berkembangnya peradaban 
dan kebudayaan umat manusia. Sementara itu al-Qur’an dan al-Hadits 
sebagai sumber utama hukum Islam hanya menjelaskan segala aspek 
kehidupan ini secara garis besar atau global. ”Teks-teks al-Qur’an dan al-
Hadits sebagai nash hukum itu terbatas (ijaz), sedangkan problematika 
hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan 
ijtihad untuk menginterpretasi nash yang terbatas itu agar berbagai masalah 
yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari 
pemecahannya. Oleh karena itu persoalan-persoalan baru yang muncul 
karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak harus dihadapkan 
dengan ketentuan-ketentuan nash secara konfrontatif, tapi harus dicari 
pemecahannya secara ijtihadi. Wawasan semacam ini memang merupakan 
anjuran bahkan perintah para pakar hukum Islam dari generasi ke generasi 
guna menggali dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum. Anjuran 
tersebut secara monomental banyak dihafal oleh generasi sekarang dari 
berbagai elemen atau sekte dalam Islam sebagai slogan yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan mereka. Bunyi slogan tersebut adalah: 

  حْلَصْلأا ديدلجا نم ذُحلأا وْ لحِاصلا يمدقلÇ ةظفالمحا 
 Menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.  
Bahkan tidak hanya mengambil yang lebih baik melainkan 

menciptakan yang lebih baik, sebagai nalar progresif demi pengembangan 
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembinaan dan pembangunan 
hukum.  

 Sedangkan pengertian istishlah dari terminologis, mashlahat memiliki 
pengertian yang beragam sesuai dengan pendapat masing-masing ulama. Al-
Ghazali (W. 505 H.) Istishlahy menurut pandangannya adalah suatu metode 
istidlal (mencari dalil) dari nash syarak’ yang tidak merupakan dalil tambahan 
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terhadap nash syarak’, tetapi ia tidak keluar dari nash syarak’ Menurut 
pandangannya, ia merupakan hujjah qathi.iyyat selama mengandung arti 
pemeliharaan maskud syarak’ walaupun dalam penetapannya zhani.359  dalam 
kitabnya al-Mustasyfa mengemukakan pendapatnya bahwa mashlahat pada 
dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan manfaat (jalb al-manafi’) 
atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (daf’ul mafasid). Lebih lanjut al-
Ghazali menegaskan: “Al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syarak’ (al-
muhafadhah li al maqashid al syar’iyyah). Al-Mashlahah adalah meraih manfaat 
dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarak’ yang 
meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta” .  

 Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut 
sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan 
mashlahat apabila memenuhi dua syarakt, di mana syarakt yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarakt tersebut merupakan satu 
kesatuan yang utuh. Pertama; bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung 
kepada nilai mashlahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia 
dalam menjaga tujuan syarak’ yang lima yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Kedua; adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan 
tersebut dengan syarak’(sumber hkum Islam). Kedua syarakt ini kemudian 
direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan ilmu hukum 
(Islam) untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. 
Segala kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, 
mendapatkan legitimasi mashlahat, selama dapat mengakomodir kedua 
syarakt tersebut. Oleh karena itu segala kepentingan yang didasarkan pada 
pemikiran akal dan hawa nafsu belaka, pasti akan ditolak. Di sini teori 
mashlahat memberikan peluang seluas-luasnya kepada segala upaya 
pengembangan dan pembangunan hukum, termasuk upaya politik, selama 
tidak bertentangan dengan mashlahat yang dimaksudkan.  

 Bertitik tolak dari pengertian mashlahat yang dikemukakan Al-
Ghazali tersebut, maka argumentasi apapun yang dikemukakan oleh 
seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan, manakala bertentangan 
dengan dalil syarak’ (hukum Islam), ia akan ditolak dan tidak dapat disebut 
sebagai mashlahat, bahkan disebut sebagai mafsadat atau kerusakan. 
Jelasnya, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak’ yang 
lima ia berhak dinamakan mashlahat akan tetapi kalau mengabaikan tujuan 

 
 359Al-Ghazali, Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983, h. 
310.  
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syarak’ yang lima tersebut berhak dinamakan mafsadat. Bahkan menolak 
sesuatu yang mengabaikan tujuan syarak’ (yang lima) tersebut justru 
merupakan suatu mashlahat. 

 Dilain pihak, Al-Khawarismi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al 
Zuhaily menyatakan bahwa al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syarak’ 
dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia  

 360قِلْلخَا نع دسافلما عِفْدَبِ عراشلا دوصقم ىلع ةُظفالمحا : ةحلصلمÇ دارلما

Yang dimaksud dengan al-Mashlahah adalah memelihara tujuan 
syarak’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia 
 Kedua definisi di atas di samping memiliki kesamaan, tetapi juga 

memiliki perbedaan. Definisi mashlahat oleh Al-Khawaritsmi sekupnya lebih 
sempit bila dibandingkan dengan definisi oleh Imam Al-Ghazali. Al-
Khawaritsmi hanya memandang mashlahat dari sisi menghindar dari 
kerusakan saja. Sementara Al-Ghazali, disamping dari sisi kerusakan juga 
dari sisi manfaatnya. Oleh karena itu hasil pandangan dari kedua pakar 
tersebut jelas menunjukkan adanya perbedaan sekaligus menunjukkan 
kesamaan di sisi yang lain. Hal tersebut karena ketika orang menghindar dari 
mafsadat atau kerusakan, belum tentu ia mendapatkan manfaat, kecuali 
hanya manfaat terhindar dari kerusakan yang dimaksud. Sedangkan manfaat 
secara material (partikular) tidak didapatkannya. Berbeda bila memakai optik 
definisi al-Ghazali, selain manfaat terhindar dari kerusakan juga 
mendapatkan manfaat secara material dari obyek hukum yang dimaksudkan. 

 Najm al-Din al-Thufi (W. 716) menjelaskan bahwa mashlahat, yaitu:  

لماوَ
َ
نيَِّّظلا صَُّنلا ينَْبَ وَهُ :فيوْطُلا رِيْدِقْـَت في ةُحَلَصْ

ْ
لماوَ 

َ
 ُّيعطقلا صَُّنلا امّأ ،ةِحَلَصْ

  361.ذٍئِنَْـيحِ هيلع ةُحلصلما مَُّدقَـُت لاو ،ةحلصلما عم هُفَلُاتخََ فيوطلا عُنَمْْيَـَف
Mashlahat menurut pandangan al-Thufy, adalah antara nash yang dhanny 

dan mashlahat, sedangkan antara nash yang qoth’y dengan mashlahat al-Thufi 
mencegah adanya pertentangan. Pada waktu itu mashlahat tidak boleh mendahului 
nash”.  

 Mashlahat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab 
mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut syarak’ 
mashlahat adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kepada tujuan 

 
 360Baca Wahbah al-Zuhaili,  Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz 2, Damaskus, Dar al-Fikr, 
1986,   hal. 757.   
 361Ibid,  hal. 819    
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pembuat hukum (al-Syari’) baik secara ibadah maupun adat kebiasaan”. Pada 
dasarnya definisi yang disampaikan oleh Al-Thufi tersebut tidaklah jauh 
berbeda dengan yang disampaikan oleh Al-Ghazali, perbedaannya hanya 
terdapat pada formasi antara meraih kemanfaatan (jalb al-manafi’) yang 
dikemukakan oleh Al-Ghazali dengan rumusan "sebab yang 
mendatangkan/melahirkan kebaikan dan kemanfaatan" (al-Sabab al-maaddi 
ala al-shalah wa al-naf’i) oleh Al-Thufi. Demikian juga dengan rumusan yang 
kedua, secara syar’i (islamic law), yakni yang menghubungkan antara al-
maslahah dengan al-maqashid al-syar’iyyah (tujuan-tujuan hukum), yang pada 
hakekatnya sama dengan pengertian tersebut.  

 Pengertian disebutkan diatas merupakan batasan yang diberikan 
oleh para ushuliyyin klasik, Sedangkan ushuliyyin kontemporer, sepertinya 
mencukupkan definisi-definisi tersebut di atas. Artinya mereka menganggap 
cukup untuk merujuk pada pendapat Al-Ghazali, Al-Khawaritsmi, Al-Thufi 
dan lain-lainnya. Beberapa definisi tentang mashlahat dengan rumusan yang 
berbeda di atas dapat dipahami adanya persamaan persepsi antara pakar 
hukum Islam yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara keseluruhan 
dapat disimpulkan bahwa teori mashlahat dalam pengertian syari’at adalah 
kemashlahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan 
kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan 
tujuan syari’at dalam menetapkan hukum. Kemashlahatan tersebut tidak 
hanya terbatas di dunia saja, melainkan kemashlahatan yang berkelanjutan di 
akhirat. Kata lain dari pengertian ini adalah, mereka mengkaitkan 
kemashlahatan dengan tujuan syari’at, dan sepakat bahwa pengertian 
kemashlahatan tidak hanya terbatas meraih manfaat saja, melainkan juga 
menghindarkan bahaya dan kerusakan. 

 
C. Pembagian Mashlahat  

 Berkaitan dengan upaya mengangkat teori mashlahat sebagai 
metode dalam penggalian hukum Islam yang sah, para ushuliyyin membagi 
mashlahat menjadi tiga katagori. Yaitu: mashlahah mu’tabarah (valid/populer), 
mashlahah mulghah (invalid/tidak legitimet), dan mashlahah mursalah (terbuka 
dan legitimet sebagai dalil hukum Islam).  

1. Mashlahah mu’tabarah yaitu mashlahat yang secara langsung terdapat 
pada sumber hukum Islam aslinya. Baik berupa al-Qur’an maupun 
al-Hadits. Oleh karena itu ia memiliki tingkat validitas yang paling 
tinggi keberadaannya dalam pandangan Syari’ (Pembuat hukum), 
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karena secara langsung ia telah mendapatkan legitimasi dari al-
Qur’an atau al-Hadits. Contoh mashlahah mu’tabarah ini adalah 
sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah, 275:  

ّسمَلْا نَمِ نُاطَيَّْشلا هُطَُّبخَتَـَي يذَِّلا مُوقُـَي امَكَ َّلاإِ نَومُوقُـَي لاَ Çَرِّلا نَولُكَُْ¤ نَيذَِّلا
ِ 

لثْمِ عُيْـَبلْا اََّنمإِ اْولُاقَ مَُّْ‚wَِ كَلِذَ
ُ
 هِبَِّّر نمِّ ةٌظَعِوْمَ هُءاجَ نمَفَ Çَرِّلا مََّرحَوَ عَيْـَبلْا ُّ^ا َّلحَأَوَ Çَرِّلا 

ىهَـَتنافَ
َ
  نَودُلِاخَ اهَيفِ مْهُ رِاَّنلا بُاحَصْأَ كَئِـلَوْأُفَ دَاعَ نْمَوَ ِّ^ا لىَإِ هُرُمْأَوَ فَلَسَ امَ هُلَـَف 

Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual-beli 
itu sama dengan riba. Pdahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba, orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba),.Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”  

Halalnya berjual beli secara jelas telah ditentukan oleh ayat 
tersebut. Begitu pula haramnya riba. Hikmah dari mashlahat yang 
ditimbulkan dari jual beli yang halal serta larangan riba tersebut adalah 
dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta secara proporsional.  
2. Mashlahah mulghah adalah mashlahat yang dianggap bertentangan 

dengan syari’at. Oleh karenanya keberadaan mashlahat mulghah (sia-
sia) ini baik secara esensial maupan subtansial dianggap invalid dan 
tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum. 
Contohnya adalah pengembangan harta atau uang secara ribawi 
seperti dalam perbankan konvensional. Sekalipun dengan alasan 
bahwa secara internashional konsep perbankan telah dikemas 
sedemikian rupa, sedangkan hampir seluruh umat Islam tidak dapat 
melepaskan diri dari jasa perbankan tersebut. Oleh karena itu 
dengan memandang mashlahat agar keuangan umat Islam tetap 
berputar dikalangan umat Islam sendiri, di mana hasilnya dapat 
disalurkan atau digunakan untuk dakwah Islamiyah, maka 
didirikanlah perbankan dengan menggunakan simbul Islam 
sekalipun konsepnya tetap menggunakan kosep perbankan 
konvensional (riba). Pendirian bank semacam ini, sekalipun 
alasannya ingin mengembangkan dan menjaga harta serta niatan 
menegakkan agama (Islam), tetapi tetap saja secara operasionalnya 
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bertantangan dengan ayat al-Qur’an di atas. Oleh karena itu 
pemaksaan terhadap penerapan teori mashlahat jenis ini (mulghah), 
sekalipun secara formalitas menunjukkan adanya prestasi, akan 
tetapi secara esensial justru akan menghancurkan sendi-sendi 
kehidupan itu sendiri.  

3. Mashlahah mursalah, adalah mashlahat yang posisinya berada antara 
mashlalahah mu’tabarah dan mashlalah mulghah. Yaitu suatu mashlahat 
sebagai produk atau hasil pemikiran aktual yang secara yuridis tidak 
diperintahkan oleh al-Qur’an atau al-Hadits, tetapi juga tidak 
bertentangan dengan keduanya. Secara filosofis, maslahah mursalah 
berpotensi sebagai alat untuk pengembangan hukum baik dengan 
jalan merespon fenomena yang terjadi maupun berupa aktualisasi 
hukum-hukum yang telah ada untuk selanjutnya disesuakan dengan 
kebutuhan masa kini (kontekstualisasi hukum). Contohnya adalah 
membuat peraturan atau undang-undang tentang perkawinan yang 
mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat, memiliki mashlahat 
agar perkawinan itu legal dalam aturan administrasi, sehingga bagi 
yang terkait dalam perkawinan itu tidak dapat ingkar atas 
perkawinannya. Contoh yang lain adalah pendirian bank sebagai 
lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pemilik modal 
dengan pekerja. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan 
pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari 
al-Qur’an maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga 
perbankan. Akad mudharabah (bagi hasil) yang dikenal selama ini, 
dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga 
seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja. Di 
mana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang 
dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi 
sesuai kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut 
manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di 
samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks 
hukum yang telah ada. Baik teks al-Qur’an maupun al-Hadits. 
Secara otoritatif, mashlahah mursalah memiliki kekuatan sebagai 
sumber hukum dengan syarakt bahwa suatu mashlahat terkandung 
dalam mashlahat dharuriyyat (primer), qhath’iyyat (pasti) dan kulliyat 
(menyeluruh). Yang dimaksudkan dengan mashlahat dharuriyat 
adalah mashlahat yang sesuai dengan tujuan pokok hukum. Yaitu 



Metode Penggalian Hukum Islam | 181 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan yang 
dimaksud dengan mashlahat qath’iyyat adalah mashlahat yang terjadi 
dengan pasti tanpa diragukan lagi keberadaannya. Adapun 
mashlahat kulliyat adalah suatu mashlahat yang luas dan menyeluruh 
daya jangkauannya sesuai dengan ruang lingkup kebutuhan hidup 
dan kehidupan manusia tanpa memandang waktu dan tempat di 
mana hukum itu harus diwujudkan dan diterapkan.  

 Keseluruhan hukum (Islam) pada akhirnya akan mengarah pada 
suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga 
kemashlahatan manusia di dunia dan akherat kelak. Pengertian 
mashlahat dalam konteks seperti ini dartikan sebagai manfaat. 
Sedangkan manfaat dalam terminologgi hukum (umum) merupakan 
bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian. 
Sedangkan manfaat (mashlahat) dalam terminologi hukum Islam 
harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan hukum esensial yang 
telah disepakati oleh ahli hukum. Tujuan-tujuan hukum esensial 
tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, 
menjaga keturunan dan menjaga harta. Kelima hal ini selanjutnya 
disebut dengan istilah kulliyat al-khomsah (pokok-pokok hukum yang 
lima). 

D. Hubungan Mashlahat Dengan Tujuan Hukum Islam 
 Hubungan mashlahat dengan tujuan hukum (maqasid syariah) adalah 

merupakan hubungan simbiosis.362 Satu dengan yang lainnya saling 
membutuhkan. Artinya, mashlahat membutuhkan tujuan hukum (maqasid 
syariah), di sisi lain tujuan hukumpun juga membutuhkan adanya mashlahat. 
Bertitik tolak dari pengertian ini, maka tidak semua mashlahat dapat 
dipandang benar oleh hukum. Mashlahat yang dibenarkan hanyalah 
mashlahat yang merupakan pengembangan kulliyat al-khomsah (kelima pokok 
hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam) 
tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistic) 

 
 362Pengertian hubungan simbiosis antara teori maslahat dengan tujuan hukum 

(maqashid syari'ah) di sini adalah: adanya saling membutuhkan antara keduanya. Teori maslahat 
akan bermakna (berfungsi) jika ia memiliki obyek atau fenomena hukum yang keberadaannya 
memerlukan nuansa baru atau perubahan. Di lain pihak tujuan hukum ingin merubah 
fenomena hukum tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana mereka berada 
pada waktu itu, sehingga dengan demikian tujuan hukum membutuhkan maslahat dan 
maslahatpun sebagai pisau analisis pembentukan hukum baru juga membutuhkan tujuan 
hukum, terkait dengan hukum aktual (baru) pada saat itu. 
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saja. Penulusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting. 
Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar 
pada teks-teks atau nash yang ada. Hal ini dilakukan demi untuk menjawab 
perkembangan dan perubahan sosial yang dalam kenyataannya melaju lebih 
cepat dari pada hukum itu sendiri.  

 Untuk mewujudkan maqasid (tujuan pokok) syari’ah sebagaimana 
telah disebutkan, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam 
kehidupan masyarakkat, mashlahat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, 
mashlahah dharuriyyah (mashlahat primer), mashlahah hajiyyah (mashlahat 
sekunder) dan mashlahah tahsiniyyah (mashlahat tersier).  

 Mashlahah Dharuriyyah (kemashlahatan primer), yaitu kemashlahatan 
memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak 
bisa diabaikan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam 
kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemashlahatan ini tidak terwujud, 
maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya 
kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-
duanya sekaligus. Akibatnya mereka akan kehilangan keserasian dan 
kebahagiaan akhirat. 

 Sedangkan Mashlahah Hajiyyah (kemasalahatan sekunder), yaitu 
sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup 
dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara al-maqashid al-syar’iyyah 
(tujuan syari’at/hukum). Jika tidak terpenuhi kemashlahatan tingkat ini, 
manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan 
kebahagiaan hidup.  

 Adapun Mashlahah Tahsiniyyah (kemashlahatan tersier), adalah 
bertujuan untuk memelihara kelima unsur al-maqashid al-syar’iyyah (tujuan 
syari’at/hukum) dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas 
dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan 
sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai 
kemashlahatan tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, hanya 
saja ia tidak mencapai tarap hidup yang bermartabat atau terhormat.  Untuk 
itulah mashlahat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Al-mashlahah yang berkaitan dengan semua orang, seperti 
menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid’ah merupakan 
kemashlahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab 
akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan (bahaya) bagi 
semua orang. 
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b. Al-mashlahah yang berkaitan dengan kepentingan mayoritas 
(kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya 
orang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk 
menjadikan sebuah barang jadi atau setengah jadi, wajib 
menggantikan bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini 
diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima 
pesanan tidak hati-hati dalam pekerjaannya. 

c. Al-mashlahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini 
sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemashlahatan bagi 
seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena 
suaminya dinyatakan mafqud (hilang).  
Mengenai pembahasan di atas, al-Thufi tidak sependapat dengan 

pendapat mayoritas pakar hukum Islam. Menurutnya pembagian al-mashlahah 
tersebut merupakan penyimpangan dan memberatkan saja, karena metode 
untuk mengetahui al-mashlahah lebih universal dan lebih mudah dari itu 
semua, mengingat Syari’(pembuat hukum) sangat memperhatikan 
kemashlahatan manusia. 

 Menurut al-Thufy, untuk mengetahui suatu kemaslaahatan 
hendaknya menggunakan kriteria sebagai berikut: pertama, Jika suatu 
perbuatan mengandung kemashlahatan semata, maka kerjakanlah; kedua, Jika 
suatu perbuatan itu mengandung mafsadah (kerusakan) semata, maka 
tinggalkanlah dan jangan dikerjakan; ketiga, Jika suatu perbuatan, disatu sisi 
mengandung kemashlahata dan di sisi lain ia juga menagndung mafsadah 
dengan kadar yang sama, maka tanyaknlah kepada ahlinya yang memiliki 
kemampuan untuk menentukan yang mana yang harus dilakukan atau 
dengan cara memilih sendiri antara keduanya. Contoh yang dikemukakannya 
adalah jika seseorang tidak menemukan cukup kain untuk menutup kedua 
kemaluanya, maka ia bisa memilih antara mendahulukan menutup qubul 
(kemaluan depan) atau duburnya (kemaluan belakang/pelepasan); empat, Jika 
suatu perbuatan disatu sisi mengandung kemashlahatan dan di sisi lain 
mengandung mafsadah dengan kadar yang berbeda, maka hendklah mentarjih 
(memilih) saalah satunya. Bila ternyata kemashlahatnnya lebih dominan, 
maka kemashlahatan yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, apabilaa 
mafsadah lebih besar dari pada kemashlahatan, maka meninggalkan mafsadah 
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yang harus didahulukan. Oleh karena menjalankan dan mendahulukan yang 
lebih kuat merupakan tuntutan syarak’ yang harus dilakukan.363  

 Sebagai dalil hukum, mashlahat tidak bersifat statis. Ia bergerak 
mengikuti irama kehidupan. Ditinjau dari konteks yang demikian ini, hukum 
itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan 
manusia. Itulah sebabnya mashlahat sebagaimana dikutip oleh Nashrun 
Harun dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  

a. Mashlahat yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan 
waktu, atau lingkungan , dan atau orang-orang yang menjalaninya. 
Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 
mu’amalah dan uruf (kebiasaan). 

b. Mashlahat yang tidak mengalami perubahan, bersifat tetap sampai 
akhir zaman. Kemashlahatan akan bersifat tetap walaupun waktu, 
lingkungan orang-orang yang berhadapan dengan kemashlahatan 
tersebut telah berubah. Kemashlahatan yang tidak berubah ini 
adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. 

 
 
 
 

 

 
363Najm al-Din al-Thufy, Syarh al-Mukhtashar al-Raudlah, 1989, jilid III, Beirut, 

Muassasah al-Risalah  hal. 214.  
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Rahmatullah, penulis kemudian menikah lagi dengan Hj. Rusmawardah, SP. 
pada 10 Maret 2012. 

Karya Ilmiah/buku  antara lain:  
1. Sumber-Sumber Hukum Islam. 
2.  Konsepsi Para Ulama Tentang Harta Zakat.  
3. Makna Mashlahat Dalam Hukum Islam.  
4. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Suatu Pemikiran 

Ulama dan Kompilasi Hukum Islam). 
5. Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah (Pemikiran para Ulama).  
6. Bertawassul Amaliah Ahlussunnah wal Jama’ah 
ةنیدملا ةرایز لضف نم  .7  (Keutamaan Ziarah Madinah) 
8. Konsep Ijtihad Al-Syaukani Penerapannya Dalam Hukum Bisnis 

Syariah,  
9. Pemikiran Istinbath Hukum Al-Syaukani  Aplikasinya Dalam 

Hukum Islam.  
10. Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, 
11.  Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam,  
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12. Ushul Fiqh Perbandingan,    
13. Qawaid Fiqhiyyah Muamalah,  
14. Ushul Fiqh (Dalil-Dalil Hukum Islam). 
15. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah  
16. Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Di Sepakati Ulama 

Dll 
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